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Kata Pengantar Penerbit

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
tersusunnya dan terbitnya buku “Bahasa Hukum dan 
Linguistik Forensik: Teori, Analisis, dan Praktik dalam 
Sistem Hukum Indonesia” ini. Penerbit menyambut 
baik kehadiran buku ini sebagai salah satu kontribusi 
penting dalam pengembangan khasanah keilmuan, 
khususnya di bidang kebahasaan dan hukum yang terus 
berkembang seiring dinamika masyarakat.

Buku ini disusun secara sistematis, komprehensif, 
dan akademik, dengan mengintegrasikan kajian 
linguistik dan praktik hukum secara utuh. Materi yang 
disajikan tidak hanya mengulas aspek teoretis, tetapi 
juga dilengkapi dengan analisis praktis yang relevan 
dengan kebutuhan mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi 
hukum, serta pemerhati bahasa hukum. Dengan 
cakupan pembahasan yang luas, mulai dari hakikat 
bahasa dan hukum, konsep bahasa hukum, struktur 
linguistik dalam teks hukum, hingga linguistik forensik, 
buku ini diharapkan mampu menjadi referensi yang 
bermutu dan aplikatif.

Penerbit menyadari bahwa keberadaan buku 
referensi yang berkualitas merupakan salah satu 
pilar penting dalam mendukung peningkatan 
mutu pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu 
pengetahuan. Oleh karena itu, penerbit berkomitmen 
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untuk terus menghadirkan karya-karya ilmiah yang 
bermutu, relevan, dan bermanfaat bagi dunia akademik 
maupun praktisi.

Akhir kata, penerbit menyampaikan apresiasi dan 
terima kasih kepada penulis atas dedikasi, ketekunan, 
dan kerja ilmiah yang telah dicurahkan dalam 
penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembaca, serta 
turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas 
pemahaman terhadap bahasa hukum di Indonesia.
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Kata Pengantar Penulis

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku “Bahasa 
Hukum dan Linguistik Forensik: Teori, Analisis, dan 
Praktik dalam Sistem Hukum Indonesia” dapat disusun 
dan diterbitkan sebagai salah satu kontribusi akademik 
dalam pengembangan keilmuan bahasa, hukum, dan 
linguistik forensik di Indonesia.

Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis 
sebagai Associate Professor di Binus University yang 
mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris, serta didukung oleh latar belakang pendidikan 
penulis pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan 
Strata 3 (S3) di bidang Pendidikan Bahasa. Landasan 
akademik tersebut dipadukan dengan pengalaman 
praktis penulis di bidang jurnalistik dan advokasi hukum, 
sehingga buku ini diharapkan memiliki keseimbangan 
antara aspek teoretis dan aplikatif.

Penulis juga berprofesi sebagai wartawan dan 
pemimpin redaksi, serta terdaftar sebagai Anggota 
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan 
Nomor Anggota 09.00.18970.19B dan telah lulus Uji 
Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Jaya jenjang 
Utama dengan Nomor Sertifikat 15003-PWI/WU/
DP/XI/2018/02/10/62. Selain itu, penulis juga 
berpengalaman menjadi managing partner dari 
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sebuah law firm dan sekarang dipercaya mengemban 
amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Dewan 
Pimpinan Nasional Persatuan Advokasi Indonesia 
(DPN PERSADIN) dengan KTA nomor: 0014.B.0012. 
Berbagai peran tersebut menjadi dasar penguatan 
perspektif interdisipliner dalam penyusunan buku ini.

Secara substansi, buku ini membahas hubungan 
bahasa dan hukum secara komprehensif, meliputi 
hakikat bahasa dan hukum, konsep bahasa hukum, 
struktur linguistik teks hukum, makna dan penafsiran 
hukum, etika dan retorika komunikasi hukum, hingga 
kajian linguistik forensik beserta perannya dalam 
proses peradilan. Sistematika penyajian disusun secara 
bertahap dan sistematis agar mudah dipahami oleh 
pembaca dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 
buku referensi dan buku ajar bagi mahasiswa program 
studi bahasa, hukum, dan komunikasi, serta sebagai 
rujukan bagi dosen, peneliti, advokat, hakim, jaksa, 
aparat penegak hukum, dan praktisi kebahasaan dalam 
memahami dan menerapkan bahasa hukum secara 
tepat dan bertanggung jawab.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki 
keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran 
yang bersifat membangun sangat diharapkan demi 
penyempurnaan karya ini pada edisi berikutnya. 
Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih nyata 
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bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan 
tinggi, serta penguatan praktik penegakan hukum yang 
berkeadilan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2026

Assoc. Prof. Dr. Aryusmar

Penulis
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Prakata

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul 
“Bahasa Hukum dan Linguistik Forensik: Teori, 
Analisis, dan Praktik dalam Sistem Hukum Indonesia” 
dapat diterbitkan dan dihadirkan kepada masyarakat 
akademik serta praktisi hukum di seluruh Indonesia. 
Kehadiran buku ini merupakan kontribusi ilmiah 
yang sangat penting dalam memperkuat pemahaman 
terhadap peran bahasa sebagai instrumen utama dalam 
penegakan hukum.

Dalam praktik advokasi, bahasa bukan sekadar 
alat komunikasi, melainkan fondasi utama dalam 
membangun argumentasi hukum, menyusun pembelaan, 
merumuskan gugatan, serta mengartikulasikan keadilan 
di hadapan hukum. Ketepatan pemilihan kata, kejelasan 
makna, serta kecermatan dalam menyusun kalimat 
hukum sangat menentukan kualitas pembuktian dan 
putusan pengadilan. Oleh karena itu, penguasaan 
bahasa hukum dan linguistik forensik merupakan 
kompetensi esensial yang wajib dimiliki oleh setiap 
advokat dan aparat penegak hukum.

Buku ini secara komprehensif membahas hubungan 
erat antara bahasa, hukum, dan linguistik forensik, 
mulai dari aspek teoretis hingga penerapannya dalam 
praktik peradilan. Pembahasan mengenai struktur 
bahasa hukum, penafsiran hukum, etika komunikasi 
hukum, retorika dan argumentasi hukum, kesalahan 
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bahasa dalam teks hukum, hingga peran ahli linguistik 
forensik dalam pembuktian di pengadilan disajikan 
secara sistematis dan ilmiah. Hal ini menjadikan buku ini 
sangat relevan sebagai bahan ajar di perguruan tinggi, 
sekaligus sebagai referensi praktis bagi para advokat, 
jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya.

Atas nama Dewan Pimpinan Nasional Persatuan 
Advokasi Indonesia (DPN PERSADIN), kami 
menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya 
kepada penulis atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen 
intelektualnya dalam menyusun buku ini. Kami meyakini 
bahwa kehadiran buku ini akan memberikan kontribusi 
nyata bagi peningkatan kualitas praktik advokasi, 
penguatan penegakan hukum yang berkeadilan, serta 
pengembangan kajian interdisipliner antara linguistik 
dan hukum di Indonesia.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat dimanfaatkan 
secara optimal oleh mahasiswa, akademisi, dan praktisi 
hukum di seluruh Indonesia, serta menjadi salah satu 
rujukan utama dalam memahami dan mengembangkan 
bahasa hukum dan linguistik forensik dalam sistem 
hukum nasional.

Jakarta, Januari 2026

Dr. Adv. KRT. Oking Ganda Miharja, S.H., M.H.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan 

Advokasi Indonesia (DPN PERSADIN)
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Sambutan

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang 
Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga 
buku berjudul “Bahasa Hukum dan Linguistik Forensik: 
Teori, Analisis, dan Praktik dalam Sistem Hukum 
Indonesia” dapat diterbitkan dan dipersembahkan 
kepada masyarakat akademik serta praktisi hukum di 
Indonesia. Saya menyambut dengan penuh apresiasi 
hadirnya buku ini sebagai bagian dari kontribusi nyata 
dunia pendidikan tinggi dalam memperkuat integritas 
keilmuan, karakter, dan moralitas dalam praktik hukum.

Dalam perspektif filsafat, bahasa bukan hanya sarana 
komunikasi, tetapi juga medium ekspresi kebenaran, 
nilai, dan makna. Sementara itu, hukum bertumpu pada 
bahasa sebagai instrumen utama dalam merumuskan 
norma, keadilan, serta tanggung jawab manusia dalam 
kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, relasi 
antara bahasa dan hukum tidak semata-mata bersifat 
teknis, melainkan juga sarat dengan dimensi etis, 
ontologis, dan epistemologis. Buku ini dengan sangat 
baik mengintegrasikan dimensi linguistik, yuridis, dan 
forensik dalam satu kerangka keilmuan yang utuh dan 
sistematis.

Kajian mengenai bahasa hukum dan linguistik 
forensik yang disajikan dalam buku ini tidak hanya 
penting bagi pengembangan kompetensi akademik, 
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tetapi juga relevan bagi pembentukan karakter 
profesional para calon penegak hukum. Ketelitian 
dalam berbahasa, kejujuran dalam menyusun wacana 
hukum, serta keteguhan dalam menjaga makna dan 
kebenaran merupakan nilai-nilai karakter yang sejalan 
dengan semangat character building yang senantiasa 
kami tanamkan di Binus University.

Saya mengapresiasi penulis atas dedikasi dan 
kesungguhan dalam menyusun buku ini secara 
komprehensif, mulai dari landasan teori bahasa dan 
hukum, struktur linguistik teks hukum, penafsiran, etika 
komunikasi, hingga peran strategis linguistik forensik 
dalam proses peradilan. Buku ini tidak hanya layak 
menjadi referensi akademik, tetapi juga berpotensi 
besar membentuk cara berpikir kritis, reflektif, dan 
berintegritas bagi para pembacanya.

Akhir kata, saya berharap buku ini dapat memberikan 
manfaat yang luas bagi mahasiswa, dosen, peneliti, 
serta praktisi hukum dan bahasa di Indonesia. Semoga 
kehadiran buku ini semakin memperkaya khazanah 
keilmuan interdisipliner dan turut berkontribusi dalam 
membangun penegakan hukum yang berkeadilan, 
beretika, dan bermartabat.

Jakarta, Januari 2026

Assoc. Prof. Dr. Frederikus Fios, S.Fil., M.Th
Manager CBDC Bina Nusantara University
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Dedikasi

Untuk anakku tercinta, Jago Ari Laksana 
Kartadilaga, yang kini menapaki jalan ilmu di Fakultas 
Hukum—semoga setiap langkahmu kelak selalu berpijak 
pada kejujuran dan keadilan.

Juga untuk para akademisi, penegak hukum, 
advokat, hakim, penyidik, dan ahli bahasa yang dengan 
sunyi dan setia menjahit makna, merajut bukti, serta 
menghadirkan keadilan melalui bahasa.

Semoga karya ini menjadi setetes cahaya bagi kerja-
kerja ilmiah dan ikhtiar menegakkan keadilan yang 
berlandaskan nurani dan kebenaran.
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Assoc. Prof. Dr. Aryusmar

BAB I
Pendahuluan

1.1.	 Latar Belakang

Bahasa merupakan sarana utama dalam 
membangun, menyampaikan, dan menafsirkan hukum. 
Hukum pada hakikatnya tidak pernah hadir di ruang 
hampa, melainkan selalu diwujudkan melalui bahasa 
dalam bentuk teks peraturan, putusan pengadilan, 
kontrak, hingga komunikasi lisan dalam persidangan. 
Oleh karena itu, hukum dapat dipahami sebagai produk 
kebahasaan yang memiliki konsekuensi normatif dan 
yuridis (Solan & Tiersma, 2012; Gibbons, 2003).

Dalam perspektif linguistik, bahasa dipahami sebagai 
sistem tanda yang bersifat arbitrer, produktif, dan 
konvensional (Saussure, 2011; Chaer, 2014). Sementara 
itu, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang 
bersifat mengikat dan mengatur perilaku manusia dalam 
masyarakat (Soekanto, 2018). Relasi antara bahasa dan 
hukum menjadi sangat krusial karena ketepatan bahasa 
menentukan kepastian hukum, sedangkan kesalahan 



2 | Bahasa Hukum dan Linguistik Forensik

bahasa dapat melahirkan ambiguitas, konflik tafsir, 
bahkan ketidakadilan (Tiersma, 1999; Butters, 2012).

Dalam praktik hukum di Indonesia, persoalan 
kebahasaan masih sering muncul, baik dalam peraturan 
perundang-undangan, dokumen kontrak, maupun 
putusan pengadilan. Ambiguitas semantik, kalimat 
yang terlalu kompleks, inkonsistensi terminologi, serta 
lemahnya koherensi wacana hukum menjadi persoalan 
yang berulang (Moeliono, 1997; Rahardjo, 2010). Hal 
ini memperkuat pandangan bahwa bahasa hukum 
menuntut ketelitian linguistik yang tinggi agar mampu 
menjamin asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan 
hukum.

Seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi, 
persoalan kebahasaan dalam hukum semakin kompleks. 
Bukti hukum kini tidak hanya berupa dokumen cetak, 
tetapi juga pesan elektronik, rekaman suara, unggahan 
media sosial, dan komunikasi digital lainnya. Dalam 
konteks inilah linguistik forensik berkembang sebagai 
cabang ilmu yang memanfaatkan analisis bahasa untuk 
kepentingan pembuktian hukum (Coulthard & Johnson, 
2007; Olsson & Luchjenbroers, 2014). Linguistik forensik 
berperan dalam mengkaji keaslian teks, identifikasi 
penulis, analisis ujaran, serta interpretasi makna dalam 
konteks hukum.

Di Indonesia, kajian bahasa hukum dan linguistik 
forensik masih relatif terbatas dan belum sepenuhnya 
terintegrasi dalam kurikulum pendidikan hukum 
maupun bahasa. Padahal, meningkatnya kasus 
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pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hoaks, 
sengketa kontrak digital, serta kejahatan berbasis 
teknologi menuntut kehadiran analisis linguistik 
yang akurat dalam proses peradilan (Santoso, 2019; 
Sudaryanto, 2020). Oleh karena itu, buku ini disusun 
sebagai upaya akademik untuk memperkuat landasan 
teoretis dan praktis bahasa hukum serta linguistik 
forensik dalam sistem hukum Indonesia.

1.2.	Rumusan Masalah

Penulisan buku referensi ini berangkat dari 
beberapa pertanyaan mendasar. Pertama, bagaimana 
hakikat dan fungsi bahasa hukum dalam sistem hukum 
Indonesia? Kedua, apa saja ciri-ciri linguistik yang 
membedakan bahasa hukum dari bahasa umum? Ketiga, 
bagaimana bahasa berperan dalam membentuk makna 
dan legitimasi hukum?

Selain itu, penulisan ini juga merumuskan masalah 
mengenai hubungan timbal balik antara bahasa dan 
pikiran hukum. Bagaimana struktur bahasa hukum 
memengaruhi cara berpikir para pelaku hukum, dan 
sebaliknya, bagaimana pola pikir hukum membentuk 
struktur bahasa yang digunakan dalam dokumen yuridis 
(Sapir & Whorf, 1956)? Pertanyaan ini penting untuk 
memahami peran bahasa sebagai wadah konseptual 
bagi konstruksi keadilan serta pembentukan logika 
yuridis.
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Masalah lain yang turut dikaji adalah penggunaan 
bahasa hukum dalam konteks digital dan multikultural. 
Di era e-government dan e-court, bahasa hukum 
harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan 
komunikasi digital yang cepat dan transparan tanpa 
mengurangi ketegasan makna hukum (Mulyana, 
2020). Selain itu, pluralitas bahasa di Indonesia juga 
menimbulkan tantangan dalam penerjemahan dan 
penyampaian informasi hukum kepada masyarakat 
multibahasa.

Rumusan masalah ini akan dijawab melalui 
pendekatan linguistik, yuridis, dan pragmatik 
sehingga hasil kajian dapat memberikan pemahaman 
komprehensif mengenai peran bahasa dalam hukum 
Indonesia, baik pada tataran normatif, empiris, maupun 
aplikatif.

1.3.	Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan utama buku ini adalah menjelaskan konsep, 
fungsi, dan peranan bahasa hukum dalam sistem hukum 
nasional. Secara spesifik, tujuan penulisan mencakup 
identifikasi karakteristik bahasa hukum, analisis 
penerapan kaidah linguistik dalam dokumen hukum, 
serta formulasi prinsip penggunaan bahasa hukum 
yang tepat.

Buku ini juga bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran kebahasaan di kalangan praktisi hukum. 
Dengan memahami aspek linguistik hukum, para 
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hakim, jaksa, advokat, dan pembuat undang-undang 
diharapkan dapat menggunakan bahasa hukum secara 
efektif dan efisien (Soekanto, 2015). Kesalahan dalam 
redaksi hukum sering kali berdampak besar terhadap 
pelaksanaan keadilan dan bahkan dapat menimbulkan 
sengketa baru.

Selain tujuan akademik, buku ini juga bertujuan 
memberikan kontribusi terhadap pembaruan 
hukum nasional dalam bidang tata bahasa peraturan 
perundang-undangan, sejalan dengan amanat Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan.

Dari sisi manfaat, secara akademik buku ini menjadi 
referensi bagi mahasiswa hukum dan bahasa, sedangkan 
secara praktis dapat menjadi panduan bagi penulis 
peraturan perundang-undangan, pejabat publik, dan 
aparat penegak hukum. Buku ini juga memberikan 
manfaat strategis bagi pengembangan kebijakan hukum 
berbahasa Indonesia yang baku, efektif, dan mudah 
dipahami masyarakat.

Dengan demikian, penulisan ini tidak hanya 
berkontribusi terhadap pengembangan ilmu 
pengetahuan, tetapi juga mendukung cita-cita hukum 
nasional yang berpijak pada keadilan sosial dan 
kepastian hukum.
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1.4.	Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup pembahasan dalam buku ini 
mencakup tiga dimensi utama, yaitu linguistik, hukum, 
dan sosial. Aspek linguistik menyoroti struktur bahasa 
hukum, termasuk fonologi, morfologi, sintaksis, 
semantik, dan pragmatik. Aspek hukum meninjau 
hubungan antara teks bahasa dan norma hukum dalam 
peraturan perundang-undangan, kontrak, dan putusan 
pengadilan.

Selain itu, aspek sosial membahas bagaimana 
bahasa hukum digunakan dalam komunikasi profesional 
dan interaksi publik. Halliday (1978) menyatakan bahwa 
bahasa selalu berfungsi dalam konteks sosial tertentu, 
dan hal ini berlaku pula pada bahasa hukum yang 
menjadi alat pengatur perilaku sosial serta legitimasi 
kekuasaan.

Lingkup kajian juga mencakup analisis terhadap 
ragam bahasa hukum dalam dokumen formal seperti 
undang-undang, kontrak, akta otentik, surat kuasa, 
dan putusan pengadilan. Di samping itu, buku ini 
menelaah bentuk-bentuk penyimpangan kebahasaan 
yang menyebabkan ketidakpastian hukum, termasuk 
kesalahan redaksi, inkonsistensi terminologi, dan 
ambiguitas makna.

Buku ini juga mencakup kajian bahasa hukum 
dalam konteks multikultural, digitalisasi hukum, serta 
perspektif linguistik forensik sebagai pendekatan baru 
dalam penyelesaian perkara hukum.
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Dengan ruang lingkup tersebut, buku ini diharapkan 
dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai 
bagaimana bahasa membentuk dan dipengaruhi oleh 
sistem hukum Indonesia.

1.5.	Metodologi dan Pendekatan

Buku ini disusun dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif-analitis yang dipadukan dengan 
pendekatan interdisipliner antara linguistik, hukum, 
dan linguistik forensik (Creswell, 2014; Gibbons, 2003). 
Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami 
secara mendalam fenomena kebahasaan dalam ranah 
hukum, baik pada tataran konseptual, struktural, 
maupun fungsional, sedangkan pendekatan deskriptif-
analitis bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, 
dan menganalisis penggunaan bahasa dalam berbagai 
produk dan praktik hukum secara sistematis dan 
objektif.

Secara metodologis, penyusunan buku ini mengacu 
pada beberapa metode utama, yaitu:

(1) studi kepustakaan (library research) dengan 
menelaah buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, serta sumber ilmiah 
lain yang relevan dengan bahasa hukum dan linguistik 
forensik;

(2) analisis dokumen hukum, meliputi undang-
undang, kontrak, putusan hakim, surat gugatan, berita 
acara, dan dokumen forensik;
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(3) analisis wacana hukum, untuk mengkaji relasi 
bahasa, kekuasaan, ideologi, dan makna dalam praktik 
hukum (Fairclough, 1995); serta

(4) analisis kasus (case-based analysis) yang diambil 
dari praktik peradilan, media, dan laporan hukum.

Pendekatan linguistik yang digunakan mencakup 
fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan 
analisis wacana, yang kemudian diintegrasikan dengan 
pendekatan yuridis normatif dalam kajian hukum. Pada 
bagian linguistik forensik, buku ini juga memanfaatkan 
pendekatan evidentiary linguistics, yaitu kajian bahasa 
sebagai alat bukti dalam proses peradilan (Coulthard & 
Johnson, 2007).

Seluruh data dianalisis melalui tahapan reduksi 
data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan 
kesimpulan secara sistematis. Dengan metodologi 
dan pendekatan tersebut, buku ini diharapkan mampu 
menyajikan pembahasan yang akurat secara ilmiah, 
relevan secara praktis, serta mudah dipahami oleh 
kalangan akademisi dan praktisi hukum.



Assoc. Prof. Dr. Aryusmar

BAB II
Hakikat Bahasa

2.1.	Pengertian Bahasa

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi arbitrer 
yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan 
membangun makna sosial. Menurut Kridalaksana 
(2010), bahasa adalah sistem tanda yang memungkinkan 
manusia bekerja sama dan membangun identitas 
sosial. Dalam konteks hukum, bahasa menjadi medium 
utama untuk membentuk dan mengekspresikan 
norma hukum. Seluruh perintah, larangan, izin, dan 
sanksi dalam hukum hanya dapat eksis melalui bahasa 
yang dirumuskan secara sistematis dalam peraturan 
perundang-undangan.

Chaer (2012) menegaskan bahwa bahasa adalah 
sistem simbol yang memiliki aturan dan makna tertentu. 
Dalam praktik hukum, simbol tersebut diatur agar 
memiliki makna tunggal demi kepastian hukum. Bahasa 
hukum, dengan demikian, tidak boleh ambigu karena 
setiap kata dapat menimbulkan akibat hukum. Sebagai 
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contoh, perbedaan redaksi antara frasa “setiap orang 
yang dengan sengaja” dan “setiap orang yang karena 
kelalaiannya” dalam hukum pidana menentukan ada 
tidaknya unsur kesengajaan dan berpengaruh langsung 
terhadap berat-ringannya pidana.

Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga menjadi 
sarana kognitif yang memungkinkan penalaran yuridis. 
Bahasa membentuk konsep-konsep hukum seperti 
“keadilan,” “tanggung jawab,” dan “pelanggaran.” 
Tanpa bahasa, konsep-konsep tersebut tidak dapat 
diartikulasikan secara logis. Misalnya, konsep tanggung 
jawab hukum baru dapat dioperasionalkan melalui 
istilah-istilah seperti subjek hukum, perbuatan melawan 
hukum, kesalahan, dan akibat hukum.

Oleh karena itu, pemahaman tentang pengertian 
bahasa menjadi langkah awal dalam membangun 
kesadaran kebahasaan di bidang hukum, agar setiap teks 
hukum dapat dimaknai sesuai tujuan pembuatannya. 
Tanpa pemahaman kebahasaan yang memadai, teks 
hukum berpotensi ditafsirkan secara keliru dan 
menimbulkan ketidakadilan.

2.2.	Fungsi dan Peran Bahasa dalam Masyarakat

Halliday (1978) menyebutkan bahwa bahasa berfungsi 
sebagai sarana interaksi sosial dan pembentuk struktur 
masyarakat. Dalam masyarakat hukum, bahasa menjadi 
instrumen normatif yang mengatur perilaku sosial. 
Bahasa hukum berfungsi untuk menyampaikan norma-
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norma hukum dalam bentuk yang dapat dipahami 
publik. Melalui bahasa, negara menyampaikan perintah, 
larangan, dan sanksi kepada warga negara.

Fungsi bahasa hukum tidak hanya bersifat 
komunikatif, tetapi juga performatif. Austin (1962) 
menjelaskan bahwa tuturan hukum seperti “menyatakan 
bersalah” atau “dijatuhi hukuman” bukan hanya 
menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan 
realitas hukum baru. Sebagai contoh, ketika hakim 
menyatakan “Terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah,” sejak saat itu status hukum 
terdakwa langsung berubah menjadi terpidana.

Selain itu, bahasa hukum memiliki fungsi edukatif 
dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 
Dokumen hukum yang menggunakan bahasa jelas 
dan baku akan membantu warga memahami hak dan 
kewajiban mereka. Sebaliknya, bahasa yang rumit 
dan berbelit justru memperlemah efektivitas hukum. 
Misalnya, peraturan tentang pajak atau lalu lintas 
yang dirumuskan secara sederhana akan lebih mudah 
dipatuhi oleh masyarakat dibandingkan peraturan yang 
penuh istilah teknis tanpa penjelasan.

Dengan demikian, bahasa berperan penting dalam 
menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan 
melalui mekanisme komunikasi yang terstruktur dan 
transparan. Bahasa sekaligus menjadi jembatan antara 
negara sebagai pemegang otoritas dan masyarakat 
sebagai subjek hukum.
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2.3.	Bahasa sebagai Sistem Tanda

Menurut Ferdinand de Saussure (1916), bahasa 
merupakan sistem tanda yang terdiri atas penanda 
(signifier) dan petanda (signified). Hubungan antara 
keduanya bersifat konvensional, bukan alamiah. Dalam 
hukum, hubungan ini menjadi lebih kompleks karena 
setiap tanda linguistik juga memiliki makna yuridis. 
Sebuah kata dalam hukum tidak hanya menunjukkan 
makna leksikal, tetapi juga memiliki konsekuensi 
hukum.

Contohnya, istilah “melawan hukum” dalam hukum 
pidana tidak dapat diartikan secara harfiah, tetapi 
harus ditafsirkan berdasarkan konteks normatifnya. 
Oleh karena itu, analisis bahasa hukum memerlukan 
pendekatan semantik dan pragmatik agar makna yang 
terkandung tetap konsisten. Dalam hukum perdata, 
istilah “wanprestasi” juga tidak cukup dipahami sebagai 
“ingkar janji” secara umum, melainkan memiliki unsur-
unsur yuridis tertentu yang telah ditentukan oleh 
doktrin dan yurisprudensi.

Alwi (2018) menambahkan bahwa bahasa hukum 
sebagai sistem tanda bersifat tertutup dan baku. Setiap 
istilah harus digunakan secara seragam agar tidak 
terjadi multitafsir. Misalnya, perbedaan antara istilah 
“harus” dan “dapat” dalam undang-undang memiliki 
implikasi hukum yang sangat berbeda. Kata “harus” 
bersifat imperatif dan wajib dilaksanakan, sedangkan 
“dapat” bersifat fakultatif dan memberi ruang diskresi.
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Dengan demikian, pemahaman terhadap bahasa 
sebagai sistem tanda membantu kita memahami 
bahwa hukum adalah sistem simbol yang memiliki 
fungsi mengikat dalam masyarakat. Setiap perubahan 
tanda linguistik akan berpengaruh langsung terhadap 
perubahan makna hukum yang dikandungnya.

2.4.	Bahasa dan Pikiran Hukum

Bahasa dan pikiran hukum memiliki hubungan 
timbal balik yang erat. Menurut Sapir dan Whorf (1956), 
struktur bahasa menentukan cara berpikir manusia, 
termasuk dalam memahami keadilan dan moralitas. 
Dalam hukum, struktur kalimat, pilihan kata, dan istilah 
hukum turut membentuk cara berpikir yuridis. Cara 
perumusan norma akan memengaruhi cara aparat 
penegak hukum menafsirkan dan menerapkan hukum.

Dalam konteks Indonesia, bahasa hukum 
mencerminkan sistem nilai yang bersumber dari 
Pancasila. Misalnya, istilah “keadilan sosial” bukan 
sekadar ungkapan linguistik, melainkan landasan filosofis 
hukum nasional. Struktur bahasa tersebut memperkuat 
orientasi hukum Indonesia pada keseimbangan 
antara kepastian hukum dan kemanusiaan. Hal ini 
terlihat dalam perumusan konsep “keadilan restoratif” 
yang menekankan pemulihan, bukan semata-mata 
penghukuman.

Soekanto (2015) menjelaskan bahwa bahasa hukum 
berfungsi sebagai medium logika hukum. Tanpa 
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bahasa yang jelas, proses argumentasi hukum tidak 
dapat dilakukan secara rasional. Bahasa menentukan 
bagaimana norma diinterpretasikan dan diterapkan. 
Misalnya, perbedaan redaksi dalam putusan pengadilan 
antara “mengabulkan sebagian” dan “menolak untuk 
seluruhnya” membawa implikasi yuridis yang sangat 
berbeda bagi para pihak.

Dengan demikian, memahami hubungan antara 
bahasa dan pikiran hukum membantu memastikan 
bahwa penegakan hukum didasarkan pada nalar dan 
keadilan, bukan sekadar kekuasaan. Bahasa menjadi 
alat utama dalam membangun rasionalitas hukum yang 
objektif.

2.5.	Ragam Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia memiliki beragam variasi yang 
disesuaikan dengan konteks penggunaannya. Menurut 
Pateda (2010), ragam bahasa dibedakan berdasarkan 
situasi, fungsi, dan bidang keilmuan. Bahasa hukum 
termasuk dalam ragam bahasa teknis-formal yang 
memiliki ciri khas tersendiri, berbeda dengan bahasa 
jurnalistik, bahasa sastra, maupun bahasa pergaulan 
sehari-hari.

Ciri bahasa hukum antara lain: kalimat kompleks, 
struktur logis, dan penggunaan istilah yang konsisten. 
Ragam ini menuntut ketelitian tinggi karena kesalahan 
kecil dapat menimbulkan perbedaan tafsir hukum. 
Misalnya, penggunaan kata “dapat” dan “harus” memiliki 
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makna berbeda dalam peraturan perundang-undangan. 
Kalimat “Pejabat dapat menjatuhkan sanksi” memberi 
ruang kebebasan bertindak, sedangkan “Pejabat harus 
menjatuhkan sanksi” bersifat wajib.

Selain itu, bahasa hukum harus bebas dari pengaruh 
emosi dan gaya retorika. Kalimat dalam dokumen 
hukum harus objektif, impersonal, dan mengutamakan 
makna fungsional. Oleh karena itu, ungkapan hiperbolik, 
metafora, atau bahasa persuasif retoris seperti dalam 
pidato politik tidak digunakan dalam peraturan 
perundang-undangan atau putusan hakim.

Pemahaman terhadap ragam bahasa hukum sangat 
penting bagi praktisi hukum agar komunikasi hukum 
berlangsung efektif dan tidak menimbulkan konflik 
interpretasi. Ketidaktepatan dalam memilih ragam 
bahasa dapat menyebabkan cacat formil maupun 
materil dalam sebuah dokumen hukum.

2.6.	Bahasa Baku dalam Konteks Profesional

Bahasa baku merupakan bahasa yang memenuhi 
kaidah ejaan, tata bahasa, dan kosakata resmi. Dalam 
bidang hukum, penggunaan bahasa baku menjadi 
keharusan untuk menjamin kejelasan dan validitas 
hukum. Moeliono (2000) menyatakan bahwa bahasa 
baku harus memiliki ciri kemantapan, keseragaman, 
dan kecendekiaan. Ciri-ciri ini sangat penting dalam 
perumusan norma hukum yang bersifat mengikat.
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Penggunaan bahasa nonbaku dalam dokumen 
hukum dapat menimbulkan ambiguitas dan kesalahan 
penafsiran. Misalnya, kesalahan ejaan atau struktur 
kalimat dapat mengubah makna normatif dari suatu 
pasal hukum. Kesalahan penulisan frasa “di bawah 
umur” yang dipisah atau digabung secara tidak tepat 
dalam sebuah putusan dapat menimbulkan celah 
hukum dalam eksekusi putusan tersebut.

Bahasa baku juga mencerminkan profesionalitas 
lembaga hukum. Bahasa hukum yang baik harus 
mengikuti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 
(PUEBI) serta pedoman terminologi hukum yang diakui. 
Dalam surat dakwaan, gugatan, kontrak, dan putusan 
pengadilan, konsistensi istilah dan ketepatan struktur 
kalimat menjadi indikator kualitas dokumen hukum.

Dengan demikian, penerapan bahasa baku dalam 
konteks profesional bukan hanya persoalan linguistik, 
tetapi juga bagian dari etika hukum yang menjamin 
transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Kesalahan 
bahasa dalam dokumen hukum bukan sekadar kesalahan 
teknis, melainkan dapat berdampak langsung pada hak 
dan kewajiban subjek hukum.
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BAB III
Hakikat Hukum

3.1.	Pengertian Hukum

Hukum merupakan sistem norma yang mengatur 
perilaku manusia dalam masyarakat, berfungsi untuk 
menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian. 
Menurut Soekanto (2015), hukum adalah himpunan 
peraturan yang mengatur hubungan antarindividu 
dalam masyarakat dan bersifat memaksa, sehingga 
pelanggarannya menimbulkan sanksi. Hukum berbeda 
dari norma sosial atau moral karena memiliki kekuatan 
mengikat secara formal melalui lembaga berwenang. 
Sebagai contoh, larangan mencuri tidak hanya 
merupakan norma moral dalam masyarakat, tetapi juga 
norma hukum yang disertai sanksi pidana sebagaimana 
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP).

Kelsen (1967) dalam teori hukum murninya 
menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang 
tersusun secara hierarkis dari norma dasar (grundnorm) 
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hingga aturan konkret. Dengan demikian, hukum 
memiliki struktur yang rasional dan tidak bergantung 
pada moralitas, meskipun dalam praktiknya moral 
sering memengaruhi interpretasi hukum. Sebagai 
contoh, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi norma 
dasar yang melahirkan undang-undang, peraturan 
pemerintah, hingga peraturan daerah.

Dalam konteks Indonesia, hukum tidak hanya 
dipandang sebagai sistem normatif, tetapi juga 
sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social 
engineering). Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1986), 
hukum berfungsi membentuk tatanan masyarakat 
yang harmonis melalui pengaturan dan pembaharuan 
sosial. Contoh penerapan fungsi ini dapat dilihat 
dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang 
Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik yang bertujuan menyesuaikan 
hukum dengan perkembangan sosial dan teknologi.

Dengan demikian, pengertian hukum mencakup 
tiga dimensi: normatif (aturan yang mengikat), 
institusional (lembaga penegak hukum), dan fungsional 
(alat perubahan sosial). Pemahaman yang utuh terhadap 
hukum sangat penting dalam membangun sistem 
hukum nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada 
nilai-nilai Pancasila.
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3.2.	Fungsi dan Tujuan Hukum

Fungsi utama hukum adalah menciptakan 
keteraturan, keadilan, dan perlindungan dalam 
masyarakat. Fuller (1969) menyebutkan bahwa hukum 
memiliki delapan prinsip dasar, antara lain kejelasan, 
konsistensi, dan keterbukaan, yang menjadi syarat bagi 
keberlakuan hukum yang baik. Tanpa prinsip tersebut, 
hukum kehilangan legitimasi sosialnya. Misalnya, 
apabila suatu peraturan dirumuskan secara kabur 
dan multitafsir, maka peraturan tersebut berpotensi 
menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya.

Tujuan hukum selalu dikaitkan dengan konsep 
keadilan. Aristoteles dalam Ethica Nicomachea 
membedakan antara keadilan distributif dan keadilan 
korektif. Dalam konteks modern, Gustav Radbruch 
(1973) menyebutkan tiga tujuan utama hukum, 
yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 
Ketiga aspek ini harus seimbang agar hukum dapat 
berfungsi secara efektif. Sebagai contoh, penegakan 
hukum tilang elektronik (ETLE) mencerminkan upaya 
menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan 
teknologi, dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Hukum juga berfungsi sebagai instrumen 
pengendalian sosial, yang mengarahkan perilaku 
masyarakat sesuai nilai-nilai yang diakui bersama. Selain 
itu, hukum berperan sebagai sarana penyelesaian konflik 
dan pengaturan hubungan antarwarga negara maupun 
antara warga negara dengan pemerintah. Contohnya, 
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sengketa perdata diselesaikan melalui pengadilan atau 
alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan 
arbitrase.

Dengan demikian, fungsi dan tujuan hukum tidak 
dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang dianut 
oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum 
berlandaskan Pancasila yang menekankan keseimbangan 
antara kepastian, keadilan, dan kemanusiaan.

3.3.	Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional Indonesia merupakan hasil 
perpaduan antara berbagai tradisi hukum, yaitu hukum 
adat, hukum Islam, dan hukum barat (Eropa kontinental). 
Menurut Mahfud MD (2010), sistem hukum Indonesia 
bersifat pluralistik karena mencerminkan sejarah 
kolonial, perkembangan budaya, dan dinamika sosial 
bangsa. Sebagai contoh, hukum waris di Indonesia 
mengenal pluralisme antara hukum perdata barat, 
hukum Islam, dan hukum adat.

Secara struktural, sistem hukum nasional terdiri 
atas tiga unsur utama: struktur hukum (lembaga 
penegak hukum), substansi hukum (peraturan 
perundang-undangan), dan budaya hukum (nilai, 
sikap, dan kesadaran hukum masyarakat) sebagaimana 
dikemukakan oleh Friedman (1975). Ketiga unsur ini 
harus berjalan selaras agar sistem hukum berfungsi 
secara optimal. Lembaga penegak hukum seperti 
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan merupakan 
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elemen struktur yang menjalankan substansi hukum 
berdasarkan budaya hukum masyarakat.

Dalam hierarki hukum Indonesia, Undang-Undang 
Dasar 1945 merupakan norma tertinggi yang menjadi 
sumber legitimasi seluruh peraturan di bawahnya. 
Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Sebagai contoh, 
apabila suatu peraturan daerah bertentangan dengan 
undang-undang, maka peraturan tersebut dapat 
dibatalkan melalui mekanisme uji materi.

Sistem hukum nasional juga harus mampu 
beradaptasi dengan perkembangan global, teknologi, 
dan perubahan sosial. Oleh karena itu, pembaruan 
hukum harus dilakukan tanpa mengabaikan nilai-nilai 
dasar kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila dan 
UUD 1945, seperti terlihat dalam pengaturan hukum 
siber, data pribadi, dan transaksi elektronik.

3.4.	Asas-Asas Umum Hukum

Asas hukum merupakan prinsip dasar yang menjadi 
landasan bagi pembentukan, penerapan, dan penegakan 
hukum. Menurut Van Apeldoorn (1958), asas hukum 
adalah jiwa dari peraturan hukum yang memberikan 
arah dan makna terhadap setiap norma hukum. Tanpa 
asas, hukum hanya menjadi kumpulan peraturan tanpa 
roh.
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Beberapa asas umum hukum yang berlaku universal 
antara lain asas keadilan, asas legalitas (nullum crimen 
sine lege), asas persamaan di depan hukum (equality 
before the law), dan asas kepastian hukum. Di Indonesia, 
asas-asas ini diadaptasi dalam sistem hukum nasional 
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, setiap 
warga negara memiliki kedudukan yang sama di 
hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang 
sosial, ekonomi, atau politik.

Selain asas universal, terdapat pula asas nasional 
yang bersifat khas Indonesia, seperti asas kekeluargaan, 
asas musyawarah, dan asas kemanfaatan. Asas-asas ini 
menjiwai hukum Indonesia agar tidak terlepas dari akar 
budaya bangsa. Sebagai contoh, penyelesaian sengketa 
melalui musyawarah merupakan cerminan asas 
kekeluargaan yang diakomodasi dalam hukum perdata 
dan hukum adat.

Dengan demikian, asas hukum berfungsi sebagai 
pedoman moral dan rasional bagi setiap pelaku hukum 
dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan. 
Penerapan asas hukum yang konsisten menjadi kunci 
tegaknya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

3.5.	Sumber Hukum Indonesia

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi 
asal atau dasar bagi berlakunya hukum. Menurut 
Utrecht (1953), sumber hukum terbagi menjadi dua: 
sumber hukum material (faktor yang memengaruhi 
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pembentukan hukum seperti politik, ekonomi, dan 
budaya) dan sumber hukum formal (bentuk tempat 
hukum ditemukan, seperti undang-undang dan 
kebiasaan).

Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum 
formal meliputi Undang-Undang Dasar 1945, undang-
undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, 
serta peraturan daerah. Selain itu, hukum adat dan 
yurisprudensi juga diakui sebagai sumber hukum 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
yang lebih tinggi (Soeroso, 2016). Contohnya, putusan 
Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap 
sering dijadikan rujukan dalam perkara sejenis.

Sumber hukum Indonesia juga mencerminkan 
nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologis. Pancasila 
bukan hanya sumber etika, tetapi juga sumber hukum 
material yang menjiwai setiap peraturan perundang-
undangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Mochtar 
Kusumaatmadja (1986) bahwa hukum Indonesia harus 
mencerminkan karakter bangsa dan aspirasi nasional.

Dengan demikian, sumber hukum Indonesia tidak 
hanya bersifat tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai 
sosial, budaya, dan moral yang hidup dalam masyarakat. 
Integrasi antara sumber hukum formal dan material 
menjadi ciri khas hukum Indonesia yang dinamis dan 
berakar pada kehidupan bangsa.
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3.6.	Hubungan Hukum dengan Bahasa

Bahasa dan hukum memiliki hubungan yang sangat 
erat karena hukum hanya dapat diwujudkan melalui 
bahasa. Tanpa bahasa, norma hukum tidak dapat 
diformulasikan, dikomunikasikan, atau diterapkan. 
Menurut Alwi (2018), bahasa hukum harus memiliki sifat 
presisi, kejelasan, dan objektivitas agar maknanya tidak 
menimbulkan multitafsir.

Dalam teks hukum, setiap kata memiliki beban 
makna yuridis yang spesifik. Misalnya, perbedaan 
antara kata “dapat” dan “harus” dalam undang-undang 
menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Kata 
“harus” bersifat imperatif dan mengikat, sedangkan 
“dapat” memberikan ruang diskresi kepada pelaksana 
hukum. Kesalahan penggunaan istilah ini dapat 
berdampak pada keabsahan tindakan hukum.

Sapir dan Whorf (1956) menegaskan bahwa bahasa 
membentuk cara berpikir manusia. Dalam konteks 
hukum, struktur bahasa yang digunakan mencerminkan 
logika dan budaya hukum suatu bangsa. Hukum 
Indonesia, misalnya, dibentuk melalui bahasa Indonesia 
yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan semangat 
kebangsaan. Hal ini tampak dalam perumusan norma 
yang menekankan keseimbangan antara hak dan 
kewajiban, serta keadilan sosial.

Dengan demikian, bahasa bukan hanya alat 
komunikasi hukum, tetapi juga sarana pembentuk 
realitas hukum. Keterpaduan antara hukum dan bahasa 
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menjamin kejelasan, keadilan, dan efektivitas dalam 
pelaksanaan hukum di Indonesia.
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BAB IV
Konsep Bahasa Hukum

4.1.	Pengertian Bahasa Hukum

Bahasa hukum merupakan bentuk khusus dari 
bahasa yang digunakan dalam konteks hukum, baik 
dalam peraturan perundang-undangan, putusan 
pengadilan, maupun dokumen hukum lainnya. Menurut 
Sudaryat (2018), bahasa hukum adalah ragam bahasa 
resmi yang digunakan untuk mengekspresikan norma 
hukum secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan 
tafsir ganda. Bahasa ini menuntut ketepatan makna 
karena setiap istilah memiliki konsekuensi yuridis yang 
berbeda. Sebagai contoh, istilah “dipidana,” “dikenai 
sanksi administratif,” dan “digugat secara perdata” 
menunjukkan konsekuensi hukum yang berbeda 
meskipun sama-sama berkaitan dengan pelanggaran 
hukum.

Bahasa hukum bukan sekadar alat komunikasi, 
melainkan instrumen untuk membangun struktur 
hukum itu sendiri. Menurut Crystal (2003), bahasa dan 
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hukum memiliki hubungan yang bersifat konstitutif: 
hukum tidak akan ada tanpa bahasa karena semua 
norma hukum diwujudkan melalui simbol linguistik. 
Dengan demikian, bahasa hukum adalah media utama 
dalam pembentukan dan penerapan hukum. Misalnya, 
keberadaan hukum pidana baru dianggap sah dan 
mengikat setelah dirumuskan secara tertulis dalam 
undang-undang menggunakan bahasa hukum.

Dalam konteks Indonesia, bahasa hukum 
menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi 
negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2009. Ketentuan ini menegaskan 
pentingnya penggunaan bahasa hukum yang seragam, 
baku, dan berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan. 
Sebagai contoh, semua peraturan perundang-
undangan, mulai dari undang-undang hingga peraturan 
daerah, wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang 
sesuai dengan kaidah kebahasaan resmi.

Oleh karena itu, bahasa hukum harus memenuhi tiga 
kriteria utama: ketepatan terminologi, konsistensi logika 
hukum, dan kejelasan komunikasi. Tanpa memenuhi 
kriteria tersebut, hukum berisiko disalahpahami atau 
diterapkan secara keliru. Kesalahan kecil dalam redaksi 
pasal, seperti salah penggunaan frasa atau tanda baca, 
dapat berimplikasi besar terhadap makna normatif 
suatu peraturan.
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4.2.	Ciri-Ciri Bahasa Hukum

Bahasa hukum memiliki ciri khas yang 
membedakannya dari ragam bahasa lain. Menurut 
Gibbons (2013), ciri utama bahasa hukum adalah 
formalitas, ketegasan, dan presisi. Formalitas 
tercermin dalam struktur kalimat yang kompleks 
dan penggunaan istilah teknis yang spesifik. Presisi 
diperlukan untuk menghindari ambiguitas, sementara 
ketegasan mencerminkan kekuatan normatif hukum. 
Sebagai contoh, rumusan pasal dalam undang-undang 
umumnya menggunakan kalimat panjang yang memuat 
unsur subjek, perbuatan, dan sanksi secara lengkap.

Ciri lainnya adalah sifat konservatif, di mana 
bahasa hukum cenderung mempertahankan istilah dan 
struktur yang sudah mapan demi menjaga stabilitas 
makna. Sebagai contoh, istilah seperti “demi hukum,” 
“dinyatakan sah,” atau “dengan ini” tetap digunakan 
meskipun terasa arkais. Hal ini dilakukan untuk menjaga 
kesinambungan interpretasi yuridis (Mellinkoff, 2004). 
Penggunaan istilah “inkracht van gewijsde” dalam 
praktik peradilan juga menunjukkan sifat konservatif 
bahasa hukum yang masih mempertahankan istilah 
serapan lama.

Bahasa hukum juga bersifat impersonal dan 
objektif. Penulis hukum berusaha menghindari 
ekspresi emosional atau subjektif, karena teks hukum 
harus mencerminkan keadilan yang rasional. Struktur 
kalimatnya sering bersifat pasif untuk menonjolkan 
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tindakan hukum, bukan pelakunya. Contohnya, kalimat 
“terdakwa dijatuhi pidana” lebih lazim digunakan 
daripada “hakim menghukum terdakwa.”

Dengan demikian, ciri-ciri bahasa hukum meliputi 
presisi terminologi, formalitas sintaksis, objektivitas, 
dan kestabilan makna. Ciri-ciri tersebut menjadi 
fondasi agar bahasa hukum dapat menjalankan fungsi 
regulatifnya secara efektif.

4.3.	Fungsi Bahasa Hukum

Fungsi utama bahasa hukum adalah sebagai alat 
komunikasi normatif antara pembuat hukum, penegak 
hukum, dan masyarakat. Menurut Alwi (2018), bahasa 
hukum berfungsi mengatur dan menegaskan hak 
serta kewajiban warga negara. Melalui bahasa, norma-
norma hukum diterjemahkan menjadi kalimat yang 
dapat dipahami dan ditaati. Sebagai contoh, ketentuan 
tentang kewajiban membayar pajak dirumuskan secara 
eksplisit dalam undang-undang agar mengikat seluruh 
warga negara.

Selain itu, bahasa hukum berfungsi sebagai 
sarana interpretasi hukum. Hakim dan praktisi hukum 
menggunakan bahasa untuk menafsirkan makna 
undang-undang dan menentukan penerapannya 
terhadap kasus konkret (Tiersma, 1999). Oleh karena itu, 
bahasa hukum harus bersifat eksplisit dan sistematis 
agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi. 
Misalnya, perbedaan penafsiran atas frasa “secara 
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melawan hukum” dalam berbagai perkara pidana 
menunjukkan betapa pentingnya ketepatan bahasa 
hukum.

Bahasa hukum juga berperan dalam legitimasi 
kekuasaan hukum. Setiap peraturan memperoleh 
kekuatan mengikat karena dituangkan dalam bentuk 
bahasa resmi negara. Tanpa bahasa, hukum kehilangan 
sifat otoritatifnya. Putusan pengadilan, misalnya, baru 
memiliki kekuatan eksekutorial setelah dibacakan 
secara resmi dalam bahasa hukum di persidangan.

Dengan demikian, fungsi bahasa hukum tidak hanya 
terbatas pada komunikasi, tetapi juga mencakup fungsi 
epistemologis (membangun pengetahuan hukum) dan 
performatif (melahirkan tindakan hukum yang sah).

4.4.	Bahasa Hukum sebagai Bahasa Teknis

Bahasa hukum termasuk dalam kategori bahasa 
teknis karena memiliki kosakata, struktur, dan 
kaidah penggunaan yang berbeda dari bahasa umum. 
Menurut Maley (1994), bahasa teknis hukum mencakup 
terminologi yang hanya dapat dipahami dalam konteks 
hukum, seperti “akta autentik,” “putusan inkracht,” dan 
“hak tanggungan.” Istilah-istilah tersebut tidak lazim 
digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi sangat 
penting dalam praktik hukum.

Bahasa hukum juga menggunakan struktur kalimat 
yang kompleks untuk memastikan kejelasan dan 
kelengkapan unsur normatif. Struktur tersebut sering 
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kali panjang karena harus mencakup kondisi, subjek 
hukum, dan akibat hukum dari suatu tindakan. Hal 
ini berbeda dari bahasa umum yang lebih ringkas dan 
komunikatif. Sebagai contoh, satu pasal dalam undang-
undang dapat terdiri atas beberapa ayat yang merinci 
hak, kewajiban, pengecualian, dan sanksi.

Sebagai bahasa teknis, bahasa hukum memerlukan 
penguasaan konsep-konsep dasar hukum agar dapat 
digunakan secara benar. Kesalahan dalam memilih 
istilah dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang 
signifikan. Misalnya, perbedaan antara istilah “dapat” 
dan “harus” dapat mengubah sifat kewajiban hukum. 
Kesalahan serupa dalam kontrak perjanjian dapat 
menyebabkan salah satu pihak kehilangan haknya.

Dengan demikian, penguasaan bahasa hukum 
teknis menjadi keterampilan esensial bagi praktisi 
hukum, akademisi, dan pembuat peraturan. 
Ketepatan penggunaan bahasa hukum mencerminkan 
profesionalitas dan tanggung jawab dalam penegakan 
hukum.

4.5.	Peran Bahasa Hukum dalam Penegakan 
Hukum

Bahasa hukum memiliki peran sentral dalam proses 
penegakan hukum, mulai dari tahap legislasi hingga 
peradilan. Menurut Tiersma (1999), penegakan hukum 
tidak dapat dipisahkan dari kemampuan menafsirkan 
bahasa hukum secara tepat. Ketidakjelasan bahasa 
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dalam undang-undang sering menjadi penyebab 
terjadinya kesalahan tafsir dan putusan yang tidak 
konsisten. Contohnya, perbedaan penafsiran terhadap 
istilah “kerugian negara” dalam perkara tindak pidana 
korupsi dapat memengaruhi putusan pengadilan.

Dalam proses peradilan, hakim, jaksa, dan 
advokat menggunakan bahasa hukum sebagai alat 
utama komunikasi dan argumentasi. Bahasa menjadi 
sarana untuk membangun logika hukum, menyusun 
pembuktian, dan menyampaikan pertimbangan 
hukum (Mahfud MD, 2010). Oleh karena itu, kejelasan 
bahasa hukum menentukan kualitas keadilan yang 
dihasilkan. Pertimbangan hakim dalam putusan harus 
dirumuskan secara sistematis dan logis agar dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, bahasa hukum juga menjadi alat 
edukatif bagi masyarakat. Melalui bahasa yang mudah 
dipahami, hukum dapat disosialisasikan dengan lebih 
efektif sehingga meningkatkan kesadaran hukum 
warga negara. Bahasa hukum yang terlalu rumit justru 
menciptakan jarak antara hukum dan masyarakat. 
Misalnya, penggunaan bahasa yang lebih sederhana 
dalam sosialisasi peraturan lalu lintas terbukti 
meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Dengan demikian, bahasa hukum tidak hanya 
berperan dalam aspek normatif, tetapi juga dalam 
aspek sosial, edukatif, dan yudikatif. Kejelasan bahasa 
hukum berarti memperkuat keadilan substantif dalam 
penegakan hukum nasional.
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4.6.	Keterpaduan Bahasa dan Makna Hukum

Keterpaduan antara bahasa dan makna hukum 
merupakan syarat utama agar hukum dapat diterapkan 
dengan adil dan efektif. Menurut Hart (1961), hukum 
adalah sistem aturan yang maknanya ditentukan oleh 
penggunaan bahasa dalam konteks sosial tertentu. 
Dengan demikian, pemahaman terhadap bahasa hukum 
sangat menentukan makna hukum itu sendiri.

Makna hukum tidak selalu bersifat tetap; ia dapat 
berubah sesuai dengan perkembangan bahasa dan 
masyarakat. Oleh karena itu, interpretasi hukum harus 
mempertimbangkan konteks linguistik, historis, dan 
sosial. Dalam pandangan Ricoeur (1976), teks hukum 
bersifat terbuka terhadap penafsiran, namun tetap 
terikat pada struktur makna yang rasional. Sebagai 
contoh, makna istilah “kesusilaan” dalam hukum pidana 
mengalami perkembangan sesuai dinamika nilai sosial 
masyarakat.

Dalam praktik hukum di Indonesia, keterpaduan 
antara bahasa dan makna hukum diatur melalui kaidah 
penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan 
historis. Keempat metode tersebut memastikan bahwa 
bahasa hukum dipahami secara menyeluruh sesuai 
maksud pembuat undang-undang (Soekanto, 2015). 
Misalnya, Mahkamah Konstitusi sering menggunakan 
penafsiran teleologis untuk menyesuaikan makna 
undang-undang dengan tujuan konstitusional.
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Oleh karena itu, keharmonisan antara bahasa 
dan makna hukum harus dijaga agar tidak terjadi 
penyimpangan tafsir. Bahasa yang jelas menciptakan 
makna hukum yang adil, sedangkan bahasa yang 
kabur dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan 
ketidakadilan sosial.





Assoc. Prof. Dr. Aryusmar

BAB V
Bahasa Hukum Sebagai Ragam 
Bahasa Khusus

5.1.	Hakikat Bahasa Hukum sebagai Ragam 
Bahasa Khusus

Bahasa hukum merupakan salah satu bentuk ragam 
bahasa khusus (specialized language) yang digunakan 
secara terbatas dalam bidang hukum dan perundang-
undangan. Ragam bahasa ini memiliki karakteristik yang 
berbeda dari bahasa umum karena digunakan untuk 
tujuan normatif, preskriptif, dan mengikat. Menurut 
Pateda (2010), ragam bahasa khusus adalah variasi 
bahasa yang digunakan dalam bidang tertentu dengan 
kosakata, struktur, dan gaya yang khas.

Dalam konteks hukum, bahasa tidak hanya 
berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai 
instrumen pembentuk norma. Bahasa hukum tidak 
bersifat deskriptif seperti bahasa ilmiah pada umumnya, 
melainkan bersifat preskriptif, yaitu menetapkan apa 
yang boleh, wajib, dan dilarang dilakukan oleh subjek 
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hukum. Oleh karena itu, setiap unsur kebahasaan dalam 
bahasa hukum mengandung konsekuensi yuridis.

Sebagai contoh, frasa “Setiap orang dilarang…” 
dalam undang-undang merupakan bentuk preskripsi 
langsung terhadap perilaku warga negara. Kalimat 
tersebut bukan sekadar informasi, melainkan perintah 
hukum yang bersifat mengikat. Dengan demikian, 
bahasa hukum sebagai ragam bahasa khusus memiliki 
kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan.

Hakikat bahasa hukum sebagai ragam khusus 
terletak pada fungsinya yang normatif, formalis, dan 
institusional. Bahasa ini digunakan dalam suasana 
resmi oleh lembaga yang memiliki kewenangan hukum, 
seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

5.2.	Karakteristik Bahasa Hukum

Bahasa hukum memiliki sejumlah karakteristik 
khas yang membedakannya dari ragam bahasa lainnya. 
Karakteristik tersebut tampak pada tataran leksikal, 
sintaksis, semantik, dan pragmatik. Menurut Alwi 
(2018), bahasa hukum cenderung menggunakan pilihan 
kata yang baku, struktur kalimat yang kompleks, serta 
makna yang dikunci secara normatif.

Secara leksikal, bahasa hukum ditandai oleh 
penggunaan istilah teknis seperti subjek hukum, objek 
sengketa, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, 
inkracht, dan legal standing. Istilah-istilah tersebut 
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tidak dapat dimaknai secara umum karena memiliki 
pengertian khusus dalam sistem hukum.

Secara sintaksis, bahasa hukum banyak 
menggunakan kalimat majemuk bertingkat dengan 
konstruksi yang panjang dan formal. Contohnya 
dapat ditemukan dalam pasal-pasal undang-undang 
yang memuat syarat, pengecualian, dan konsekuensi 
dalam satu kalimat utuh. Struktur ini diperlukan untuk 
menjamin kelengkapan dan ketepatan norma.

Secara semantik, bahasa hukum harus 
monosemantik, yaitu menghindari makna ganda. Satu 
istilah harus merujuk pada satu konsep hukum tertentu. 
Perbedaan kecil dalam penggunaan kata, seperti 
antara “dan” dan “atau”, dapat menimbulkan perbedaan 
implikasi hukum yang signifikan.

Dengan karakteristik tersebut, bahasa hukum 
menuntut ketelitian tinggi karena kesalahan sekecil 
apa pun dapat berdampak pada kepastian dan keadilan 
hukum.

5.3.	Fungsi Normatif dan Preskriptif Bahasa 
Hukum

Bahasa hukum memiliki fungsi utama sebagai 
alat pembentuk norma dan pengatur perilaku sosial 
secara mengikat. Berbeda dengan bahasa sehari-
hari yang bersifat komunikatif, bahasa hukum bersifat 
normatif dan imperatif. Menurut Hart (1994), norma 
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hukum hanya dapat bekerja apabila dirumuskan secara 
jelas dalam bahasa yang tegas dan tidak ambigu.

Fungsi normatif tampak pada perumusan hak, 
kewajiban, larangan, dan sanksi dalam peraturan 
perundang-undangan. Misalnya, dalam Undang-
Undang Lalu Lintas, kalimat “Setiap pengendara wajib 
memiliki surat izin mengemudi” menetapkan kewajiban 
hukum yang bersifat universal dan mengikat.

Fungsi preskriptif bahasa hukum tampak pada 
kemampuannya mengarahkan dan mengendalikan 
perilaku masyarakat. Bahasa tidak hanya melaporkan 
kenyataan, tetapi menciptakan kewajiban hukum baru. 
Inilah yang membedakan bahasa hukum dari bahasa 
deskriptif ilmiah.

Dalam praktik peradilan, fungsi preskriptif bahasa 
hukum juga terlihat dalam amar putusan hakim. Kalimat 
“Menghukum terdakwa dengan pidana penjara…” 
secara langsung menciptakan konsekuensi hukum yang 
bersifat final dan dapat dieksekusi oleh negara.

5.4.	Bahasa Hukum dan Kepastian Makna

Salah satu tujuan utama penggunaan bahasa hukum 
sebagai ragam khusus adalah mewujudkan kepastian 
makna (legal certainty). Kepastian hukum hanya dapat 
terjamin apabila bahasa yang digunakan tidak membuka 
peluang tafsir yang saling bertentangan. Menurut 
Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah 
satu pilar utama selain keadilan dan kemanfaatan.
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Bahasa hukum dirancang untuk mengurangi 
ambiguitas melalui penggunaan istilah baku, definisi 
legal, dan struktur kalimat yang sistematis. Setiap 
undang-undang umumnya diawali dengan ketentuan 
umum yang berisi definisi istilah agar tidak terjadi 
perbedaan penafsiran.

Sebagai contoh, istilah “anak” dalam hukum pidana 
anak didefinisikan secara tegas berdasarkan batas usia 
tertentu. Tanpa definisi ini, istilah “anak” dapat dimaknai 
berbeda secara sosial, psikologis, atau budaya.

Namun demikian, dalam praktik, kepastian makna 
bahasa hukum tidak selalu tercapai. Perbedaan tafsir 
antara aparat penegak hukum, advokat, dan hakim 
masih sering terjadi akibat kompleksitas bahasa dan 
perbedaan latar belakang pengetahuan. Oleh karena itu, 
bahasa hukum terus mengalami proses penyempurnaan 
melalui legislasi dan yurisprudensi.

5.5.	Perbedaan Bahasa Umum dan Bahasa Hukum

Bahasa umum digunakan dalam interaksi sosial 
sehari-hari dan bersifat fleksibel, dinamis, serta 
kontekstual. Sebaliknya, bahasa hukum bersifat formal, 
tetap, dan mengikat. Menurut Chaer (2012), bahasa 
umum toleran terhadap ambiguitas, sementara bahasa 
hukum justru harus menghindarinya.

Dalam bahasa umum, kalimat “Ia dapat pergi” bisa 
bermakna kemampuan atau izin. Namun dalam bahasa 
hukum, kata “dapat” harus dimaknai secara normatif 
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sebagai pemberian kewenangan, bukan kepastian 
tindakan. Perbedaan makna ini menunjukkan bahwa 
bahasa hukum bekerja dalam sistem makna yang 
berbeda dari bahasa sehari-hari.

Bahasa umum juga memungkinkan penggunaan 
gaya bahasa, metafora, dan ekspresi emosional. 
Sebaliknya, bahasa hukum harus bersifat netral, 
objektif, dan bebas dari muatan perasaan. Dokumen 
hukum tidak mengenal gaya ekspresif, melainkan hanya 
mengenal gaya normatif dan deklaratif.

Dengan demikian, perbedaan antara bahasa umum 
dan bahasa hukum tidak hanya terletak pada kosa 
kata, tetapi juga pada fungsi, cara kerja makna, dan 
konsekuensi sosialnya.

5.6.	Implikasi Bahasa Hukum sebagai Ragam 
Khusus dalam Praktik Hukum

Sebagai ragam bahasa khusus, bahasa hukum 
menuntut penguasaan linguistik yang memadai dari 
para praktisi hukum. Hakim, jaksa, advokat, notaris, 
dan pembentuk undang-undang harus memahami 
karakteristik bahasa hukum agar tidak terjadi kesalahan 
dalam penyusunan maupun penafsiran dokumen 
hukum.

Kesalahan dalam penggunaan bahasa hukum dapat 
menimbulkan cacat hukum, baik cacat formil maupun 
materil. Sebagai contoh, kesalahan perumusan klausul 
dalam kontrak dapat menyebabkan perjanjian batal 
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demi hukum atau menimbulkan sengketa perdata di 
kemudian hari.

Dalam konteks peradilan, ketidaktepatan bahasa 
dalam surat dakwaan dapat mengakibatkan dakwaan 
batal, sehingga terdakwa tidak dapat diadili. Hal ini 
menunjukkan bahwa bahasa hukum bukan sekadar alat 
bantu, melainkan instrumen utama dalam tegaknya 
keadilan.

Oleh karena itu, pemahaman bahasa hukum sebagai 
ragam bahasa khusus harus menjadi kompetensi dasar 
bagi setiap insan hukum. Penguasaan aspek kebahasaan 
ini akan memperkuat profesionalisme, meningkatkan 
kualitas produk hukum, serta mendukung terwujudnya 
kepastian dan keadilan hukum di Indonesia.
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BAB VI
Struktur Linguistik dalam Teks 
Hukum

6.1.	Tataran Fonologi

Fonologi dalam konteks bahasa hukum berkaitan 
dengan sistem bunyi bahasa yang digunakan dalam 
komunikasi hukum, terutama dalam pelafalan istilah 
hukum dan penegasan makna melalui intonasi. Menurut 
Kridalaksana (2013), fonologi adalah cabang linguistik 
yang mempelajari fungsi bunyi dalam sistem bahasa. 
Dalam hukum, fonologi memiliki peran penting pada 
tataran oral, seperti dalam persidangan, pembacaan 
undang-undang, atau sumpah jabatan. Misalnya, dalam 
pembacaan putusan pengadilan, kesalahan tekanan 
suara dapat memengaruhi pemahaman publik terhadap 
amar putusan.

Pelafalan yang tepat terhadap istilah hukum 
memastikan kejelasan komunikasi dan menghindari 
salah pengertian. Misalnya, pengucapan kata “hak” 
dan “hakim” memiliki tekanan fonetik yang berbeda 
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dan membawa makna hukum yang sangat berlainan. 
Kesalahan fonetik dapat menyebabkan ambiguitas 
dalam konteks hukum lisan (Chaer, 2012). Dalam 
praktik persidangan, kesalahan pelafalan istilah seperti 
saksi, tersangka, dan terdakwa dapat menimbulkan 
kesalahpahaman terhadap status hukum seseorang.

Selain itu, fonologi juga berkaitan dengan aspek 
prosodi, seperti intonasi dan tekanan dalam wacana 
hukum. Dalam komunikasi pengadilan, intonasi hakim 
atau jaksa dapat memengaruhi persepsi terhadap 
makna pernyataan hukum. Intonasi yang tegas dalam 
pembacaan dakwaan, misalnya, memperkuat kesan 
otoritas hukum dan keseriusan perkara. Hal ini 
menunjukkan bahwa bunyi dan tekanan suara memiliki 
dimensi pragmatis dalam hukum (Sudaryat, 2018).

Dengan demikian, kajian fonologi hukum 
menegaskan bahwa kejelasan bunyi berperan penting 
dalam keabsahan dan pemahaman hukum, terutama 
pada tataran komunikasi lisan yang bersifat resmi dan 
seremonial.

6.2.	Morfologi dan Pembentukan Istilah Hukum

Morfologi adalah studi tentang struktur internal 
kata dan proses pembentukannya. Dalam bahasa 
hukum, morfologi memainkan peran penting dalam 
pembentukan istilah hukum yang presisi dan seragam. 
Menurut Ramlan (2009), morfologi membahas bentuk-
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bentuk morfem dan cara penggabungannya menjadi 
kata yang bermakna.

Dalam hukum, istilah seperti “pengadilan,” 
“peradilan,” dan “keadilan” memiliki bentuk morfologis 
yang berakar pada kata dasar “adil.” Namun, perubahan 
afiksasi menimbulkan perbedaan makna dan fungsi 
dalam konteks hukum. “Pengadilan” merujuk pada 
institusi, “peradilan” pada sistem penyelenggaraan 
hukum, sementara “keadilan” pada nilai yang ingin 
diwujudkan. Oleh karena itu, pemahaman morfologi 
membantu dalam memahami hubungan antaristilah 
hukum (Alwi, 2018).

Selain itu, pembentukan istilah hukum juga 
mengikuti prinsip penyerapan dari bahasa asing. 
Banyak istilah hukum Indonesia berasal dari bahasa 
Belanda, seperti recht, notaris, dan contract, yang 
kemudian diserap menjadi “hukum,” “notaris,” dan 
“kontrak.” Proses ini menunjukkan dinamika morfologis 
dalam adaptasi hukum Indonesia terhadap tradisi 
hukum Barat (Soeroso, 2016). Contoh lain adalah istilah 
“yurisprudensi” dari jurisprudentie atau “legislasi” dari 
legislation.

Morfologi hukum menuntut konsistensi bentuk dan 
makna agar tidak terjadi tumpang tindih antaristilah. 
Oleh karena itu, lembaga kebahasaan dan hukum 
perlu bekerja sama dalam menyusun glosarium hukum 
yang baku dan sesuai dengan kaidah morfologi Bahasa 
Indonesia agar tidak terjadi kekeliruan konseptual 
dalam praktik hukum.
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6.3.	Sintaksis dalam Kalimat Hukum

Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari 
hubungan antarunsur dalam kalimat. Dalam teks 
hukum, struktur sintaksis berfungsi menyusun norma 
hukum secara logis dan hierarkis. Menurut Verhaar 
(2010), sintaksis menentukan bagaimana kata-kata 
disusun agar membentuk kalimat yang bermakna dan 
efektif.

Bahasa hukum sering menggunakan struktur 
kalimat panjang dan kompleks karena harus menampung 
kondisi, batasan, serta akibat hukum dalam satu 
rumusan. Contohnya dalam pasal undang-undang:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
melakukan perbuatan ... dipidana dengan ...”

Struktur tersebut mencerminkan hubungan sebab-
akibat yang khas dalam kalimat hukum (Mellinkoff, 
2004). Kalimat ini mengandung subjek hukum, unsur 
kesengajaan, perbuatan pidana, serta sanksi sebagai 
akibat hukum.

Selain itu, sintaksis hukum bersifat formal dan 
cenderung pasif. Hal ini dilakukan untuk menekankan 
tindakan hukum, bukan pelakunya, misalnya: 
“Diputuskan bahwa terdakwa bersalah.” Kalimat pasif 
memberi kesan objektivitas dan otoritas hukum. Bentuk 
pasif juga sering digunakan untuk menegaskan bahwa 
keputusan dihasilkan oleh lembaga, bukan oleh individu 
secara personal.
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Dengan demikian, sintaksis hukum harus 
memenuhi tiga syarat utama: logis, konsisten, dan tidak 
menimbulkan multitafsir. Penyusunan kalimat hukum 
yang tidak tepat dapat berimplikasi pada perbedaan 
penafsiran dan ketidakpastian hukum, seperti yang 
sering terjadi dalam sengketa norma antarperaturan 
perundang-undangan.

6.4.	Semantik Hukum dan Makna Kontekstual

Semantik hukum berhubungan dengan makna kata 
dan hubungan makna dalam teks hukum. Menurut 
Lyons (1981), semantik mempelajari arti dan makna 
dalam bahasa secara sistematis. Dalam konteks hukum, 
setiap kata harus memiliki makna yang spesifik dan 
tidak ambigu karena setiap perbedaan makna membawa 
akibat hukum yang berbeda.

Dalam praktiknya, semantik hukum memerlukan 
kejelasan definisi terminologis. Misalnya, istilah 
“anak” dalam hukum pidana memiliki pengertian 
berbeda dari hukum perdata. Dalam hukum pidana, 
anak sering dibatasi berdasarkan usia tertentu dalam 
sistem peradilan pidana anak, sedangkan dalam hukum 
perdata, anak terkait dengan status keluarga dan hak 
waris. Oleh karena itu, pembuat undang-undang sering 
menyertakan definisi khusus pada awal peraturan agar 
tidak menimbulkan interpretasi yang keliru (Tiersma, 
1999).
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Makna hukum juga bersifat kontekstual dan 
dinamis. Sebuah istilah dapat berubah makna sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, 
seperti kata “dokumen elektronik” yang baru dikenal 
setelah lahirnya Undang-Undang ITE. Istilah ini 
mencakup email, tanda tangan digital, dan rekaman 
data yang sebelumnya tidak diakui sebagai alat bukti 
hukum. Oleh karena itu, pemahaman semantik hukum 
harus mempertimbangkan konteks sosial dan temporal.

Dengan demikian, semantik hukum menjadi dasar 
penting dalam pembentukan dan interpretasi hukum 
karena menentukan sejauh mana norma hukum dapat 
dipahami dan diterapkan secara tepat oleh aparat 
penegak hukum maupun masyarakat.

6.5.	Pragmatik Hukum

Pragmatik hukum mempelajari hubungan antara 
bahasa hukum dan konteks penggunaannya. Menurut 
Levinson (1983), pragmatik berfokus pada bagaimana 
makna ditentukan oleh situasi komunikasi. Dalam 
hukum, makna tidak hanya ditentukan oleh teks, tetapi 
juga oleh niat pembuat undang-undang dan konteks 
penerapan hukum.

Pragmatik hukum menekankan pentingnya 
interpretasi berdasarkan tujuan hukum (ratio legis). 
Misalnya, ketika suatu pasal undang-undang ditafsirkan, 
hakim tidak hanya melihat makna gramatikal, tetapi 
juga maksud dan tujuan pasal tersebut. Pendekatan ini 
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dikenal sebagai penafsiran teleologis (Soekanto, 2015). 
Dalam perkara lingkungan hidup, misalnya, hakim 
sering menafsirkan pasal dengan mempertimbangkan 
perlindungan ekosistem, meskipun redaksi pasalnya 
bersifat umum.

Selain itu, pragmatik hukum juga berkaitan dengan 
tindak tutur hukum (speech acts), seperti pernyataan 
“terdakwa dinyatakan bersalah” yang tidak hanya 
menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan 
akibat hukum. Pernyataan tersebut memiliki kekuatan 
performatif yang langsung mengubah status hukum 
seseorang, dari warga biasa menjadi terpidana (Austin, 
1962).

Dengan demikian, kajian pragmatik hukum 
membantu memahami hubungan antara bahasa, 
konteks, dan tindakan hukum, serta menjembatani 
antara teks hukum dan praktik penerapannya di 
lapangan.

6.6.	Analisis Wacana Hukum

Analisis wacana hukum merupakan kajian yang 
menelaah penggunaan bahasa dalam praktik hukum 
secara menyeluruh. Menurut Fairclough (1995), analisis 
wacana menyoroti bagaimana kekuasaan, ideologi, dan 
nilai sosial direpresentasikan melalui bahasa. Dalam 
hukum, wacana mencerminkan hubungan antara 
bahasa dan kekuasaan institusional.
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Wacana hukum dapat ditemukan dalam berbagai 
bentuk, seperti undang-undang, putusan pengadilan, 
kontrak, dan berita hukum. Setiap wacana tersebut 
memiliki struktur dan gaya bahasa yang khas. Misalnya, 
wacana perundang-undangan bersifat normatif, 
sedangkan wacana peradilan bersifat argumentatif 
(Tiersma, 1999). Dalam kontrak bisnis, wacana hukum 
bersifat persuasif dan mengikat secara timbal balik.

Analisis wacana hukum juga mengungkap bagaimana 
bahasa digunakan untuk membingkai realitas hukum. 
Misalnya, istilah “terlapor” dan “tersangka” membentuk 
persepsi sosial yang berbeda terhadap status hukum 
seseorang. Media massa sering memainkan peran 
penting dalam memproduksi wacana tersebut sehingga 
memengaruhi opini publik terhadap suatu kasus.

Dengan memahami analisis wacana hukum, peneliti 
dapat menilai sejauh mana bahasa hukum mencerminkan 
prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Kajian 
ini memperluas pemahaman hukum tidak hanya sebagai 
teks, tetapi juga sebagai praktik komunikasi sosial yang 
berdaya kuasa.
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BAB VII
Ciri Kekhasan Bahasa Hukum 
Indonesia

7.1.	 Keterikatan pada Kaidah Bahasa Indonesia

Bahasa hukum Indonesia memiliki keterikatan kuat 
pada kaidah bahasa Indonesia baku karena merupakan 
bahasa resmi negara sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2009. Menurut Alwi (2018), 
penggunaan bahasa baku dalam hukum bertujuan 
menjamin keseragaman, kejelasan, dan keterpahaman 
dalam penerapan hukum. Bahasa yang menyimpang 
dari kaidah dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam 
interpretasi hukum, yang pada akhirnya berdampak 
pada ketidakpastian hukum.

Keterikatan ini mencakup aspek tata bahasa, 
ejaan, dan struktur kalimat. Setiap teks hukum, 
seperti undang-undang, peraturan, dan kontrak, harus 
menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan 
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). 
Hal ini memperkuat legitimasi hukum dan menjamin 
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keseragaman administratif. Misalnya, penulisan istilah 
“di bawah ini” harus dipisah, bukan “dibawah ini”, 
karena kesalahan ejaan dapat menurunkan kredibilitas 
dokumen hukum sebagai dokumen resmi negara.

Selain itu, penerapan bahasa Indonesia baku 
dalam teks hukum berfungsi menjaga netralitas 
dan objektivitas hukum. Bahasa hukum tidak boleh 
menggunakan gaya retoris atau ekspresif, melainkan 
harus bersifat lugas dan formal. Penggunaan kata harus 
tepat sesuai makna hukum dan tidak menimbulkan 
interpretasi ganda (Sudaryat, 2018). Sebagai contoh, 
ungkapan persuasif seperti “sebaiknya” atau “alangkah 
baiknya” tidak digunakan dalam peraturan perundang-
undangan karena tidak memiliki kekuatan normatif.

Dengan demikian, keterikatan bahasa hukum pada 
kaidah bahasa Indonesia menjadi bentuk penghormatan 
terhadap identitas nasional sekaligus jaminan bagi 
kepastian hukum.

7.2.	Kalimat Panjang dan Formalitas

Ciri khas utama bahasa hukum Indonesia adalah 
penggunaan kalimat panjang dan struktur formal. Hal 
ini disebabkan kebutuhan untuk mencakup berbagai 
kondisi, batasan, serta akibat hukum dalam satu 
rumusan kalimat. Menurut Mellinkoff (2004), kalimat 
panjang dalam teks hukum dimaksudkan untuk 
menghindari celah interpretasi dan memberikan 
kelengkapan normatif.
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Kalimat hukum sering kali terdiri atas anak kalimat 
bertingkat yang saling berhubungan secara logis. 
Misalnya, dalam rumusan undang-undang: “Setiap 
orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 
perbuatan... dipidana dengan...” Kalimat seperti ini 
menunjukkan kompleksitas hukum yang berupaya 
mengatur situasi secara rinci (Tiersma, 1999). Dalam 
satu kalimat tersebut, sekaligus dirumuskan subjek 
hukum, unsur kesalahan, perbuatan yang dilarang, 
serta sanksi pidana sebagai akibat hukum.

Namun, panjangnya kalimat tidak boleh 
mengorbankan kejelasan. Oleh karena itu, pembuat 
undang-undang harus menyeimbangkan antara 
kelengkapan isi dan keterbacaan teks hukum. Dalam 
praktik modern, kecenderungan penyederhanaan 
redaksi mulai dilakukan agar aturan lebih mudah 
dipahami masyarakat. Formalitas juga menjadi unsur 
penting dalam gaya bahasa hukum untuk menegaskan 
keabsahan dan wibawa norma, misalnya melalui 
penggunaan frasa “dengan ini ditetapkan” atau 
“berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud”.

Dengan demikian, kalimat panjang dan struktur 
formal mencerminkan kebutuhan hukum akan presisi, 
kelengkapan, dan keseriusan dalam penyampaian 
norma.
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7.3.	Konsistensi Istilah dan Diksi

Konsistensi istilah merupakan prinsip mendasar 
dalam bahasa hukum Indonesia. Menurut Gibbons 
(2013), penggunaan istilah yang tidak konsisten dapat 
menyebabkan interpretasi hukum yang berbeda, 
sehingga mengancam kepastian hukum. Oleh karena 
itu, setiap istilah hukum harus dipakai secara seragam 
dalam seluruh dokumen hukum.

Dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan 
di Indonesia mengatur penggunaan istilah dengan 
ketat. Misalnya, istilah “pejabat berwenang” tidak boleh 
diganti dengan “otoritas” jika keduanya merujuk pada 
konsep hukum yang berbeda. Begitu pula, istilah “dapat” 
dan “harus” memiliki makna yuridis yang berbeda dan 
tidak boleh dipertukarkan secara bebas (Soekanto, 
2015). Kata “dapat” menunjukkan kewenangan yang 
bersifat fakultatif, sedangkan “harus” menunjukkan 
kewajiban mutlak.

Konsistensi juga berlaku dalam pemilihan diksi. 
Bahasa hukum harus menghindari sinonim yang tidak 
perlu karena dapat menimbulkan kebingungan makna. 
Misalnya, “penjara” dan “kurungan” memiliki perbedaan 
konseptual dalam hukum pidana terkait dengan 
jenis pidana dan lamanya masa hukuman. Demikian 
pula, istilah “peraturan” dan “ketetapan” tidak dapat 
digunakan secara bergantian karena memiliki implikasi 
yuridis yang berbeda.
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Dengan demikian, konsistensi istilah dan diksi 
mencerminkan ketelitian dan keilmiahan hukum 
sebagai sistem norma yang menuntut kepastian dan 
keseragaman.

7.4.	Ambiguitas dalam Bahasa Hukum

Ambiguitas adalah salah satu tantangan utama dalam 
bahasa hukum. Menurut Tiersma (1999), ambiguitas 
muncul karena keterbatasan bahasa dalam menampung 
kompleksitas hukum dan perbedaan interpretasi 
antarpraktisi hukum. Ambiguitas dapat bersifat leksikal 
(kata memiliki makna ganda) atau struktural (kalimat 
dapat ditafsirkan lebih dari satu cara).

Dalam praktik hukum Indonesia, ambiguitas sering 
terjadi akibat kurangnya ketepatan dalam perumusan 
undang-undang. Misalnya, kata “dapat” kadang 
digunakan tanpa kejelasan apakah bersifat fakultatif 
atau imperatif. Hal ini menimbulkan perbedaan 
dalam penerapan hukum di pengadilan (Mahfud MD, 
2010). Contoh lain adalah penggunaan frasa “segera” 
tanpa batas waktu yang jelas, sehingga menimbulkan 
ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban hukum.

Untuk mengurangi ambiguitas, diperlukan 
penggunaan bahasa yang presisi dan konsisten. Pembuat 
undang-undang harus menghindari istilah yang bersifat 
kias atau bersinonim ganda. Teknik perumusan seperti 
definisi operasional juga diperlukan untuk memperjelas 
makna istilah hukum tertentu, misalnya definisi “anak,” 



58 | Bahasa Hukum dan Linguistik Forensik

“korporasi,” atau “informasi elektronik” yang secara 
eksplisit dirumuskan dalam ketentuan umum.

Dengan demikian, pengendalian ambiguitas 
merupakan kunci utama agar bahasa hukum berfungsi 
secara efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian 
hukum.

7.5.	Kejelasan dan Kepastian Makna

Kejelasan dan kepastian makna merupakan prinsip 
fundamental dalam bahasa hukum. Menurut Fuller 
(1969), hukum yang baik harus dapat dipahami oleh 
masyarakat agar dapat ditaati. Tanpa kejelasan bahasa, 
hukum kehilangan fungsi regulatifnya dan membuka 
peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Kejelasan bahasa hukum dicapai melalui 
penggunaan kalimat yang terstruktur, istilah yang 
didefinisikan dengan tepat, dan gaya penulisan yang 
objektif. Oleh karena itu, banyak peraturan di Indonesia 
mencantumkan “ketentuan umum” pada bagian awal 
untuk memberikan definisi terminologis (Soeroso, 2016). 
Sebagai contoh, sebelum mengatur hak dan kewajiban, 
undang-undang terlebih dahulu menjelaskan arti istilah 
seperti “setiap orang,” “badan hukum,” atau “pekerja”.

Selain itu, kepastian makna hukum juga bergantung 
pada penafsiran yang konsisten di pengadilan. Hakim 
berperan menafsirkan makna hukum sesuai dengan 
prinsip logika bahasa dan maksud pembentuk undang-
undang. Bahasa yang kabur atau ambigu dapat 
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menimbulkan disparitas putusan dan ketidakadilan. 
Kasus yang sama dapat diputus berbeda di pengadilan 
yang berbeda karena perbedaan penafsiran terhadap 
satu frasa hukum.

Dengan demikian, kejelasan dan kepastian makna 
menjadi fondasi keadilan hukum. Semakin jelas bahasa 
yang digunakan, semakin tinggi pula legitimasi hukum 
di mata masyarakat.

7.6.	Perbandingan dengan Bahasa Hukum Asing

Bahasa hukum Indonesia memiliki karakter yang 
berbeda dibandingkan bahasa hukum asing, terutama 
bahasa hukum Inggris dan Belanda. Menurut Mellinkoff 
(2004), bahasa hukum Inggris bersifat historis, penuh 
redundansi, dan sarat istilah Latin. Sementara itu, 
bahasa hukum Belanda yang banyak memengaruhi 
hukum Indonesia lebih sistematis dan rasional.

Bahasa hukum Indonesia mengadopsi beberapa 
unsur dari keduanya, tetapi menyesuaikannya dengan 
struktur dan budaya bahasa Indonesia. Misalnya, istilah 
rechtstaat diterjemahkan menjadi “negara hukum,” 
sedangkan “notaris” dipertahankan sebagai bentuk 
serapan langsung. Adaptasi ini menciptakan karakter 
hukum nasional yang unik (Mahfud MD, 2010). Contoh 
lainnya adalah istilah “konstitusi” dari constitutie dan 
“yurisprudensi” dari jurisprudentie.

Perbandingan juga menunjukkan bahwa bahasa 
hukum Indonesia lebih normatif dan cenderung 
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menggunakan bentuk pasif, berbeda dengan 
bahasa hukum Inggris yang lebih pragmatis dan 
ringkas. Misalnya, kalimat pasif seperti “ditetapkan,” 
“dinyatakan,” dan “diberlakukan” sangat dominan dalam 
peraturan Indonesia. Namun, kecenderungan untuk 
menyederhanakan struktur hukum modern mendorong 
Indonesia untuk memperbaiki gaya bahasa hukum agar 
lebih komunikatif tanpa mengurangi presisi.

Dengan demikian, bahasa hukum Indonesia terus 
berkembang sebagai hasil sintesis antara tradisi hukum 
Barat dan nilai-nilai lokal, dengan tetap berpegang pada 
prinsip kejelasan dan keseragaman.
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BAB VIII
Pembentukan Istilah Hukum

8.1.	Sumber dan Proses Pembentukan Istilah

Pembentukan istilah hukum bersumber dari 
kebutuhan untuk menamai konsep, lembaga, dan norma 
baru dalam sistem hukum. Menurut Kridalaksana (2013), 
istilah dibentuk melalui proses morfologis seperti 
derivasi, komposisi, dan adaptasi. Dalam konteks hukum, 
istilah juga dibentuk berdasarkan perkembangan sosial, 
politik, dan teknologi.

Proses pembentukan istilah hukum di Indonesia 
dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian 
dengan kaidah bahasa Indonesia dan kejelasan makna 
yuridis. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan 
Badan Bahasa memiliki peran penting dalam menyusun 
istilah hukum baku yang digunakan dalam peraturan 
perundang-undangan. Contohnya, pembentukan 
istilah “perlindungan konsumen,” “tindak pidana 
pencucian uang,” dan “penyelesaian sengketa alternatif” 
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merupakan hasil kodifikasi terminologi yang terstandar 
secara nasional.

Selain itu, istilah hukum sering kali dibentuk melalui 
proses penyerapan dari bahasa asing yang disesuaikan 
dengan sistem fonologi dan morfologi Bahasa 
Indonesia. Misalnya, istilah rechtspraak diserap menjadi 
“peradilan,” dan jurisprudence menjadi “yurisprudensi.” 
Proses ini menunjukkan adanya adaptasi bentuk dan 
makna sekaligus agar istilah dapat dipahami secara luas 
oleh masyarakat hukum Indonesia.

Dengan demikian, pembentukan istilah hukum 
mencerminkan interaksi antara kebutuhan hukum dan 
dinamika kebahasaan yang terus berkembang.

8.2.	Serapan Bahasa Asing

Serapan bahasa asing memainkan peran besar 
dalam perkembangan bahasa hukum Indonesia. 
Menurut Soedjatmiko (2017), sebagian besar istilah 
hukum modern berasal dari bahasa Belanda karena 
pengaruh kolonial, seperti notaris, kontrak, dan akta. 
Namun, globalisasi juga membawa istilah dari bahasa 
Inggris seperti “arbitrase,” “litigasi,” dan “compliance.”

Proses penyerapan istilah hukum dilakukan dengan 
prinsip adaptasi fonologis dan semantis. Kata disesuaikan 
dengan ejaan bahasa Indonesia tanpa mengubah makna 
hukumnya. Misalnya, kata recht menjadi “hukum,” 
advocaat menjadi “advokat,” dan corporation menjadi 
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“korporasi.” Adaptasi ini memperkuat karakter hukum 
nasional tanpa kehilangan akar historisnya (Alwi, 2018).

Meskipun demikian, penggunaan istilah serapan 
harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan 
tumpang tindih makna. Misalnya, penggunaan istilah 
“leasing” yang diterjemahkan sebagai “sewa guna usaha” 
harus dibedakan secara tegas dari sewa-menyewa biasa 
dalam hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan 
pedoman istilah hukum yang mengatur penerjemahan 
dan penggunaan kata serapan secara konsisten.

Dengan demikian, serapan bahasa asing memperkaya 
khazanah hukum Indonesia sekaligus menuntut kehati-
hatian dalam menjaga kejelasan terminologi.

8.3.	Istilah Hukum Tradisional dan Modern

Bahasa hukum Indonesia tidak hanya bersumber 
dari warisan kolonial, tetapi juga dari istilah hukum 
tradisional yang berasal dari adat dan budaya lokal. 
Misalnya, istilah “musyawarah,” “perdamaian,” dan “adat 
istiadat” memiliki dasar kuat dalam hukum adat yang 
menjadi bagian dari sistem hukum nasional (Soepomo, 
1982). Istilah “hak ulayat,” “nagari,” atau “peradilan 
adat” juga menunjukkan kuatnya kontribusi hukum 
tradisional dalam bahasa hukum Indonesia.

Sementara itu, istilah hukum modern muncul 
seiring perkembangan teknologi dan hubungan 
internasional, seperti “cyber law,” “hak kekayaan 
intelektual,” dan “perlindungan data pribadi.” Istilah-
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istilah ini menggambarkan dinamika hukum global yang 
menuntut adaptasi bahasa hukum Indonesia. Undang-
Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
misalnya, memperkenalkan banyak istilah baru seperti 
“sistem elektronik,” “tanda tangan elektronik,” dan 
“informasi digital.”

Interaksi antara istilah tradisional dan modern 
mencerminkan pluralitas sistem hukum Indonesia 
yang berakar pada nilai lokal tetapi terbuka terhadap 
pembaruan global. Pembuat undang-undang harus 
mampu menyeimbangkan antara keduanya agar hukum 
tetap relevan dengan zaman dan tidak tercerabut dari 
nilai-nilai kultural masyarakat.

Dengan demikian, istilah hukum tradisional dan 
modern menunjukkan kesinambungan sejarah hukum 
Indonesia dari nilai lokal menuju sistem hukum yang 
universal.

8.4.	Penerjemahan Istilah Hukum

Penerjemahan istilah hukum merupakan proses 
yang kompleks karena melibatkan perbedaan sistem 
hukum dan budaya bahasa. Menurut Tiersma (1999), 
penerjemahan hukum tidak sekadar mengganti 
kata, tetapi juga menyesuaikan konsep hukum 
yang terkandung di dalamnya. Kesalahan dalam 
penerjemahan dapat menimbulkan kesalahpahaman 
hukum yang serius dan berimplikasi pada ketidakadilan.
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Dalam konteks Indonesia, penerjemahan hukum 
dilakukan berdasarkan prinsip kesepadanan dinamis, 
yaitu mengutamakan kesetaraan makna hukum 
daripada bentuk linguistik. Misalnya, istilah due 
process of law diterjemahkan menjadi “proses hukum 
yang adil,” bukan secara literal sebagai “proses hukum 
yang sewajarnya.” Prinsip ini menekankan kesetaraan 
substansi hukum, bukan terjemahan harfiah.

Selain itu, penerjemahan istilah hukum harus 
mempertimbangkan konteks budaya dan sistem hukum 
nasional. Istilah yang tidak memiliki padanan langsung 
perlu dijelaskan melalui definisi operasional dalam 
teks hukum, seperti istilah trust, class action, atau plea 
bargaining yang memerlukan penjelasan konseptual 
dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan demikian, penerjemahan hukum menuntut 
keahlian linguistik dan pemahaman mendalam terhadap 
kedua sistem hukum yang terlibat agar makna hukum 
dapat tersampaikan secara akurat.

8.5.	Harmonisasi Terminologi Hukum

Harmonisasi terminologi hukum diperlukan untuk 
memastikan keseragaman istilah antarperaturan 
dan antarinstansi hukum. Menurut Soekanto (2015), 
ketidakharmonisan istilah dapat menyebabkan konflik 
penafsiran dan perbedaan implementasi hukum. Oleh 
karena itu, pemerintah melalui BPHN melakukan 
pembakuan istilah hukum nasional.
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Harmonisasi juga diperlukan dalam konteks 
hukum internasional. Istilah hukum Indonesia harus 
diselaraskan dengan istilah global agar dapat diterima 
dalam perjanjian dan kerja sama internasional 
tanpa kehilangan karakter nasional. Misalnya, istilah 
“perlindungan konsumen” disepadankan dengan 
consumer protection dalam kerangka hukum global, 
atau “pencucian uang” dengan money laundering.

Selain itu, harmonisasi terminologi memudahkan 
penyusunan glosarium hukum nasional yang menjadi 
referensi resmi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat 
kebijakan. Glosarium tersebut berfungsi sebagai 
panduan untuk menghindari tumpang tindih istilah 
antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, seperti 
antara undang-undang sektor keuangan, pidana, dan 
administrasi negara.

Dengan demikian, harmonisasi terminologi hukum 
adalah langkah strategis untuk membangun sistem 
hukum yang konsisten, terintegrasi, dan adaptif 
terhadap perubahan global.

8.6.	Kamus dan Glosarium Hukum

Kamus dan glosarium hukum berfungsi sebagai 
alat standardisasi terminologi hukum. Menurut Crystal 
(2003), kamus hukum menyediakan definisi konseptual 
dan praktis dari istilah hukum yang digunakan dalam 
dokumen resmi. Di Indonesia, beberapa lembaga seperti 
Badan Bahasa, BPHN, dan Mahkamah Agung telah 
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menerbitkan glosarium hukum untuk meningkatkan 
keseragaman bahasa hukum.

Glosarium hukum tidak hanya berfungsi sebagai 
rujukan linguistik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan 
hukum. Mahasiswa dan praktisi hukum dapat memahami 
konsep hukum dengan lebih tepat melalui definisi yang 
konsisten dan jelas (Sudaryat, 2018). Sebagai contoh, 
glosarium peradilan menyediakan definisi baku tentang 
istilah “terdakwa,” “penggugat,” “tergugat,” dan “saksi.”

Selain itu, kamus hukum juga menjadi sarana 
pelestarian istilah hukum tradisional dan pengenalan 
istilah hukum modern. Penyusunan kamus hukum yang 
baik memerlukan kolaborasi antara ahli bahasa dan 
ahli hukum agar definisi yang dihasilkan bersifat ilmiah 
sekaligus aplikatif. Di era digital, kamus hukum berbasis 
daring juga semakin penting untuk menjangkau 
masyarakat luas.

Dengan demikian, keberadaan kamus dan glosarium 
hukum merupakan pilar penting dalam pengembangan 
bahasa hukum Indonesia yang tertib, terstandar, dan 
berkelanjutan.
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BAB IX
Prinsip Penyusunan Peraturan 
Perundang-Undangan

9.1.	Kaidah Bahasa dalam Penulisan Undang-
Undang

Bahasa dalam penulisan undang-undang harus 
memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan 
benar agar makna hukum tersampaikan secara jelas 
dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Menurut Mahadi 
(2015), bahasa hukum dalam undang-undang memiliki 
fungsi normatif dan regulatif, sehingga setiap kata harus 
digunakan dengan presisi. Bahasa yang kabur dapat 
mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kesulitan 
dalam penegakan.

Kaidah bahasa yang diterapkan meliputi aspek 
sintaksis, morfologi, dan semantik. Pembentuk 
undang-undang harus memastikan bahwa struktur 
kalimat bersifat aktif, padat, dan logis. Kata kerja yang 
digunakan harus menunjukkan tindakan hukum secara 
tegas, seperti “wajib,” “dapat,” dan “dilarang,” dengan 
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perbedaan makna hukum yang jelas (Soekanto, 2015). 
Misalnya, rumusan “Setiap orang wajib membayar pajak” 
menunjukkan perintah yang bersifat imperatif dan 
mengikat, sedangkan “Setiap orang dapat mengajukan 
keberatan” bersifat fakultatif dan memberikan ruang 
diskresi bagi subjek hukum.

Selain itu, bahasa undang-undang harus bersifat 
netral dan tidak emosional. Menurut Sudaryat (2018), 
gaya bahasa yang dipakai harus formal dan objektif, 
menghindari metafora atau ungkapan kiasan. Ketelitian 
dalam pemilihan istilah menjadi faktor penting untuk 
menjamin keseragaman antarperaturan. Sebagai 
contoh, istilah “kerugian negara” harus digunakan 
secara konsisten dan tidak diganti dengan ungkapan 
populer seperti “kerugian publik” dalam konteks pidana 
korupsi karena memiliki implikasi yuridis yang berbeda.

Dengan demikian, kaidah bahasa dalam penulisan 
undang-undang merupakan fondasi bagi terbentuknya 
norma hukum yang pasti, tegas, dan dapat diterapkan 
secara konsisten.

9.2.	Struktur Umum Naskah Peraturan

Struktur umum naskah peraturan perundang-
undangan di Indonesia telah diatur dalam Lampiran 
II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Struktur tersebut terdiri dari judul, pembukaan, batang 
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tubuh, penjelasan, dan lampiran. Setiap bagian memiliki 
fungsi linguistik dan yuridis yang berbeda.

Judul harus mencerminkan isi peraturan secara 
ringkas dan jelas. Pembukaan memuat dasar hukum 
dan tujuan pembentukan peraturan, sedangkan 
batang tubuh berisi ketentuan umum, substansi 
pengaturan, dan ketentuan penutup. Menurut 
Hidayat (2020), penyusunan struktur peraturan harus 
mempertimbangkan alur logis agar mudah dipahami. 
Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimulai 
dengan ketentuan umum yang mendefinisikan istilah 
“informasi elektronik,” “transaksi elektronik,” dan 
“sistem elektronik” sebelum masuk pada pengaturan 
pidana.

Penjelasan berfungsi untuk memperjelas maksud 
pasal-pasal tanpa menambah norma baru. Oleh karena 
itu, bahasa yang digunakan dalam penjelasan harus 
sederhana, komunikatif, dan tidak mengubah makna 
hukum pasal terkait. Misalnya, penjelasan Pasal dalam 
undang-undang pajak hanya menguraikan contoh 
penerapan kewajiban pajak tanpa memperluas objek 
pajak di luar yang disebutkan dalam pasal.

Struktur yang sistematis mencerminkan keutuhan 
logika hukum serta memudahkan pembaca memahami 
hubungan antara norma-norma yang diatur. Dengan 
demikian, konsistensi struktur naskah menjadi jaminan 
transparansi dan akuntabilitas legislasi.
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9.3.	Teknik Perumusan Pasal

Teknik perumusan pasal merupakan inti dari 
penyusunan peraturan perundang-undangan. Menurut 
Mahfud MD (2010), pasal harus dirumuskan dalam 
bentuk kalimat yang lengkap, lugas, dan mengandung 
satu norma hukum yang utuh. Setiap pasal idealnya 
mengatur satu pokok pikiran hukum untuk menghindari 
tumpang tindih pengertian.

Perumusan pasal dilakukan dengan memperhatikan 
urutan hierarkis: Bab → Bagian → Paragraf → Pasal → 
Ayat → Huruf → Angka. Struktur ini memungkinkan 
pembaca memahami hubungan antarbagian hukum 
secara sistematis. Kalimat dalam pasal umumnya 
bersifat deklaratif atau imperatif. Sebagai contoh: 
“Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan 
informasi bohong yang merugikan konsumen dalam 
transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara 
…” merupakan kalimat deklaratif yang memuat unsur 
subjek, perbuatan, dan sanksi.

Bahasa pasal juga harus memperhatikan 
kesepadanan makna antara norma dan perintah 
hukum. Misalnya, kata “dapat” menyiratkan pilihan 
(discretion), sedangkan “harus” menandakan kewajiban 
hukum (Soeroso, 2016). Kekeliruan memilih kata 
dapat mengubah substansi norma dan mengakibatkan 
kesalahan interpretasi. Perbedaan antara “pejabat dapat 
menjatuhkan sanksi” dan “pejabat wajib menjatuhkan 
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sanksi” memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan 
terhadap kepastian penegakan hukum.

Dengan demikian, teknik perumusan pasal yang 
baik mencerminkan kejelasan bahasa, logika hukum, 
dan ketelitian konseptual.

9.4.	Redaksi dan Koherensi

Redaksi hukum yang baik harus memenuhi 
prinsip kejelasan, koherensi, dan keterpaduan makna 
antarbagian. Menurut Tiersma (1999), redaksi hukum 
tidak boleh mengandung pertentangan atau kontradiksi 
internal. Oleh karena itu, setiap ayat, pasal, dan bab 
harus disusun secara berurutan dan logis.

Koherensi bahasa hukum tercapai melalui 
penggunaan konjungsi dan frasa penghubung yang 
sesuai, seperti “dan,” “atau,” “kecuali,” serta “sepanjang.” 
Setiap kata penghubung memiliki konsekuensi hukum 
yang berbeda. Misalnya, “dan” berarti kumulatif, 
sedangkan “atau” bersifat alternatif (Gibbons, 2013). 
Dalam perumusan delik pidana, penggunaan “dan/atau” 
sering dipakai untuk mengakomodasi variasi perbuatan 
yang dapat dipidana.

Redaksi hukum juga harus mempertimbangkan 
kejelasan referensi antarbagian, misalnya dengan 
menyebutkan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
X.” Ketidaktepatan referensi dapat menimbulkan 
ambiguitas dan ketidaksinkronan hukum. Sebagai 
contoh, kesalahan rujukan ayat dalam suatu pasal dapat 
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menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan norma, 
terutama dalam peraturan teknis seperti peraturan 
menteri.

Dengan demikian, redaksi yang koheren dan 
terstruktur merupakan indikator profesionalisme 
penyusun undang-undang dan jaminan efektivitas 
norma hukum.

9.5.	Penjelasan dan Lampiran Hukum

Penjelasan dalam peraturan hukum berfungsi 
memperjelas maksud pasal tanpa menciptakan norma 
baru. Menurut Alwi (2018), bahasa dalam penjelasan 
harus komunikatif, tidak terlalu teknis, dan mampu 
menafsirkan norma secara praktis. Penjelasan dibagi 
menjadi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi 
pasal.

Lampiran hukum digunakan untuk melengkapi 
peraturan yang memerlukan tabel, daftar, peta, atau 
dokumen tambahan. Bahasa dalam lampiran harus 
konsisten dengan isi utama dan mengikuti format 
baku administrasi hukum. Contohnya, lampiran pada 
peraturan tentang tata ruang biasanya memuat peta 
zonasi wilayah, sedangkan peraturan tentang keuangan 
negara memuat tabel anggaran atau klasifikasi belanja.

Penjelasan dan lampiran tidak boleh bertentangan 
dengan batang tubuh peraturan. Jika terjadi 
inkonsistensi, yang berlaku adalah ketentuan dalam 
pasal. Oleh karena itu, sinkronisasi bahasa antara batang 



Prinsip Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan | 75

tubuh dan lampiran menjadi hal yang mutlak (Hidayat, 
2020). Praktik menunjukkan bahwa ketidaksinkronan 
sering menjadi sumber sengketa administratif dan 
judicial review di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah 
Agung.

Dengan demikian, penjelasan dan lampiran menjadi 
sarana bantu linguistik yang memperkuat pemahaman 
norma hukum secara utuh dan akurat.

9.6.	Konsistensi Bahasa dalam Peraturan

Konsistensi bahasa merupakan prinsip utama dalam 
penyusunan peraturan perundang-undangan. Menurut 
Soedjatmiko (2017), perbedaan istilah antarperaturan 
dapat menyebabkan tafsir hukum yang beragam. 
Karena itu, setiap istilah yang digunakan dalam satu 
peraturan harus dipertahankan penggunaannya di 
seluruh dokumen hukum.

Konsistensi mencakup aspek istilah, gaya penulisan, 
struktur kalimat, dan penggunaan tanda baca. 
Penggunaan kata “pemerintah,” “pejabat berwenang,” 
atau “lembaga” harus memiliki definisi yang sama 
dalam semua peraturan agar tidak menimbulkan 
ambiguitas hukum. Misalnya, jika suatu undang-
undang menggunakan istilah “penyidik,” maka seluruh 
peraturan pelaksanaannya tidak boleh mengganti 
dengan istilah lain seperti “petugas penyelidik” tanpa 
definisi yang jelas.
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Selain itu, konsistensi juga diperlukan untuk 
menjaga keseragaman antarhierarki peraturan. 
Misalnya, istilah dalam peraturan menteri harus selaras 
dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. 
Ketidaksinkronan terminologi antara undang-undang 
dan peraturan pelaksana berpotensi menimbulkan 
konflik norma (conflict of norms).

Dengan demikian, konsistensi bahasa bukan hanya 
tuntutan linguistik, tetapi juga aspek penting dalam 
menjaga integritas dan keselarasan sistem hukum 
nasional.

Tabel 1. Ringkasan Prinsip-Prinsip Penyusunan 
Peraturan Perundang-Undangan

No. Prinsip
Ruang 
Lingk-

up Utama

Kaidah 
Pokok

Contoh Pen-
erapan

Implika-
si Yuridis

1 Kaidah 
Bahasa

Sintaksis, 
morfologi, 
semantik

Bahasa baku, 
presisi mak-
na, objektif

Penggu-
naan kata 
wajib, dapat, 
dilarang se-
cara tepat

Mengh-
indari tafsir 
ganda dan 
ketidakpas-
tian hukum

2 Struktur 
Naskah

Judul, pem-
bukaan, 
batang tu-
buh, pen-
jelasan, 
lampiran

Sistematis, 
logis, hi-
erarkis

UU dim-
ulai dari 
Ketentuan 
Umum se-
belum pasal 
substantif

Memudah-
kan pema-
haman dan 
penera-
pan norma

3
Teknik Pe-
rumu-
san Pasal

Pasal, ayat, 
huruf, an-
gka

Satu pas-
al satu nor-
ma, kalimat 
lengkap

1 pasal han-
ya menga-
tur 1 kewa-
jiban atau 
larangan

Meng-
hindari 
tumpang 
tindih pen-
gaturan
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No. Prinsip
Ruang 
Lingk-

up Utama

Kaidah 
Pokok

Contoh Pen-
erapan

Implika-
si Yuridis

4 Redaksi dan 
Koherensi

Hubungan 
antar pas-
al dan ayat

Tidak kon-
tradik-
tif, sink-
ron, logis

Penggunaan 
“dan/atau” 
secara tepat

Menja-
min kese-
larasan an-
tar norma

5
Penjela-
san dan 
Lampiran

Penjelas-
an umum 
& pasal 
demi pasal

Tidak 
menambah 
norma baru

Penjelasan  
hanya  
memper-
jelas mak-
sud pasal

Mence-
gah perlu-
asan nor-
ma ilegal

6 Konsisten-
si Bahasa

Isti-
lah, gaya, 
struktur

Istilah se-
ragam di 
semua pasal

“Pemerintah” 
tidak ber-
ganti men-
jadi “otori-
tas negara”

Menjamin 
kepastian 
hukum dan 
kesatu-
an norma

Fungsi Pedagogis Tabel

Tabel ini berfungsi sebagai:

1)	 Alat bantu evaluasi mahasiswa dalam praktik 
penyusunan rancangan peraturan.

2)	 Pedoman teknis awal bagi perancang 
peraturan (legal drafter).

3)	 Instrumen kontrol kualitas bahasa hukum 
dalam pengujian formil peraturan.
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BAB X
Kaidah EYD dalam Bahasa Hukum

10.1.	 Ejaan yang Disempurnakan dalam Konteks 
Hukum

Penerapan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) 
dalam teks hukum bertujuan untuk menjaga 
keseragaman dan kejelasan naskah hukum. Menurut 
Alwi (2018), EYD memastikan penulisan bahasa 
Indonesia mengikuti standar ejaan nasional yang 
diakui. Dalam konteks hukum, kesalahan ejaan 
dapat berimplikasi pada tafsir hukum yang berbeda. 
Setiap kata dalam dokumen hukum harus ditulis sesuai 
dengan kaidah ejaan baku, termasuk penulisan huruf 
kapital, penggunaan tanda baca, dan pemenggalan 
kata. EYD memberikan pedoman untuk menghindari 
ambiguitas linguistik yang dapat memengaruhi 
penafsiran hukum (Sudaryat, 2018).

Selain itu, penerapan EYD juga mencerminkan 
profesionalisme lembaga hukum dan menjaga 
kredibilitas dokumen resmi. Oleh karena itu, 



80 | Bahasa Hukum dan Linguistik Forensik

setiap produk hukum wajib melalui proses 
penyuntingan bahasa oleh ahli bahasa hukum. 
Dengan demikian, penerapan EYD menjadi bagian 
integral dalam menjaga kualitas, legalitas, dan otoritas 
teks hukum.

Contoh Penguatan:

Kesalahan penulisan seperti “diatas” (seharusnya 
di atas) dalam perjanjian dapat menimbulkan tafsir 
berbeda ketika dikaitkan dengan frasa referensial dalam 
kontrak. Begitu pula penulisan resiko yang seharusnya 
risiko dapat memengaruhi ketepatan terminologi dalam 
dokumen hukum.

10.2.	Penulisan Huruf Kapital dan Istilah

Penulisan huruf kapital dalam bahasa hukum 
memiliki fungsi penting untuk menandai nama lembaga, 
jabatan, dokumen resmi, dan istilah hukum tertentu. 
Menurut Pedoman Umum EYD (2016), huruf kapital 
digunakan pada nama undang-undang, lembaga negara, 
dan istilah yang memiliki makna tetap, seperti “Presiden 
Republik Indonesia” atau “Mahkamah Konstitusi.”

Kesalahan dalam penggunaan huruf kapital dapat 
menimbulkan kesalahan administratif atau interpretatif. 
Misalnya, perbedaan antara “Negara” (entitas hukum) dan 
“negara” (wilayah). Oleh karena itu, penulis hukum harus 
memahami perbedaan makna yang ditandai secara grafis. 
Selain itu, istilah teknis hukum seperti “subjek hukum,” 
“hak asasi manusia,” dan “tanggung jawab pidana” harus 
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ditulis secara konsisten sesuai dengan standar yang 
diatur dalam kamus hukum nasional (Soeroso, 2016).

Dengan demikian, penulisan huruf kapital dan 
istilah yang tepat mendukung kejelasan, formalitas, dan 
keseragaman dokumen hukum.

Contoh Penguatan:

•	 “Dewan Perwakilan Rakyat” ditulis kapital 
karena merupakan nama lembaga negara.

•	 “pemerintah daerah” tidak ditulis kapital jika 
tidak merujuk pada nama resmi tertentu.

•	 Perbedaan “Undang-Undang” dan “undang-
undang” juga menandai rujukan formal atau 
umum.

10.3.	Tanda Baca dalam Dokumen Hukum

Tanda baca memiliki fungsi penting dalam struktur 
sintaksis dan makna kalimat hukum. Menurut Gibbons 
(2013), kesalahan penggunaan tanda baca dapat 
mengubah makna hukum secara substansial. Misalnya, 
perbedaan penggunaan koma dalam kalimat dapat 
menentukan batasan norma.

Dalam teks hukum Indonesia, tanda titik digunakan 
untuk menutup pasal atau ayat, sedangkan tanda koma 
berfungsi memisahkan unsur yang setara. Tanda titik 
dua sering digunakan dalam penjabaran ayat, sementara 
tanda hubung digunakan untuk memperjelas daftar 
butir hukum.
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Ketepatan penggunaan tanda baca juga 
mencerminkan kerapian redaksi dan ketelitian 
pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, setiap 
dokumen hukum harus melalui tahap penyuntingan 
ejaan sebelum disahkan (Hidayat, 2020).

Dengan demikian, tanda baca berperan sebagai 
elemen linguistik yang menjaga presisi dan kejelasan 
makna dalam bahasa hukum.

Contoh Penguatan:

Perbedaan kalimat:

•	 “Tersangka, yang terbukti bersalah, dihukum.”

•	 “Tersangka yang terbukti bersalah dihukum.” 
Koma pada kalimat pertama memberikan 
makna bahwa tersangka sudah pasti bersalah, 
sedangkan kalimat kedua masih membuka 
ruang pembuktian.

10.4.	Penulisan Angka dan Singkatan

Penulisan angka dalam teks hukum mengikuti aturan 
EYD dan prinsip formalitas hukum. Angka biasanya ditulis 
dengan huruf untuk menghindari kesalahan penafsiran, 
terutama dalam peraturan atau putusan. Misalnya, “dua 
puluh juta rupiah (Rp20.000.000,00)” digunakan untuk 
menggabungkan bentuk huruf dan angka (Alwi, 2018). 
Singkatan dan akronim hukum seperti “UU,” “PP,” atau 
“KPK” harus dijelaskan pertama kali sebelum digunakan 
secara berulang. Hal ini mencegah kebingungan 
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pembaca terhadap makna singkatan (Soekanto, 2015). 
Selain itu, angka dalam dokumen hukum juga digunakan 
untuk penomoran pasal, ayat, dan butir hukum. 
Penulisan harus konsisten dan mengikuti hierarki 
hukum agar struktur peraturan mudah ditelusuri.

Dengan demikian, penulisan angka dan singkatan 
dalam teks hukum bukan sekadar aspek teknis, tetapi 
juga bentuk ketertiban hukum dan tanggung jawab 
administratif.

Contoh Penguatan:

•	 “Pasal 5 ayat (2) huruf a” menunjukkan struktur 
hierarkis baku.

•	 Singkatan “KUHP” harus dijelaskan terlebih 
dahulu sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana.”

10.5.	Pemilihan Kata dan Struktur Kalimat

Pemilihan kata dalam teks hukum harus 
didasarkan pada prinsip kejelasan dan kepastian 
hukum. Menurut Tiersma (1999), kata-kata yang 
digunakan dalam hukum harus bersifat denotatif, 
bukan konotatif. Setiap kata memiliki makna yuridis 
yang harus dipahami secara seragam oleh pembaca. 
Struktur kalimat hukum cenderung panjang karena 
mencakup unsur syarat, pengecualian, dan akibat 
hukum. Namun, panjangnya kalimat harus tetap logis 
dan tidak membingungkan. Kalimat harus diatur 
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berdasarkan prinsip subjek-predikat-objek-keterangan 
agar tetap mudah diikuti (Sudaryat, 2018).

Selain itu, penghindaran terhadap kata-
kata asing yang belum diserap penting untuk 
menjaga kemurnian bahasa hukum Indonesia. 
Setiap istilah asing harus diberi padanan resmi 
dalam bahasa Indonesia jika memungkinkan. 
Dengan demikian, pemilihan kata dan struktur kalimat 
yang tepat mencerminkan kedisiplinan linguistik dan 
tanggung jawab hukum dalam penyusunan teks resmi.

Contoh Penguatan:

•	 Kata “menghadirkan” dalam hukum acara pidana 
lebih tepat daripada “mendatangkan” karena 
berkonotasi resmi.

•	 Kalimat “Setiap orang yang dengan sengaja…” 
mencerminkan struktur normatif yang baku.

10.6.	Kesalahan Umum dalam Penulisan Hukum

Kesalahan umum dalam penulisan hukum meliputi 
kesalahan ejaan, penggunaan istilah tidak konsisten, 
dan kalimat ambigu. Menurut Soedjatmiko (2017), 
kesalahan redaksional dapat menyebabkan kekeliruan 
dalam penerapan hukum dan interpretasi pengadilan.

Kesalahan lainnya adalah penggunaan kata yang 
tidak sesuai konteks hukum, seperti penggunaan kata 
sehari-hari dalam dokumen resmi. Bahasa hukum 
menuntut ketegasan dan keseragaman.
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Untuk menghindari kesalahan tersebut, diperlukan 
pemeriksaan linguistik oleh ahli bahasa hukum sebelum 
peraturan disahkan. Proses penyuntingan hukum 
menjadi bagian dari mekanisme legislasi modern yang 
menjamin keakuratan bahasa hukum.

Dengan demikian, kesalahan penulisan hukum 
harus diminimalkan untuk menjaga otoritas, integritas, 
dan kepastian norma hukum.

Contoh Penguatan:

•	 Penggunaan kata “bisa” dalam undang-undang 
seharusnya diganti dengan “dapat.”

•	 Frasa “kurang lebih” tidak layak digunakan 
dalam teks hukum karena bersifat tidak pasti.

•	 Kesalahan ejaan pada nama pihak dalam putusan 
pengadilan dapat berdampak pada eksekusi 
putusan.
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Tabel 2. Rubrik Kesalahan EYD dalam 
Dokumen Hukum Nyata

No Jenis Ke-
salahan

Contoh 
Salah 

(Ditemu-
kan da-

lam 
Praktik)

Bentuk Be-
nar (Sesuai 

EYD/PUEBI)

Dampak 
Hukum

Sumber Do-
kumen

1
Penu-
lisan Kata 
Depan

“diatas 
disebut-
kan bah-
wa…”

“di atas dise-
butkan bah-
wa…”

Dapat 
meng-
ganggu 
kejelas-
an ruju-
kan pasal

Putusan 
PN Band-
ung No. 231/
Pid.B/2018/
PN.Bdg

2

Huruf 
Kapi-
tal Tidak 
Tepat

“negara 
kesatuan 
republik 
indonesia”

“Negara Ke-
satuan Repub-
lik Indonesia”

Menurunk-
an kefor-
malan dan 
status yu-
ridis peti-
kan kon-
stitusional

Kutipan tidak 
baku doku-
men kontrak 
pemerintah 
daerah 2019

3
Ejaan 
Kata 
Serapan

“resiko 
kerugian”

“risiko ker-
ugian”

Berpo-
tensi me-
nimbulkan 
perbedaan 
tafsir da-
lam per-
janjian

Perjanjian 
Kerja Sama 
Swasta–
BUMD Sum-
sel 2020

4

Peng-
gunaan 
Tanda 
Koma

“Terdak-
wa yang 
terbukti 
bersalah, 
dihukum 
penja-
ra…”

“Terdakwa yang 
terbukti ber-
salah dihu-
kum penjara…”

Komapo-
sisi men-
gubah 
makna 
kepastian 
kesalahan

Putusan 
PN Suraba-
ya No. 1521/
Pid.B/2017
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No Jenis Ke-
salahan

Contoh 
Salah 

(Ditemu-
kan da-

lam 
Praktik)

Bentuk Be-
nar (Sesuai 

EYD/PUEBI)

Dampak 
Hukum

Sumber Do-
kumen

5

Penulisan 
Sing-
katan 
Tanpa 
Definisi

“KPK 
ber-
wenang 
melaku-
kan 
peny-
idikan…” 
(tanpa 
defini-
si awal)

“Komisi Pem-
berantasan Ko-
rupsi (KPK)….”

Pemba-
ca awam 
tidak me-
maha-
mi subjek 
hukum

Naskah aka-
demik RUU 
sebelum 
harmonisa-
si DPR RI

6
Penulisan 
Angka Ti-
dak Baku

“dikenakan 
denda 
20000000 
rupiah”

“dikenakan den-
da dua  
puluh juta rupiah 
(Rp20.000.000,00) ”

Berpo-
tensi me-
nimbulkan 
sengketa 
nominal

Putusan 
Perdata 
PN Makas-
sar No. 88/
Pdt.G/2016

7

Peng-
gunaan 
Kata Ti-
dak De-
notatif

“pihak 
tergugat 
diang-
gap lalai 
berat”

“pihak ter-
gugat dinya-
takan lalai”

Istilah 
konota-
tif tidak 
memiliki 
kekuatan 
normatif

Akta Perjan-
jian Jual Beli 
Tanah No-
taris X, 2018

8
Inkon-
sisten-
si Istilah

“pelaku 
usaha” 
lalu beru-
bah men-
jadi “pen-
gusaha”

Tetap meng-
gunakan 
“pelaku usaha”

Meng-
aburkan 
subjek 
hukum

Peraturan 
Daerah Kab. 
Bogor No. 3 
Tahun 2017
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No Jenis Ke-
salahan

Contoh 
Salah 

(Ditemu-
kan da-

lam 
Praktik)

Bentuk Be-
nar (Sesuai 

EYD/PUEBI)

Dampak 
Hukum

Sumber Do-
kumen

9

Kesalah-
an Penu-
lisan 
Pasal

“se-
bagaima-
na diatur 
dalam 
pasal 5 
ayat 2”

“sebagaima-
na diatur dalam 
Pasal 5 ayat (2)”

Kekeliru-
an rujukan 
norma

Peraturan 
Kepala Dinas 
Tahun 2016

10 Kata Am-
bigu

“dapat 
dike-
nakan 
sanksi”

“wajib dike-
nakan sank-
si” atau “dapat 
dikenakan 
sanksi ad-
ministratif”

Menim-
bulkan 
disharmo-
ni penera-
pan sanksi

UU No. 4 Ta-
hun 2009 
(hasil kri-
tik akade-
mik pasca uji 
materi MK)

Analisis Yuridis atas Dampak Kesalahan EYD

Kesalahan EYD dalam dokumen hukum bukan 
semata kesalahan teknis linguistik, melainkan dapat 
berimplikasi langsung pada:

•	 Ketidakpastian hukum (legal uncertainty)
→ Terutama akibat penggunaan kata ambigu 
seperti dapat, cukup, sepatutnya.

•	 Cacat formil dokumen hukum
→ Kesalahan identitas, kapitalisasi lembaga, 
atau rujukan pasal dapat membatalkan kekuatan 
administratif.

•	 Potensi sengketa perdata
→ Terutama dalam kontrak akibat perbedaan 
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tafsir nominal, subjek hukum, atau ruang 
lingkup kewajiban.

•	 Kesalahan eksekusi putusan
→ Salah tulis nominal, nama pihak, atau amar 
putusan dapat menghambat pelaksanaan oleh 
juru sita.

Landasan Regulasi Penggunaan EYD dalam 
Dokumen Hukum

•	 Rubrik ini selaras dengan dasar hukum berikut:

•	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara 
serta Lagu Kebangsaan.

•	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

•	 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam 
Dokumen Resmi Negara.

•	 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 
(PUEBI), Kemendikbud 2016.





Assoc. Prof. Dr. Aryusmar

BAB XI
Penulisan Dokumen Hukum

11.1.	 Surat Kuasa

Surat kuasa merupakan dokumen hukum yang 
memberikan wewenang dari satu pihak kepada pihak lain 
untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Menurut 
Subekti (2014), bahasa dalam surat kuasa harus tegas, lugas, 
dan mencantumkan identitas para pihak secara lengkap. 
Struktur surat kuasa mencakup judul, identitas pemberi 
dan penerima kuasa, isi kuasa, batas waktu, dan tanda 
tangan. Bahasa yang digunakan bersifat formal dan 
menggunakan bentuk kalimat deklaratif.

Ketidakjelasan redaksi dalam surat kuasa dapat 
menimbulkan sengketa hukum, terutama mengenai 
ruang lingkup kewenangan yang diberikan. Oleh karena 
itu, setiap kata harus dipilih dengan cermat untuk 
menghindari tafsir yang berbeda (Soeroso, 2016).
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Dengan demikian, surat kuasa yang baik 
menunjukkan ketelitian bahasa hukum dan tanggung 
jawab moral dalam pelimpahan wewenang.

Penguatan Contoh:

Sebagai contoh redaksi yang tepat dalam surat 
kuasa adalah:

“Dengan ini saya memberikan kuasa penuh kepada 
Saudara A untuk mewakili saya dalam mengajukan 
gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”

Sebaliknya, redaksi yang kabur seperti:

“Memberi kuasa seperlunya untuk mengurus 
perkara,” dapat menimbulkan sengketa karena frasa 
seperlunya tidak memiliki batas makna hukum yang 
tegas. Dalam praktik peradilan, surat kuasa yang tidak 
jelas ruang lingkupnya sering dinyatakan cacat formil 
dan dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima 
(niet ontvankelijk verklaard).

11.2.	  Perjanjian dan Kontrak

Perjanjian atau kontrak merupakan dokumen 
hukum yang mencerminkan kesepakatan para pihak. 
Menurut KUHPerdata Pasal 1313, perjanjian adalah 
perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Bahasa 
yang digunakan dalam kontrak harus mencerminkan 
asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum.
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Kalimat dalam kontrak harus menggunakan 
bentuk positif dan menghindari ambiguitas. Misalnya, 
frasa “pihak pertama wajib membayar” lebih tepat 
dibandingkan “pihak pertama akan membayar,” karena 
mengandung makna kewajiban hukum.

Selain itu, kontrak harus menggunakan istilah 
hukum yang telah baku seperti “pihak pertama,” 
“pihak kedua,” dan “ketentuan batal demi hukum.” 
Penulisan angka dan tanggal juga harus jelas 
untuk menghindari sengketa administratif. 
Dengan demikian, bahasa kontrak menjadi alat 
utama untuk menjamin keadilan dan kepastian dalam 
hubungan hukum antarindividu.

Penguatan Contoh:

Redaksi yang tepat:

“Pihak Kedua wajib menyerahkan barang paling 
lambat tanggal 15 Juni 2025.”

Redaksi yang tidak tepat:

“Pihak Kedua akan menyerahkan barang 
secepatnya.”

Kata secepatnya bersifat relatif dan berpotensi 
menjadi sumber sengketa. Dalam praktik arbitrase 
dan peradilan perdata, sengketa keterlambatan sering 
berakar dari ketidakjelasan frasa waktu seperti sesegera 
mungkin, dalam waktu singkat, atau tanpa penundaan 
yang berarti.
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11.3.	 Surat Gugatan dan Jawaban

Surat gugatan adalah dokumen hukum yang 
diajukan oleh penggugat untuk menuntut haknya di 
pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo (2003), 
bahasa dalam surat gugatan harus ringkas, sistematis, 
dan berlandaskan dasar hukum yang jelas.

Struktur surat gugatan terdiri atas identitas para 
pihak, posita (uraian fakta), dan petitum (tuntutan 
hukum). Kalimat hukum yang digunakan harus bersifat 
formal, objektif, dan tidak menggunakan ungkapan 
emosional.Jawaban terhadap gugatan (replik dan 
duplik) juga harus ditulis dengan bahasa hukum yang 
sopan, logis, dan sesuai fakta hukum. Penggunaan 
kata “menolak,” “menerima,” atau “membantah” harus 
disertai argumentasi hukum yang rasional.

Dengan demikian, surat gugatan dan jawaban 
mencerminkan kecermatan linguistik dan ketegasan 
argumentasi hukum dalam proses peradilan.

Penguatan Contoh:

Contoh petitum yang jelas:

“Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi 
sebesar Rp500.000.000,00 secara tunai dan sekaligus.”

Contoh petitum yang lemah secara linguistik:

“Meminta agar Tergugat bertanggung jawab atas 
perbuatannya.”
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Petitum kedua tidak menyebutkan bentuk tanggung 
jawab secara konkret sehingga berpotensi ditolak hakim 
karena tidak memenuhi asas kepastian tuntutan.

11.4.	  Putusan dan Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan dokumen hukum yang 
berisi pertimbangan dan amar putusan pengadilan. 
Menurut Mahfud MD (2010), bahasa dalam putusan 
harus mencerminkan keadilan, rasionalitas, dan 
keterbacaan.

Struktur putusan terdiri atas kepala putusan, 
identitas para pihak, pertimbangan hukum (ratio 
decidendi), dan amar putusan. Bahasa yang digunakan 
harus formal, netral, dan menghindari penilaian 
subjektif.

Pertimbangan hakim (considerans) ditulis dengan 
kalimat argumentatif berdasarkan bukti dan peraturan 
yang berlaku. Ketepatan diksi dalam putusan sangat 
penting karena menjadi dasar preseden hukum bagi 
perkara lain (Soekanto, 2015).

Dengan demikian, bahasa putusan merupakan 
refleksi profesionalisme hakim dan cermin keadilan 
substantif dalam sistem hukum.

Penguatan Contoh:

Redaksi amar putusan yang tepat:

“Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 
kepada Terdakwa.”
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Redaksi yang keliru:

“Menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada 
Terdakwa.”

Kata setimpal bersifat subjektif dan tidak memenuhi 
asas kepastian hukum, sehingga tidak dapat dieksekusi 
secara yuridis.

11.5.	  Notula Rapat dan Berita Acara

Notula rapat dan berita acara hukum merupakan 
dokumen administratif yang mencatat jalannya 
kegiatan resmi lembaga hukum. Bahasa yang 
digunakan harus formal, faktual, dan objektif. Menurut 
Alwi (2018), notula berfungsi sebagai bukti tertulis 
atas kesepakatan atau peristiwa hukum tertentu. 
Setiap kalimat dalam notula harus menggunakan 
bentuk waktu lampau dan menghindari interpretasi 
atau opini. Penggunaan istilah seperti “telah 
dibahas,” “disepakati,” dan “diputuskan” menandakan 
objektivitas fakta hukum (Soeroso, 2016). 
Dengan demikian, notula dan berita acara berperan 
penting dalam menjaga akuntabilitas lembaga 
hukum dan menjadi dokumen pengingat atas proses 
pengambilan keputusan.

Penguatan Contoh:

Redaksi yang tepat:

“Rapat telah disepakati untuk menunda pelaksanaan 
kegiatan sampai tanggal 1 Juli 2025.”
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Redaksi yang tidak tepat:

“Rapat tampaknya sepakat untuk menunda 
kegiatan.”

Kata tampaknya menunjukkan opini, bukan fakta, 
sehingga tidak layak digunakan dalam berita acara 
resmi.

11.6.	 Laporan dan Memorandum Hukum

Laporan dan memorandum hukum adalah dokumen 
analitis yang berfungsi menyampaikan hasil kajian 
hukum atau rekomendasi kepada pihak berwenang. 
Menurut Tiersma (1999), bahasa dalam laporan hukum 
harus ilmiah, sistematis, dan berbasis bukti hukum yang 
valid.

Struktur laporan hukum umumnya terdiri dari 
pendahuluan, analisis hukum, kesimpulan, dan 
rekomendasi. Kalimat dalam laporan bersifat deskriptif 
dan argumentatif, dengan dukungan data dan kutipan 
peraturan perundang-undangan. Memorandum hukum 
memiliki bentuk yang lebih ringkas dan langsung 
menyajikan pendapat hukum terhadap suatu persoalan.

Pemilihan kata dalam laporan hukum harus netral dan 
menghindari istilah yang bersifat emosional. Penggunaan 
istilah teknis seperti “berdasarkan asas,” “menurut 
yurisprudensi,” dan “dapat disimpulkan” menunjukkan 
profesionalisme bahasa hukum (Sudaryat, 2018). 
Dengan demikian, laporan dan memorandum hukum 
menjadi instrumen penting dalam proses pengambilan 
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keputusan hukum dan representasi ketelitian linguistik 
di bidang hukum profesional.

Penguatan Contoh:

Contoh redaksi profesional:

“Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian 
tersebut tidak memenuhi unsur kesepakatan sehingga 
berpotensi batal demi hukum.”

Contoh redaksi tidak profesional:

“Perjanjian ini tampaknya tidak adil dan merugikan 
salah satu pihak.”

Kata tampaknya dan tidak adil bersifat evaluatif 
tanpa landasan norma dan tidak sesuai dengan kaidah 
memorandum hukum yang objektif.



Assoc. Prof. Dr. Aryusmar

BAB XII
Analisis Makna dalam Teks Hukum

12.1.	  Makna Leksikal dan Kontekstual

Makna leksikal merujuk pada arti dasar kata 
sebagaimana tercantum dalam kamus, sedangkan makna 
kontekstual muncul berdasarkan penggunaannya dalam 
situasi tertentu. Menurut Chaer (2012), perbedaan 
keduanya menjadi penting dalam memahami teks 
hukum karena bahasa hukum sering kali menggunakan 
kata dengan makna khusus. Sebagai contoh, istilah “hak” 
dalam konteks hukum memiliki makna lebih spesifik 
daripada makna umumnya dalam bahasa sehari-hari.

Dalam teks hukum, makna kontekstual sering 
kali menjadi penentu tafsir yuridis. Misalnya, kata 
“dapat” dalam undang-undang bisa bermakna 
pilihan (diskresioner), sementara dalam konteks lain 
berarti kewenangan terbatas (Mahadi, 2015). Oleh 
sebab itu, pemahaman terhadap konteks menjadi 
penting dalam menghindari salah tafsir hukum. 
Kedua jenis makna ini saling melengkapi dalam 
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membentuk kejelasan hukum. Bahasa hukum 
yang efektif harus menggabungkan ketepatan 
leksikal dan relevansi kontekstual agar norma 
hukum dapat diterapkan secara adil dan konsisten. 
Dengan demikian, analisis leksikal dan kontekstual 
dalam teks hukum memastikan bahwa setiap istilah 
mencerminkan maksud hukum yang sesungguhnya 
tanpa menimbulkan ambiguitas interpretatif.

Penguatan Contoh:

Kata “menguasai” secara leksikal berarti memegang 
atau memiliki. Namun secara kontekstual dalam 
hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, kata 
menguasai dapat berarti mengendalikan secara faktual 
meskipun tanpa kepemilikan yuridis. Perbedaan ini 
berimplikasi langsung pada pembuktian unsur pidana.

Contoh lain adalah istilah “benda” dalam KUHPerdata 
yang secara leksikal menunjuk objek fisik, tetapi secara 
kontekstual diperluas mencakup benda tidak berwujud 
seperti hak cipta dan saham.

12.2.	Makna Denotatif dan Konotatif

Makna denotatif adalah makna asli yang bebas nilai, 
sedangkan makna konotatif memiliki nilai emosional 
atau asosiasi tertentu. Menurut Tiersma (1999), bahasa 
hukum harus menghindari konotasi yang dapat 
menimbulkan bias atau ketidakpastian interpretatif.

Sebagai contoh, kata “tertuduh” memiliki makna 
denotatif sebagai seseorang yang diduga melakukan 
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tindak pidana, tetapi konotasinya bisa negatif secara 
sosial. Oleh karena itu, pemilihan kata dalam hukum 
harus mempertimbangkan efek psikologis dan sosial 
(Gibbons, 2013).

Bahasa hukum menuntut ketepatan 
terminologis, sehingga makna denotatif harus 
diutamakan dalam penyusunan dokumen hukum. 
Konotasi yang tidak relevan dapat mempengaruhi 
persepsi publik terhadap keadilan hukum. 
Dengan menjaga keseimbangan antara makna denotatif 
dan konotatif, teks hukum dapat tetap netral, objektif, 
dan mencerminkan prinsip keadilan substantif.

Penguatan Contoh:

Penggunaan istilah “pelaku” dalam berita acara 
pemeriksaan memiliki makna denotatif sebagai subjek 
tindak pidana. Namun secara konotatif, istilah tersebut 
telah mengandung stigma bersalah. Oleh karena 
itu, dalam tahap penyidikan sering digunakan istilah 
“terlapor” atau “tersangka” yang lebih netral secara 
hukum.

Contoh lain adalah kata “menggelapkan” yang dalam 
bahasa umum bisa bermakna menyembunyikan, tetapi 
dalam hukum pidana mengandung makna denotatif 
sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur 
dalam KUHP.
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12.3.	Perubahan Makna dalam Peraturan Bahasa

Perubahan Makna dalam Peraturan Bahasa bersifat 
dinamis, begitu pula istilah hukum yang mengalami 
perubahan makna seiring perkembangan sosial dan 
politik. Menurut Kridalaksana (2010), perubahan makna 
dapat terjadi karena pergeseran budaya, perubahan 
sistem hukum, atau adaptasi terhadap terminologi 
global.

Contoh nyata adalah istilah “perkawinan” 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
yang mengalami perubahan makna sosial dan 
yuridis seiring perkembangan zaman. Demikian 
pula istilah “keadilan” yang kini sering diartikan 
dalam konteks hak asasi manusia (HAM). 
Perubahan makna hukum perlu disertai revisi 
peraturan agar tidak menimbulkan kesenjangan 
antara norma hukum dan praktik sosial. Bahasa 
hukum harus adaptif namun tetap menjaga 
konsistensi makna formalnya (Mahfud MD, 2010). 
Dengan memahami perubahan makna, pembuat 
kebijakan dapat memastikan bahwa teks hukum 
selalu relevan dan responsif terhadap perkembangan 
masyarakat.

Penguatan Contoh:

Istilah “informasi” dalam Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik kini mencakup data 
digital, rekaman elektronik, hingga metadata, yang 
sebelumnya tidak dikenal dalam regulasi klasik.
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Demikian pula istilah “dokumen” yang kini mencakup 
dokumen elektronik sebagaimana diakui dalam Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 
Perubahan makna ini menunjukkan adanya perluasan 
konseptual akibat perkembangan teknologi.

12.4.	Kesalahpahaman Makna

Kesalahpahaman makna dalam teks hukum 
sering kali disebabkan oleh penggunaan istilah 
yang tidak konsisten atau ambigu. Menurut 
Gibbons (2013), ambiguitas semantik adalah 
salah satu penyebab utama sengketa hukum. 
Kesalahan seperti ini dapat muncul dalam perbedaan 
tafsir antara “dapat” dan “harus,” atau penggunaan 
istilah “pejabat berwenang” tanpa definisi yang jelas. 
Akibatnya, muncul penafsiran berbeda antarpenegak 
hukum maupun antarinstansi.

Oleh karena itu, diperlukan pengawasan linguistik 
dalam setiap proses legislasi untuk mencegah 
ambiguitas. Setiap istilah harus didefinisikan secara 
eksplisit dalam bagian ketentuan umum peraturan.

Dengan demikian, ketelitian dalam penggunaan 
bahasa hukum menjadi faktor utama untuk mencegah 
kesalahpahaman yang dapat berujung pada pelanggaran 
hak hukum masyarakat.
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Penguatan Contoh:

Dalam beberapa peraturan daerah, istilah “izin 
usaha tertentu” digunakan tanpa definisi yang jelas, 
sehingga membuka ruang tafsir beragam di tingkat 
pelaksana.

Begitu pula istilah “kepentingan umum” yang sering 
digunakan dalam pengadaan tanah, tetapi tanpa batasan 
linguistik yang tegas, sehingga rawan disalahgunakan 
secara administratif dan berdampak pada sengketa 
perdata maupun tata usaha negara.

12.5.	Penafsiran Bahasa dalam Hukum

Penafsiran bahasa (linguistic interpretation) 
merupakan metode untuk memahami maksud norma 
berdasarkan struktur dan makna linguistiknya. 
Menurut Tiersma (1999), bahasa menjadi pintu pertama 
dalam memahami hukum, sebelum ditafsirkan secara 
sistematis atau historis.

Metode penafsiran ini mengutamakan makna literal 
dari kata atau kalimat dalam teks hukum. Misalnya, 
dalam menafsirkan frasa “dalam jangka waktu tiga hari,” 
hakim akan menggunakan pendekatan linguistik untuk 
menentukan makna waktu yang pasti.

Namun, penafsiran bahasa juga harus memperhatikan 
konteks hukum agar tidak menghasilkan tafsir yang kaku. 
Oleh karena itu, pemahaman linguistik harus diimbangi 
dengan analisis sistem hukum (Soekanto, 2015). 
Dengan demikian, penafsiran bahasa dalam hukum 
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merupakan langkah awal menuju keadilan interpretatif 
yang sejalan dengan maksud pembuat undang-undang.

Penguatan Contoh:

Frasa “paling lambat” dalam suatu peraturan secara 
linguistik bermakna batas akhir yang bersifat pasti. 
Namun dalam praktik, frasa ini sering ditafsirkan secara 
fleksibel oleh aparat. Oleh karena itu, hakim perlu 
mengembalikan makna frasa tersebut pada makna 
linguistik aslinya untuk menjaga kepastian hukum.

Demikian pula frasa “setiap orang” secara literal 
mencakup semua subjek hukum, baik warga negara 
maupun orang asing, kecuali jika undang-undang 
membatasi secara eksplisit.

12.6.	Contoh Kasus Linguistik Hukum

Kasus linguistik hukum sering kali muncul akibat 
ambiguitas dalam teks peraturan. Salah satu contoh 
adalah sengketa makna frasa “dapat” dalam Pasal 3 UU 
Tipikor yang memunculkan perdebatan di Mahkamah 
Konstitusi (Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006).

Dalam kasus tersebut, perbedaan tafsir antara 
“dapat” sebagai kemungkinan dan “harus” sebagai 
kewajiban berimplikasi pada vonis pidana. Mahkamah 
akhirnya menegaskan bahwa penafsiran kata harus 
memperhatikan asas hukum dan konteks norma.

Analisis linguistik hukum membantu hakim dan ahli 
bahasa dalam menelusuri makna asli suatu teks hukum. 
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Pendekatan ini menunjukkan betapa pentingnya presisi 
bahasa dalam menjaga kepastian hukum (Gibbons, 2013). 
Dengan demikian, studi linguistik hukum berperan 
strategis dalam mencegah konflik makna dan 
memastikan keadilan substantif.

Penguatan Contoh Tambahan:

Kasus lain muncul dalam sengketa makna 
frasa “segera” dalam hukum acara pidana. Dalam 
beberapa perkara praperadilan, keterlambatan aparat 
menindaklanjuti laporan masyarakat dengan alasan 
“segera” ditafsirkan secara longgar dinilai melanggar 
asas kepastian hukum.

Contoh berikutnya adalah tafsir frasa “kerugian 
negara” yang sempat berbeda antara pendekatan 
administrasi dan pidana, hingga kemudian dipertegas 
melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan 
yurisprudensi Mahkamah Agung.



Assoc. Prof. Dr. Aryusmar

BAB XIII
Penafsiran Hukum  
(Interpretasi Linguistik)

13.1.	Jenis-Jenis Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan metode untuk 
memahami makna norma hukum sesuai konteks 
penerapannya. Menurut Sudikno Mertokusumo (2003), 
terdapat beberapa jenis penafsiran hukum: gramatikal, 
sistematis, historis, dan teleologis.

Setiap jenis penafsiran memiliki fungsi berbeda. 
Penafsiran gramatikal menitikberatkan pada makna 
kata, sistematis melihat hubungan antar norma, historis 
menelusuri maksud pembentuk undang-undang, dan 
teleologis memahami tujuan hukum.

Pemilihan jenis penafsiran tergantung pada situasi 
hukum yang dihadapi. Hakim harus memilih metode yang 
paling relevan untuk menghasilkan keputusan yang adil. 
Dengan memahami berbagai jenis penafsiran, 
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praktisi hukum dapat menafsirkan peraturan secara 
komprehensif dan bertanggung jawab.

Penguatan Contoh:

Dalam perkara sengketa perburuhan, hakim sering 
menggabungkan tafsir gramatikal dan teleologis. 
Misalnya, istilah “upah layak” tidak hanya ditafsirkan 
secara literal berdasarkan angka nominal, tetapi juga 
berdasarkan tujuan perlindungan pekerja.

Dalam perkara konstitusi, Mahkamah Konstitusi 
kerap memakai kombinasi tafsir historis dan sistematis 
ketika menilai kesesuaian undang-undang terhadap 
UUD 1945.

13.2.	Tafsir Gramatikal

Tafsir gramatikal berfokus pada makna literal atau 
tata bahasa dari suatu teks hukum. Menurut Mahadi 
(2015), penafsiran ini menekankan struktur kalimat, 
pilihan kata, dan ejaan sebagai dasar memahami maksud 
pembentuk undang-undang.

Contohnya, dalam menafsirkan kata “wajib” atau 
“dapat,” hakim harus melihat makna linguistik yang 
melekat pada istilah tersebut. Tafsir ini sering digunakan 
sebagai langkah awal sebelum metode lain diterapkan. 
Namun, tafsir gramatikal tidak boleh diterapkan secara 
kaku. Ketika makna literal bertentangan dengan tujuan 
hukum, maka perlu digunakan pendekatan sistematis 
atau teleologis (Soekanto, 2015).
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Dengan demikian, tafsir gramatikal adalah fondasi 
bagi metode penafsiran hukum lainnya, sekaligus 
pengingat pentingnya ketepatan bahasa dalam legislasi.

Penguatan Contoh:

Dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, 
tafsir gramatikal terhadap frasa “dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan” menjadi dasar awal untuk 
menentukan terpenuhinya unsur pidana.

Contoh lain adalah perbedaan makna kata “dan” serta 
“atau” dalam perumusan pasal. Kata “dan” menimbulkan 
sifat kumulatif, sedangkan “atau” menimbulkan sifat 
alternatif, yang secara langsung memengaruhi beban 
pembuktian.

13.3.	Tafsir Sistematis

Tafsir sistematis dilakukan dengan menempatkan 
suatu ketentuan hukum dalam hubungan dengan 
keseluruhan sistem peraturan. Menurut Mahfud 
MD (2010), tafsir ini digunakan untuk menghindari 
kontradiksi antara norma satu dengan norma lainnya.

Pendekatan sistematis membantu memastikan 
keselarasan logika hukum. Misalnya, dalam menafsirkan 
undang-undang pajak, hakim harus memperhatikan 
hubungan dengan peraturan pelaksanaannya.

Tafsir sistematis juga menegaskan bahwa hukum 
adalah sistem yang utuh dan saling berhubungan. Oleh 
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karena itu, pemahaman isolatif terhadap pasal tertentu 
dapat menimbulkan bias interpretasi.

Dengan demikian, tafsir sistematis menjaga kesatuan 
hukum nasional dan konsistensi antarperaturan 
perundang-undangan.

Penguatan Contoh:

Dalam perkara kepailitan, hakim tidak hanya 
menafsirkan Undang-Undang Kepailitan secara 
terpisah, tetapi juga mengaitkannya dengan 
KUHPerdata dan peraturan Mahkamah Agung.

Contoh lain adalah penafsiran Pasal 28D UUD 1945 
tentang kepastian hukum yang harus dibaca secara 
sistematis bersama Pasal 1 ayat (3) tentang negara 
hukum.

13.4.	Tafsir Historis

Tafsir historis dilakukan dengan menelusuri 
sejarah lahirnya peraturan untuk menemukan maksud 
pembentuk undang-undang. Menurut Mertokusumo 
(2003), pendekatan ini penting karena konteks 
sosial-politik saat undang-undang disusun dapat 
mempengaruhi maknanya.

Sebagai contoh, penafsiran terhadap UUD 1945 
tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah 
kemerdekaan Indonesia. Hal ini membantu memahami 
semangat keadilan sosial dan kedaulatan rakyat yang 
terkandung di dalamnya.
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Tafsir historis juga membantu hakim dalam 
memahami maksud legislatif (legislative intent), yang 
sering kali menjadi dasar penentuan tafsir dalam 
perkara konstitusional.

Dengan demikian, tafsir historis menjaga 
kesinambungan antara norma hukum dan nilai-nilai 
dasar pembentukannya.

Penguatan Contoh:

Dalam pengujian undang-undang di Mahkamah 
Konstitusi, risalah rapat pembahasan RUU di DPR 
sering dijadikan sumber untuk mengetahui maksud asli 
pembentuk undang-undang.

Contoh lainnya adalah penafsiran mengenai asas 
kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang tidak 
dapat dipisahkan dari konteks ekonomi kerakyatan 
pascakemerdekaan.

13.5.	Tafsir Teleologis

Tafsir teleologis atau sosiologis menekankan pada 
tujuan (telos) yang hendak dicapai oleh hukum. Menurut 
Rahardjo (2006), hukum harus hidup sesuai kebutuhan 
masyarakat dan tidak hanya berpegang pada teks.

Metode ini melihat hukum sebagai sarana keadilan 
sosial, bukan sekadar aturan kaku. Misalnya, tafsir 
teleologis digunakan dalam perkara HAM untuk 
menafsirkan pasal secara progresif dan kontekstual.



112 | Bahasa Hukum dan Linguistik Forensik

Pendekatan ini membantu hukum tetap relevan 
dan adaptif terhadap perubahan zaman. Namun, 
penerapannya harus tetap dalam koridor sistem hukum 
nasional agar tidak menimbulkan ketidakteraturan 
norma.

Dengan demikian, tafsir teleologis mencerminkan 
fleksibilitas hukum dalam menjawab dinamika sosial 
yang berkembang.

Penguatan Contoh:

Dalam perkara perlindungan anak, hakim sering 
menafsirkan ketentuan secara teleologis untuk 
mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best 
interest of the child).

Contoh lain adalah dalam perkara lingkungan hidup, 
pengadilan menafsirkan pasal secara progresif untuk 
melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat meskipun tidak seluruhnya diatur secara rinci.

13.6.	Peran Bahasa dalam Penafsiran Hukum

Bahasa merupakan medium utama dalam seluruh 
bentuk penafsiran hukum. Menurut Tiersma (1999), 
tanpa bahasa yang presisi, setiap metode interpretasi 
berpotensi menghasilkan bias. Oleh karena itu, 
kompetensi linguistik menjadi syarat penting bagi 
hakim dan pembentuk undang-undang.

Bahasa hukum yang baik harus memenuhi prinsip 
kejelasan, konsistensi, dan relevansi makna. Setiap 
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kata, frasa, dan struktur kalimat memiliki konsekuensi 
hukum yang dapat memengaruhi putusan.

Dalam praktiknya, banyak kesalahan interpretasi 
muncul karena perbedaan pemahaman terhadap 
istilah hukum. Oleh sebab itu, kolaborasi antara ahli 
hukum dan ahli bahasa diperlukan untuk memastikan 
ketepatan tafsir.

Dengan demikian, bahasa menjadi sarana utama 
menjaga keadilan interpretatif dan kepastian hukum 
dalam praktik peradilan.

Penguatan Contoh:

Perbedaan penafsiran terhadap istilah “segera” 
dalam hukum acara sering menimbulkan sengketa 
mengenai tenggat waktu. Tanpa kejelasan linguistik, 
aparat dapat menafsirkannya secara subjektif.

Demikian pula istilah “alasan yang patut” dalam 
banyak peraturan membutuhkan analisis bahasa 
dan konteks untuk menghindari penyalahgunaan 
wewenang.
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Tabel 3. Perbandingan Jenis-Jenis Penafsiran 
Hukum dan Rujukan Putusan MA & MK

No.
Jenis 

Penaf-
siran

Dasar 
Pendeka-

tan

Fokus 
Tafsir

Rujukan 
Putusan 

(Lengkap)

Isu Hu-
kum 

yang Di-
tafsirkan

Implika-
si Yuridis

1

Grama-
tikal 
(Lin-
guistik)

Mak-
na literal 
kata dan 
struktur 
bahasa

Arti ke-
bahasaan 
istilah 
hukum

Putusan 
MK No. 
003/PUU-
IV/2006 
(2006)

Mak-
na kata 
“dapat” 
dalam 
Pasal 3 
UU No. 
31 Ta-
hun 1999 
tentang 
Tipikor

Menentu-
kan per-
bedaan 
antara 
diskresi 
dan ke-
wajiban 
dalam 
tindak pi-
dana ja-
batan

2 Siste-
matis

Keterkai-
tan antar 
pasal dan 
pera-
turan

Kese-
larasan 
norma da-
lam satu 
sistem

Putusan 
MA No. 
822 K/
Pdt/2010 
(2010)

Hubun-
gan UU 
Kepail-
itan 
dengan 
KUH-
Perdata 
tentang 
perikatan

Mence-
gah 
konflik 
norma 
antar-un-
dang-un-
dang

3 Historis

Sejarah 
pemben-
tukan un-
dang-un-
dang

Maksud 
pemben-
tuk un-
dang-un-
dang

Putusan MK 
No. 001- 
021-022/ 
PUU-I/2003 
(2003)

Pengu-
jian UU 
Ketenag-
alistri-
kan ber-
dasarkan 
risalah 
pem-
bentu-
kan UUD 
1945

Mene-
gaskan 
penting-
nya origi-
nal intent 
dalam 
pengujian 
konsti-
tusional
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No.
Jenis 

Penaf-
siran

Dasar 
Pendeka-

tan

Fokus 
Tafsir

Rujukan 
Putusan 

(Lengkap)

Isu Hu-
kum 

yang Di-
tafsirkan

Implika-
si Yuridis

4
Teleolo-
gis (So-
siologis)

Tujuan 
dan fung-
si sosial 
hukum

Perlind-
ungan 
kepentin-
gan sub-
stantif

Putusan 
MK No. 
46/PUU-
VIII/2010 
(2010)

Status 
hukum 
anak luar 
kaw-
in dalam 
UU Per-
kawinan

Memper-
luas per-
lindungan 
hak anak 
secara 
progresif

5 Ek-
stensif

Perlua-
san mak-
na norma

Cakupan 
norma 
diperluas

Putusan 
MA No. 
129 K/Pid.
Sus/2016 
(2016)

Perlua-
san un-
sur “mer-
ugikan 
keuangan 
nega-
ra” dalam 
perkara 
korupsi

Mem-
perluas 
pertang-
gung-
jawaban 
pidana 
pelaku

6 Re-
striktif

Pem-
batasan 
makna 
norma

Penyem-
pitan ru-
ang lingk-
up norma

Putusan 
MK No. 
25/PUU-
XIV/2016 
(2016)

Tafsir 
peny-
alahgu-
naan we-
wenang 
dalam 
UU Tip-
ikor

Mence-
gah krim-
inalisasi 
kebijakan 
admin-
istrasi

7
Auten-
tik (Re-
smi)

Definisi 
resmi da-
lam un-
dang-un-
dang

Makna 
norma-
tif yang 
mengikat

Putusan 
MK No. 50/
PUU-X/2012 
(2012)

Defini-
si peny-
iaran da-
lam UU 
Peny-
iaran

Menjad-
ikan defi-
nisi un-
dang-un-
dang 
sebagai 
rujukan 
utama 
tafsir
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No.
Jenis 

Penaf-
siran

Dasar 
Pendeka-

tan

Fokus 
Tafsir

Rujukan 
Putusan 

(Lengkap)

Isu Hu-
kum 

yang Di-
tafsirkan

Implika-
si Yuridis

8 Kom-
paratif

Perband-
ingan 
hukum 
nasion-
al dan 
interna-
sional

Kese-
larasan 
dengan 
hukum 
HAM in-
terna-
sional

Putusan  
MK No. 
2-3/
PUU-V/2007 
(2007)

Huku-
man mati 
dalam 
perkara 
narkotika 
diband-
ingkan 
ICCPR

Mem-
perkuat 
legitimasi 
konsti-
tusion-
al norma 
pidana

9

Futur-
istik 
(Antisi-
patif)

Proyek-
si kebu-
tuhan 
hukum 
masa 
depan

Antisipasi 
perkem-
bangan 
teknologi

Putusan 
MK No. 
20/PUU-
XIV/2016  
(2016)

Keabsa-
han alat 
bukti 
elektron-
ik dalam 
hukum 
pidana

Mene-
gaskan 
legitima-
si buk-
ti digital 
sebelum 
rezim hu-
kum siber 
matang

10

Inte-
gratif 
(Gabun-
gan)

Kom-
binasi 
gramati-
kal, siste-
matis, 
historis, 
dan te-
leologis

Keseim-
ban-
gan tafsir 
kompre-
hensif

Putusan 
MK No. 
138/PUU-
VII/2009 
(2009)

Pen-
gujian 
PERPPU 
terha-
dap UUD 
1945

Melahir-
kan stan-
dar tafsir 
baru da-
lam hu-
kum tata 
negara

Catatan Ilmiah untuk Buku

1)	 Mahkamah Konstitusi (MK) secara dominan 
menggunakan tafsir teleologis dan integratif 
dalam perkara konstitusional yang berdimensi 
HAM dan sistem ketatanegaraan.



Penafsiran Hukum (Interpretasi Linguistik) | 117

2)	 Mahkamah Agung (MA) lebih sering 
menggunakan tafsir sistematis dan restriktif 
dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha 
negara.

3)	 Tafsir gramatikal tetap menjadi pintu 
awal interpretasi, tetapi hampir selalu 
dikombinasikan dengan metode lain untuk 
menghindari ketidakadilan formalistik.

4)	 Pergeseran praktik peradilan Indonesia 
menunjukkan kecenderungan tafsir progresif 
berbasis keadilan substantif.





Assoc. Prof. Dr. Aryusmar

BAB XIV
Etika Komunikasi Hukum

14.1.	Bahasa dan Etika Profesi Hukum

Etika komunikasi hukum berkaitan dengan tanggung 
jawab moral dalam penggunaan bahasa oleh praktisi 
hukum. Menurut Alwi (2018), bahasa hukum yang santun 
mencerminkan integritas dan profesionalisme seorang 
penegak hukum.

Bahasa yang digunakan dalam persidangan, 
dokumen hukum, maupun interaksi profesional harus 
menjaga martabat hukum dan menghormati semua 
pihak.

Penggunaan bahasa yang kasar, merendahkan, atau 
tidak sopan dapat dianggap sebagai pelanggaran etika 
profesi. Oleh karena itu, kode etik profesi hukum juga 
mencakup prinsip kesantunan berbahasa.

Dengan demikian, bahasa dan etika menjadi dua 
sisi yang tak terpisahkan dalam menjaga kehormatan 
profesi hukum.
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Pengayaan contoh:

Sebagai contoh, dalam praktik persidangan, 
penggunaan ungkapan bernada merendahkan seperti 
“saksi ini jelas tidak dapat dipercaya” tanpa dasar 
argumentasi hukum yang kuat dapat dipandang 
melanggar etika profesi. Hakim, jaksa, dan advokat 
dituntut menggunakan bahasa evaluatif yang objektif, 
seperti “keterangan saksi perlu diuji lebih lanjut dengan 
alat bukti lain.” Perbedaan pilihan bahasa tersebut 
menunjukkan perbedaan sikap etis dalam praktik 
hukum.

Dalam konteks pendidikan hukum, mahasiswa 
hukum juga dilatih membiasakan diri menggunakan 
bahasa akademik dan profesional sejak dini agar 
terbentuk karakter etis sebagai calon praktisi hukum.

14.2.	Komunikasi dalam Persidangan

Komunikasi dalam persidangan bersifat formal dan 
diatur oleh tata tertib pengadilan. Menurut Gibbons 
(2013), bahasa persidangan harus objektif, logis, dan 
bebas dari ekspresi emosional.

Setiap pihak, baik hakim, jaksa, maupun pengacara, 
wajib menggunakan bahasa hukum yang sopan dan 
menghormati lembaga peradilan. Bentuk sapaan seperti 
“Yang Mulia” menjadi bagian dari etika komunikasi yang 
menjunjung tinggi hierarki hukum.
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Penggunaan istilah yang tidak tepat atau menyerang 
pribadi dapat dianggap sebagai contempt of court 
(penghinaan terhadap pengadilan).

Dengan demikian, komunikasi yang beretika dalam 
persidangan menjamin proses peradilan berjalan 
dengan wibawa dan profesionalisme tinggi.

Pengayaan contoh:

Sebagai ilustrasi, dalam proses pemeriksaan saksi, 
advokat wajib mengajukan pertanyaan secara sopan dan 
tidak berimplikasi intimidatif, seperti “Apakah Saudara 
melihat langsung peristiwa tersebut?” bukan “Anda 
sebenarnya bohong, bukan?” Pertanyaan dengan nada 
menuduh dapat dinilai melanggar etika persidangan 
dan berpotensi ditegur oleh majelis hakim.

Selain itu, penggunaan nada suara yang terlalu 
tinggi, gestur emosional berlebihan, atau interupsi yang 
tidak pada tempatnya juga termasuk pelanggaran etika 
komunikasi dalam persidangan.

14.3.	Komunikasi antara Pengacara dan Klien

Hubungan komunikasi antara pengacara dan klien 
didasarkan pada asas kepercayaan dan kerahasiaan. 
Menurut Soeroso (2016), pengacara wajib menggunakan 
bahasa yang mudah dipahami tanpa mengabaikan 
keakuratan hukum.

Bahasa hukum yang terlalu teknis dapat 
menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, 
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pengacara harus mampu menerjemahkan istilah hukum 
ke dalam bahasa yang lebih komunikatif bagi kliennya.

Etika komunikasi juga menuntut pengacara 
menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan klien. 
Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dikenai sanksi 
etik maupun hukum.

Dengan demikian, komunikasi yang etis antara 
pengacara dan klien menjadi dasar kepercayaan 
profesional dan efektivitas pembelaan hukum.

Misalnya, istilah wanprestasi, ingebrekestelling, 
atau putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van 
gewijsde) perlu dijelaskan kepada klien dalam bahasa 
yang sederhana agar klien memahami posisi hukumnya 
secara utuh. Jika pengacara menyampaikan informasi 
secara terlalu teknis tanpa penjelasan, klien berpotensi 
salah memahami risiko hukum yang dihadapinya.

Dalam hal kerahasiaan, kebocoran informasi 
perkara melalui media sosial atau kepada pihak ketiga 
tanpa izin klien merupakan contoh nyata pelanggaran 
etika yang dapat berujung pada sanksi dari organisasi 
profesi advokat.

14.4.	Etika Berbahasa dalam Dokumen Resmi

Dokumen hukum merupakan representasi tertulis 
dari tanggung jawab hukum. Menurut Sudaryat (2018), 
bahasa dalam dokumen hukum harus formal, jelas, dan 
bebas dari bias subjektif.
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Etika berbahasa dalam dokumen resmi mencakup 
penggunaan istilah yang benar, struktur kalimat yang 
logis, dan penyusunan yang sistematis. Penggunaan 
bahasa yang tidak baku atau emosional dianggap 
melanggar etika profesional.

Selain itu, penyusunan dokumen harus 
memperhatikan kerahasiaan data pribadi dan tidak 
menyebarkan informasi yang bersifat privatif tanpa izin.

Dengan demikian, etika berbahasa dalam dokumen 
hukum menjaga kredibilitas lembaga hukum dan 
kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Sebagai contoh, dalam penyusunan putusan 
pengadilan, hakim wajib menggunakan bahasa yang 
netral dan tidak mengandung opini pribadi yang tidak 
relevan. Ungkapan seperti “terdakwa sangat licik” tidak 
tepat secara etis, kecuali dibuktikan secara yuridis 
dalam pertimbangan hukum.

Dalam kontrak perjanjian, penggunaan istilah yang 
ambigu, seperti “pihak pertama akan segera memenuhi 
kewajibannya,” tanpa batas waktu yang jelas, juga 
dapat menimbulkan persoalan etika karena berpotensi 
merugikan salah satu pihak.

14.5.	Bahasa Netral dan Objektivitas Hukum

Bahasa netral mencerminkan objektivitas dalam 
proses hukum. Menurut Tiersma (1999), bahasa hukum 
yang netral membantu hakim dan pihak berperkara 
memahami norma tanpa bias emosional atau ideologis.
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Setiap bentuk penyimpangan bahasa, seperti 
eufemisme, hiperbola, atau retorika berlebihan, dapat 
mengaburkan substansi hukum. Oleh karena itu, bahasa 
hukum harus lugas, presisi, dan bebas nilai pribadi.

Objektivitas bahasa juga menjadi cerminan 
prinsip keadilan yang universal. Ketika bahasa hukum 
bersifat netral, maka keadilan dapat diterapkan tanpa 
diskriminasi.

Dengan demikian, netralitas bahasa merupakan 
elemen fundamental dalam mewujudkan hukum yang 
adil dan transparan.

Sebagai ilustrasi, penggunaan istilah “oknum” dalam 
pemberitaan perkara pidana sering kali bertujuan 
mempertahankan asas praduga tak bersalah. Dalam 
dokumen resmi hukum, istilah yang digunakan harus 
lebih presisi, seperti “tersangka,” “terdakwa,” atau 
“terpidana,” sesuai dengan tahap proses peradilannya.

Selain itu, penggunaan kalimat pasif dalam putusan 
sering dimaksudkan untuk menjaga jarak emosional dan 
objektivitas, misalnya: “telah dibuktikan bahwa terdakwa 
melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan.”

14.6.	Pelanggaran Etika Berbahasa Hukum

Pelanggaran etika berbahasa hukum dapat terjadi 
dalam bentuk penghinaan terhadap pengadilan, 
penyalahgunaan istilah hukum, atau penyebaran 
informasi menyesatkan. Menurut Mahfud MD (2010), 
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pelanggaran bahasa hukum dapat menurunkan 
kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

Contoh pelanggaran adalah penggunaan bahasa 
provokatif dalam pledoi atau dokumen hukum yang 
mengandung fitnah terhadap pihak lain. Hal ini tidak 
hanya melanggar etika, tetapi juga dapat berimplikasi 
pidana.

Pendidikan hukum harus menanamkan kesadaran 
etis terhadap penggunaan bahasa sebagai instrumen 
keadilan, bukan alat manipulasi.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap etika 
berbahasa menjadi tanggung jawab moral setiap insan 
hukum dalam menjaga integritas sistem peradilan.

Sebagai contoh konkret, unggahan pernyataan 
advokat di media massa yang menyudutkan hakim 
sebelum putusan dijatuhkan dapat dikategorikan 
sebagai pelanggaran etika dan berpotensi melanggar 
asas independensi peradilan.

Dalam konteks administratif, penggunaan istilah 
hukum yang sengaja dipelintir dalam surat resmi untuk 
mengaburkan tanggung jawab juga termasuk bentuk 
manipulasi bahasa yang bertentangan dengan etika 
komunikasi hukum.
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Tabel 4. Prinsip Etika Komunikasi Hukum Lintas 
Profesi (Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris)

Pro-
fesi

Prinsip 
Etika Ko-
munikasi

Bentuk 
Implemen-
tasi Bahasa

Contoh 
Praktik 

yang Benar

Contoh 
Pelangga-
ran Etika

Hakim Indepen-
densi

Baha-
sa bebas 
tekanan, 
tidak 
memihak

Menggu-
nakan frasa 
netral: “me-
nimbang 
berdasarkan 
alat buk-
ti yang sah”

Menggu-
nakan dik-
si yang 
menun-
jukkan ke-
berpihakan 
sejak awal 
persi-
dangan

Objek-
tivitas

Kalimat ar-
gumentat-
if berbasis 
fakta dan 
hukum

Pertimban-
gan putusan 
disusun dari 
fakta sidang 
dan dasar 
hukum jelas

Menyisip-
kan opi-
ni pribadi 
yang tidak 
relevan

Kesan-
tunan

Bahasa 
formal dan 
berwibawa

Menya-
pa pihak 
dengan 
“Saudara” 
atau “Yang 
Mulia”

Memben-
tak atau 
merendah-
kan pihak 
berperkara

Kejelasan
Putusan 
mudah 
dipahami

Struktur 
putusan 
sistematis 
dan runtut

Putu-
san ber-
belit dan 
ambigu
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Pro-
fesi

Prinsip 
Etika Ko-
munikasi

Bentuk 
Implemen-
tasi Bahasa

Contoh 
Praktik 

yang Benar

Contoh 
Pelangga-
ran Etika

Jaksa Profesion-
alitas

Bahasa 
dakwaan 
berdasar-
kan fakta 
dan bukti

Dakwaan 
dirumuskan 
secara jelas, 
konkret, 
dan yuridis

Meng-
gunakan 
bahasa 
emosion-
al dalam 
surat tun-
tutan

Objek-
tivitas

Tidak 
menam-
bah atau 
menguran-
gi fakta

Memuat 
fakta se-
suai hasil 
penyidikan

Mengar-
ahkan opi-
ni publik 
sebelum 
putusan

Kesan-
tunan

Sopan da-
lam pe-
merik-
saan saksi

Bertan-
ya se-
cara netral 
dan tidak 
mengin-
timidasi

Pertanyaan 
bersi-
fat me-
nekan atau 
menghina

Kepentin-
gan Umum

Komuni-
kasi untuk 
keadilan

Tuntut-
an disusun 
demi kepas-
tian hukum

Bahasa di-
gunakan 
untuk 
kepentin-
gan politik

Ad-
vokat

Keraha-
siaan

Menjaga 
informa-
si klien

Tidak mem-
bocor-
kan strate-
gi hukum

Membu-
ka rahasia 
klien kepa-
da media

Kejujuran 
Profesional

Baha-
sa tidak 
menye-
satkan

Menyam-
paikan 
risiko hu-
kum kepa-
da klien

Memberi 
janji ke-
menangan 
mutlak
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Pro-
fesi

Prinsip 
Etika Ko-
munikasi

Bentuk 
Implemen-
tasi Bahasa

Contoh 
Praktik 

yang Benar

Contoh 
Pelangga-
ran Etika

Kesan-
tunan di 
Persi-
dangan

Baha-
sa sopan 
dan argu-
mentatif

Mengaju-
kan keber-
atan secara 
yuridis

Menghi-
na hakim 
atau jaksa

Komu-
nikatif

Baha-
sa mudah 
dipaha-
mi klien

Menjelas-
kan isti-
lah hukum 
teknis

Membiar-
kan klien 
salah pa-
ham

No-
taris Netralitas

Bahasa ti-
dak memi-
hak salah 
satu pihak

Merumus-
kan akta 
secara ob-
jektif

Mengarah-
kan salah 
satu pihak

Kepastian 
Hukum

Bahasa 
baku dan 
presisi

Menggu-
nakan isti-
lah hukum 
standar

Menggu-
nakan isti-
lah ambigu

Kejujuran 
Formal

Sesuai fak-
ta para 
pihak

Data iden-
titas ditu-
lis akurat

Memalsu-
kan atau 
mengu-
bah data

Keraha-
siaan

Menja-
ga isi akta

Tidak 
menyebar-
kan isi akta

Membo-
corkan isi 
perjanjian 
pihak lain

Catatan Akademik Pendukung

•	 Hakim terikat pada Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim (KEPPH).

•	 Jaksa tunduk pada Kode Perilaku Jaksa 
(Peraturan Jaksa Agung).
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•	 Advokat diatur dalam Kode Etik Advokat 
Indonesia.

•	 Notaris tunduk pada Kode Etik Notaris dan UU 
Jabatan Notaris.

Seluruh kode etik tersebut menempatkan 
bahasa sebagai instrumen utama penjaga 
integritas profesi hukum





Assoc. Prof. Dr. Aryusmar

BAB XV
Retorika dan Argumentasi Hukum

15.1.	Hakikat Argumentasi Hukum

Argumentasi hukum merupakan seni dan ilmu 
dalam mengemukakan alasan yang logis serta 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk 
mendukung suatu pendirian atau putusan hukum 
(Tiersma, 1999). Dalam praktik hukum, argumentasi 
menjadi fondasi bagi proses berpikir yuridis, karena 
setiap keputusan atau tindakan hukum memerlukan 
justifikasi rasional yang dapat diterima oleh hukum 
positif. Menurut Alexy (2002), argumentasi hukum 
bukan sekadar retorika, tetapi suatu proses rasional 
yang menghubungkan norma, fakta, dan nilai.

Hakikat argumentasi hukum terletak pada 
kemampuannya untuk menalar dan membangun 
hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial. 
Seorang ahli hukum harus mampu mengaitkan prinsip-
prinsip hukum dengan kasus konkret melalui proses 
penalaran deduktif maupun induktif. Pendekatan ini 
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mencerminkan bahwa hukum tidak hanya bersifat 
normatif, melainkan juga interpretatif dan kontekstual 
(Mahfud MD, 2010). Argumentasi menjadi alat utama 
dalam menafsirkan undang-undang, terutama ketika 
norma hukum bersifat ambigu atau multitafsir.

Dalam konteks komunikasi hukum, argumentasi 
juga berfungsi sebagai sarana persuasi yang etis. 
Penggunaan bahasa yang tepat, struktur kalimat 
yang sistematis, dan penyajian bukti yang objektif 
menjadi aspek penting untuk membangun kredibilitas 
dan kepercayaan audiens hukum (Perelman & 
Olbrechts-Tyteca, 1969). Oleh karena itu, kemampuan 
berargumentasi merupakan keterampilan fundamental 
bagi hakim, jaksa, advokat, maupun akademisi hukum.

Dengan demikian, hakikat argumentasi hukum 
tidak hanya mencakup penyusunan logika yang sahih, 
tetapi juga seni meyakinkan melalui bahasa hukum yang 
jelas, rasional, dan beretika. Argumentasi yang baik 
bukan yang memaksakan pendapat, melainkan yang 
menuntun pihak lain untuk memahami dan menerima 
kebenaran melalui rasionalitas hukum (Atmadja, 2013).

Contoh Aplikatif:

Dalam perkara pidana korupsi, jaksa tidak cukup 
hanya menyebut bahwa terdakwa “merugikan negara”, 
tetapi harus membangun argumentasi berdasarkan 
unsur pasal, alat bukti, hubungan sebab akibat, dan 
niat jahat (mens rea). Tanpa argumentasi yang rasional, 
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dakwaan dapat batal demi hukum karena dianggap 
tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

15.2.	Struktur Argumen Logis

Struktur argumen hukum pada dasarnya mengikuti 
pola logika klasik yang terdiri dari premis mayor, 
premis minor, dan konklusi. Premis mayor berisi 
aturan atau norma hukum yang relevan, sedangkan 
premis minor berisi fakta-fakta konkret dari kasus 
yang sedang diperiksa. Dari kedua premis ini, diperoleh 
konklusi berupa penerapan norma terhadap fakta 
(Rahardjo, 2006). Struktur ini memungkinkan kejelasan 
dalam penyusunan logika hukum dan meminimalisasi 
kesalahan penalaran.

Namun, dalam praktik hukum modern, argumen 
tidak selalu bersifat silogistik murni. Banyak kasus 
memerlukan argumentasi analogis atau teleologis, di 
mana logika digunakan secara fleksibel untuk mencapai 
keadilan substantif. Sebagaimana dikemukakan oleh 
MacCormick (1994), struktur argumentasi hukum 
sering kali melibatkan interaksi antara logika, moral, 
dan kebijakan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum 
bukan sekadar sistem tertutup, melainkan bagian dari 
dinamika sosial.

Kekuatan argumen logis juga bergantung pada 
kejelasan istilah hukum yang digunakan. Penggunaan 
istilah yang ambigu dapat menyebabkan kesalahan 
penafsiran atau bahkan manipulasi hukum. Oleh karena 
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itu, penguasaan bahasa hukum menjadi syarat penting 
dalam membangun struktur argumentatif yang solid 
(Subroto, 2010). Setiap kata dalam dokumen hukum 
harus memiliki makna tunggal dalam konteksnya.

Secara keseluruhan, struktur argumen logis dalam 
hukum mencerminkan keteraturan berpikir dan 
integritas intelektual. Ia menjadi landasan dalam setiap 
proses hukum, baik dalam penyusunan undang-undang, 
argumentasi di pengadilan, maupun analisis akademik 
terhadap norma hukum yang berlaku (Sutrisno, 2018).

Contoh Silogisme Hukum:

•	 Premis Mayor: Barang siapa dengan sengaja 
menghilangkan nyawa orang lain, dipidana 
karena pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

•	 Premis Minor: Terdakwa menusuk korban 
hingga meninggal dunia berdasarkan keterangan 
saksi dan visum.

•	 Konklusi: Terdakwa memenuhi unsur Pasal 338 
KUHP.

Kesalahan struktur logika sering terjadi ketika 
kesimpulan ditarik tanpa dukungan premis yang 
memadai, yang dikenal sebagai logical fallacy.

15.3.	Bahasa Persuasif dan Retoris

Bahasa hukum tidak hanya bersifat informatif, tetapi 
juga persuasif dan retoris. Dalam praktiknya, advokat 
dan hakim sering menggunakan strategi bahasa untuk 
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memengaruhi cara berpikir dan penilaian pihak lain 
terhadap suatu kasus. Aristoteles membagi retorika 
menjadi tiga aspek utama, yaitu ethos (kredibilitas 
pembicara), pathos (daya emosi), dan logos (logika 
rasional) (Aristotle, Rhetoric). Dalam konteks hukum, 
ketiga aspek ini berpadu untuk menciptakan kekuatan 
argumen yang meyakinkan.

Penggunaan bahasa persuasif harus tetap dalam 
koridor etika hukum. Retorika yang baik tidak bersifat 
manipulatif, melainkan mengarahkan audiens untuk 
melihat kebenaran hukum melalui cara berpikir yang 
logis dan empatik. Menurut Perelman (1980), bahasa 
hukum yang efektif adalah bahasa yang mampu 
menyeimbangkan rasionalitas dan kemanusiaan. Hal 
ini penting karena keputusan hukum tidak hanya 
berdampak pada teks, tetapi juga pada kehidupan 
manusia.

Selain itu, gaya bahasa retoris dalam hukum dapat 
diwujudkan melalui struktur kalimat yang tegas, 
penggunaan kata penghubung argumentatif (seperti 
oleh karena itu, maka dari itu), dan pemilihan diksi yang 
berwibawa. Penggunaan metafora atau repetisi dalam 
argumentasi hukum juga sering ditemukan dalam 
pleidoi dan replik sebagai strategi memperkuat posisi 
hukum (Atmadja, 2013). Namun, semua itu harus tetap 
diarahkan untuk memperjelas, bukan memperkabur, 
makna hukum.

Dengan demikian, bahasa persuasif dan retoris 
dalam hukum merupakan keterampilan yang 



136 | Bahasa Hukum dan Linguistik Forensik

memadukan seni berbahasa dengan ketepatan 
berpikir. Ia berfungsi untuk menegaskan pesan hukum, 
membangun keyakinan, dan memperkuat legitimasi 
argumen dalam proses penegakan keadilan (Tiersma, 
1999).

Contoh Praktik Persuasif:

Dalam pleidoi perkara HAM, frasa seperti “demi 
rasa keadilan dan suara nurani hukum” digunakan 
untuk membangun pathos, sementara rujukan pasal 
dan yurisprudensi mencerminkan logos, serta reputasi 
advokat mencerminkan ethos.

15.4.	Logika dalam Wacana Hukum

Logika hukum berperan penting dalam menjaga 
konsistensi penalaran dan koherensi argumentasi 
hukum. Menurut Radbruch (1950), logika hukum 
merupakan sarana untuk menilai apakah suatu argumen 
hukum memiliki validitas dan kesesuaian dengan prinsip 
hukum umum. Dalam konteks ini, logika berfungsi 
sebagai pengendali internal dalam proses berpikir 
hukum agar tidak terjebak pada kesalahan argumentatif 
atau penyimpangan interpretasi.

Wacana hukum yang logis menuntut keselarasan 
antara pernyataan normatif dan fakta empiris. Hakim, 
misalnya, harus memastikan bahwa setiap putusan yang 
dibuat memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diuji 
secara logis. Ketidakkonsistenan dalam penalaran dapat 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan 
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bagi para pihak (Rahardjo, 2006). Oleh karena itu, logika 
menjadi fondasi epistemologis bagi semua bentuk 
wacana hukum.

Dalam praktiknya, logika hukum tidak selalu bersifat 
formal seperti logika matematika. Ia juga melibatkan 
penalaran interpretatif yang mempertimbangkan 
konteks sosial dan moralitas masyarakat. Hal ini 
sejalan dengan pandangan MacCormick (1994) bahwa 
hukum merupakan bentuk practical reasoning yang 
menggabungkan rasionalitas dengan nilai-nilai 
keadilan. Dengan demikian, logika hukum bersifat 
dinamis, bukan kaku.

Dengan berpegang pada logika yang sehat, wacana 
hukum dapat berfungsi sebagai medium yang objektif, 
rasional, dan transparan dalam mencapai kebenaran 
hukum. Hal ini menjadikan logika sebagai instrumen 
utama dalam membangun kredibilitas sistem hukum 
yang adil dan rasional (Mahfud MD, 2010).

Contoh Ketidakkonsistenan Logika:

Putusan yang menyatakan terdakwa “tidak terbukti 
bersalah” tetapi tetap menjatuhkan pidana, merupakan 
contoh cacat logika hukum yang bertentangan dengan 
asas in dubio pro reo.

15.5.	Argumentasi dalam Pleidoi dan Replik

Pleidoi dan replik merupakan dua bentuk utama 
ekspresi argumentasi hukum dalam praktik persidangan. 
Pleidoi adalah pembelaan yang diajukan oleh pihak 
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terdakwa atau penasihat hukumnya, sedangkan replik 
merupakan tanggapan dari jaksa penuntut terhadap 
pleidoi tersebut (Soeroso, 2009). Keduanya berfungsi 
sebagai ruang dialektika hukum yang mencerminkan 
kemampuan logika, retorika, dan bahasa hukum.

Dalam pleidoi, advokat berusaha meyakinkan 
majelis hakim bahwa kliennya tidak bersalah atau bahwa 
hukum harus ditafsirkan dengan cara tertentu yang 
lebih menguntungkan. Oleh karena itu, bahasa yang 
digunakan cenderung persuasif dan emosional, namun 
tetap berdasarkan fakta hukum yang objektif (Perelman, 
1980). Sementara dalam replik, jaksa menegaskan 
kembali argumentasi hukumnya dengan gaya logis dan 
otoritatif untuk menolak pembelaan tersebut.

Kualitas argumentasi dalam pleidoi dan replik 
menunjukkan tingkat profesionalisme dan kompetensi 
bahasa hukum dari para pihak. Kemampuan 
mengonstruksi kalimat yang efektif, menyusun 
logika yang runtut, dan menggunakan istilah hukum 
yang tepat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan 
berargumentasi di persidangan (Atmadja, 2013). Selain 
itu, kesopanan dan etika berbahasa tetap menjadi syarat 
utama dalam komunikasi hukum di ruang sidang.

Dengan demikian, pleidoi dan replik tidak sekadar 
dokumen formal, tetapi juga representasi intelektualitas 
hukum dan retorika yang mendalam. Mereka menjadi 
bukti bahwa hukum tidak hanya berbicara tentang 
norma, tetapi juga tentang seni berbicara kebenaran 
melalui bahasa (Tiersma, 1999).
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Contoh Kasus:

Dalam perkara pidana narkotika, pleidoi sering 
memuat argumentasi tentang keadaan meringankan 
seperti usia terdakwa, tanggungan keluarga, dan 
penyesalan, yang kemudian dijawab jaksa dalam replik 
dengan menekankan bahaya laten narkotika sebagai 
kejahatan luar biasa.

15.6.	Analisis Kasus Retorika Hukum

Analisis terhadap kasus retorika hukum 
menunjukkan bagaimana strategi bahasa digunakan 
untuk membangun dan mempertahankan posisi 
hukum tertentu. Misalnya, dalam kasus Bali Nine atau 
Century Bank, para pengacara menggunakan retorika 
yang menekankan aspek kemanusiaan, kepentingan 
publik, atau ketidaktepatan prosedural untuk 
memengaruhi persepsi hakim dan publik (Mahfud MD, 
2010). Penggunaan diksi emosional seperti “tidak adil”, 
“melanggar hak asasi”, atau “bertentangan dengan 
nurani hukum” menjadi bagian dari strategi persuasif.

Retorika hukum juga dapat ditemukan dalam 
putusan hakim yang ditulis dengan gaya naratif. Dalam 
beberapa putusan penting, hakim sering menggunakan 
kalimat yang mengandung makna moral untuk 
menegaskan legitimasi keputusannya (Subroto, 2010). 
Hal ini menunjukkan bahwa bahasa hukum bukan 
sekadar alat teknis, tetapi juga wahana penyampaian 
nilai dan ideologi hukum.
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Dari sisi linguistik, analisis retorika hukum 
melibatkan kajian terhadap struktur wacana, 
penggunaan kata kunci, dan strategi argumentatif 
dalam teks hukum. Pendekatan ini memperlihatkan 
bahwa bahasa berperan dalam membentuk persepsi 
keadilan dan legitimasi hukum (Atmadja, 2013). Oleh 
karena itu, studi retorika hukum menjadi penting bagi 
pengembangan komunikasi hukum yang efektif dan 
beretika.

Kesimpulannya, retorika hukum merupakan 
aspek integral dari praktik hukum yang menuntut 
keseimbangan antara rasionalitas dan keindahan 
berbahasa. Retorika yang baik memperkuat legitimasi 
hukum dan memperjelas nilai-nilai keadilan yang ingin 
dicapai (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1969).

Contoh Tambahan:

Dalam Putusan MK tentang pengujian UU ITE, 
Mahkamah menggunakan retorika konstitusional 
dengan frasa “demi menjaga keseimbangan antara 
kebebasan berekspresi dan perlindungan martabat 
manusia”, yang memperlihatkan fungsi bahasa sebagai 
instrumen keadilan substantif.
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Tabel 5. Perbandingan Argumentasi Jaksa, 
Advokat, dan Hakim dalam Proses Peradilan

Aspek Per-
bandingan

Jaksa Penun-
tut Umum

Advokat 
/ Penasi-

hat Hukum
Hakim

Posisi da-
lam Sistem 
Peradilan

Represen-
tasi nega-
ra sebagai 
penuntut

Pembe-
la kepentin-
gan terdak-
wa/klien

Penilai dan pemu-
tus perkara yang 
independen

Tujuan Ar-
gumentasi

Membukti-
kan kesalah-
an terdakwa 
dan menun-
tut pidana

Membe-
la terdakwa 
agar bebas, 
lepas, atau 
mendapatkan 
keringanan

Menilai seluruh 
argumenta-
si secara objek-
tif untuk men-
capai keadilan

Orientasi 
Kepentingan

Kepentin-
gan publik 
dan penega-
kan hukum

Kepentin-
gan individ-
ual klien

Kepentingan hu-
kum, keadilan, 
dan kepas-
tian hukum

Beban Pem-
buktian

Wajib mem-
buktikan 
dakwaan se-
cara sah dan 
meyakinkan

Membantah 
dakwaan atau 
melemah-
kan pembuk-
tian jaksa

Menilai kecuk-
upan alat bukti 
secara yuridis

Sifat Argu-
mentasi

Asertif, 
represif, dan 
normatif

Defensif, per-
suasif, dan ar-
gumentatif

Evaluatif, ne-
tral, dan sintesis

Landasan 
Utama

Dakwaan, 
alat bukti, 
dan keten-
tuan pidana

Fakta yang 
meringank-
an, hak asasi, 
asas praduga 
tak bersalah

Undang-un-
dang, yuris-
prudensi, dok-
trin, dan keadilan

Gaya Bahasa Tegas, formal, 
dan imperatif

Persuas-
if, empatik, 
kadang retoris

Objektif, im-
personal, dan 
otoritatif
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Aspek Per-
bandingan

Jaksa Penun-
tut Umum

Advokat 
/ Penasi-

hat Hukum
Hakim

Dokumen 
Utama

Surat dak-
waan, tuntut-
an (requisi-
toir), replik

Pleidoi, dup-
lik, eksepsi

Putusan, pen-
etapan

Strategi Re-
torika

Menekank-
an kesalahan, 
akibat sosial, 
dan keterti-
ban umum

Menonjolkan 
keraguan, ke-
manusiaan, 
dan keti-
dakadilan

Menyeimbang-
kan fakta, nor-
ma, dan nilai

Hubungan 
dengan Fakta

Fakta dikon-
struksi untuk 
menguat-
kan dakwaan

Fakta dikon-
struksi untuk 
membantah 
atau mer-
ingankan

Fakta diverifika-
si dan dinilai se-
cara objektif

Hubun-
gan den-
gan Norma

Norma di-
gunakan un-
tuk menjer-
at perbuatan

Norma ditaf-
sirkan untuk 
membela

Norma ditafsir-
kan dan diterap-
kan secara final

Risiko Kes-
alahan Ar-
gumentasi

Over-krimi-
nalisasi, gen-
eralisasi bukti

Distorsi fak-
ta, pembelaan 
berlebihan

Kekeliruan logi-
ka, bias per-
timbangan

Dimensi Eti-
ka Bahasa

Larangan 
menyesatkan, 
manipulatif, 
atau politis

Laran-
gan menipu, 
menyerang 
pribadi, atau 
berbohong

Kewajiban ne-
tral, jujur, dan ti-
dak berpihak

Output Ar-
gumentasi

Tuntut-
an pidana

Pembe-
laan hukum

Putusan yang 
berkekuatan hu-
kum tetap

Dampak Ar-
gumentasi

Menentukan 
arah pemi-
danaan

Menentukan 
perlindungan 
hak terdakwa

Menentu-
kan nasib hu-
kum para pihak
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Tabel 6. Keterkaitan Argumentasi Jaksa, 
Advokat, dan Hakim dengan Teori Retorika 

Aristotelian (Ethos–Pathos–Logos)

Aktor 
Hukum

Ethos (Kredi-
bilitas & Otor-

itas Moral)

Pathos (Daya 
Emosi & Psi-

kologis)

Logos (Logi-
ka & Rasional-
itas Hukum)

Jaksa 
Penuntut 
Umum

Ditampilkan 
melalui status se-
bagai representa-
si negara, legiti-
masi institusional 
kejaksaan, serta 
citra sebagai pen-
egak hukum yang 
objektif dan ber-
wibawa. Integritas 
jaksa menentu-
kan tingkat keper-
cayaan hakim ter-
hadap dakwaan.

Digunakan se-
cara terba-
tas dengan 
menekankan 
dampak sosial 
kejahatan, pen-
deritaan kor-
ban, keresah-
an masyarakat, 
serta bahaya 
perbuatan ter-
dakwa bagi ket-
ertiban umum.

Dominan 
melalui kon-
struksi dak-
waan, pem-
buktian unsur 
delik, korelasi 
alat bukti den-
gan pasal yang 
didakwakan, 
serta penalaran 
kausal antara 
perbuatan dan 
akibat hukum.

Advokat 
/ Pe-
nasihat 
Hukum

Dibangun melalui 
reputasi profe-
sional, keahlian 
hukum, kepatu-
han terhadap 
kode etik, serta 
loyalitas terha-
dap perlindungan 
hak klien. Kred-
ibilitas advokat 
memengaruhi 
kekuatan pleidoi.

Sangat menonjol, 
terutama dalam 
menampilkan 
sisi kemanu-
siaan terdak-
wa, kondisi so-
sial-ekonomi, 
faktor keluarga, 
penyesalan, serta 
dampak psikolo-
gis pemidanaan.

Diwujudkan 
melalui ban-
tahan yuridis 
terhadap unsur 
delik, penaf-
siran alternatif 
norma, pengu-
jian alat bukti, 
serta penggu-
naan asas hu-
kum seperti in 
dubio pro reo.
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Aktor 
Hukum

Ethos (Kredi-
bilitas & Otor-

itas Moral)

Pathos (Daya 
Emosi & Psi-

kologis)

Logos (Logi-
ka & Rasional-
itas Hukum)

Hakim

Ethos tercermin 
dalam indepen-
densi, imparsial-
itas, integritas 
pribadi, dan ke-
wenangan kon-
stitusional se-
bagai pemutus 
perkara. Putusan 
mencerminkan 
martabat lem-
baga peradilan.

Digunakan se-
cara sangat ter-
kendali, bi-
asanya dalam 
pertimbangan 
yang bernuan-
sa keadilan sub-
stantif, kepa-
tutan, dan 
kemanusiaan, 
tanpa mengor-
bankan objek-
tivitas hukum.

Merupakan 
aspek pal-
ing dominan 
melalui pe-
nilaian siste-
matis terhadap 
fakta, pembuk-
tian, pener-
apan norma, 
penafsiran hu-
kum, serta pe-
rumusan ratio 
decidendi da-
lam putusan.

Makna Teoretis Tabel

•	 Jaksa menampilkan kombinasi logos + ethos 
sebagai penggerak utama legitimasi penuntutan.

•	 Advokat mengoptimalkan pathos + logos untuk 
membangun pembelaan yang manusiawi dan 
rasional.

•	 Hakim bertumpu pada ethos + logos, dengan 
pathos yang sangat terkontrol demi menjaga 
objektivitas dan keadilan.

Dengan demikian, tabel ini menunjukkan bahwa 
retorika hukum dalam praktik peradilan merupakan 
sintesis antara logika hukum (logos), kredibilitas aktor 
hukum (ethos), dan dimensi kemanusiaan (pathos) 
yang bekerja secara proporsional sesuai peran masing-
masing.
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BAB XVI
Komunikasi Hukum dalam Praktik

16.1.	Komunikasi di Lembaga Pemerintahan

Komunikasi hukum di lembaga pemerintahan 
merupakan bagian integral dari sistem administrasi 
negara yang menjamin terlaksananya hukum secara 
efektif dan transparan. Menurut Effendy (2003), 
komunikasi birokrasi bertujuan untuk mengalirkan 
informasi hukum dari pembuat kebijakan kepada 
pelaksana dan masyarakat. Oleh karena itu, bahasa 
hukum yang digunakan dalam dokumen pemerintahan 
harus jelas, lugas, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia 
baku agar tidak menimbulkan multitafsir (Subroto, 
2010).

Dalam konteks lembaga pemerintahan, komunikasi 
hukum tidak hanya bersifat vertikal (atasan-bawahan) 
tetapi juga horizontal (antarinstansi). Koordinasi 
antarlembaga seperti kementerian, lembaga negara, 
dan pemerintah daerah memerlukan keseragaman 
istilah hukum agar tidak terjadi perbedaan interpretasi. 
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Misalnya, perbedaan pemaknaan istilah “izin”, 
“persetujuan”, dan “rekomendasi” sering menimbulkan 
sengketa administratif (Rahardjo, 2006). Oleh karena 
itu, konsistensi terminologi menjadi hal penting dalam 
komunikasi hukum birokratis.

Selain itu, komunikasi hukum di pemerintahan juga 
berperan dalam pembentukan regulasi publik. Setiap 
rancangan undang-undang, peraturan pemerintah, 
atau keputusan presiden melalui proses komunikasi 
antarunit hukum, sekretariat negara, dan lembaga 
legislatif (Mahfud MD, 2010). Proses ini menunjukkan 
bahwa hukum tidak hanya dibentuk melalui teks, tetapi 
juga melalui dialog antaraktor kebijakan publik.

Dengan demikian, efektivitas komunikasi hukum 
di lembaga pemerintahan sangat bergantung pada 
kemampuan pejabat dan aparatur hukum untuk 
menggunakan bahasa hukum secara profesional, 
rasional, dan akuntabel. Komunikasi yang baik 
mencerminkan pemerintahan yang demokratis, 
transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik 
(Soeroso, 2009).

Contoh Praktis:

Dalam praktik, komunikasi hukum di pemerintahan 
terlihat dalam penyusunan Surat Edaran Menteri, 
Peraturan Daerah, atau Keputusan Kepala Dinas. 
Misalnya, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan 
pembatasan kegiatan masyarakat, kejelasan redaksi 
norma menjadi krusial agar tidak terjadi perbedaan 
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antara aparat penegak dan masyarakat. Ketidakjelasan 
frasa seperti “kepentingan tertentu” atau “keadaan 
mendesak” sering menimbulkan polemik implementasi 
di lapangan dan berujung pada sengketa tata usaha 
negara.

16.2.	Komunikasi di Dunia Peradilan

Dunia peradilan merupakan arena komunikasi 
hukum yang paling nyata dan kompleks. Dalam ruang 
sidang, hakim, jaksa, pengacara, dan saksi berinteraksi 
melalui bahasa hukum yang memiliki struktur dan 
norma tersendiri (Atmadja, 2013). Setiap kalimat yang 
diucapkan atau ditulis dalam proses persidangan 
memiliki konsekuensi hukum yang besar, sehingga 
kejelasan dan ketepatan bahasa menjadi sangat penting. 
Tiersma (1999) menegaskan bahwa pengadilan adalah 
tempat di mana bahasa menjadi alat utama untuk 
menegakkan hukum.

Komunikasi di peradilan tidak hanya bersifat verbal, 
tetapi juga nonverbal. Gestur, intonasi, dan struktur 
argumentatif dalam pleidoi maupun replik dapat 
memengaruhi persepsi hakim terhadap kredibilitas 
pihak yang berbicara. Oleh karena itu, kemampuan 
retorika dan etika komunikasi menjadi kompetensi 
esensial bagi praktisi hukum (Perelman, 1980). 
Kesalahan berkomunikasi dapat menimbulkan bias atau 
salah tafsir terhadap fakta hukum.
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Selain itu, dalam komunikasi hukum peradilan, 
hakim berperan sebagai pengendali bahasa hukum agar 
tetap objektif dan sesuai dengan norma perundang-
undangan. Putusan hakim merupakan bentuk 
komunikasi tertulis yang paling formal dan harus 
memenuhi standar kebahasaan yang presisi, rasional, 
dan tidak ambigu (Subroto, 2010). Dengan demikian, 
bahasa hukum berfungsi sebagai penghubung antara 
norma hukum dan implementasi keadilan.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang 
komunikasi hukum di dunia peradilan, para praktisi 
hukum dapat mengoptimalkan fungsi bahasa sebagai 
sarana mencapai keadilan substantif. Penggunaan 
bahasa yang profesional, etis, dan komunikatif akan 
memperkuat legitimasi lembaga peradilan di mata 
masyarakat (Rahardjo, 2006).

Contoh Praktis:

Dalam persidangan pidana, perbedaan penggunaan 
istilah “diduga”, “terbukti”, dan “secara sah dan 
meyakinkan” memiliki konsekuensi hukum yang sangat 
besar. Kesalahan dalam pengucapan atau penulisan 
frasa tersebut dalam dakwaan maupun putusan dapat 
menjadi celah upaya hukum banding atau kasasi. 
Selain itu, cara hakim bertanya kepada saksi dengan 
nada netral atau menekan juga memengaruhi kualitas 
keterangan yang diberikan.
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16.3.	Komunikasi di Kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum 
yang memiliki peran strategis dalam komunikasi hukum 
publik. Setiap tindakan polisi, mulai dari penyelidikan, 
penangkapan, hingga penyidikan, melibatkan proses 
komunikasi hukum dengan masyarakat dan lembaga 
hukum lainnya (Soeroso, 2009). Oleh karena itu, 
penggunaan bahasa hukum yang tepat menjadi kunci 
keberhasilan dalam penegakan hukum yang adil dan 
transparan.

Dalam konteks operasional, komunikasi hukum 
di kepolisian menuntut keseimbangan antara aspek 
formal dan humanis. Polisi harus mampu menjelaskan 
dasar hukum tindakannya kepada masyarakat 
tanpa menggunakan istilah yang terlalu teknis atau 
menakutkan (Mahfud MD, 2010). Komunikasi yang buruk 
dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengurangi 
kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.

Selain komunikasi eksternal, hubungan internal 
di antara anggota kepolisian juga membutuhkan 
pemahaman bahasa hukum yang seragam. Perintah, 
laporan, dan dokumen penyidikan harus disusun 
dengan struktur kalimat yang jelas agar tidak 
menimbulkan kesalahan prosedural (Subroto, 2010). 
Standar kebahasaan yang baik menjadi bagian dari 
disiplin hukum kepolisian itu sendiri.

Dengan demikian, komunikasi hukum di lembaga 
kepolisian tidak hanya menyangkut keterampilan 
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teknis, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga 
citra dan integritas hukum. Polisi yang komunikatif, 
jelas, dan sopan menunjukkan profesionalisme serta 
memperkuat keadilan restoratif di tengah masyarakat 
(Rahardjo, 2006).

Contoh Praktis:

Dalam proses penangkapan, polisi wajib 
menyampaikan “dasar hukum penangkapan” kepada 
tersangka. Kesalahan penjelasan mengenai pasal yang 
disangkakan dapat dianggap sebagai pelanggaran 
prosedur. Demikian pula dalam berita acara pemeriksaan 
(BAP), kesalahan pemilihan kata dapat mengubah 
makna keterangan saksi dan berpotensi membatalkan 
kekuatan pembuktian di persidangan.

16.4.	Komunikasi di Firma Hukum

Firma hukum merupakan wadah profesional 
tempat para advokat berpraktik dan berkomunikasi 
dalam konteks hukum bisnis maupun litigasi. 
Komunikasi di firma hukum mencakup interaksi antara 
pengacara dengan klien, antar rekan sejawat, maupun 
dengan lembaga hukum lain (Atmadja, 2013). Setiap 
bentuk komunikasi, baik lisan maupun tertulis, harus 
mencerminkan ketepatan terminologi, objektivitas, dan 
kejelasan hukum agar tidak menimbulkan konsekuensi 
hukum yang merugikan.

Dalam hubungan dengan klien, advokat harus 
menggunakan bahasa yang dapat dipahami namun 
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tetap menjaga profesionalitas. Keberhasilan seorang 
advokat dalam bernegosiasi atau menyusun kontrak 
sangat bergantung pada kemampuannya menjelaskan 
konsep hukum secara sederhana namun akurat 
(Tiersma, 1999). Penggunaan istilah hukum yang salah 
dapat menimbulkan interpretasi keliru dan potensi 
gugatan hukum di kemudian hari.

Selain itu, komunikasi internal di dalam firma 
hukum menuntut konsistensi etika profesional. Diskusi 
kasus, penyusunan strategi litigasi, atau penyusunan 
kontrak bisnis harus dilakukan dengan bahasa yang 
tegas, lugas, dan berbasis data hukum. Etika komunikasi 
menjadi pedoman utama agar tidak terjadi pelanggaran 
kerahasiaan informasi atau konflik kepentingan 
(Perelman, 1980).

Dengan demikian, firma hukum bukan sekadar 
tempat bekerja, melainkan ruang praktik komunikasi 
hukum profesional. Penguasaan bahasa hukum dan 
kemampuan berkomunikasi efektif menjadi faktor yang 
menentukan reputasi dan keberhasilan sebuah firma 
dalam memberikan pelayanan hukum (Subroto, 2010).

Contoh Praktis:

Dalam penyusunan kontrak bisnis, perbedaan 
frasa “wajib” dan “dapat” menentukan apakah suatu 
kewajiban bersifat mengikat atau opsional. Kesalahan 
redaksi perjanjian kerja, perjanjian jual beli saham, 
atau memorandum of understanding (MoU) sering 
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menimbulkan sengketa keperdataan karena lemahnya 
komunikasi hukum sejak awal.

16.5.	Komunikasi Hukum Publik

Komunikasi hukum publik mencakup penyebaran 
informasi hukum kepada masyarakat luas melalui media 
massa, seminar, maupun sosialisasi kebijakan publik. 
Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran hukum 
(legal awareness) dan kepatuhan masyarakat terhadap 
peraturan perundang-undangan (Mahfud MD, 2010). 
Komunikasi ini harus menggunakan bahasa hukum yang 
disederhanakan tanpa mengubah makna normatifnya 
agar mudah dipahami oleh masyarakat awam.

Menurut Effendy (2003), komunikasi hukum publik 
yang efektif memerlukan strategi pesan yang tepat, 
pemilihan media yang sesuai, serta kemampuan untuk 
membangun kepercayaan publik. Misalnya, kampanye 
tentang hukum lalu lintas, hak konsumen, atau anti-
korupsi akan lebih berhasil jika disampaikan dengan 
gaya bahasa yang komunikatif dan tidak terlalu teknis. 
Hal ini menuntut kolaborasi antara pakar hukum dan 
ahli komunikasi.

Selain itu, komunikasi hukum publik juga berfungsi 
sebagai sarana pengawasan sosial terhadap lembaga 
hukum. Media massa berperan penting dalam mengawal 
transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum melalui 
pemberitaan yang objektif dan berbasis data (Tiersma, 
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1999). Dengan demikian, bahasa hukum harus mampu 
menjembatani antara dunia hukum dan masyarakat.

Kesimpulannya, komunikasi hukum publik 
merupakan instrumen penting dalam membangun 
budaya hukum yang partisipatif. Masyarakat yang melek 
hukum cenderung lebih patuh terhadap norma hukum 
dan aktif dalam menjaga keadilan sosial (Rahardjo, 
2006).

Contoh Praktis:

Penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT), perlindungan anak, dan bahaya hoaks 
hukum di media sosial menjadi bentuk nyata komunikasi 
hukum publik. Jika bahasa yang digunakan terlalu 
normatif, masyarakat cenderung pasif; sebaliknya, 
bahasa yang komunikatif mampu meningkatkan 
partisipasi dan keberanian masyarakat untuk melapor.

16.6.	Tantangan Digitalisasi Komunikasi Hukum

Perkembangan teknologi informasi membawa 
perubahan besar terhadap cara berkomunikasi dalam 
bidang hukum. Digitalisasi dokumen, persidangan 
daring, dan komunikasi hukum melalui platform 
elektronik telah menjadi bagian dari sistem hukum 
modern (Subroto, 2010). Namun, kemajuan ini juga 
menimbulkan tantangan baru dalam aspek keamanan 
data, autentikasi dokumen, dan etika komunikasi digital.

Salah satu tantangan utama adalah menjaga 
keaslian dan validitas pesan hukum yang dikirim secara 
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elektronik. Kesalahan dalam sistem tanda tangan digital 
atau kebocoran data dapat menimbulkan konsekuensi 
hukum serius (Mahfud MD, 2010). Oleh karena itu, 
penggunaan bahasa hukum dalam konteks digital harus 
disertai dengan pemahaman terhadap regulasi siber 
dan standar keamanan informasi.

Selain itu, digitalisasi juga menuntut adaptasi gaya 
komunikasi hukum agar tetap profesional di ruang 
virtual. Pertemuan daring, konsultasi hukum melalui 
e-mail, dan penyampaian argumentasi dalam e-court 
memerlukan kejelasan ekspresi dan etika yang sama 
ketatnya seperti komunikasi tatap muka (Atmadja, 2013). 
Penguasaan teknologi menjadi bagian tak terpisahkan 
dari kompetensi hukum masa kini.

Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mengubah 
medium komunikasi hukum, tetapi juga paradigma 
berpikir dalam praktik hukum. Profesional hukum 
dituntut untuk tetap menjunjung nilai-nilai integritas, 
kejelasan, dan etika berbahasa meskipun berinteraksi di 
dunia maya (Rahardjo, 2006).

Contoh Praktis:

Dalam sistem e-court, kesalahan unggah berkas, 
kekeliruan format dokumen, atau redaksi yang tidak 
jelas dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak 
diterima (NO). Demikian pula dalam konsultasi hukum 
daring, penggunaan bahasa yang terlalu informal atau 
ambigu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan 
konflik hukum di kemudian hari.
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Tabel 7. Ringkasan Komunikasi 
Hukum Lintas Institusi

Institusi

Tujuan 
Utama 
Komu-
nikasi 

Hukum

Bentuk 
Komu-
nikasi

Ciri Baha-
sa Hukum

Tanta-
ngan 

Utama

Contoh 
Praktik 
Nyata

Lembaga 
Pemer-
intahan

Men-
yam-
paikan 
kebija-
kan dan 
regulasi 
kepada 
apara-
tur dan 
mas-
yarakat

Pera-
turan, 
surat 
edaran, 
kepu-
tusan 
peja-
bat, 
rapat 
koor-
dinasi

Formal, 
baku, ad-
ministrat-
if, nor-
matif

Multitafsir 
regulasi, 
inkonsis-
tensi ter-
minologi

Penyusu-
nan Per-
da, Su-
rat Edaran 
Menteri, 
Keputu-
san Kepa-
la Daerah

Lembaga 
Peradilan

Menega-
kkan hu-
kum dan 
keadilan 
melalui 
proses 
persi-
dangan

Persi-
dan-
gan, 
pu-
tusan 
hakim, 
pleidoi, 
replik

Presi-
si ting-
gi, objek-
tif, logis, 
otoritatif

Bias ba-
hasa, ke-
salahan 
redaksi 
putusan, 
kesalahpa-
haman 
fakta

Pemba-
caan dak-
waan, 
amar pu-
tusan, pe-
merik-
saan saksi

Kepoli-
sian

Penega-
kan hu-
kum dan 
perlind-
ungan 
mas-
yarakat

Pemer-
iksaan, 
BAP, 
kon-
feren-
si pers, 
laporan 
peny-
idikan

Tegas, 
jelas, 
prosedur-
al, komu-
nikatif

Kesalahan 
prosedur-
al, misko-
munika-
si dengan 
masyarakat

Penangka-
pan, peny-
idikan, 
penyam-
paian sta-
tus hukum 
tersangka
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Institusi

Tujuan 
Utama 
Komu-
nikasi 

Hukum

Bentuk 
Komu-
nikasi

Ciri Baha-
sa Hukum

Tanta-
ngan 

Utama

Contoh 
Praktik 
Nyata

Firma 
Hukum / 
Advokat

Mem-
beri jasa 
hu-
kum dan 
mem-
bela 
kepent-
ingan 
klien

Kon-
sultasi, 
kon-
trak, 
nego-
siasi, 
litigasi

Argumen-
tatif, per-
suasif, 
profesion-
al, akurat

Salah taf-
sir kon-
trak, 
konflik 
kepentin-
gan, ker-
ahasiaan

Peny-
usunan 
perjanji-
an, pen-
dampingan 
hukum, 
negosia-
si bisnis

Komu-
nikasi 
Hukum 
Publik

Eduka-
si hu-
kum dan 
pening-
katan 
kesada-
ran mas-
yarakat

Media 
massa, 
sem-
inar, 
penyu-
luhan, 
kam-
panye 
publik

Popul-
er, komu-
nikatif, se-
derhana, 
informatif

Simplifi-
kasi ber-
lebihan, 
hoaks 
hukum

Sosialisasi 
UU, kam-
panye anti 
korup-
si, eduka-
si KDRT

Sistem 
Hukum 
Digital 
(E-Court 
& Siber)

Efisien-
si dan 
mod-
ernisasi 
layanan 
hukum

Persi-
dangan 
daring, 
email 
hukum, 
e-filing

Ringkas, 
presisi, 
berbasis 
teknologi, 
terdoku-
mentasi

Keaman-
an data, 
kesalahan 
unggah, 
validitas 
dokumen

Pendaft-
aran perk-
ara online, 
tanda tan-
gan digital, 
e-court



Assoc. Prof. Dr. Aryusmar

BAB XVII
Peran Media dan Teknologi dalam 
Bahasa Hukum

17.1.	 Media Massa dan Pelaporan Hukum

Media massa memiliki peran penting dalam 
menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat. 
Melalui pemberitaan hukum, media membantu publik 
memahami proses peradilan, kebijakan pemerintah, dan 
isu-isu hukum aktual (McQuail, 2010). Dengan demikian, 
media menjadi jembatan antara dunia hukum yang 
kompleks dengan masyarakat luas yang membutuhkan 
informasi yang mudah dipahami. Namun, media juga 
harus berhati-hati dalam menggunakan istilah hukum 
agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau bias 
interpretasi.

Bahasa hukum yang disampaikan melalui media 
sering kali disederhanakan agar mudah diterima 
oleh pembaca awam. Namun, penyederhanaan yang 
berlebihan dapat mengubah makna normatif suatu 
istilah atau keputusan hukum (Subroto, 2010). Oleh 
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karena itu, wartawan hukum dituntut memiliki 
pemahaman dasar tentang terminologi hukum serta 
etika pelaporan yang objektif. Pemberitaan hukum yang 
keliru dapat menyesatkan opini publik dan mengganggu 
proses peradilan yang sedang berlangsung.

Sebagai contoh, dalam banyak pemberitaan pidana, 
masih sering terjadi kekeliruan penggunaan istilah 
antara “tersangka” dan “terdakwa.” Tersangka adalah 
pihak yang baru diduga melakukan tindak pidana 
dalam tahap penyidikan, sedangkan terdakwa adalah 
pihak yang telah diajukan ke persidangan. Kesalahan 
penggunaan istilah ini dapat menimbulkan stigma 
sosial yang prematur dan melanggar asas praduga tak 
bersalah.

Selain fungsi informatif, media juga berperan 
sebagai alat kontrol sosial terhadap lembaga hukum. 
Melalui laporan investigatif dan editorial, media dapat 
mengungkap praktik penyalahgunaan hukum atau 
ketidakadilan dalam sistem peradilan (Rahardjo, 2006). 
Namun, kebebasan pers tersebut harus dijalankan 
secara bertanggung jawab dan tetap menghormati asas 
praduga tak bersalah.

Contoh nyata fungsi kontrol sosial media terlihat 
dalam pengungkapan berbagai kasus besar seperti 
korupsi, pelanggaran HAM, dan penyimpangan 
peradilan yang terungkap melalui liputan investigasi. 
Media berperan sebagai “watchdog” yang mengawasi 
jalannya kekuasaan hukum agar tetap berada dalam 
koridor keadilan.
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Dengan demikian, media massa tidak hanya 
berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga 
sebagai instrumen edukatif dan pengawas moral dalam 
sistem hukum. Penggunaan bahasa hukum yang tepat 
dan etis dalam pelaporan menjadi kunci utama dalam 
menjaga integritas antara hukum dan publik (Mahfud 
MD, 2010).

17.2.	Jurnalisme Hukum

Jurnalisme hukum adalah bidang khusus dalam 
dunia jurnalistik yang fokus pada peliputan isu-
isu hukum, pengadilan, dan kebijakan perundang-
undangan. Menurut Kovach dan Rosenstiel (2014), 
jurnalisme hukum berfungsi untuk menjembatani 
komunikasi antara lembaga hukum dan masyarakat 
dengan cara yang informatif, kritis, dan bertanggung 
jawab. Wartawan hukum dituntut untuk memahami 
konsep dasar hukum agar dapat menyajikan berita 
dengan akurasi tinggi.

Dalam praktiknya, jurnalisme hukum menghadapi 
tantangan antara kecepatan dan ketepatan. Di satu 
sisi, media dituntut untuk segera menyampaikan 
berita kepada publik; di sisi lain, ketidaktelitian dalam 
penggunaan istilah hukum dapat menimbulkan 
konsekuensi serius. Misalnya, penggunaan istilah 
“tersangka”, “terdakwa”, atau “terpidana” harus sesuai 
konteks proses hukum agar tidak menimbulkan fitnah 
atau pelanggaran etika jurnalistik (Subroto, 2010).
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Sebagai contoh, dalam kasus pidana yang masih 
dalam tahap penyidikan, pelabelan seseorang sebagai 
“pelaku” sebelum ada putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap merupakan pelanggaran etik 
yang dapat merugikan hak konstitusional seseorang. 
Bahkan, kesalahan ini dapat berimplikasi hukum berupa 
gugatan pencemaran nama baik.

Selain itu, jurnalisme hukum juga memiliki 
fungsi edukatif. Wartawan hukum berperan dalam 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan 
menulis artikel yang menjelaskan dasar-dasar hukum, 
hak-hak warga negara, serta prosedur hukum yang 
berlaku (Atmadja, 2013). Melalui pemberitaan yang 
akurat dan komunikatif, masyarakat dapat menjadi 
lebih paham akan hak dan kewajiban hukumnya.

Misalnya, pemberitaan yang menjelaskan prosedur 
praperadilan, hak tersangka untuk memperoleh 
penasihat hukum, atau mekanisme pengaduan 
masyarakat terhadap aparat penegak hukum, 
merupakan bentuk jurnalisme hukum yang bersifat 
edukatif.

Dengan demikian, jurnalisme hukum menjadi 
profesi strategis dalam memperkuat demokrasi dan 
supremasi hukum. Kualitas bahasa, integritas moral, 
dan ketelitian terminologis menjadi pilar utama yang 
menentukan keberhasilan komunikasi hukum melalui 
media (Tiersma, 1999).
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17.3.	Penyederhanaan Bahasa Hukum untuk 
Publik

Bahasa hukum dikenal memiliki karakteristik yang 
kompleks, kaku, dan penuh istilah teknis. Oleh karena 
itu, penyederhanaan bahasa hukum menjadi kebutuhan 
penting agar masyarakat umum dapat memahami 
isi peraturan dan kebijakan publik (Atmadja, 2013). 
Menurut Cutts (2013), gerakan plain language dalam 
hukum bertujuan untuk membuat dokumen hukum 
lebih jelas, ringkas, dan mudah dimengerti tanpa 
kehilangan makna hukumnya.

Penyederhanaan bahasa hukum bukan berarti 
menurunkan kualitas atau otoritas hukum. Sebaliknya, 
langkah ini merupakan upaya demokratisasi hukum agar 
semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara 
terhadap informasi hukum (Mahfud MD, 2010). Misalnya, 
panduan hukum konsumen, kontrak sederhana, dan 
peraturan pemerintah dapat ditulis dengan struktur 
kalimat yang lebih pendek dan menggunakan istilah 
umum.

Contoh konkret penerapan plain language dapat 
dilihat dalam pembuatan brosur hak-hak konsumen, 
panduan hukum bagi korban KDRT, serta informasi 
hukum berbasis layanan publik seperti layanan 
administrasi kependudukan dan bantuan hukum gratis.

Namun, tantangan utama penyederhanaan bahasa 
hukum adalah menjaga keseimbangan antara kejelasan 
dan ketepatan terminologi. Beberapa istilah hukum 
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memiliki makna khusus yang tidak dapat diganti tanpa 
risiko perubahan makna (Tiersma, 1999). Oleh karena 
itu, penyederhanaan harus dilakukan oleh ahli bahasa 
dan hukum secara kolaboratif.

Sebagai contoh, istilah “wanprestasi”, “perbuatan 
melawan hukum”, atau “iktikad baik” tidak dapat diganti 
secara sembarangan karena mengandung muatan 
konseptual yuridis yang spesifik.

Dengan demikian, bahasa hukum yang sederhana 
dan komunikatif merupakan sarana efektif untuk 
meningkatkan literasi hukum masyarakat. Upaya ini 
dapat memperkuat transparansi dan partisipasi publik 
dalam sistem hukum nasional (Rahardjo, 2006).

17.4.	Bahasa Hukum di Era Media Sosial

Media sosial telah mengubah cara masyarakat 
berinteraksi dan mengonsumsi informasi, termasuk 
informasi hukum. Kini, banyak lembaga hukum, firma 
hukum, bahkan pengacara individu yang menggunakan 
media sosial untuk menyebarkan edukasi hukum dan 
merespons isu publik secara cepat (Effendy, 2003). 
Fenomena ini menunjukkan pergeseran dari komunikasi 
hukum formal ke komunikasi hukum digital yang lebih 
terbuka dan interaktif.

Namun, penyebaran informasi hukum melalui 
media sosial menghadirkan risiko besar, seperti 
penyalahgunaan informasi, hoaks hukum, dan 
pelanggaran etika profesi. Informasi hukum yang 



Peran Media dan Teknologi dalam Bahasa Hukum | 163

tidak diverifikasi dapat menyesatkan masyarakat dan 
menciptakan persepsi hukum yang keliru (Subroto, 
2010). Oleh karena itu, perlu adanya pedoman etika 
komunikasi hukum digital agar tidak menimbulkan 
dampak negatif.

Contohnya, banyak beredar tafsir keliru mengenai 
pasal-pasal KUHP, UU ITE, atau peraturan lalu lintas 
yang dipotong dari konteksnya untuk kepentingan klik 
(clickbait). Hal ini menimbulkan kepanikan publik dan 
kesalahpahaman massal.

Bahasa hukum di media sosial harus menyesuaikan 
diri dengan karakter media yang cepat, ringkas, dan 
visual. Akan tetapi, penyampaian pesan hukum tetap 
harus menjaga akurasi dan profesionalisme. Menurut 
Atmadja (2013), penggunaan istilah hukum yang 
tepat di ruang digital mencerminkan tanggung jawab 
profesional terhadap kebenaran hukum dan integritas 
bahasa.

Sebagai contoh, edukasi hukum melalui infografik, 
video pendek, atau utas (thread) hukum di media sosial 
dapat menjadi media pembelajaran hukum yang efektif 
apabila disusun berdasarkan kaidah bahasa hukum dan 
etika informasi.

Dengan demikian, media sosial dapat menjadi alat 
strategis dalam edukasi hukum asalkan digunakan 
secara etis dan bertanggung jawab. Penguasaan 
komunikasi digital menjadi keharusan baru bagi praktisi 
hukum di era modern (Mahfud MD, 2010).
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17.5.	Digitalisasi Dokumen Hukum

Digitalisasi dokumen hukum adalah proses 
konversi dokumen hukum dari bentuk cetak ke bentuk 
elektronik untuk memudahkan akses, penyimpanan, 
dan pengelolaan data. Proses ini merupakan bagian 
dari transformasi digital sistem hukum nasional yang 
mendukung prinsip transparansi dan efisiensi (Subroto, 
2010). Contohnya adalah sistem e-court, e-filing, dan 
e-legislation yang diterapkan oleh Mahkamah Agung 
dan DPR RI.

Keuntungan utama digitalisasi adalah mempercepat 
proses hukum dan memperluas akses masyarakat 
terhadap dokumen hukum resmi. Namun, digitalisasi 
juga menimbulkan tantangan terkait keamanan data 
dan keaslian dokumen. Menurut Mahfud MD (2010), 
aspek autentikasi digital harus diatur dengan jelas 
dalam hukum siber untuk menghindari pemalsuan dan 
manipulasi dokumen hukum elektronik.

Sebagai contoh, penggunaan tanda tangan 
elektronik tersertifikasi dalam putusan pengadilan dan 
kontrak elektronik merupakan bentuk upaya menjaga 
legalitas dan validitas dokumen digital.

Bahasa hukum dalam dokumen digital harus tetap 
mengikuti standar penulisan hukum yang baku. Struktur 
kalimat, ejaan, dan terminologi harus disusun dengan 
ketelitian yang sama seperti dokumen cetak (Tiersma, 
1999). Selain itu, penggunaan metadata hukum dan 
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format digital yang kompatibel menjadi faktor penting 
dalam menjaga integritas dokumen.

Selain efisiensi, digitalisasi juga memudahkan 
pencarian putusan hukum, peraturan perundang-
undangan, dan arsip perkara bagi akademisi, praktisi, 
dan masyarakat luas.

Dengan demikian, digitalisasi dokumen hukum 
bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal tata bahasa 
hukum digital yang akurat dan terstandar. Keberhasilan 
transformasi digital hukum sangat bergantung pada 
kemampuan hukum beradaptasi dengan perkembangan 
teknologi (Rahardjo, 2006).

17.6.	Etika Publikasi Hukum Online

Publikasi hukum secara daring menuntut adanya 
etika profesional yang ketat. Informasi hukum yang 
disebarkan melalui internet harus mempertimbangkan 
aspek kerahasiaan, akurasi, dan dampak sosialnya 
(Perelman, 1980). Kesalahan dalam publikasi hukum, 
seperti mengunggah data perkara atau identitas korban 
tanpa izin, dapat melanggar hak privasi dan mencederai 
asas keadilan.

Etika publikasi hukum online juga mengatur 
cara penyajian bahasa hukum di dunia maya. Bahasa 
yang digunakan harus netral, tidak provokatif, dan 
mengedepankan nilai objektivitas (Atmadja, 2013). 
Dalam konteks ini, jurnalis hukum, praktisi, dan 
akademisi memiliki tanggung jawab moral untuk 
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memastikan bahwa setiap konten hukum digital dapat 
dipertanggungjawabkan secara etis dan akademik.

Sebagai contoh, dalam pemberitaan perkara anak 
atau korban kekerasan seksual, prinsip anonimitas 
wajib diterapkan. Kesalahan pengungkapan identitas 
korban merupakan pelanggaran serius terhadap etika 
jurnalistik dan hukum perlindungan anak.

Selain itu, penyebaran putusan pengadilan atau 
dokumen hukum melalui situs resmi harus diatur 
dengan kebijakan yang menjamin keamanan dan 
keabsahan dokumen (Subroto, 2010). Penerapan 
sistem autentikasi dan sertifikat digital menjadi bentuk 
pengawasan terhadap integritas publikasi hukum.

Dengan demikian, etika publikasi hukum online 
merupakan fondasi bagi terciptanya ekosistem 
informasi hukum yang sehat. Etika digital bukan hanya 
persoalan moral, tetapi juga instrumen untuk menjaga 
kepercayaan publik terhadap hukum di era teknologi 
informasi (Mahfud MD, 2010).
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Tabel 8. Perbandingan Peran Media Cetak, Media 
Daring, dan Media Sosial dalam Komunikasi Hukum

Aspek Media Cetak
Media 
Daring 
(Online)

Media Sosial

Karak-
ter Media

Statis, berba-
sis teks, peri-
odik (harian/
mingguan)

Dinamis, 
real-time, 
berbasis 
multimedia

Interaktif, ce-
pat, berba-
sis jejaring

Kecepa-
tan Pen-
yampaian 
Informasi

Relatif lambat Sangat 
cepat

Paling cepat 
dan instan

Jangkau-
an Audiens

Terbatas se-
cara geografis

Luas dan 
global

Sangat luas 
dan lin-
tas batas

Akurasi 
Informa-
si Hukum

Tinggi karena 
melalui proses 
editorial ketat

Ting-
gi, teta-
pi bergan-
tung pada 
kredibili-
tas media

Sangat ber-
variasi, rawan 
hoaks

Gaya Baha-
sa Hukum

Formal, baku, 
terminologis

Lebih ko-
munikatif 
dan adaptif

Ringkas, pop-
uler, ser-
ing diseder-
hanakan

Fungsi Edu-
kasi Hukum

Kuat melalui ru-
brik hukum dan 
opini pakar

San-
gat kuat 
melalui ar-
tikel, e-pa-
per, dan 
infografis

Edukatif teta-
pi sering ber-
campur opi-
ni pribadi
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Aspek Media Cetak
Media 
Daring 
(Online)

Media Sosial

Fungsi Kon-
trol Sosial

Melalui ta-
juk rencana 
dan laporan 
investigatif

Melalui 
liputan ce-
pat dan ar-
sip digital

Melalui 
tekanan opi-
ni publik dan 
viralitas

Interak-
tivitas Satu arah

Dua arah 
melalui ko-
mentar

Multi-arah, 
partisipatif

Risiko Dis-
torsi Baha-
sa Hukum

Rendah Sedang Tinggi

Etika Pub-
likasi Hu-
kum

Sangat ketat 
(kode etik pers)

Ketat, na-
mun lebih 
fleksibel

Masih lemah 
dan tidak se-
lalu terkontrol

Contoh 
Produk

Surat kabar, ma-
jalah hukum

Portal ber-
ita hukum, 
situs MA, 
e-court

Instagram 
hukum, X 
(Twitter), 
YouTube edu-
kasi hukum
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BAB XVIII
Kesalahan Bahasa dalam Teks 
Hukum

18.1.	Kesalahan Morfologis

Kesalahan morfologis dalam teks hukum terjadi 
ketika bentuk kata tidak sesuai dengan kaidah tata 
bahasa Indonesia. Dalam konteks hukum, kesalahan 
ini dapat menyebabkan kekeliruan makna atau 
menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran peraturan 
(Subroto, 2010). Misalnya, penggunaan bentuk kata 
“dilakukannya” dan “melakukan” yang tidak tepat dapat 
mengubah subjek pelaku hukum dalam suatu pasal. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa kesalahan kecil dalam 
morfologi dapat menimbulkan dampak besar terhadap 
isi hukum.

Bahasa hukum menuntut ketelitian tinggi karena 
setiap imbuhan atau bentuk kata memiliki fungsi 
sintaktis dan semantik tertentu. Misalnya, prefiks ke- 
dan per- dalam istilah seperti keputusan dan peraturan 
memiliki implikasi hukum yang berbeda (Atmadja, 
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2013). Oleh karena itu, kesalahan morfologis dapat 
menimbulkan perbedaan tafsir antara lembaga penegak 
hukum dan masyarakat. Penggunaan morfem yang tidak 
konsisten juga dapat mengganggu kejelasan hierarki 
norma hukum.

Selain kesalahan bentuk kata, terdapat juga 
kesalahan dalam pembentukan istilah hukum baru. 
Banyak istilah serapan dari bahasa asing yang digunakan 
tanpa penyesuaian terhadap sistem morfologis 
bahasa Indonesia, seperti “judisial review” yang lebih 
tepat ditulis “peninjauan yudisial” (Tiersma, 1999). 
Ketidaktepatan ini menyebabkan inkonsistensi dalam 
dokumen hukum dan mempersulit upaya kodifikasi 
bahasa hukum Indonesia.

Sebagai contoh konkret, dalam beberapa peraturan 
daerah ditemukan penggunaan bentuk “dikuasainya” 
padahal secara struktur subjek tidak jelas karena pelaku 
seharusnya disebutkan secara eksplisit. Kesalahan 
seperti ini dapat membuka ruang sengketa administratif 
ketika suatu kewenangan dipersoalkan di pengadilan.

Dengan demikian, pengetahuan morfologi 
menjadi penting bagi penyusun peraturan, hakim, 
dan penerjemah hukum. Kedisiplinan dalam struktur 
kata bukan hanya masalah kebahasaan, tetapi juga 
merupakan bagian dari profesionalisme hukum yang 
menjamin kepastian makna (Rahardjo, 2006).
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18.2.	Kesalahan Sintaktis

Kesalahan sintaktis dalam bahasa hukum sering kali 
disebabkan oleh kalimat yang terlalu panjang, kompleks, 
dan tidak terstruktur dengan baik. Kalimat hukum yang 
memuat banyak anak kalimat dapat membingungkan 
pembaca dan membuka peluang multitafsir (Tiersma, 
1999). Misalnya, penggunaan konjungsi yang berulang 
tanpa tanda baca yang jelas dapat membuat batas antara 
subjek, predikat, dan objek menjadi kabur. Akibatnya, 
maksud pasal hukum menjadi sulit dipahami bahkan 
oleh praktisi hukum sendiri.

Kesalahan sintaktis juga terjadi karena pengaruh 
terjemahan langsung dari bahasa asing, terutama dalam 
undang-undang yang diadaptasi dari sistem hukum 
internasional. Kalimat yang mengikuti struktur bahasa 
asing sering kali tidak sesuai dengan tata kalimat 
bahasa Indonesia, sehingga maknanya menjadi janggal 
(Subroto, 2010). Hal ini menunjukkan pentingnya 
penerjemahan hukum yang memperhatikan struktur 
sintaksis agar teks hukum tetap konsisten dengan 
kaidah bahasa nasional.

Menurut Atmadja (2013), struktur kalimat hukum 
yang baik harus mengutamakan kejelasan dan urutan 
logis. Subjek hukum, tindakan, dan objek hukum 
harus ditempatkan secara sistematis agar hubungan 
antarunsur kalimat mudah diidentifikasi. Kesalahan 
dalam urutan kalimat dapat menimbulkan perbedaan 
interpretasi dalam proses penegakan hukum, terutama 
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ketika digunakan sebagai dasar pembelaan atau 
penuntutan.

Sebagai ilustrasi, sejumlah pasal dalam undang-
undang yang memuat frasa berlapis seperti “dalam hal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal… yang ditentukan 
berdasarkan…” sering dikritik karena memuat struktur 
kalimat yang terlalu panjang dan kabur. Dalam praktik, 
hakim harus melakukan penafsiran gramatikal ekstra 
untuk memahami maksud norma tersebut.

Dengan demikian, penguasaan sintaksis merupakan 
elemen mendasar dalam penyusunan teks hukum yang 
efektif. Kalimat hukum seharusnya menghindari gaya 
bahasa yang berbelit-belit dan lebih mengutamakan 
struktur kalimat yang lugas, koheren, serta bebas dari 
ambiguitas (Rahardjo, 2006).

18.3.	Kesalahan Semantik

Kesalahan semantik terjadi ketika kata atau frasa 
dalam teks hukum digunakan dengan makna yang 
tidak tepat atau tidak sesuai konteks. Dalam hukum, 
kesalahan semantik sangat berbahaya karena dapat 
mengubah arti substansial dari norma hukum (Tiersma, 
1999). Misalnya, penggunaan kata “dan/atau” yang 
tidak tepat sering menimbulkan ketidakpastian hukum 
mengenai apakah suatu kondisi bersifat kumulatif atau 
alternatif. Ambiguitas semantik semacam ini telah 
menjadi perdebatan panjang dalam praktik hukum 
Indonesia.
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Bahasa hukum menuntut ketepatan makna karena 
setiap kata memiliki konsekuensi yuridis. Kesalahan 
dalam pemilihan diksi seperti “harus” dan “dapat” juga 
berdampak besar, karena kata “harus” menunjukkan 
kewajiban, sedangkan “dapat” hanya menunjukkan 
kemungkinan (Atmadja, 2013). Jika terjadi kekeliruan 
penggunaan kedua istilah tersebut, maka norma hukum 
yang dihasilkan bisa kehilangan daya paksa atau justru 
menimbulkan kekeliruan interpretasi.

Selain itu, kesalahan semantik sering terjadi pada 
penerjemahan istilah hukum asing yang tidak memiliki 
padanan langsung dalam bahasa Indonesia. Misalnya, 
istilah equity dalam sistem hukum Anglo-Saxon tidak 
dapat diterjemahkan hanya sebagai “keadilan”, karena 
memiliki makna teknis yang spesifik (Subroto, 2010). 
Ketidakpahaman terhadap nuansa semantik seperti 
ini dapat menimbulkan kesalahan doktrinal dalam 
penerapan hukum.

Dalam praktik perundang-undangan, perbedaan 
tafsir terhadap istilah “kepentingan umum” sering 
menjadi sumber sengketa pengadaan tanah, karena 
secara semantik istilah tersebut bersifat sangat luas 
dan multitafsir jika tidak diberi batasan eksplisit.

Dengan demikian, penguasaan makna semantik 
menjadi syarat utama bagi perancang peraturan dan 
penerjemah hukum. Ketepatan semantik bukan sekadar 
soal kebahasaan, melainkan juga aspek epistemologis 
yang menjamin ketepatan tafsir hukum (Rahardjo, 
2006).
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18.4.	Kesalahan Pragmatik

Kesalahan pragmatik dalam bahasa hukum berkaitan 
dengan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan 
konteks sosial, situasional, atau tujuan komunikasi 
hukum. Misalnya, kalimat hukum yang bersifat terlalu 
teknis atau kaku dapat menghambat pemahaman 
masyarakat umum terhadap peraturan perundang-
undangan (Atmadja, 2013). Dalam komunikasi hukum, 
pesan harus disesuaikan dengan siapa yang menjadi 
penerima, baik hakim, advokat, maupun masyarakat 
luas.

Selain itu, kesalahan pragmatik dapat terjadi ketika 
penulis hukum menggunakan gaya bahasa yang tidak 
sopan, tidak netral, atau bernada bias. Dalam dokumen 
hukum resmi, bahasa harus menjaga etika, objektivitas, 
dan keadilan (Perelman, 1980). Penggunaan istilah yang 
diskriminatif atau menyinggung kelompok tertentu 
dapat melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Dalam praktik hukum, kesalahan pragmatik juga 
muncul dalam interaksi verbal seperti persidangan atau 
negosiasi hukum. Misalnya, cara pengacara mengajukan 
pertanyaan kepada saksi atau menyampaikan argumen 
harus memperhatikan konteks dan norma sosial agar 
tidak menimbulkan kesan intimidatif (Effendy, 2003). 
Oleh karena itu, kemampuan pragmatik menjadi penting 
dalam menjaga keharmonisan komunikasi hukum.

Sebagai contoh nyata, pertanyaan sugestif 
yang bersifat menekan saksi di ruang sidang kerap 
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dipermasalahkan karena secara pragmatik dapat 
memengaruhi kesaksian dan melanggar etika peradilan.

Dengan demikian, kesalahan pragmatik dapat 
mengurangi kredibilitas hukum di mata publik. 
Penggunaan bahasa yang tepat konteks tidak hanya 
memperkuat otoritas hukum, tetapi juga mencerminkan 
integritas moral dan profesionalitas dalam praktik 
hukum (Rahardjo, 2006).

18.5.	Dampak Kesalahan Bahasa terhadap Tafsir 
Hukum

Kesalahan bahasa dalam teks hukum memiliki 
dampak langsung terhadap penafsiran dan penerapan 
hukum. Menurut Tiersma (1999), bahasa adalah 
sarana utama dalam membentuk realitas hukum, 
sehingga setiap kesalahan linguistik dapat mengubah 
pemahaman terhadap maksud pembentuk undang-
undang. Misalnya, kesalahan sintaksis atau semantik 
dapat menyebabkan hakim menafsirkan pasal hukum 
dengan cara yang berbeda dari yang dimaksudkan 
pembuatnya.

Kesalahan bahasa juga dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Ketika suatu 
norma memiliki dua atau lebih makna yang mungkin, 
maka penegak hukum harus menggunakan tafsir 
subjektif, yang berpotensi menghasilkan keputusan yang 
tidak konsisten (Subroto, 2010). Hal ini bertentangan 



176 | Bahasa Hukum dan Linguistik Forensik

dengan prinsip rule of law yang menuntut kejelasan dan 
kepastian hukum.

Selain itu, kesalahan bahasa dapat menimbulkan 
sengketa antar lembaga hukum atau antara warga 
negara dengan negara. Contohnya adalah perdebatan 
tentang makna kata “dapat” dan “wajib” dalam beberapa 
undang-undang yang menyebabkan perbedaan 
penafsiran dalam pelaksanaan kebijakan (Atmadja, 
2013). Dalam kasus seperti ini, bahasa menjadi sumber 
konflik yuridis yang seharusnya dapat dihindari melalui 
penyusunan teks yang lebih cermat.

Dalam praktik peradilan, perbedaan tafsir atas 
satu frasa dalam undang-undang kerap menjadi 
dasar pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, 
yang menunjukkan bahwa kesalahan bahasa memiliki 
implikasi ketatanegaraan.

Oleh karena itu, revisi linguistik terhadap produk 
hukum perlu dilakukan secara berkala. Pemeriksaan 
bahasa oleh ahli linguistik hukum dapat membantu 
mencegah kesalahan tafsir dan meningkatkan 
konsistensi dalam sistem hukum nasional (Rahardjo, 
2006).

18.6.	Strategi Perbaikan Bahasa Hukum

Perbaikan bahasa hukum memerlukan pendekatan 
sistematis yang melibatkan ahli hukum, ahli bahasa, 
dan pembuat kebijakan. Langkah pertama adalah 
menyusun pedoman gaya bahasa hukum nasional yang 
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memuat kaidah morfologi, sintaksis, dan semantik 
hukum (Atmadja, 2013). Pedoman ini dapat dijadikan 
standar oleh lembaga negara dan penulis hukum dalam 
menyusun peraturan perundang-undangan.

Selain pedoman, diperlukan pelatihan berkelanjutan 
bagi penyusun undang-undang dan aparatur hukum 
agar memiliki kesadaran linguistik. Menurut Subroto 
(2010), pendidikan bahasa hukum harus menjadi bagian 
dari kurikulum hukum, karena kemampuan berbahasa 
yang tepat merupakan syarat utama dalam menafsirkan 
dan menulis hukum secara akurat. Dengan demikian, 
kompetensi bahasa menjadi bagian integral dari 
profesionalisme hukum.

Strategi lain adalah penggunaan teknologi untuk 
mendeteksi kesalahan bahasa hukum secara otomatis. 
Sistem analisis linguistik berbasis kecerdasan buatan 
dapat membantu memeriksa konsistensi istilah dan 
struktur kalimat dalam dokumen hukum digital (Mahfud 
MD, 2010). Teknologi ini mendukung transparansi serta 
efisiensi dalam penyusunan hukum modern.

Akhirnya, reformasi bahasa hukum harus diarahkan 
pada terciptanya bahasa hukum yang lugas, logis, dan 
inklusif. Bahasa hukum yang baik bukan hanya alat 
komunikasi legal, tetapi juga cerminan dari keadilan 
dan rasionalitas hukum itu sendiri (Rahardjo, 2006).
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18.7.	Kesalahan Bahasawi dalam Amar Putusan

Amar putusan merupakan bagian yang paling 
menentukan dalam suatu putusan pengadilan karena 
hanya bagian inilah yang memiliki kekuatan eksekutorial 
langsung. Dalam perspektif linguistik hukum, amar 
merupakan realisasi akhir dari norma yang telah 
dianalisis pada bagian pertimbangan. Oleh karena itu, 
ketepatan bahasa dalam amar harus memenuhi prinsip 
kejelasan bentuk (morfologis), ketepatan struktur 
(sintaktis), ketepatan makna (semantis), serta ketepatan 
konteks (pragmatik). Kesalahan bahasawi dalam amar 
tidak hanya bersifat teknis kebahasaan, tetapi juga 
berdampak langsung terhadap kepastian hukum dan 
pelaksanaan putusan (Tiersma, 1999).

Kesalahan morfologis dalam amar putusan biasanya 
berkaitan dengan ketidaktepatan pembentukan 
kata yang memengaruhi akibat hukum. Misalnya, 
penggunaan bentuk “pidana penggantian” alih-alih 
“pidana pengganti” atau “pembebasan” yang seharusnya 
“pemidanaan”. Perbedaan bentuk kata tersebut, 
meskipun tampak kecil, dapat menimbulkan perbedaan 
konsekuensi yuridis dalam pelaksanaan putusan. 
Sebagaimana dalam kesalahan morfologis pada teks 
undang-undang, ketidaktepatan imbuhan dalam amar 
juga dapat mengaburkan hubungan antara perbuatan, 
pelaku, dan sanksi yang dijatuhkan (Subroto, 2010).

Kesalahan sintaktis dalam amar putusan sering 
muncul dalam bentuk kalimat yang tidak lengkap, tidak 
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sejajar, atau tidak secara eksplisit menyebut subjek 
hukum. Contoh yang sering dijumpai ialah amar yang 
hanya berbunyi “Menjatuhkan pidana penjara selama 
lima tahun” tanpa menyebut secara jelas kepada siapa 
pidana tersebut dijatuhkan. Secara sintaktis, struktur 
seperti ini mengandung ketidakjelasan subjek sehingga 
menimbulkan ambiguitas dalam eksekusi. Menurut 
Atmadja (2013), struktur kalimat hukum harus secara 
tegas menyebut subjek, predikat, dan objek agar 
perintah hukum dapat dilaksanakan tanpa multitafsir.

Kesalahan semantik dalam amar putusan berkaitan 
dengan penggunaan kata atau frasa yang maknanya tidak 
tegas atau tidak sesuai dengan daya imperatif putusan. 
Penggunaan diksi seperti “dapat”, “apabila perlu”, atau 
“sepatutnya” dalam amar berpotensi melemahkan 
kekuatan perintah hukum. Padahal, amar harus bersifat 
pasti dan tidak bersyarat. Kesalahan semantik juga 
sering muncul dalam penggunaan frasa “dan/atau” yang 
tidak konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian 
apakah suatu sanksi bersifat kumulatif atau alternatif. 
Seperti halnya pada teks undang-undang, ambiguitas 
makna dalam amar dapat memunculkan perbedaan 
tafsir dalam praktik eksekusi (Tiersma, 1999).

Kesalahan pragmatik dalam amar putusan tampak 
dalam penggunaan bahasa yang tidak netral, bernada 
emosional, atau mengandung penilaian subjektif. 
Ungkapan seperti “perbuatan yang sangat tercela”, 
“hukuman yang pantas”, atau “demi memberi efek jera” 
tidak memiliki fungsi operasional dalam amar karena 



180 | Bahasa Hukum dan Linguistik Forensik

amar seharusnya hanya memuat perintah hukum 
yang objektif dan dapat dieksekusi. Dalam kacamata 
pragmatik hukum, amar harus disusun dengan 
mempertimbangkan fungsi komunikatifnya sebagai 
instruksi normatif bagi jaksa sebagai eksekutor, bukan 
sebagai ruang ekspresi moral hakim (Perelman, 1980).

Selain itu, kesalahan kohesi wacana antara 
pertimbangan hukum dan amar putusan juga 
termasuk kesalahan bahasawi yang serius. Tidak jarang 
ditemukan putusan yang dalam pertimbangannya 
menyatakan unsur tindak pidana tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan, tetapi dalam amar justru 
menyatakan terdakwa bersalah. Ketidaksinambungan 
ini menunjukkan adanya cacat wacana (discourse error) 
yang tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga yuridis. 
Diskrepansi semacam ini berpotensi menjadi alasan 
hukum untuk mengajukan upaya hukum lanjutan karena 
menunjukkan ketidakkonsistenan logika putusan.

Kesalahan bahasawi dalam amar putusan juga 
berdampak langsung pada tahap eksekusi. Amar yang 
menjatuhkan pidana denda tanpa mencantumkan 
pidana pengganti, atau amar yang memerintahkan 
pengembalian barang bukti dengan frasa “dikembalikan 
sebagaimana mestinya” tanpa menunjuk secara 
tegas pihak penerima, menimbulkan ketidakpastian 
pelaksanaan. Dalam konteks ini, bahasa tidak lagi hanya 
berfungsi sebagai alat representasi norma, tetapi juga 
sebagai instrumen teknis pelaksanaan hukum.
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Dengan demikian, sebagaimana kesalahan 
morfologis, sintaktis, semantik, dan pragmatik dalam 
pasal peraturan perundang-undangan, kesalahan 
bahasawi dalam amar putusan juga memiliki implikasi 
yuridis yang nyata. Oleh karena itu, amar putusan harus 
disusun dengan ketelitian linguistik yang sama ketatnya 
dengan perumusan norma hukum. Pemeriksaan 
bahasa oleh panitera, peningkatan kompetensi 
kebahasaan hakim, serta keterlibatan ahli bahasa dalam 
pelatihan peradilan merupakan langkah penting untuk 
meminimalkan terjadinya kesalahan bahasawi dalam 
amar putusan (Rahardjo, 2006).

Tabel 9. Tipologi Kesalahan Bahasa dalam Amar 
Putusan, Contoh Redaksi Salah, dan Perbaikannya

Jenis Ke-
salahan

Aspek 
Lin-

guistik

Contoh Re-
daksi Salah 
dalam Amar 

Putusan

Letak 
Kesala-

han

Redak-
si Perbaikan 
yang Tepat

Implika-
si Yu-
ridis

Kesalah-
an Mor-
fologis

Morfolo-
gi (im-
buhan)

“Menjatuhkan 
pemidanaan 
denda kepada 
terdakwa …”

Bentuk 
kata ti-
dak baku; 
terjadi 
tumpang 
tindih 
makna 
verba–
nomina

“Menjatuh-
kan pidana 
denda kepada 
terdakwa …”

Dapat 
menim-
bulkan 
kekabu-
ran jenis 
sanksi
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Jenis Ke-
salahan

Aspek 
Lin-

guistik

Contoh Re-
daksi Salah 
dalam Amar 

Putusan

Letak 
Kesala-

han

Redak-
si Perbaikan 
yang Tepat

Implika-
si Yu-
ridis

Kesalah-
an Mor-
fologis

Morfolo-
gi (deri-
vasi)

“Menjatuh-
kan pidana 
penggan-
tian sebesar 
Rp10.000.000”

Salah 
pemben-
tukan 
nomina

“Menjatuhkan 
pidana peng-
ganti sebesar 
Rp10.000.000”

Berpo-
tensi 
menim-
bulkan 
salah 
tafsir je-
nis pi-
dana

Kesala-
han Sin-
taktis

Struktur 
kalimat

“Menjatuhkan 
pidana pen-
jara selama 5 
(lima) tahun.”

Tidak ada 
subjek 
penerima 
pidana

“Menjatuhkan 
pidana penjara 
selama 5 (lima) 
tahun kepa-
da Terdakwa.”

Menim-
bulkan 
ketida-
kjelas-
an objek 
eksekusi

Kesala-
han Sin-
taktis

Paralel-
isme

“Menetapkan 
barang buk-
ti disita dan 
pemusnahan.”

Struk-
tur fra-
sa tidak 
sejajar

“Menetap-
kan barang 
bukti untuk 
disita dan di-
musnahkan.”

Meng-
aburkan 
tindakan 
terhadap 
barang 
bukti

Kesala-
han Se-
mantik

Diksi 
normatif

“Terdakwa 
dapat dipidana 
penjara sela-
ma 3 tahun.”

Kata 
“dapat” 
melemah-
kan sifat 
impera-
tif amar

“Terdakwa di-
jatuhi pidana 
penjara sela-
ma 3 tahun.”

Amar 
kehil-
angan 
kekuatan 
perintah

Kesala-
han Se-
mantik

Ambi-
guitas

“Menjatuh-
kan pidana 
denda dan/
atau kurungan 
pengganti …”

Tidak 
jelas ku-
mulatif 
atau al-
ternatif

“Menjatuhkan 
pidana den-
da dengan pi-
dana kurungan 
pengganti …”

Berpo-
tensi 
menim-
bulkan 
sengke-
ta dalam 
eksekusi
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Jenis Ke-
salahan

Aspek 
Lin-

guistik

Contoh Re-
daksi Salah 
dalam Amar 

Putusan

Letak 
Kesala-

han

Redak-
si Perbaikan 
yang Tepat

Implika-
si Yu-
ridis

Kesala-
han Se-
mantik

Ketida-
kpastian 
rujukan

“Mengemba-
likan barang 
bukti kepada 
yang berhak.”

Rujukan 
peneri-
ma tidak 
tegas

“Mengemba-
likan barang 
bukti ke-
pada Saksi 
A (pemilik 
kendaraan).”

Menim-
bulkan 
konflik 
kepemi-
likan

Kesala-
han Prag-
matik

Nada 
evaluatif

“Perbuatan 
terdakwa san-
gat tercela dan 
pantas dihu-
kum berat.”

Bahasa 
emosion-
al dalam 
amar

Dihapus atau 
dipindahkan 
ke pertimban-
gan hukum

Men-
gurangi 
objek-
tivitas 
amar

Kesala-
han Prag-
matik

Ketidak-
tepatan 
fungsi

“Agar ter-
dakwa jera, 
dijatuhi pi-
dana …”

Motif 
pemi-
danaan 
dimasuk-
kan da-
lam amar

Motif cuk-
up dinyatakan 
dalam per-
timbangan

Amar 
menja-
di argu-
mentat-
if, bukan 
opera-
sional

Kesala-
han Wa-
cana

Inkon-
sisten-
si logika

Pertimban-
gan: “Unsur 
tidak ter-
bukti”; Amar: 
“Menya-
takan terdak-
wa bersalah.”

Per-
tentan-
gan an-
tarbagian 
putusan

Amar harus 
menyesuaikan 
pertimbangan

Putusan 
cacat 
formil 
dan ma-
teriil

Kesalah-
an Teknis 
Yu-
ridis-Ba-
hasawi

Kekoson-
gan nor-
ma ek-
sekusi

“Menjatuhkan 
pidana denda 
Rp50.000.000” 
tanpa pidana 
pengganti

Tidak 
mencan-
tumkan 
kon-
sekuensi 
jika den-
da tidak 
dibayar

“Menjatuh-
kan pidana 
denda … sub-
sidair pidana 
kurungan …”

Menyu-
litkan 
pelak-
sanaan 
eksekusi
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Catatan Akademik Penyerta

Tabel ini menunjukkan bahwa kesalahan bahasa 
dalam amar putusan tidak hanya bersifat kebahasaan, 
tetapi juga berdampak langsung pada:

1)	 Kepastian hukum (legal certainty),
2)	 Efektivitas eksekusi putusan, dan
3)	 Potensi timbulnya upaya hukum lanjutan 

akibat cacat redaksional.

Secara teoritis, kesalahan-kesalahan ini merupakan 
pertemuan antara cacat linguistik dan cacat yuridis, 
sehingga pembenahannya harus melibatkan kolaborasi 
antara ahli hukum, ahli bahasa, dan aparatur peradilan.

Tabel 10. Contoh Putusan dengan 
Cacat Redaksional / Formal

Putusan 
/ Kasus

Cacat / Mas-
alah Redaksion-

al / Formal

Catatan & Pent-
ingnya bagi Ba-

hasa Hukum

Putusan PN 
Jakarta 

Utara No. 
37/PDT.

G/2016/PN

.JKT.UTR

Gugatan dianggap 
kabur ( obscuur libel 
→ “gugatan kabur/
tidak jelas redaksi”) 
→ akibnatidak dapat 
diterima (niet-ontvan-
kelijke verklaard) 

Menunjukkan bah-
wa redaksi yang kabur 
pada dokumen — ter-
masuk putusan/guga-
tan — dapat membuat 
keputusan dibatalkan 
sejak awal (tidak diter-
ima), yang menunjuk-
kan urgensi ketelitian 
linguistik bahkan se-
belum amar diberi.
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Putusan 
/ Kasus

Cacat / Mas-
alah Redaksion-

al / Formal

Catatan & Pent-
ingnya bagi Ba-

hasa Hukum

Putusan MA 
2985 K/

Pdt/2001 (yang 

membatalkan 
perjanjian kare-
na cacat formal)

Putusan menya-
takan bahwa perjan-
jian dianggap “tidak 
mempunyai kekua-
tan hukum mengikat” 
karena cacat — 
menunjukkan bahwa 
kesalahan redaksion-
al/formal dalam do-
kumen dasar hukum 
(kontrak/perjanjian) 
dapat mempengaruhi 
validitas hukum. 

Menegaskan bahwa isti-
lah, struktur, dan redaksi 
dalam dokumen hukum 
formal harus presisi: jika 
tidak, bisa ditolak atau 
dibatalkan. Ini relevan 
dengan amarinformal 
dan penting bagi kon-
sistensi bahasa hukum 
di seluruh dokumen hu-
kum, termasuk putusan.

MA Kasasi 2330 
K/Pid.Sus/2014

Dalam putusan ka-
sasi, amar putusan 
sebelumnya diper-
baiki — pidana dan 
denda diubah dengan 
penambahan pidana 
pengganti apabila 
denda tidak dibayar. 

Ini menunjukkan bahwa 
pembetulan amar (re-
daksi hukumnya) oleh 
pengadilan tingkat tinggi 
diperlukan ketika amar 
awal dianggap tidak te-
pat. Artinya, redaksi 
yang tidak akurat (baik 
morfologi, sintaksis, se-
mantik) dapat menjadi 
dasar perubahan amar.

Penjelasan dan Relevansi untuk “Bahasa Hukum

•	 Kasus “kaburnya gugatan/putusan” dalam 
Putusan PN Jakarta Utara (2016) menunjukkan 
bahwa pemeriksaan bahasa — bukan hanya 
substansi hukum — menjadi syarat sahnya 
putusan atau gugatan. Bila redaksi tidak jelas, 
maka kekuatan hukum bisa hilang sejak awal. 
Ini menegaskan bahwa taat kaidah kebahasaan 
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bukan kosmetik, tapi bagian fundamental dari 
legitimasi hukum.

•	 Putusan-perdata dan kasasi di MA menunjukkan 
bahwa pembetulan amar sering dilakukan 
bukan hanya atas dasar yuridis, tetapi atas 
kesalahan redaksional atau ketidaklengkapan 
norma eksekusi — misalnya perlu menambahkan 
pidana pengganti jika denda tidak dibayar. Ini 
mengilustrasikan bahwa kesalahan bahasa 
dalam amar bukan hanya akademis, melainkan 
bisa mempengaruhi keadilan dan efektivitas 
hukum.

•	 Kasus-kasus di atas mendemonstrasikan 
kerentanan sistem hukum terhadap cacat 
bahasawi: morfologi salah, sintaksis tidak jelas, 
penetapan norma eksekusi kurang lengkap, 
atau frasa ambigu — semua bisa berujung pada 
batal demi hukum, penolakan, atau putusan tak 
dapat dieksekusi.

Mengapa Contoh Nyata Sulit Ditemukan

Dalam literatur yudisial Indonesia, jarang ada 
putusan yang secara eksplisit disebut “gugur karena 
cacat Bahasa” — mayoritas dibatalkan atas dasar cacat 
formil, prosedural, atau substansi hukum. Kesalahan 
kebahasaan sering tersembunyi dalam kategori “cacat 
formil” atau “cacat teknis”, sehingga sulit dieksplisitkan 
sebagai “kesalahan bahasa”.
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Oleh karena itu, ketika Anda menjadikannya 
referensi dalam buku, Anda perlu:

•	 Menyusun argumen teoritis bahwa cacat “formil 
/ redaksional / redaksi hukum” berimplikasi 
pada kesalahan bahasawi.

•	 Menggunakan contoh-putusan yang dibatalkan 
atau diperbaiki karena cacat formil/redaksional 
sebagai indikasi empiris atas pentingnya 
ketelitian bahasa hukum.

•	 Menekankan pentingnya audit linguistik 
yudisial (pemeriksaan bahasa putusan oleh 
panitera / ahli bahasa) sebagai bagian dari 
prosedur peradilan untuk mencegah cacat 
bahasa.





Assoc. Prof. Dr. Aryusmar

BAB XIX
Analisis Kasus dan Teks Hukum

19.1.	Analisis UU dan Peraturan Pemerintah

Analisis terhadap Undang-Undang (UU) dan 
Peraturan Pemerintah (PP) merupakan kegiatan penting 
dalam memahami struktur hukum yang berlaku di 
Indonesia. Setiap produk hukum harus dianalisis tidak 
hanya dari sisi substansi normatif, tetapi juga dari aspek 
kebahasaan yang digunakan (Tiersma, 1999). Bahasa 
hukum dalam UU sering kali bersifat formal, padat, 
dan teknis, sehingga menuntut kemampuan linguistik 
untuk memastikan bahwa makna yang terkandung 
tidak menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, studi 
linguistik hukum berperan penting dalam mengevaluasi 
ketepatan redaksi dan koherensi antar pasal.

Menurut Subroto (2010), analisis linguistik terhadap 
UU mencakup kajian struktur kalimat, diksi, dan kohesi 
antarbagian teks hukum. Misalnya, penggunaan kata 
“wajib”, “dapat”, dan “harus” dalam peraturan hukum 
memiliki perbedaan tingkat keharusan yang signifikan. 
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Kesalahan dalam pemilihan kata tersebut dapat 
menimbulkan ketidakpastian hukum atau kekeliruan 
interpretasi oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, 
analisis bahasa terhadap teks hukum harus menjadi 
bagian integral dari proses legislasi.

Sebagai contoh konkret, dalam Pasal 2 ayat (1) UU 
No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, penggunaan frasa “dapat merugikan 
keuangan negara” menimbulkan perdebatan semantik 
antara sifat aktual dan potensial kerugian negara. 
Perbedaan tafsir terhadap kata “dapat” telah melahirkan 
berbagai putusan pengadilan yang berbeda sebelum 
akhirnya diklarifikasi melalui Putusan MK. Contoh lain 
terlihat dalam beberapa PP tentang perizinan usaha 
yang secara bergantian menggunakan istilah “izin”, 
“rekomendasi”, dan “persetujuan”, yang pada praktiknya 
menimbulkan kebingungan administrasi di tingkat 
daerah.

Selain itu, UU dan PP sering kali menunjukkan 
hubungan hierarkis yang kompleks. Analisis hukum 
dan linguistik dapat membantu mengidentifikasi 
inkonsistensi terminologi antar peraturan yang 
memiliki hierarki berbeda. Misalnya, perbedaan istilah 
antara “izin” dan “persetujuan” dapat menyebabkan 
perdebatan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dengan 
demikian, keterpaduan terminologi dan keseragaman 
redaksi menjadi syarat penting bagi efektivitas hukum 
(Atmadja, 2013).
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Kesimpulannya, analisis UU dan PP tidak hanya 
mengedepankan pemahaman normatif, tetapi juga 
mengutamakan akurasi bahasa sebagai instrumen 
penegakan hukum. Harmonisasi antara bahasa hukum 
dan makna substantif hukum diperlukan agar tercipta 
kepastian, kejelasan, dan keadilan bagi seluruh warga 
negara (Rahardjo, 2006).

19.2.	Analisis Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung (MA) merupakan 
bentuk konkret interpretasi hukum tertinggi dalam 
sistem peradilan Indonesia. Analisis terhadap putusan 
ini tidak hanya mencakup aspek yuridis, tetapi juga 
aspek linguistik yang menentukan bagaimana hakim 
menyusun argumen dan menyampaikan keputusan 
(Tiersma, 1999). Struktur bahasa dalam putusan sering 
kali memperlihatkan gaya formal, panjang, dan penuh 
dengan terminologi hukum yang memerlukan kajian 
mendalam.

Bahasa dalam putusan MA juga mencerminkan 
pola berpikir dan metode penalaran hukum hakim. 
Menurut Rahardjo (2006), setiap pilihan kata dan 
kalimat dalam pertimbangan hukum menunjukkan 
pendekatan interpretatif yang digunakan, baik secara 
gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Misalnya, 
penggunaan istilah seperti “menimbang bahwa” atau 
“memperhatikan” menandai tahapan argumentasi 
hukum yang logis dan berurutan. Analisis linguistik 
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dapat membantu memahami bagaimana hakim 
menjustifikasi keputusan yang diambil.

Sebagai contoh, dalam Putusan MA Nomor 2985 K/
Pdt/2001, redaksi pertimbangan hukum menunjukkan 
bagaimana hakim menggunakan frasa “oleh karena itu 
beralasan menurut hukum” sebagai penghubung logis 
antara fakta dan amar putusan. Kata penghubung ini 
berfungsi sebagai penanda inferensi yuridis yang sangat 
menentukan arah putusan. Selain itu, dalam beberapa 
putusan kasasi pidana, terlihat penggunaan kalimat 
pasif yang dominan, yang secara pragmatik menggeser 
fokus dari pelaku ke peristiwa hukum itu sendiri.

Selain itu, analisis terhadap putusan MA juga 
mencakup pengujian terhadap koherensi antara amar 
putusan dan pertimbangan hukum. Ketidaksesuaian 
antara keduanya sering kali disebabkan oleh kesalahan 
redaksional atau logika kalimat yang tidak tepat (Subroto, 
2010). Oleh karena itu, kejelasan bahasa menjadi elemen 
penting dalam menjaga kredibilitas lembaga peradilan 
dan memastikan transparansi proses hukum.

Dengan demikian, analisis linguistik terhadap 
putusan MA membantu menilai sejauh mana keputusan 
tersebut memenuhi prinsip keadilan dan rasionalitas 
hukum. Bahasa yang jernih dan argumentasi yang 
runtut akan memperkuat legitimasi peradilan di mata 
publik (Atmadja, 2013).
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19.3.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi 
strategis karena menyangkut tafsir terhadap konstitusi 
sebagai hukum tertinggi. Dalam konteks linguistik 
hukum, bahasa yang digunakan MK menjadi acuan 
utama dalam menentukan makna konstitusional dari 
suatu pasal undang-undang (Mahfud MD, 2010). Oleh 
karena itu, analisis bahasa dalam putusan MK berfokus 
pada bagaimana hakim konstitusi menafsirkan kata, 
frasa, dan struktur kalimat dalam teks hukum dasar 
negara.

Menurut Subroto (2010), putusan MK sering 
kali memperlihatkan gaya bahasa yang retoris dan 
argumentatif. Hakim konstitusi menggunakan bahasa 
untuk membangun legitimasi moral dan hukum atas 
keputusannya. Misalnya, penggunaan istilah seperti 
“bertentangan dengan UUD 1945” atau “tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat” menunjukkan bentuk 
ekspresi linguistik yang membawa konsekuensi yuridis 
besar. Pemilihan istilah ini mencerminkan kedalaman 
pertimbangan hukum yang bersifat konstitusional.

Sebagai contoh konkret, dalam Putusan MK 
Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar 
kawin, perubahan makna frasa dalam UU Perkawinan 
menghasilkan konsekuensi hukum yang luas terhadap 
hak perdata anak. Analisis linguistik menunjukkan 
bahwa pergeseran makna bersumber dari reinterpretasi 
kalimat normatif yang sebelumnya bersifat eksklusif 
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menjadi inklusif. Contoh lain terlihat dalam putusan 
uji materiil terhadap frasa “kerugian negara” yang 
secara semantik dipersempit oleh MK agar tidak 
disalahgunakan dalam praktik penegakan hukum.

Analisis linguistik juga mengungkap cara hakim MK 
menyusun narasi argumentatif yang bersifat persuasif. 
Penggunaan kalimat yang panjang namun sistematis 
memperlihatkan upaya hakim dalam menyeimbangkan 
aspek hukum positif dan keadilan substantif. Dalam 
hal ini, aspek retorika hukum menjadi penting karena 
bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana 
pembenaran hukum (Perelman, 1980).

Dengan demikian, bahasa dalam putusan MK 
berfungsi ganda: sebagai instrumen interpretasi 
konstitusi dan sebagai medium legitimasi keputusan. 
Analisis linguistik terhadap putusan MK membantu 
memahami bagaimana makna hukum dibentuk, 
diperdebatkan, dan ditegaskan melalui bahasa hukum 
(Rahardjo, 2006).

19.4.	Analisis Naskah Perjanjian

Naskah perjanjian merupakan dokumen hukum 
yang mengikat dua pihak atau lebih untuk melaksanakan 
kewajiban tertentu. Dalam analisis linguistik hukum, 
naskah perjanjian perlu dikaji dari aspek struktur, 
terminologi, dan kejelasan redaksi (Subekti, 2014). 
Bahasa yang digunakan dalam perjanjian harus bersifat 
pasti, lugas, dan tidak mengandung ambiguitas. Setiap 
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kalimat memiliki konsekuensi hukum yang jelas, 
sehingga kesalahan redaksional dapat berakibat fatal.

Menurut Atmadja (2013), struktur naskah perjanjian 
umumnya terdiri atas bagian pembuka, isi, dan penutup. 
Bagian isi memuat pasal-pasal yang mengatur hak dan 
kewajiban para pihak, yang sering kali dirumuskan 
dengan kalimat panjang dan kompleks. Oleh karena itu, 
analisis linguistik diperlukan untuk memastikan bahwa 
kalimat tersebut tidak menimbulkan tafsir ganda. 
Contohnya, penggunaan kata “dapat” dan “harus” harus 
disesuaikan dengan maksud kesepakatan agar tidak 
menimbulkan sengketa.

Sebagai contoh, dalam kontrak kerja sama investasi, 
frasa “para pihak dapat mengakhiri perjanjian ini” sering 
dipersoalkan apakah bersifat fakultatif atau memberi 
kewenangan sepihak. Dalam beberapa sengketa perdata, 
perbedaan tafsir atas satu kata saja telah berujung 
pada pembatalan sebagian klausul oleh pengadilan. 
Hal ini menunjukkan bahwa analisis semantik terhadap 
kontrak sangat menentukan stabilitas hubungan hukum 
para pihak.

Selain aspek struktural, analisis linguistik juga 
mencakup kajian terhadap istilah hukum yang 
digunakan. Banyak perjanjian menggunakan istilah 
serapan seperti force majeure, mutatis mutandis, 
atau bona fide, yang tidak selalu dipahami oleh semua 
pihak. Penggunaan istilah ini harus dijelaskan secara 
eksplisit dalam teks perjanjian agar tidak menimbulkan 
perbedaan pemahaman (Tiersma, 1999). Dengan 
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demikian, bahasa hukum dalam perjanjian harus 
memperhatikan kejelasan dan keterbukaan makna.

Analisis linguistik terhadap naskah perjanjian 
membantu menciptakan perjanjian yang adil dan 
transparan. Bahasa yang jelas dan konsisten menjamin 
kepastian hukum dan mencegah potensi konflik antar 
pihak (Rahardjo, 2006).

19.5.	Analisis Gugatan dan Pembelaan

Gugatan dan pembelaan merupakan bentuk 
komunikasi hukum yang mengandung argumentasi, 
narasi, dan persuasi. Analisis linguistik terhadap teks 
gugatan mencakup struktur retorika dan strategi 
kebahasaan yang digunakan penggugat untuk 
meyakinkan hakim (Perelman, 1980). Kalimat dalam 
gugatan biasanya dirancang untuk menegaskan posisi 
hukum dan menunjukkan hubungan sebab-akibat 
antara tindakan tergugat dan kerugian yang timbul. 
Oleh karena itu, kejelasan bahasa menjadi faktor utama 
dalam kekuatan argumentatif suatu gugatan.

Dalam teks pembelaan, bahasa digunakan secara 
strategis untuk menolak atau melemahkan argumen 
lawan. Menurut Subroto (2010), pembelaan yang efektif 
menggunakan diksi yang objektif, argumentatif, dan 
logis, tanpa menyinggung pihak lain secara emosional. 
Analisis linguistik membantu mengidentifikasi apakah 
struktur kalimat, pilihan kata, dan gaya bahasa dalam 



Analisis Kasus dan Teks Hukum | 197

pembelaan sudah mencerminkan profesionalisme 
hukum.

Sebagai contoh, dalam praktik perdata sering 
dijumpai gugatan yang dinyatakan obscuur libel (kabur) 
karena redaksi petitum tidak konsisten dengan posita. 
Kesalahan sintaksis dan kohesi antarbagian gugatan 
menjadi penyebab utama gugatan tidak dapat diterima. 
Dalam perkara pidana, strategi kebahasaan dalam 
pledoi juga menentukan bagaimana hakim memandang 
kredibilitas terdakwa melalui struktur narasi, pilihan 
diksi, dan logika kalimat.

Selain itu, aspek pragmatik juga penting dalam 
analisis teks gugatan dan pembelaan. Bahasa yang 
digunakan harus sesuai dengan konteks peradilan dan 
etika komunikasi hukum. Misalnya, penggunaan kata 
yang sopan dan formal menunjukkan penghormatan 
terhadap pengadilan. Kesalahan pragmatik dapat 
menimbulkan persepsi negatif terhadap kredibilitas 
pengacara atau pihak yang bersangkutan (Effendy, 
2003).

Dengan demikian, analisis linguistik terhadap 
gugatan dan pembelaan tidak hanya membantu 
memahami aspek bahasa, tetapi juga mengungkap 
strategi argumentatif yang digunakan dalam praktik 
hukum. Bahasa menjadi instrumen penting dalam 
membangun rasionalitas dan kredibilitas hukum 
(Rahardjo, 2006).
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19.6.	Refleksi Linguistik Hukum

Refleksi linguistik hukum bertujuan untuk 
mengevaluasi hubungan antara bahasa dan kekuasaan 
hukum dalam konteks sosial. Menurut Rahardjo (2006), 
hukum tidak hanya dipahami sebagai sistem norma, 
tetapi juga sebagai sistem bahasa yang membentuk 
realitas sosial. Oleh karena itu, analisis linguistik 
terhadap teks hukum membantu mengungkap 
bagaimana makna hukum dibangun, dinegosiasikan, 
dan diinterpretasikan dalam praktik.

Bahasa hukum memiliki kekuatan performatif, 
yaitu kemampuan untuk menciptakan akibat hukum 
melalui pernyataan linguistik (Austin, 1962). Contohnya, 
kalimat “terdakwa dinyatakan bersalah” tidak hanya 
menyampaikan informasi, tetapi juga menimbulkan 
akibat hukum yang nyata. Demikian pula, kalimat 
“perjanjian ini batal demi hukum” secara langsung 
menghapus hubungan hukum antar pihak. Refleksi 
linguistik semacam ini menunjukkan bahwa bahasa 
bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga instrumen 
kekuasaan hukum.

Selain itu, refleksi linguistik mengajak akademisi 
hukum untuk menilai kembali cara penyusunan dan 
penyebaran bahasa hukum di masyarakat. Bahasa 
hukum yang terlalu elitis dapat menciptakan jarak 
antara hukum dan publik. Oleh karena itu, perlu adanya 
upaya untuk menyederhanakan bahasa hukum tanpa 
mengurangi kekuatan yuridisnya (Atmadja, 2013).
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Dengan demikian, refleksi linguistik hukum 
menegaskan bahwa reformasi hukum tidak dapat 
dilepaskan dari reformasi bahasa hukum. Bahasa 
yang adil, jelas, dan komunikatif akan memperkuat 
kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

19.7.	Model Integratif Linguistik–Hermeneutika 
Hukum dalam Analisis Teks Hukum 
Indonesia

Model integratif linguistik–hermeneutika 
hukum merupakan pendekatan interdisipliner yang 
memadukan analisis kebahasaan dengan metode 
penafsiran hukum untuk memahami teks hukum secara 
utuh. Dalam perspektif ini, teks hukum tidak hanya 
dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi 
juga sebagai konstruksi bahasa yang sarat makna, 
kepentingan, dan ideologi (Tiersma, 1999; Rahardjo, 
2006). Oleh karena itu, pemaknaan hukum yang akurat 
menuntut keterlibatan dua dimensi sekaligus, yakni 
dimensi struktur bahasa dan dimensi makna normatif.

Dari sisi linguistik, analisis difokuskan pada aspek 
semantik, sintaksis, pragmatik, dan wacana. Setiap 
pilihan kata, struktur kalimat, serta hubungan antarpasal 
dipandang sebagai penentu utama makna hukum yang 
terkandung dalam teks. Sementara itu, hermeneutika 
hukum berperan dalam menafsirkan makna tersebut 
melalui berbagai metode penafsiran, seperti penafsiran 
gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Integrasi 
kedua pendekatan ini memungkinkan penafsiran hukum 
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tidak terjebak pada makna literal semata, melainkan 
juga mempertimbangkan konteks pembentukan norma 
dan tujuan hukumnya.

Dalam praktik analisis Undang-Undang, putusan 
pengadilan, kontrak, maupun gugatan, model 
integratif ini bekerja melalui beberapa tahapan. 
Pertama, dilakukan identifikasi unsur kebahasaan 
yang berpotensi menimbulkan ambiguitas, seperti 
polisemi, kalimat majemuk kompleks, atau istilah 
teknis yang multitafsir. Kedua, unsur-unsur tersebut 
diletakkan dalam kerangka hermeneutika hukum untuk 
menafsirkan maknanya berdasarkan sistem hukum, 
yurisprudensi, dan tujuan pembentuk norma. Ketiga, 
hasil analisis linguistik dan penafsiran hermeneutis 
disintesiskan untuk memperoleh makna hukum yang 
paling rasional, adil, dan operasional.

Model ini juga menegaskan bahwa bahasa 
memiliki sifat performatif dalam hukum. Sebagaimana 
dikemukakan Austin (1962), tuturan dalam ranah hukum 
tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga 
menciptakan realitas hukum itu sendiri. Pernyataan 
hakim dalam amar putusan, misalnya, tidak sekadar 
informasi linguistik, tetapi tindakan hukum yang 
melahirkan akibat yuridis langsung. Oleh karena 
itu, ketepatan bahasa menjadi syarat mutlak bagi 
tercapainya kepastian dan keadilan hukum.

Selain itu, integrasi linguistik dan hermeneutika 
membuka ruang bagi analisis kritis terhadap relasi 
antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam teks 
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hukum. Bahasa hukum tidak selalu netral, melainkan 
dapat mencerminkan kepentingan politik, ekonomi, 
dan sosial tertentu. Dengan pendekatan integratif 
ini, peneliti dan praktisi hukum dapat mengungkap 
bagaimana bahasa digunakan untuk melegitimasi 
kekuasaan sekaligus bagaimana hukum dapat diarahkan 
agar lebih berpihak pada keadilan substantif.

Dengan demikian, model integratif linguistik–
hermeneutika hukum menjadi kerangka analisis 
yang komprehensif dalam mengkaji teks hukum 
di Indonesia. Model ini tidak hanya memperkaya 
metodologi penelitian hukum, tetapi juga berkontribusi 
pada pengembangan praktik peradilan, legislasi, dan 
penyusunan dokumen hukum yang lebih jelas, adil, dan 
berorientasi pada kepastian hukum. Reformasi hukum 
nasional pada akhirnya juga menuntut reformasi cara 
berbahasa hukum: dari yang elitis dan tertutup menjadi 
komunikatif, presisi, dan berkeadilan.
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Tabel 11. Contoh Analisis Linguistik 
pada Berbagai Teks Hukum

Jenis Teks 
Hukum

Contoh Re-
daksi Nyata

Fokus 
Anali-

sis Lin-
guistik

Temuan 
Masalah 

Kebahasaan

Implika-
si Hukum

Undang-Un-
dang (UU)

Pasal 7 ayat 
(1) UU No. 12 
Tahun 2011: 
“Jenis dan hi-
erarki Pera-
turan Perun-
dang-undan-
gan terdiri 
atas…”

Analisis 
diksi dan 
struktur 
defini-
sional

Peng-
gunaan 
struktur 
enumera-
tif panjang 
berpoten-
si memper-
lemah fokus 
sintaksis

Tafsir 
hierar-
ki norma 
dapat ber-
beda jika 
struktur 
tidak dib-
aca secara 
sistematis

Undang-Un-
dang (UU)

Pasal 28D ayat 
(1) UUD 1945: 
“Setiap orang 
berhak atas 
pengakuan, 
jaminan, per-
lindungan, 
dan kepas-
tian hukum…”

Analisis 
semantik 
dan para-
lelisme

Frasa ma-
jemuk ber-
sifat ab-
strak dan 
multitafsir

Digunakan 
MK un-
tuk tafsir 
progre-
sif tentang 
due pro-
cess of law

Putusan MA

Putusan MA 
No. 179 K/
Pid/2018: 
“Menimbang 
bahwa terdak-
wa terbukti se-
cara sah dan 
meyakinkan…”

Analisis 
formu-
la argu-
mentatif

Pola kalimat 
baku den-
gan repetisi 
frasa klise 
yuridis

Memberi 
legitima-
si formal 
terha-
dap pros-
es pem-
buktian
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Jenis Teks 
Hukum

Contoh Re-
daksi Nyata

Fokus 
Anali-

sis Lin-
guistik

Temuan 
Masalah 

Kebahasaan

Implika-
si Hukum

Putusan MA

Amar: “Men-
jatuhkan pi-
dana kepa-
da terdakwa 
dengan pi-
dana penja-
ra selama…”

Analisis 
kalimat 
perfor-
matif

Kalimat 
deklarat-
if langsung 
bersifat 
konstitutif

Bahasa 
mencip-
takan aki-
bat hukum 
langsung

Putusan MK

Putusan MK 
No. 91/PUU-
XVIII/2020: 
“Undang-Un-
dang… dinya-
takan inkon-
stitusional 
bersyarat”

Anali-
sis isti-
lah teknis 
konsti-
tusional

Frasa 
“inkonsti-
tusional 
bersyarat” 
bersifat 
terminolo-
gis khusus

Menen-
tukan ke-
berlakuan 
norma 
sam-
pai per-
baikan UU

Putusan MK

“Tidak mem-
punyai kekua-
tan hukum 
mengikat”

Analisis 
semantik 
yuridis

Kalimat pa-
sif normatif 
dengan efek 
pembatalan

Norma 
langsung 
kehilan-
gan daya 
berlaku

Kontrak/
Perjanjian

“Para Pihak 
sepakat dan 
setuju untuk 
melaksanakan 
perjanjian ini 
dengan iti-
kad baik.”

Analisis 
pragma-
tik dan 
modalitas

Frasa ab-
strak “itikad 
baik” tanpa 
indikator 
operasional

Potensi 
sengke-
ta karena 
standar 
itikad ti-
dak ter-
ukur
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Jenis Teks 
Hukum

Contoh Re-
daksi Nyata

Fokus 
Anali-

sis Lin-
guistik

Temuan 
Masalah 

Kebahasaan

Implika-
si Hukum

Kontrak/
Perjanjian

“Apabila ter-
jadi keadaan 
force ma-
jeure…”

Anali-
sis istilah 
serapan

Istilah as-
ing tan-
pa defini-
si eksplisit

Berpoten-
si menim-
bulkan 
perbe-
daan taf-
sir dalam 
sengketa

Gugatan

“Bahwa akibat 
perbuatan Ter-
gugat, Penggu-
gat mengala-
mi kerugian 
materiil…”

Analisis 
struktur 
kausalitas

Pola se-
bab–akibat 
harus dib-
uktikan se-
cara yuridis

Lemahn-
ya struk-
tur kaus-
al dapat 
menggu-
gurkan 
gugatan

Gugatan

“Dengan ini 
Penggugat 
memohon ke-
pada Maje-
lis Hakim…”

Anali-
sis tin-
dak tutur 
direktif

Kalimat 
permohon-
an bersi-
fat persua-
sif-formal

Menentu-
kan batas 
kewenan-
gan hakim 
untuk 
meng-
abulkan

Pledoi/Pem-
belaan

“Bahwa Ter-
dakwa ti-
dak per-
nah memiliki 
niat jahat…”

Analisis 
seman-
tik inten-
sionalitas

Pembuk-
tian unsur 
subjek-
tif melalui 
bahasa 
evaluatif

Menjadi 
dasar per-
timban-
gan unsur 
mens rea

Pledoi/Pem-
belaan

“Maka sudah 
selayaknya 
Majelis Hakim 
membebaskan 
Terdakwa…”

Analisis 
retorika 
persuasif

Penguatan 
argumen-
tasi melalui 
modalitas 
normatif

Mempen-
garuhi 
aspek 
keyakinan 
hakim
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Tabel 12. Integrasi Analisis Linguistik dan 
Hermeneutika Hukum dalam Teks Hukum

Aspek 
Analisis

Perspektif 
Linguistik

Perspek-
tif Her-

meneuti-
ka Hukum

Titik In-
tegrasi

Implika-
si dalam 
Praktik 
Hukum

Mak-
na Kata 
& Frasa

Analisis 
semantik 
leksikal ter-
hadap diksi 
seperti wa-
jib, dapat, 
harus

Makna di-
tafsirkan 
berdasar-
kan tujuan 
pemben-
tuk un-
dang-un-
dang 
(legislative 
intent)

Makna 
bahasa + 
maksud 
normat-
if pem-
bentuk 
hukum

Menentu-
kan apa-
kah norma 
bersifat 
impera-
tif atau 
fakultatif

Struktur 
Kalimat

Anali-
sis sintak-
sis terha-
dap kalimat 
majemuk, 
pasif, dan 
aktif

Struktur 
kalimat 
dipaha-
mi dalam 
konteks 
sistem 
hukum

Struktur 
bahasa 
memen-
garuhi 
kon-
struksi 
normatif

Kesalah-
an struk-
tur dapat 
mengu-
bah kon-
sekuen-
si hukum

Kohesi & 
Koheren-
si Teks

Hubungan 
antarpas-
al dianali-
sis secara 
wacana

Penafsir-
an siste-
matis an-
tar norma

Kohesi 
linguistik 
+ siste-
matika 
hukum

Menentu-
kan kon-
sisten-
si antar 
pasal dan 
peraturan

Ambi-
guitas 
Bahasa

Identifika-
si polisemi, 
homonimi, 
dan fra-
sa kabur

Ambigui-
tas disele-
saikan 
melalui 
metode 
penafsir-
an hukum

Bahasa 
ambigu 
dijerni-
hkan 
melalui 
herme-
neutika

Mencegah 
multitaf-
sir dalam 
putusan 
hakim
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Aspek 
Analisis

Perspektif 
Linguistik

Perspek-
tif Her-

meneuti-
ka Hukum

Titik In-
tegrasi

Implika-
si dalam 
Praktik 
Hukum

Istilah 
Teknis 
Hukum

Analisis 
terminologi 
dan pros-
es pemba-
kuan istilah

Istilah di-
tafsirkan 
menurut 
doktrin 
dan yuris-
prudensi

Bahasa 
teknis + 
doktrin 
hukum

Menentu-
kan kese-
ragaman 
penerapan 
hukum

Konteks 
Peng-
gunaan 
Bahasa

Analisis 
pragmatik 
dan situ-
asi tutur

Penafsiran 
kontekstu-
al (sosial, 
politik, 
historis)

Konteks 
tutur + 
konteks 
pemben-
tukan 
norma

Norma 
dipaha-
mi ses-
uai reali-
tas sosial

Tindak 
Tutur 
Hukum

Kalimat 
perintah, 
larangan, 
deklara-
si (Austin)

Putusan 
sebagai 
tindakan 
konstitu-
tif hukum

Bahasa = 
tindakan 
hukum

Putusan 
langsung 
mencip-
takan aki-
bat hukum

Argu-
mentasi 
Hukum

Analisis 
retorika, 
struktur 
logika, pi-
lihan diksi

Penalar-
an hu-
kum dalam 
penafsiran

Retori-
ka baha-
sa + ra-
sionalitas 
hukum

Mempen-
garuhi 
kekuatan 
persuas-
if putusan

Inter-
pretasi 
Hakim

Pola lin-
guistik da-
lam per-
timbangan 
hukum

Metode 
gramatikal, 
sistematis, 
teleologis

Bahasa 
sebagai 
dasar 
metode 
tafsir

Menentu-
kan arah 
dan batas 
tafsir pen-
gadilan

Rela-
si Baha-
sa dan 
Kekua-
saan

Analisis 
wacana kri-
tis terha-
dap baha-
sa hukum

Hukum se-
bagai in-
strumen 
legitimasi 
kekuasaan

Bahasa 
hukum 
mem-
bentuk 
otoritas

Memen-
garuhi le-
gitimasi 
lembaga 
peradilan
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Aspek 
Analisis

Perspektif 
Linguistik

Perspek-
tif Her-

meneuti-
ka Hukum

Titik In-
tegrasi

Implika-
si dalam 
Praktik 
Hukum

Baha-
sa se-
bagai In-
strumen 
Keadilan

Kejelasan, 
keterba-
caan, dan 
aksesibil-
itas teks

Keadilan 
substantif 
sebagai tu-
juan tafsir

Bahasa 
yang adil 
menun-
jang 
keadilan 
hukum

Mening-
katkan ke-
percayaan 
publik 
pada hu-
kum

Reforma-
si Bahasa 
Hukum

Penyeder-
hanaan ba-
hasa tan-
pa reduksi 
makna

Reinter-
preta-
si nor-
ma sesuai 
perkem-
bangan 
mas-
yarakat

Mod-
ernisa-
si bahasa 
+ pem-
baru-
an tafsir

Hukum 
lebih ko-
munikat-
if dan re-
sponsif
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BAB XX
Bahasa Hukum dalam Konteks 
Multikultural

20.1.	Bahasa Hukum dan Keberagaman Budaya

Bahasa hukum dalam konteks multikultural 
mencerminkan kompleksitas masyarakat Indonesia 
yang plural. Setiap komunitas budaya memiliki cara 
pandang, nilai, dan ekspresi linguistik yang berbeda, 
yang dapat mempengaruhi interpretasi terhadap 
norma hukum. Menurut Rahardjo (2006), hukum tidak 
dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakatnya; 
hukum adalah produk sosial yang lahir dari interaksi 
antarbudaya. Oleh karena itu, bahasa hukum harus 
mampu menjembatani keragaman budaya tersebut agar 
tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapan 
hukum.

Dalam praktiknya, keberagaman budaya sering 
menciptakan variasi dalam pemahaman terhadap istilah 
hukum tertentu. Misalnya, konsep “keadilan” dapat 
dimaknai berbeda oleh masyarakat adat dibandingkan 
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dengan masyarakat perkotaan. Tiersma (1999) 
menegaskan bahwa bahasa hukum harus dirancang 
sedemikian rupa agar inklusif dan sensitif terhadap 
latar sosial-budaya. Hal ini penting agar hukum tidak 
hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga kontekstual. 
Sebagai contoh, dalam sengketa tanah ulayat di Papua 
dan Sumatra Barat, istilah “hak milik” sering dipahami 
berbeda dengan konsep kepemilikan individual 
dalam hukum perdata Barat karena dipengaruhi nilai 
komunal masyarakat adat.

Selain itu, bahasa hukum harus mempertimbangkan 
aspek komunikasi lintas budaya. Subroto (2010) 
menyebutkan bahwa penggunaan istilah hukum yang 
terlalu formal atau berakar dari tradisi Barat dapat 
mengalienasi kelompok masyarakat yang memiliki 
sistem hukum lokal. Oleh karena itu, penyesuaian 
terminologi hukum menjadi langkah penting untuk 
memastikan penerimaan hukum oleh seluruh lapisan 
masyarakat. Misalnya, dalam penyuluhan hukum di 
daerah pedalaman Kalimantan, penggunaan istilah 
“pidana” kerap diganti dengan padanan lokal seperti 
“hukuman adat” untuk memudahkan pemahaman 
masyarakat.

Kesimpulannya, keberagaman budaya merupakan 
kekayaan sekaligus tantangan bagi bahasa hukum 
Indonesia. Bahasa hukum yang mampu mengakomodasi 
perbedaan budaya akan memperkuat legitimasi hukum 
dan memperluas akses keadilan bagi semua warga 
negara.
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20.2.	Hukum Adat dan Bahasa Lokal

Hukum adat di Indonesia merupakan warisan 
budaya yang hidup di tengah masyarakat, dengan 
sistem nilai dan bahasa yang khas. Bahasa hukum 
dalam konteks adat tidak hanya berfungsi sebagai alat 
komunikasi, tetapi juga sebagai medium pewarisan 
nilai-nilai moral dan keadilan (Koentjaraningrat, 
2009). Bahasa lokal yang digunakan dalam hukum adat 
sering kali lebih ekspresif dan simbolik dibandingkan 
bahasa hukum formal negara. Sebagai contoh, dalam 
hukum adat Minangkabau, ungkapan “adat basandi 
syarak, syarak basandi kitabullah” mengandung nilai 
hukum sekaligus nilai spiritual yang tidak dapat 
disederhanakan menjadi rumusan normatif formal.

Menurut Atmadja (2013), keberadaan hukum 
adat menegaskan pentingnya pluralisme hukum di 
Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, pengakuan 
terhadap hukum adat menciptakan ruang bagi 
penggunaan bahasa lokal sebagai sarana hukum yang 
sah. Misalnya, istilah seperti “sanksi adat”, “denda adat”, 
atau “musyawarah kampung” mengandung makna 
sosial yang tidak dapat diterjemahkan secara literal ke 
dalam bahasa hukum formal. Analisis linguistik hukum 
dapat membantu memahami nuansa makna tersebut. 
Dalam masyarakat Bali, misalnya, istilah “awig-awig” 
merujuk pada aturan adat yang memiliki kekuatan 
mengikat kuat, bahkan sering lebih ditaati daripada 
hukum negara.
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Namun, tantangan muncul ketika hukum adat 
harus berinteraksi dengan hukum nasional yang 
menggunakan bahasa Indonesia formal. Proses 
translasi makna antara bahasa lokal dan bahasa hukum 
nasional sering menimbulkan reduksi makna (Subroto, 
2010). Oleh karena itu, perlu ada pendekatan linguistik 
interkultural agar esensi nilai hukum adat tetap 
terjaga saat diintegrasikan ke dalam sistem hukum 
negara. Sebagai contoh, ketika sanksi adat dijadikan 
pertimbangan dalam putusan pengadilan, hakim 
kerap menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan 
nilai restoratif adat ke dalam sanksi pidana formal.

Dengan demikian, hukum adat dan bahasa lokal 
menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sistem 
normatif, tetapi juga manifestasi dari identitas budaya. 
Keberagaman bahasa dalam hukum adat memperkaya 
sistem hukum nasional dengan nilai-nilai kemanusiaan 
dan keadilan sosial.

20.3.	Multibahasa dalam Sistem Hukum 
Indonesia

Indonesia merupakan negara multibahasa dengan 
lebih dari 700 bahasa daerah. Dalam konteks hukum, 
kondisi ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi 
komunikasi hukum dan penegakan keadilan. Bahasa 
Indonesia memang menjadi bahasa resmi hukum, namun 
realitas sosial menunjukkan bahwa banyak masyarakat 
masih lebih memahami bahasa daerah mereka sendiri. 
Hal ini berdampak pada pemahaman hukum di 
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tingkat lokal (Sneddon, 2003). Sebagai contoh, dalam 
pemeriksaan saksi di pengadilan daerah pedesaan, 
sering kali diperlukan penerjemah karena saksi tidak 
mampu berkomunikasi secara efektif dalam bahasa 
Indonesia formal.

Menurut Rahardjo (2006), penerapan bahasa hukum 
yang seragam di tengah masyarakat multibahasa berisiko 
menimbulkan kesenjangan pemahaman hukum. Oleh 
karena itu, pendekatan multibahasa dalam penyuluhan 
hukum dan proses peradilan menjadi penting untuk 
menjamin akses keadilan yang setara. Misalnya, 
penggunaan penerjemah resmi dalam persidangan 
atau penyuluhan hukum berbasis bahasa daerah. Di 
beberapa daerah seperti Papua dan Nusa Tenggara 
Timur, lembaga bantuan hukum bahkan menyusun 
brosur hukum dalam bahasa daerah setempat.

Selain itu, multibahasa juga mempengaruhi 
proses penyusunan dokumen hukum. Subroto (2010) 
mencatat bahwa istilah hukum yang diterjemahkan 
dari bahasa asing sering kali kehilangan makna aslinya 
atau menimbulkan interpretasi ganda. Oleh karena itu, 
lembaga bahasa hukum perlu memastikan bahwa setiap 
terjemahan mempertahankan makna substantif hukum 
dan mudah dipahami oleh masyarakat. Contoh klasik 
adalah terjemahan istilah “due process of law” yang 
kerap dipahami secara sempit hanya sebagai “proses 
hukum”, padahal secara konseptual memiliki makna 
procedural justice yang lebih luas.
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Kesimpulannya, multibahasa dalam sistem hukum 
Indonesia menuntut kebijakan linguistik yang adaptif. 
Pengakuan terhadap keragaman bahasa merupakan 
bentuk penghormatan terhadap hak budaya sekaligus 
langkah strategis dalam mewujudkan keadilan yang 
inklusif.

20.4.	Tantangan Penerjemahan Hukum di 
Indonesia

Penerjemahan hukum merupakan bidang yang 
kompleks karena menyangkut makna, struktur, dan 
implikasi hukum. Menurut Tiersma (1999), bahasa 
hukum memiliki karakteristik tersendiri seperti 
ketepatan terminologi, struktur kalimat panjang, dan 
gaya formal yang kaku. Dalam konteks Indonesia, 
penerjemahan dokumen hukum sering melibatkan 
konversi dari bahasa asing (terutama Inggris atau 
Belanda) ke bahasa Indonesia. Tantangan utama terletak 
pada menjaga kesetiaan makna tanpa mengorbankan 
kejelasan bahasa. Sebagai contoh, banyak perjanjian 
investasi internasional yang diterjemahkan secara 
literal sehingga menghasilkan kalimat panjang yang 
sulit dipahami oleh praktisi hukum lokal.

Subroto (2010) menegaskan bahwa penerjemahan 
hukum tidak hanya memerlukan kemampuan bahasa, 
tetapi juga pemahaman mendalam terhadap sistem 
hukum asal dan sistem hukum tujuan. Misalnya, istilah 
equity dalam sistem hukum Anglo-Saxon tidak memiliki 
padanan sempurna dalam sistem hukum Indonesia. 
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Penerjemah harus menafsirkan istilah tersebut 
berdasarkan konteks hukum dan sosial yang relevan. 
Kesalahan pemahaman istilah semacam ini dapat 
berdampak pada penerapan prinsip keadilan dalam 
kontrak dan penyelesaian sengketa.

Selain itu, kesalahan penerjemahan dapat 
berdampak langsung pada penegakan hukum. 
Kesalahan dalam menerjemahkan kata seperti “shall” 
atau “may” dapat mengubah derajat keharusan suatu 
norma hukum. Oleh karena itu, penerjemah hukum 
harus memiliki integritas akademik dan profesionalitas 
tinggi agar hasil terjemahannya akurat (Atmadja, 2013). 
Dalam beberapa kontrak internasional, kekeliruan 
menerjemahkan “shall” menjadi “dapat” telah memicu 
sengketa mengenai kewajiban para pihak.

Dengan demikian, penerjemahan hukum 
bukan hanya kegiatan linguistik, tetapi juga proses 
hermeneutik yang memerlukan keseimbangan antara 
ketepatan makna dan kejelasan komunikasi hukum. 
Penerapan standar nasional penerjemahan hukum di 
Indonesia menjadi kebutuhan mendesak dalam era 
globalisasi hukum.

20.5.	Kesetaraan Bahasa dalam Akses Keadilan

Kesetaraan bahasa merupakan prasyarat penting 
bagi akses keadilan. Masyarakat yang tidak memahami 
bahasa hukum formal berisiko mengalami ketidakadilan 
karena tidak mampu memahami hak dan kewajibannya 
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secara utuh. Menurut Rahardjo (2006), bahasa hukum 
yang terlalu teknis sering kali menjadi penghalang 
bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga 
hukum. Oleh karena itu, penyederhanaan bahasa 
hukum merupakan bagian dari reformasi peradilan 
yang berkeadilan. Sebagai contoh, banyak terdakwa di 
daerah terpencil tidak memahami isi dakwaan karena 
disampaikan dalam bahasa hukum yang kompleks.

Subroto (2010) menjelaskan bahwa kesetaraan 
bahasa juga berkaitan dengan hak atas penerjemah 
dalam proses hukum. Undang-Undang No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin hak 
setiap pihak yang tidak memahami bahasa Indonesia 
untuk didampingi penerjemah resmi. Namun, 
implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala, 
terutama di daerah terpencil. Beberapa perkara pidana 
di pengadilan daerah tercatat harus ditunda karena 
ketiadaan penerjemah bahasa daerah.

Selain itu, kesetaraan bahasa juga mencakup 
kemampuan lembaga hukum untuk mengkomunikasikan 
keputusan dan informasi hukum dalam bahasa yang 
dapat dipahami publik. Bahasa hukum yang inklusif dan 
mudah dimengerti akan memperkuat transparansi dan 
akuntabilitas peradilan. Hal ini sejalan dengan prinsip 
access to justice dalam hukum internasional (UNDP, 
2005). Misalnya, sejumlah pengadilan kini mulai 
mempublikasikan ringkasan putusan dalam bahasa 
yang lebih sederhana bagi masyarakat umum.
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Dengan demikian, kesetaraan bahasa bukan hanya 
isu linguistik, tetapi juga isu keadilan sosial. Reformasi 
bahasa hukum diperlukan agar hukum benar-benar 
dapat diakses, dipahami, dan dirasakan oleh seluruh 
lapisan masyarakat.

20.6.	 Bahasa Hukum dalam Konteks ASEAN

Integrasi hukum di kawasan Asia Tenggara membawa 
konsekuensi terhadap perkembangan bahasa hukum. 
ASEAN sebagai organisasi regional menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, sementara negara 
anggotanya memiliki sistem hukum dan bahasa nasional 
yang berbeda. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan 
harmonisasi istilah hukum lintas bahasa dan budaya 
(ASEAN Secretariat, 2019). Sebagai contoh, perjanjian 
ekstradisi dan kerja sama penegakan hukum lintas 
negara ASEAN disusun dalam bahasa Inggris sebagai 
lingua franca.

Menurut Atmadja (2013), bahasa hukum 
dalam konteks ASEAN menuntut kemampuan 
diplomasi linguistik yang tinggi. Istilah hukum yang 
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris harus tetap 
merepresentasikan nilai-nilai lokal dan sistem hukum 
nasional. Misalnya, istilah “musyawarah” dalam konteks 
hukum Indonesia sulit diterjemahkan secara tepat 
tanpa kehilangan makna kulturalnya. Sering kali istilah 
ini hanya diterjemahkan sebagai deliberation, padahal 
musyawarah mengandung nilai kolektivitas dan 
konsensus yang lebih kental.
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Selain itu, kerjasama hukum antarnegara ASEAN 
mendorong lahirnya konsep ASEAN Legal Language, 
yaitu upaya membangun kesepahaman terminologi 
hukum regional. Tiersma (1999) menegaskan bahwa 
pembakuan terminologi lintas negara memerlukan 
kerja sama ahli hukum dan ahli bahasa agar tidak terjadi 
distorsi makna. Upaya ini terlihat dalam penyusunan 
model perjanjian kerja sama hukum regional yang 
menggunakan terminologi bersama yang disepakati.

Dengan demikian, bahasa hukum dalam konteks 
ASEAN bukan sekadar alat komunikasi regional, tetapi 
juga simbol identitas hukum nasional yang harus dijaga. 
Upaya untuk mengintegrasikan hukum di kawasan 
harus tetap menghormati keberagaman linguistik dan 
kultural negara-negara anggotanya.

Tabel 12. Perbandingan Bahasa Hukum Nasional, 
Hukum Adat, dan Hukum Regional ASEAN

Aspek Per-
bandingan

Bahasa Hu-
kum Nasion-
al (Indonesia)

Bahasa Hu-
kum Adat

Bahasa Hu-
kum Region-

al ASEAN

Dasar Sistem 
Hukum

Hukum neg-
ara (civil law) 
berdasarkan 
peraturan pe-
rundang-un-
dangan

Hukum ke-
biasaan mas-
yarakat lokal 
(living law)

Kerja sama hu-
kum antar-
negara ang-
gota ASEAN

Bahasa yang 
Digunakan

Bahasa In-
donesia baku 
dan formal

Bahasa daerah/
lokal (Minangk-
abau, Bali, Day-
ak, Papua, dll.)

Bahasa Ing-
gris sebagai 
lingua franca



Bahasa Hukum dalam Konteks Multikultural | 219

Aspek Per-
bandingan

Bahasa Hu-
kum Nasion-
al (Indonesia)

Bahasa Hu-
kum Adat

Bahasa Hu-
kum Region-

al ASEAN

Sifat Bahasa Formal, teknis, 
baku, normatif

Simbolik, ek-
spresif, kontek-
stual, kultural

Formal, diplo-
matik, tek-
nokratis

Struktur 
Kalimat

Panjang, kom-
pleks, siste-
matis, hierarkis

Lebih sederha-
na, sering be-
rupa ungka-
pan adat atau 
peribahasa

Ringkas, pre-
sisi interna-
sional, stan-
dar perjanjian

Terminologi
Distandardisa-
si (UU, PP, Per-
pres, Putusan)

Tidak baku, 
berbasis nilai 
lokal (awig-aw-
ig, sanksi adat, 
musyawar-
ah kampung)

Distandardisasi 
regional (trea-
ty, extradition, 
mutual legal 
assistance)

Tujuan Uta-
ma Bahasa

Menjamin ke-
pastian hu-
kum nasional

Menjaga har-
moni sosial 
dan keseim-
bangan adat

Menjamin kes-
eragaman ker-
ja sama hukum 
lintas negara

Subjek Peng-
guna

Hakim, jaksa, 
advokat, no-
taris, pem-
bentuk UU

Pemangku 
adat, tokoh 
masyarakat, 
komunitas lokal

Pemerin-
tah, diplomat, 
aparat penegak 
hukum ASEAN

Prinsip 
Dominan

Kepastian hu-
kum dan le-
gal formalism

Keadilan ko-
munal dan 
restoratif

Harmonisa-
si hukum dan 
kerja sama 
regional

Fleksibili-
tas Bahasa

Rendah (teri-
kat kaidah pe-
rundang-un-
dangan)

Tinggi (dise-
suaikan kon-
teks sosial)

Sedang (terikat 
kesepakatan 
internasional)
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Aspek Per-
bandingan

Bahasa Hu-
kum Nasion-
al (Indonesia)

Bahasa Hu-
kum Adat

Bahasa Hu-
kum Region-

al ASEAN

Potensi Am-
biguitas

Rendah se-
cara normat-
if, tetapi masih 
mungkin se-
cara semantik

Tinggi karena 
simbolik dan 
kontekstual

Rendah–se-
dang, tergan-
tung kualitas 
penerjemahan

Hubun-
gan den-
gan Budaya

Relatif ne-
tral budaya

Sangat lekat 
dengan iden-
titas budaya

Multikultural 
lintas negara

Contoh Is-
tilah Khas

“Wajib”, “dapat”, 
“putusan”, 
“izin”, “sank-
si pidana”

“Awig-awig”, 
“denda adat”, 
“musyawarah”, 
“kearifan lokal”

“Treaty”, “ex-
tradition”, 
“mutual rec-
ognition ar-
rangement 
(MRA)”

Contoh Do-
kumen

Undang-Un-
dang, Peratur-
an Pemerin-
tah, Putusan 
MA/MK

Peraturan 
adat, awig-aw-
ig desa, kepu-
tusan lem-
baga adat

Perjanjian ASE-
AN, MoU lin-
tas negara

Masalah Uta-
ma yang Di-
hadapi

Bahasa terlalu 
teknis dan eli-
tis bagi mas-
yarakat awam

Sulit diter-
jemahkan ke 
bahasa hu-
kum nasional

Risiko distor-
si makna dalam 
penerjemahan

Pendekat-
an Linguis-
tik yang Dib-
utuhkan

Linguis-
tik normatif 
dan legislatif

Linguistik an-
tropologis 
dan etnogra-
fi hukum

Linguistik hu-
kum inter-
nasional dan 
terjemahan
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Analisis Kritis Bahasa Hukum Nasional, Hukum 
Adat, dan Hukum Regional ASEAN dalam 
Perspektif Multikultural

Perbandingan antara bahasa hukum nasional, 
hukum adat, dan hukum regional ASEAN menunjukkan 
bahwa bahasa hukum tidak pernah berdiri sebagai 
instrumen netral semata, melainkan selalu terikat pada 
sistem nilai, struktur kekuasaan, dan konteks sosial-
budaya yang melingkupinya. Bahasa hukum nasional 
di Indonesia beroperasi dalam kerangka hukum negara 
yang bercorak positivistik-formal, sementara bahasa 
hukum adat tumbuh dalam ruang budaya lokal yang 
bersifat komunal dan kontekstual. Di sisi lain, bahasa 
hukum regional ASEAN berada dalam ranah kerja sama 
internasional yang menuntut standarisasi terminologi 
lintas negara dan lintas sistem hukum. Ketiga ranah ini 
membentuk spektrum bahasa hukum yang tidak hanya 
berbeda secara linguistik, tetapi juga secara ideologis 
dan fungsional.

Bahasa hukum nasional dicirikan oleh sifatnya 
yang formal, teknis, baku, dan normatif. Bahasa ini 
dirancang untuk menjamin kepastian hukum melalui 
rumusan yang presisi dan terstandar, sebagaimana 
terlihat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 
maupun putusan pengadilan. Keunggulan utama 
bahasa hukum nasional terletak pada kemampuannya 
menciptakan stabilitas normatif dan keseragaman 
penerapan hukum. Namun, pada saat yang sama, sifat 
teknokratis dan struktur kalimat yang panjang serta 
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kompleks sering kali membuatnya sulit dipahami oleh 
masyarakat awam. Kondisi ini menimbulkan apa yang 
oleh Rahardjo (2006) disebut sebagai “jarak linguistik” 
antara hukum dan masyarakat, yang pada akhirnya 
berpotensi melemahkan akses keadilan.

Berbeda dengan bahasa hukum nasional, bahasa 
hukum adat bersifat sangat kontekstual, simbolik, dan 
kultural. Bahasa hukum adat tidak hanya berfungsi 
sebagai alat normatif, tetapi juga sebagai media ekspresi 
nilai, identitas, dan harmoni sosial. Penggunaan istilah 
seperti awig-awig, denda adat, atau musyawarah 
kampung mengandung makna sosial yang tidak 
sepenuhnya dapat direduksi menjadi norma tertulis. 
Fleksibilitas bahasa hukum adat merupakan keunggulan 
utamanya karena memungkinkan penyesuaian 
dengan dinamika sosial masyarakat setempat. Namun, 
fleksibilitas ini sekaligus menjadi kelemahannya ketika 
berhadapan dengan sistem hukum nasional yang 
menuntut kepastian tertulis dan pembuktian formal. 
Perbedaan karakter ini sering menimbulkan ketegangan 
antara hukum negara dan hukum adat, terutama 
ketika terjadi proses formalisasi hukum adat ke dalam 
peraturan daerah atau kebijakan nasional.

Dalam konteks hukum regional ASEAN, bahasa 
hukum memainkan fungsi yang berbeda lagi. Bahasa 
Inggris sebagai lingua franca kawasan digunakan untuk 
menjembatani perbedaan sistem hukum, budaya, dan 
bahasa nasional negara-negara anggota. Bahasa hukum 
ASEAN bersifat diplomatik, teknokratis, dan sangat 
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terstandarisasi, terutama dalam perjanjian regional, 
ekstradisi, dan kerja sama bantuan hukum timbal balik 
(mutual legal assistance). Keunggulan bahasa hukum 
regional terletak pada kemampuannya menciptakan 
keseragaman makna dalam lintas negara. Namun, 
penggunaan bahasa asing sebagai medium utama juga 
mengandung risiko distorsi makna ketika konsep-
konsep hukum nasional diterjemahkan ke dalam 
terminologi internasional yang tidak selalu sepadan 
secara filosofis dan kultural.

Secara kritis dapat dikatakan bahwa ketiga sistem 
bahasa hukum ini mencerminkan tiga orientasi keadilan 
yang berbeda. Bahasa hukum nasional berorientasi 
pada kepastian hukum (legal certainty), bahasa hukum 
adat berorientasi pada keadilan komunal dan restoratif, 
sementara bahasa hukum ASEAN berorientasi pada 
harmonisasi dan integrasi regional. Perbedaan orientasi 
ini menjelaskan mengapa sering terjadi gesekan ketika 
ketiganya dipertemukan dalam praktik. Misalnya, ketika 
sengketa masyarakat adat harus diselesaikan melalui 
mekanisme peradilan negara, terjadi pergeseran dari 
bahasa yang berbasis mufakat menuju bahasa yang 
berbasis pembuktian formal. Demikian pula, ketika 
hukum nasional Indonesia harus disesuaikan dengan 
perjanjian ASEAN, terjadi penyesuaian terminologi dan 
struktur bahasa yang tidak selalu mudah dilakukan.

Dari perspektif linguistik hukum, perbandingan 
ini menegaskan bahwa persoalan bahasa tidak pernah 
sekadar persoalan teknis redaksional, melainkan 
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menyentuh aspek ideologis dan sosiologis hukum. 
Bahasa hukum nasional yang kaku dan elitis berpotensi 
mengeksklusi masyarakat yang tidak memiliki literasi 
hukum memadai. Sebaliknya, bahasa hukum adat yang 
sangat kontekstual berpotensi kehilangan kepastian 
ketika diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara. 
Sementara itu, bahasa hukum ASEAN menghadapi 
tantangan menjaga representasi nilai lokal di tengah 
tuntutan standarisasi global.

Implikasi penting dari analisis ini adalah perlunya 
pendekatan linguistik hukum yang pluralistik dan 
interkultural. Bahasa hukum nasional perlu terus 
didorong agar lebih komunikatif tanpa kehilangan 
presisi normatifnya. Hukum adat perlu diperlakukan 
bukan sekadar sebagai objek formalisasi, tetapi sebagai 
sistem bahasa hukum yang hidup dengan logika dan 
nilai sendiri. Adapun bahasa hukum regional ASEAN 
membutuhkan strategi penerjemahan hukum yang 
tidak hanya akurat secara terminologis, tetapi juga 
sensitif terhadap perbedaan sistem hukum dan budaya 
hukum masing-masing negara anggota.

Dengan demikian, bahasa hukum dalam konteks 
multikultural tidak dapat dipahami dalam satu kerangka 
tunggal. Ia harus dibaca sebagai medan pertemuan 
antara kepastian normatif, keadilan kultural, dan 
integrasi regional. Harmonisasi ketiga ranah bahasa 
hukum ini menjadi tantangan besar bagi pembangunan 
hukum Indonesia di era globalisasi. Reformasi hukum 
yang berkeadilan tidak hanya menuntut pembaruan 
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substansi norma, tetapi juga pembaruan cara hukum 
berbicara kepada masyarakatnya, baik dalam bahasa 
negara, bahasa adat, maupun bahasa regional 
internasional.

Analisis Terintegrasi dalam Perspektif 
Pluralisme Hukum, Legal Culture, dan Access to 
Justice

Perbandingan bahasa hukum nasional, hukum 
adat, dan hukum regional ASEAN menegaskan secara 
empiris tesis utama pluralisme hukum, bahwa dalam 
satu ruang sosial bekerja lebih dari satu sistem hukum 
dengan logika, bahasa, dan orientasi keadilan yang 
berbeda (Griffiths, 1986). Bahasa hukum nasional 
merepresentasikan hukum negara yang berwatak 
formal-positivistik, hukum adat mencerminkan hukum 
yang hidup (living law), sedangkan bahasa hukum 
ASEAN menghadirkan dimensi hukum transnasional 
yang bersifat teknokratis dan diplomatik. Ketiganya 
tidak berada dalam relasi hierarkis semata, melainkan 
dalam interaksi yang dinamis dan sering kali tegang.

Dalam perspektif legal culture, perbedaan karakter 
bahasa hukum tersebut mencerminkan perbedaan cara 
masyarakat memaknai hukum. Bahasa hukum nasional 
membangun budaya hukum yang rasional-formal 
dan berbasis kepastian normatif; bahasa hukum adat 
membentuk budaya hukum komunal yang berorientasi 
pada harmoni dan pemulihan; sedangkan bahasa 
hukum ASEAN membentuk budaya hukum regional 
yang menekankan konsensus, stabilitas, dan koordinasi 
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lintas negara. Dengan demikian, bahasa hukum bukan 
sekadar instrumen teknis, tetapi merupakan ekspresi 
dari sistem nilai dan orientasi sosial yang melandasi 
bekerjanya hukum.

Dari perspektif access to justice, perbedaan bahasa 
hukum ini memiliki implikasi langsung terhadap 
keterjangkauan hukum oleh masyarakat. Dominasi 
bahasa hukum nasional yang teknis berpotensi 
menciptakan eksklusi bagi masyarakat adat dan 
kelompok rentan yang tidak sepenuhnya menguasai 
bahasa hukum formal. Sebaliknya, bahasa hukum adat 
lebih aksesibel secara kultural, tetapi sering kehilangan 
kekuatan formal ketika berhadapan dengan negara. Di 
tingkat ASEAN, penggunaan bahasa Inggris memperluas 
kerja sama regional, namun sekaligus menciptakan 
jarak linguistik bagi masyarakat non-elit hukum.

Secara konseptual, integrasi ketiga perspektif 
ini menunjukkan bahwa penguatan sistem hukum 
Indonesia menuntut pendekatan bahasa hukum yang 
pluralistik, sensitif budaya, dan berorientasi pada 
keadilan substantif. Bahasa hukum yang hanya mengejar 
kepastian normatif tanpa mempertimbangkan budaya 
hukum dan akses keadilan berisiko memperlebar jurang 
antara hukum dan masyarakat.
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BAB XXI
Bahasa Hukum dalam  
Kajian Forensik

21.1.	Hakikat Bahasa Hukum dalam Perspektif 
Forensik

Bahasa hukum merupakan ragam bahasa khusus 
(specialized language) yang digunakan dalam ranah 
hukum, baik dalam perundang-undangan, putusan 
pengadilan, kontrak, maupun proses peradilan secara 
keseluruhan. Menurut Tiersma (1999), bahasa hukum 
memiliki karakter yang konservatif, formal, preskriptif, 
dan sarat dengan istilah teknis.

Dalam kajian linguistik forensik, bahasa hukum 
dipahami tidak hanya sebagai alat komunikasi normatif, 
tetapi juga sebagai objek analisis ilmiah yang dapat 
dijadikan dasar pembuktian hukum (Gibbons, 2003; 
Coulthard & Johnson, 2010). Bahasa hukum menjadi 
pusat perhatian karena makna suatu kata, frasa, atau 
kalimat dapat menentukan ada tidaknya konsekuensi 
pidana atau perdata.
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Contoh

“Menimbang bahwa terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.”

Frasa “secara sah dan meyakinkan” merupakan 
konstruksi khas bahasa hukum yang menunjukkan 
terpenuhinya standar pembuktian pidana. Secara 
semantik, frasa ini menandakan kepastian hukum, 
sementara secara pragmatik berfungsi sebagai 
legitimasi yuridis terhadap putusan hakim. Dalam 
perspektif forensik, analisis bahasa seperti ini penting 
karena satu kesalahan formulasi dapat berdampak pada 
cacat hukum suatu putusan (Tiersma, 1999).

Bahasa hukum dalam kajian forensik bukan sekadar 
alat penyampai norma, tetapi juga merupakan objek 
kajian ilmiah yang menentukan validitas pembuktian 
dan keadilan hukum.

21.2.	Karakteristik Linguistik Bahasa Hukum

Bahasa hukum memiliki karakteristik utama 
berupa: (1) tingkat formalitas tinggi, (2) struktur 
sintaksis kompleks, (3) kosakata teknis dan serapan, (4) 
sifat preskriptif, serta (5) kecenderungan menghindari 
ambiguitas walaupun dalam praktiknya masih sering 
muncul penafsiran ganda (Halliday & Hasan, 1989; 
Tiersma, 1999).

Menurut Gibbons (2003), kompleksitas struktur 
bahasa hukum terjadi karena tuntutan ketepatan makna 



Bahasa Hukum dalam Kajian Forensik | 229

dan kebutuhan mengakomodasi berbagai kemungkinan 
hukum dalam satu rumusan.

Contoh

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
menguasai barang yang seluruhnya atau sebagian 
adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun.”

Kalimat tersebut memiliki bentuk panjang 
bertingkat dengan banyak klausul. Frasa “dengan 
sengaja” mengandung unsur kesengajaan sebagai syarat 
pertanggungjawaban pidana, sedangkan “tanpa hak” 
berkaitan dengan legitimasi kepemilikan. Dari sudut 
linguistik forensik, unsur-unsur ini harus ditafsirkan 
secara presisi karena menentukan terpenuhinya unsur 
delik pidana (Coulthard & Johnson, 2010).

Karakteristik linguistik bahasa hukum yang 
kompleks menjadikannya membutuhkan analisis 
linguistik forensik agar terhindar dari multitafsir yang 
berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

21.3.	Bahasa Hukum sebagai Alat Bukti dalam 
Proses Peradilan

Dalam sistem pembuktian, bahasa hadir sebagai 
medium utama dalam hampir seluruh alat bukti: 
keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, 
surat, dan alat bukti elektronik. Setiap bentuk ujaran 
dapat dianalisis untuk mengungkap makna, niat, serta 
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hubungan kausalitas dalam tindak pidana (Gibbons, 
2003; Olsson, 2008).

Coulthard dan Johnson (2010) menegaskan bahwa 
bahasa sebagai alat bukti tidak dapat dilepaskan dari 
konteks sosial, psikologis, dan situasional penuturnya.

Contoh

Pesan singkat:

“Kalau kamu berani lapor polisi, akibatnya kamu 
tanggung sendiri.”

Secara pragmatik, kalimat tersebut mengandung 
tindak tutur ancaman. Daya ilokusinya bukan sekadar 
menyampaikan informasi, melainkan menimbulkan rasa 
takut pada penerima pesan. Dalam pembuktian pidana, 
analisis kebahasaan ini dapat memperkuat unsur 
ancaman meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit 
dengan kata “ancam” (Olsson, 2008).

Bahasa merupakan alat bukti utama dalam proses 
peradilan yang dapat dianalisis secara ilmiah untuk 
mengungkap unsur tindak pidana secara objektif.

21.4.	Analisis Bahasa dalam Dokumen Forensik

Dokumen forensik mencakup kontrak, perjanjian, 
wasiat, surat ancaman, BAP, serta dokumen elektronik. 
Analisis linguistik terhadap dokumen ini meliputi 
analisis leksikal, sintaksis, stilistika, dan idiolek untuk 
mengungkap kepengarangan, keaslian, serta maksud 
tersembunyi (Coulthard & Johnson, 2010; Olsson, 2008).
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Contoh

Dua surat anonim memiliki kesamaan dalam 
penggunaan singkatan, pola kesalahan ejaan, serta 
struktur kalimat tidak lengkap.

Kesamaan pola kebahasaan tersebut dapat menjadi 
indikator kuat bahwa kedua dokumen ditulis oleh orang 
yang sama. Namun, analisis harus mempertimbangkan 
kemungkinan kesamaan akibat faktor sosial, pendidikan, 
atau kebiasaan kelompok. Oleh karena itu, kesimpulan 
kepengarangan harus berbasis pada akumulasi bukti 
linguistik, bukan satu ciri saja (Coulthard & Johnson, 
2010).

Analisis dokumen forensik berfungsi untuk 
menentukan keaslian, kepengarangan, dan makna 
hukum suatu teks secara ilmiah.

21.5.	Bahasa Hukum dalam Interogasi dan 
Pemeriksaan Forensik

Interogasi merupakan peristiwa tutur yang memiliki 
implikasi hukum serius. Bahasa yang digunakan dalam 
proses pemeriksaan harus netral, tidak menekan, dan 
tidak menggiring jawaban. Menurut Gibbons (2003), 
pertanyaan sugestif dalam interogasi berpotensi 
melahirkan pengakuan yang tidak autentik.

Dalam kajian pragmatik forensik, tindak tutur 
dalam interogasi dianalisis untuk menilai ada tidaknya 
paksaan linguistik (Olsson, 2008).
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Contoh

Pertanyaan sugestif:

“Kamu memukul korban karena emosi, bukan?”

Pertanyaan tersebut mengandung praduga 
bersalah dan mengarahkan jawaban responden. Secara 
pragmatik, pertanyaan ini memosisikan tersangka 
pada situasi defensif dan cenderung memunculkan 
bias jawaban. Dalam hukum, kondisi seperti ini dapat 
melemahkan nilai pembuktian keterangan yang 
diperoleh (Gibbons, 2003).

Bahasa dalam interogasi harus digunakan secara 
netral agar keterangan yang diperoleh sah secara 
hukum dan valid secara ilmiah.

21.6.	Peran Bahasa Hukum dalam Putusan dan 
Argumentasi Yuridis

Putusan hakim merupakan produk bahasa hukum 
yang sangat menentukan nasib hukum seseorang. 
Bahasa putusan bersifat argumentatif, preskriptif, dan 
final. Menurut Tiersma (1999), struktur bahasa dalam 
putusan mencerminkan logika yuridis yang digunakan 
hakim dalam menarik kesimpulan hukum.

Dalam perspektif linguistik forensik, putusan dapat 
dianalisis dari aspek wacana, argumentasi, serta kohesi 
dan koherensi norma (Coulthard & Johnson, 2010).



Bahasa Hukum dalam Kajian Forensik | 233

Contoh

“Dengan memperhatikan seluruh alat bukti yang 
sah, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur 
pasal yang didakwakan telah terpenuhi.”

Kalimat tersebut menunjukkan konstruksi 
argumentatif yang menghubungkan fakta, alat bukti, 
dan norma hukum. Frasa “majelis hakim berpendapat” 
menandakan posisi otoritatif hakim sebagai penghasil 
kebenaran hukum. Dalam kajian forensik, analisis 
bahasa putusan penting untuk menilai konsistensi 
logika hukum serta potensi keberatan dalam upaya 
hukum lanjutan (banding atau kasasi).

Bahasa dalam putusan pengadilan merupakan 
wujud akhir dari operasionalisasi bahasa hukum yang 
memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.

Bahasa hukum dalam kajian forensik merupakan 
entitas yang kompleks dan multidimensional. Ia 
berfungsi sebagai sarana komunikasi normatif, alat 
bukti, objek analisis ilmiah, serta medium argumentasi 
yuridis dalam putusan pengadilan. Dengan pendekatan 
linguistik forensik, bahasa hukum dapat dianalisis 
secara sistematis untuk mengungkap makna, niat, 
kepengarangan, serta kekuatan pembuktian secara 
objektif, sehingga keadilan hukum dapat ditegakkan 
secara lebih akurat dan rasional.





Assoc. Prof. Dr. Aryusmar

BAB XXII
Peran Ahli Linguistik Forensik 
dalam Penegakan Bahasa Hukum

22.1.	 Konsep Penegakan Bahasa Hukum dalam 
Perspektif Linguistik Forensik

Penegakan bahasa hukum merupakan bagian 
integral dari penegakan hukum secara keseluruhan 
karena hukum bekerja melalui bahasa sebagai medium 
utama normativitasnya. Tiersma (1999) menegaskan 
bahwa bahasa hukum bukan sekadar alat komunikasi, 
tetapi juga instrumen kekuasaan yang menentukan 
hak dan kewajiban subjek hukum. Dalam perspektif 
linguistik forensik, penegakan bahasa hukum dipahami 
sebagai upaya sistematis untuk memastikan bahwa 
penggunaan bahasa dalam proses hukum memenuhi 
asas kejelasan, presisi, dan keberterimaan makna 
(Coulthard & Johnson, 2010).

Bahasa hukum yang ambigu atau tidak presisi 
dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum (legal 
uncertainty), yang bertentangan dengan asas kepastian 
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hukum sebagai prinsip fundamental dalam negara 
hukum (Butt & Castle, 2013).

Contoh

Dalam sebuah peraturan daerah digunakan frasa 
“dalam keadaan tertentu” tanpa penjelasan batasan 
keadaan tersebut. Akibatnya, aparat memiliki tafsir 
berbeda dalam penerapannya terhadap warga.

Dari sudut pandang linguistik forensik, frasa 
“dalam keadaan tertentu” merupakan bentuk vagueness 
(kekaburan makna). Menurut teori semantik hukum, 
kekaburan semacam ini membuka ruang interpretasi 
subjektif dan penyalahgunaan kewenangan (Gibbons, 
2003). Ahli linguistik forensik berperan mengidentifikasi 
bentuk-bentuk ketidakjelasan tersebut dan 
merekomendasikan perumusan ulang yang lebih 
eksplisit.

Penegakan bahasa hukum dalam perspektif linguistik 
forensik menekankan bahwa kepastian hukum hanya 
dapat terwujud apabila bahasa hukum dirumuskan 
secara jelas, presisi, dan bebas dari ambiguitas.

22.2.	Peran Ahli dalam Menjamin Kejelasan dan 
Kepastian Makna Bahasa Hukum

Kejelasan makna (clarity) dan kepastian makna 
(certainty) merupakan karakter utama bahasa hukum 
modern. Tiersma dan Solan (2012) menyatakan bahwa 
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bahasa hukum idealnya bersifat univokal, yakni satu 
bentuk bahasa untuk satu makna hukum. Dalam praktik, 
prinsip ini sering dilanggar karena penggunaan istilah 
umum, metaforis, atau kabur.

Ahli linguistik forensik berfungsi sebagai penjamin 
kejelasan makna melalui analisis semantik, pragmatik, 
dan kontekstual terhadap teks hukum (Coulthard et al., 
2017).

Contoh

Dalam kontrak kerja terdapat klausul: “Perusahaan 
berhak mengambil tindakan yang dianggap perlu.” 
Klausul ini dipersoalkan karena maknanya terlalu luas.

Melalui analisis semantik, frasa “dianggap perlu” 
dikategorikan sebagai ekspresi evaluatif subjektif 
yang tidak memiliki ukuran objektif. Menurut Gibbons 
(2003), ekspresi semacam ini berpotensi melanggar asas 
keadilan prosedural karena menciptakan ketimpangan 
kekuasaan antara para pihak. Ahli linguistik forensik 
kemudian merekomendasikan perumusan yang lebih 
terukur, misalnya dengan mencantumkan jenis tindakan 
dan batasannya secara eksplisit.

Peran ahli linguistik forensik dalam menjamin 
kejelasan dan kepastian makna sangat krusial untuk 
mencegah penyalahgunaan bahasa hukum dan 
melindungi hak subjek hukum.
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22.3.	Peran Ahli dalam Pengawasan Bahasa 
Hukum pada Produk Perundang-undangan

Dalam teori perundang-undangan modern, salah 
satu asas pembentukan peraturan yang baik adalah asas 
kejelasan rumusan (clarity of formulation). Menurut 
Butt dan Castle (2013), peraturan yang baik harus 
dapat dipahami oleh warga negara tanpa memerlukan 
penafsiran yang berlebihan.

Linguistik forensik berperan sebagai pendekatan 
ilmiah untuk menguji kualitas kebahasaan produk 
legislasi melalui analisis leksikal, sintaktis, dan pragmatik 
(Olsson, 2008).

Contoh

Dalam undang-undang digunakan istilah 
“kepentingan umum” sebagai dasar pengambilalihan 
hak atas tanah tanpa definisi operasional.

Istilah “kepentingan umum” merupakan konsep 
abstrak yang bersifat terbuka. Menurut teori vagueness 
dalam bahasa hukum, konsep yang terlalu abstrak 
memungkinkan terjadinya ekspansi makna secara 
sewenang-wenang (Tiersma & Solan, 2012). Ahli 
linguistik forensik dapat memberikan batasan makna 
berdasarkan konteks sosial, historis, dan yuridis untuk 
mencegah perluasan tafsir yang merugikan warga.

Pengawasan ahli linguistik forensik terhadap bahasa 
perundang-undangan merupakan instrumen penting 
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untuk menjamin kualitas regulasi dan perlindungan 
hak-hak masyarakat.

22.4.	Peran Ahli dalam Penegakan Bahasa Hukum 
di Lembaga Penegak Hukum

Dalam sistem peradilan, bahasa digunakan secara 
intensif dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga 
putusan. Gibbons (2003) menyebut proses ini sebagai 
institutional discourse yang memiliki kekuatan koersif. 
Bahasa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dakwaan, 
dan tuntutan harus mencerminkan peristiwa bahasa 
secara akurat tanpa distorsi makna.

Ahli linguistik forensik berperan mengontrol 
akurasi representasi bahasa lisan ke dalam bentuk 
tulisan hukum (Coulthard & Johnson, 2010).

Contoh

Pernyataan tersangka dalam pemeriksaan lisan 
berbunyi, “Saya mungkin mengikuti mereka.” Namun 
dalam BAP tertulis menjadi, “Saya mengikuti mereka.”

Perubahan modalitas dari “mungkin” menjadi 
bentuk deklaratif tanpa penanda keraguan menunjukkan 
adanya pergeseran makna yang signifikan. Menurut 
teori pragmatik forensik, perubahan kecil dalam 
modalitas dapat berdampak besar terhadap konstruksi 
kesalahan hukum (Coulthard et al., 2017). Dalam konteks 
ini, ahli linguistik forensik dapat membuktikan bahwa 
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BAP tidak sepenuhnya merepresentasikan tuturan asli 
tersangka.

Ahli linguistik forensik berperan sebagai penjaga 
akurasi bahasa dalam seluruh dokumen penegakan 
hukum agar tidak terjadi distorsi makna yang merugikan 
pihak tertentu.

22.5.	Peran Ahli dalam Penyelesaian Sengketa 
Bahasa Hukum

Sengketa bahasa hukum biasanya terjadi akibat 
perbedaan penafsiran terhadap teks hukum, terutama 
dalam kontrak, perjanjian, dan putusan. Menurut Solan 
dan Tiersma (2005), hakim sering kali dihadapkan pada 
konflik interpretasi yang tidak dapat diselesaikan hanya 
dengan intuisi bahasa awam. Di sinilah ahli linguistik 
forensik berperan sebagai penafsir ilmiah (scientific 
interpreter).

Contoh

Dalam kontrak disebutkan “pembayaran dilakukan 
segera setelah pekerjaan selesai”. Salah satu pihak 
menafsirkan “segera” sebagai hari yang sama, pihak lain 
menafsirkannya dalam hitungan minggu.

Kata “segera” merupakan adverbia waktu yang 
bersifat elastis dan bergantung pada konteks. Analisis 
pragmatik menunjukkan bahwa tanpa batasan 
waktu yang eksplisit, frasa tersebut sangat rentan 
menimbulkan wanprestasi tafsir (Coulthard & Johnson, 
2010). Ahli linguistik forensik kemudian memberikan 
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penafsiran berbasis konteks kontraktual dan praktik 
kebahasaan umum.

Dalam sengketa bahasa hukum, ahli linguistik 
forensik menjadi rujukan ilmiah utama untuk 
menafsirkan makna teks secara objektif dan dapat 
dipertanggungjawabkan.

22.6.	Tantangan dan Prospek Peran Ahli 
Linguistik Forensik dalam Penegakan 
Bahasa Hukum

Tantangan utama linguistik forensik di negara 
berkembang meliputi keterbatasan pengakuan 
institusional, kurangnya regulasi profesi, serta 
minimnya pemahaman aparat terhadap peran linguistik 
dalam hukum (Olsson & Luchjenbroers, 2013). Di sisi 
lain, perkembangan kejahatan berbasis digital justru 
memperluas ruang kerja ahli linguistik forensik, 
khususnya dalam kasus ujaran kebencian, hoaks, dan 
kejahatan siber.

Contoh

Meningkatnya kasus pencemaran nama baik melalui 
media sosial menuntut kehadiran ahli linguistik untuk 
menilai unsur makna, intensi, dan dampak sosial suatu 
ujaran.

Prospek linguistik forensik semakin terbuka seiring 
meningkatnya kebutuhan akan pembuktian berbasis 
bahasa dalam sistem peradilan modern. Namun, tanpa 
kerangka regulasi dan sertifikasi nasional, posisi ahli 
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masih rawan diperdebatkan secara kelembagaan. Oleh 
karena itu, penguatan kurikulum, asosiasi profesi, 
dan regulasi pemerintah menjadi kebutuhan strategis 
(Gibbons, 2003; Olsson, 2008).

Meskipun menghadapi tantangan struktural dan 
regulatif, prospek peran ahli linguistik forensik dalam 
penegakan bahasa hukum sangat menjanjikan di era 
digital.

Ahli linguistik forensik memainkan peran strategis 
dalam penegakan bahasa hukum melalui pengawalan 
kejelasan makna, pengawasan bahasa perundang-
undangan, kontrol akurasi bahasa penegak hukum, serta 
penyelesaian sengketa berbasis teks. Dengan dasar 
teori linguistik modern dan pendekatan ilmiah yang 
objektif, keberadaan ahli linguistik forensik menjadi 
pilar penting bagi terwujudnya kepastian hukum dan 
keadilan substantif.



Assoc. Prof. Dr. Aryusmar

BAB XXIII
Peran Ahli Linguistik  
Forensik di Pengadilan

23.1.	Kedudukan Ahli Linguistik Forensik dalam 
Sistem Pembuktian

Dalam sistem peradilan modern, keterangan ahli 
merupakan salah satu alat bukti yang sah dan diakui 
dalam hukum acara pidana maupun perdata. Secara 
umum, ahli berfungsi membantu hakim memahami 
aspek teknis yang berada di luar kapasitas pengetahuan 
hukum murni (Marpaung, 2014). Dalam konteks linguistik 
forensik, ahli bahasa memberikan keterangan ilmiah 
mengenai makna ujaran, niat penutur, kepengarangan 
teks, serta kekuatan ilokusi suatu tuturan (Coulthard & 
Johnson, 2010; Gibbons, 2003).

Tiersma (1999) menegaskan bahwa bahasa hukum 
tidak selalu dapat dipahami secara literal karena 
karakteristiknya yang formal, teknis, dan sering kali 
ambigu. Oleh karena itu, peran ahli linguistik menjadi 
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sangat penting untuk menjembatani pemahaman 
linguistik dan interpretasi yuridis.

Contoh

Dalam perkara pencemaran nama baik di media 
sosial, hakim meminta keterangan ahli linguistik 
untuk menilai apakah frasa “pemimpin bodoh dan tidak 
bermoral” tergolong penghinaan atau kritik.

Ungkapan “bodoh dan tidak bermoral” secara 
semantik mengandung evaluasi negatif, tetapi secara 
pragmatik maknanya bergantung pada konteks 
komunikasi dan tujuan penutur. Tanpa keterangan 
ahli, hakim dapat menafsirkan ujaran tersebut 
hanya berdasarkan intuisi pribadi. Kehadiran ahli 
memungkinkan analisis lebih objektif berdasarkan teori 
makna, konteks situasi, dan relasi kekuasaan dalam 
wacana publik (Coulthard & Johnson, 2010).

Ahli linguistik forensik berkedudukan sebagai 
pemberi penjelasan ilmiah yang membantu hakim 
menafsirkan bahasa secara objektif dalam sistem 
pembuktian.

23.2.	Kompetensi dan Kualifikasi Ahli Linguistik 
Forensik

Ahli linguistik forensik harus memiliki latar 
belakang pendidikan linguistik yang kuat, khususnya 
dalam bidang fonetik, semantik, pragmatik, stilistika, 
dan analisis wacana (Olsson, 2008). Selain kompetensi 
linguistik, ahli juga harus memahami prinsip dasar 
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hukum acara agar mampu menyusun keterangan yang 
relevan dengan kebutuhan pembuktian (Gibbons, 2003).

Kode etik keahlian menuntut ahli untuk bersikap 
objektif, independen, serta tidak memihak kepada salah 
satu pihak (Coulthard & Johnson, 2010).

Contoh
Seorang dosen linguistik dengan spesialisasi 

pragmatik forensik diminta menjadi ahli dalam perkara 
dugaan ancaman melalui pesan WhatsApp.

Dalam memberikan keterangan, ahli tidak cukup 
hanya memaparkan teori linguistik, tetapi juga harus 
mengaitkan hasil analisis dengan unsur-unsur delik 
dalam hukum. Objektivitas ahli menjadi kunci karena 
setiap tekanan dari pihak yang berperkara berpotensi 
merusak integritas scientific evidence (Olsson, 2008). 
Oleh sebab itu, selain kompetensi akademik, integritas 
moral juga menjadi syarat mutlak.

Kualifikasi ahli linguistik forensik mencakup 
kompetensi akademik, pemahaman hukum, serta 
integritas profesional yang tinggi.

23.3.	Ruang Lingkup Keterangan Ahli Linguistik 
Forensik di Pengadilan

Ruang lingkup kerja ahli linguistik forensik 
mencakup berbagai aspek kebahasaan yang memiliki 
implikasi hukum. Coulthard dan Johnson (2010) 
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mengelompokkan tugas ahli ke dalam beberapa bidang 
utama:

1)	 analisis makna ujaran (semantik dan pragmatik),
2)	 identifikasi kepengarangan wacana tertulis,
3)	 analisis ujaran ancaman, penipuan, dan ujaran 

kebencian,
4)	 analisis bahasa dalam kontrak dan dokumen 

hukum, serta
5)	 evaluasi bahasa dalam interogasi dan berita 

acara pemeriksaan.

Contoh

Ahli diminta menganalisis apakah kalimat “pihak 
kedua dapat menyerahkan barang dalam waktu 30 hari” 
bersifat wajib atau opsional.

Kata “dapat” secara semantik memiliki makna 
kemungkinan, bukan kewajiban. Namun, dalam praktik 
hukum, kata ini sering diperdebatkan karena dapat 
berimplikasi pada tanggung jawab hukum para pihak. 
Dengan analisis modalitas, ahli dapat menjelaskan 
bahwa frasa tersebut secara linguistik lebih dekat pada 
makna permisif daripada imperatif (Tiersma, 1999).

Keterangan ahli linguistik forensik mencakup 
seluruh aspek bahasa yang memiliki konsekuensi 
hukum, baik lisan maupun tulis.
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23.4.	Proses Pemberian Keterangan Ahli 
Linguistik Forensik di Persidangan

Proses pemberian keterangan ahli dimulai dari 
permintaan resmi penyidik, jaksa, atau pengadilan. 
Ahli kemudian melakukan analisis terhadap objek 
bahasa menggunakan metode ilmiah yang sistematis 
(Olsson, 2008). Hasil analisis dituangkan dalam laporan 
tertulis dan dipresentasikan di persidangan setelah ahli 
disumpah. Keterangan ahli kemudian dapat diuji melalui 
pemeriksaan silang (cross-examination).

Contoh

Ahli diminta menganalisis rekaman suara dugaan 
ancaman, kemudian mempresentasikan hasil analisis 
fonetik mengenai kesamaan karakter suara tersangka 
dan rekaman bukti.

Dalam forum persidangan, ahli harus mampu 
menjelaskan metode, data, dan hasil analisis secara 
transparan. Hasil keterangan ahli dapat dipertanyakan 
oleh penasihat hukum, sehingga metode yang digunakan 
harus dapat diuji secara ilmiah (Coulthard & Johnson, 
2010). Dengan demikian, keabsahan keterangan ahli 
sangat bergantung pada ketepatan metodologis.

Pemberian keterangan ahli linguistik forensik 
dilakukan melalui prosedur formal, ilmiah, dan terbuka 
untuk diuji dalam persidangan.
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23.5.	Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli 
Linguistik Forensik

Secara yuridis, keterangan ahli bersifat sebagai 
alat bukti bebas yang penilaiannya diserahkan kepada 
keyakinan hakim (Marpaung, 2014). Namun, dalam 
perkara berbasis bahasa, keterangan ahli sering menjadi 
bukti kunci karena menyentuh inti peristiwa pidana itu 
sendiri (Gibbons, 2003).

Contoh

Dalam perkara ujaran kebencian, hakim menjadikan 
analisis pragmatik ahli linguistik sebagai dasar utama 
untuk membuktikan adanya niat menyerang kelompok 
tertentu.

Keterangan ahli memiliki kekuatan persuasif yang 
tinggi karena didasarkan pada analisis ilmiah terhadap 
data kebahasaan. Dalam banyak kasus ancaman, 
pencemaran nama baik, dan penipuan, unsur subjektif 
seperti niat dan maksud hanya dapat dibuktikan secara 
kuat melalui analisis linguistik forensik (Olsson, 2008).

Walaupun tidak mengikat hakim secara mutlak, 
keterangan ahli linguistik forensik memiliki kekuatan 
pembuktian yang sangat signifikan dalam perkara 
berbasis bahasa.
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23.6.	Tantangan dan Etika Profesi Ahli Linguistik 
Forensik

Tantangan utama ahli linguistik forensik meliputi 
keterbatasan data, bias interpretasi, tekanan dari pihak 
berperkara, serta perbedaan latar belakang sosial-
budaya penutur (Coulthard & Johnson, 2010). Secara 
etis, ahli wajib menjunjung tinggi prinsip objektivitas, 
independensi, serta kerahasiaan data (Olsson, 2008).

Contoh

Ahli menolak permintaan salah satu pihak yang 
memintanya menyimpulkan sesuatu di luar hasil analisis 
ilmiah yang sebenarnya.

Pelanggaran etika dapat mengakibatkan keterangan 
ahli kehilangan kredibilitas di mata hukum. Selain itu, 
tekanan eksternal dapat mengaburkan batas antara 
analisis ilmiah dan kepentingan litigasi. Oleh karena itu, 
ahli harus konsisten berpegang pada data empiris dan 
prosedur ilmiah yang dapat diverifikasi.

Etika profesi dan independensi merupakan fondasi 
utama dalam menjaga kredibilitas ahli linguistik forensik 
di pengadilan.

Peran ahli linguistik forensik di pengadilan sangat 
menentukan dalam perkara yang menjadikan bahasa 
sebagai objek utama pembuktian. Dengan kompetensi 
ilmiah, metodologi yang dapat diuji, serta integritas etis, 
ahli linguistik forensik membantu hakim menafsirkan 
makna bahasa secara objektif dan akurat. Keterangan 
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ahli tidak hanya memperkuat alat bukti lain, tetapi 
dalam banyak kasus juga menjadi kunci utama dalam 
membuktikan unsur subjektif suatu tindak pidana.



Assoc. Prof. Dr. Aryusmar

XXIV
Penutup dan Rekomendasi

24.1.	Kesimpulan Umum 

Bahasa hukum merupakan sarana vital dalam 
membangun sistem hukum yang adil, jelas, dan efektif. 
Seluruh pembahasan dalam buku ini menunjukkan 
bahwa bahasa hukum tidak hanya berfungsi sebagai 
media komunikasi hukum, tetapi juga sebagai alat 
pembentuk dan pengungkap makna hukum. Menurut 
Rahardjo (2006), bahasa hukum adalah bagian integral 
dari struktur hukum itu sendiri karena menentukan 
bagaimana norma diterjemahkan ke dalam praktik 
sosial. Oleh sebab itu, ketepatan, kejelasan, dan 
konsistensi dalam penggunaan bahasa hukum menjadi 
prasyarat utama bagi tegaknya keadilan.

Dari perspektif linguistik, bahasa hukum memiliki 
karakteristik khusus yang membedakannya dari bahasa 
umum. Tiersma (1999) menjelaskan bahwa struktur 
sintaktis yang kompleks, istilah teknis, dan gaya 
formalistik adalah ciri yang mencerminkan ketelitian 
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hukum, namun sekaligus berpotensi menciptakan 
jarak dengan publik. Maka, penyederhanaan tanpa 
mengurangi makna substantif menjadi tantangan 
penting dalam pembaruan bahasa hukum Indonesia. 
Upaya tersebut harus dilakukan dengan tetap 
menghormati kaidah kebahasaan dan sistem hukum 
nasional.

Selain itu, bahasa hukum Indonesia menghadapi 
dinamika sosial dan globalisasi yang menuntut 
adaptasi. Integrasi hukum dalam konteks ASEAN dan 
interaksi dengan sistem hukum internasional menuntut 
penguasaan istilah lintas bahasa dan budaya (Atmadja, 
2013). Dengan demikian, pembinaan bahasa hukum 
bukan hanya persoalan linguistik, tetapi juga bagian 
dari strategi nasional dalam penguatan identitas hukum 
Indonesia.

Kesimpulannya, bahasa hukum yang baik harus 
memenuhi tiga prinsip utama: kejelasan makna, 
ketepatan terminologi, dan kesesuaian konteks hukum. 
Sinergi antara ahli bahasa dan ahli hukum menjadi kunci 
dalam menciptakan sistem hukum yang komunikatif, 
inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

24.2.	Tantangan dan Prospek 

Bahasa Hukum Bahasa hukum Indonesia 
menghadapi tantangan besar di era modern. Tantangan 
pertama adalah kompleksitas istilah hukum yang 
sering kali diserap dari bahasa asing tanpa penyesuaian 
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makna yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan 
ambiguitas atau salah tafsir dalam penerapan hukum 
(Subroto, 2010). Tantangan kedua adalah ketimpangan 
pemahaman antara bahasa hukum formal dan bahasa 
masyarakat sehari-hari, yang berpotensi menghambat 
akses terhadap keadilan.

Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi 
dokumen hukum juga menuntut perubahan dalam gaya 
penulisan hukum. Teks hukum kini tidak hanya tercetak 
dalam bentuk fisik, tetapi juga dipublikasikan dalam 
platform digital yang menuntut keterbacaan, ringkas, 
dan transparan (UNDP, 2005). Dengan demikian, bahasa 
hukum masa depan harus adaptif terhadap media baru 
tanpa kehilangan sifat formal dan presisinya.

Prospeknya, bahasa hukum Indonesia memiliki 
potensi besar untuk menjadi model regional di Asia 
Tenggara. Dengan jumlah penutur bahasa Indonesia 
yang terus meningkat, bahasa hukum nasional dapat 
dijadikan acuan dalam kerja sama hukum internasional, 
khususnya di kawasan ASEAN (ASEAN Secretariat, 2019). 
Namun, hal ini hanya dapat terwujud jika dilakukan 
pembakuan istilah hukum dan pelatihan kebahasaan 
bagi aparat hukum secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, masa depan bahasa hukum 
Indonesia bergantung pada sejauh mana lembaga 
hukum, akademisi, dan pemerintah bekerja sama dalam 
membangun sistem kebahasaan hukum yang adaptif, 
inklusif, dan berdaya saing global.
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24.3.	Inovasi dan Pembaruan 

Terminologi Hukum Inovasi dalam bahasa hukum 
diperlukan untuk mengikuti perkembangan ilmu hukum 
dan dinamika masyarakat. Menurut Atmadja (2013), 
pembaruan terminologi hukum tidak dapat dilakukan 
secara sembarangan karena setiap istilah mengandung 
implikasi normatif. Oleh karena itu, pembentukan istilah 
hukum baru harus melalui proses kajian linguistik dan 
hukum yang cermat agar tidak menimbulkan distorsi 
makna.

Inovasi bahasa hukum juga mencakup penyerapan 
istilah asing yang relevan, seperti konsep cyber law, 
data protection, dan artificial intelligence regulation. 
Namun, penyerapan ini perlu diimbangi dengan 
penciptaan padanan istilah dalam bahasa Indonesia 
agar bahasa hukum tetap berakar pada budaya 
nasional (Subroto, 2010). Misalnya, istilah privacy dapat 
diadaptasi menjadi “kerahasiaan data pribadi” untuk 
memudahkan pemahaman masyarakat luas.

Selain itu, lembaga seperti Badan Pembinaan 
Hukum Nasional (BPHN) dan Badan Bahasa perlu 
bersinergi dalam menyusun glosarium hukum nasional 
yang mutakhir. Glosarium ini berfungsi sebagai panduan 
baku dalam penggunaan istilah hukum di lembaga 
pemerintahan, pendidikan, dan peradilan. Dengan 
demikian, inovasi terminologi hukum dapat berjalan 
secara sistematis dan terkoordinasi.
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Pembaruan terminologi hukum bukan hanya 
persoalan teknis, tetapi juga refleksi dari perkembangan 
nilai sosial, politik, dan teknologi. Oleh sebab itu, inovasi 
bahasa hukum harus diarahkan untuk memperkuat 
kejelasan, keadilan, dan daya saing sistem hukum 
Indonesia di tingkat global.

24.4.	Rekomendasi bagi Akademisi dan Praktisi 

Peran akademisi dan praktisi hukum sangat penting 
dalam menjaga dan mengembangkan bahasa hukum 
Indonesia. Akademisi di bidang hukum dan linguistik 
diharapkan dapat berkolaborasi dalam penelitian 
interdisipliner mengenai bahasa hukum, termasuk 
analisis semantik, pragmatik, dan wacana hukum 
(Tiersma, 1999). Kolaborasi ini akan menghasilkan 
pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur 
dan fungsi bahasa hukum dalam konteks sosial dan 
kelembagaan.

Bagi praktisi hukum, kemampuan berbahasa hukum 
yang baik merupakan syarat utama profesionalisme. 
Pengacara, hakim, jaksa, dan notaris perlu memahami 
aspek kebahasaan dalam setiap dokumen hukum yang 
mereka buat atau tafsirkan. Subroto (2010) menyarankan 
pelatihan reguler tentang linguistik hukum bagi aparat 
hukum agar terhindar dari kesalahan redaksi dan 
ambiguitas makna dalam penulisan hukum.

Selain itu, lembaga pendidikan hukum perlu 
memasukkan mata kuliah “Bahasa Hukum Indonesia” 
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secara lebih komprehensif dalam kurikulum. 
Mahasiswa hukum harus dibekali kemampuan menulis 
dan menafsirkan teks hukum secara presisi, logis, dan 
komunikatif. Dengan demikian, generasi baru sarjana 
hukum akan lebih siap menghadapi tantangan linguistik 
dalam praktik hukum modern.

Dengan adanya sinergi antara akademisi dan 
praktisi, bahasa hukum Indonesia akan berkembang 
secara berkelanjutan dan semakin relevan dengan 
kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.

24.5.	Bahasa Hukum di Masa Depan 

Bahasa hukum di masa depan diproyeksikan 
menjadi lebih terbuka, digital, dan partisipatif. Dalam 
era keterbukaan informasi, masyarakat menuntut 
agar bahasa hukum mudah dipahami tanpa kehilangan 
validitas hukumnya (Rahardjo, 2006). Oleh karena itu, 
diperlukan upaya penyederhanaan gaya bahasa hukum 
agar lebih komunikatif namun tetap formal dan presisi.

Digitalisasi sistem hukum membawa perubahan 
dalam cara bahasa hukum disusun dan disebarkan. 
Dokumen hukum kini ditulis untuk audiens yang lebih 
luas dan beragam. Menurut Atmadja (2013), bahasa 
hukum masa depan harus mampu menyeimbangkan 
antara kebutuhan formalitas hukum dengan kebutuhan 
keterbacaan publik. Pemanfaatan teknologi kecerdasan 
buatan dalam analisis bahasa hukum juga membuka 
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peluang baru bagi efisiensi dan akurasi penerapan 
hukum.

Selain itu, bahasa hukum di masa depan diharapkan 
menjadi lebih inklusif terhadap nilai-nilai lokal dan 
budaya nasional. Dalam konteks globalisasi, bahasa 
hukum Indonesia dapat menjadi model komunikasi 
hukum yang berakar pada budaya keindonesiaan, 
dengan karakter keadilan sosial dan musyawarah 
sebagai nilai utama.

Dengan demikian, masa depan bahasa hukum 
Indonesia adalah masa depan yang kolaboratif, adaptif, 
dan humanistik. Bahasa hukum tidak lagi menjadi sekat, 
tetapi jembatan antara hukum dan masyarakat.
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Glosarium

A

Akses terhadap keadilan (access to justice)

Kesempatan yang setara bagi setiap orang untuk 
memperoleh perlindungan hukum dan penyelesaian 
sengketa melalui mekanisme hukum yang adil.

Ambiguitas

Keadaan suatu ujaran atau teks yang dapat ditafsirkan 
lebih dari satu makna.

Analisis wacana

Kajian terhadap bahasa dalam penggunaannya dalam 
konteks sosial, kekuasaan, dan ideologi.

Argumentasi hukum

Pola penalaran yang digunakan untuk membenarkan 
klaim atau putusan hukum berdasarkan logika dan 
norma.

Asas hukum

Prinsip dasar yang menjadi fondasi pembentukan dan 
penerapan hukum.
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B

Bahasa hukum

Ragam bahasa yang digunakan dalam norma, peraturan 
perundang-undangan, putusan pengadilan, dan praktik 
hukum.

Bahasa resmi negara

Bahasa yang ditetapkan secara konstitusional sebagai 
alat komunikasi resmi kenegaraan.

Beban pembuktian

Kewajiban pihak berperkara untuk membuktikan dalil 
yang diajukannya.

C

Critical Discourse Analysis (CDA)

Pendekatan analisis wacana kritis yang menelaah 
hubungan bahasa, kekuasaan, dan ideologi.

Corpus linguistics

Pendekatan linguistik berbasis data besar (korpus) 
untuk menganalisis pola bahasa secara empiris.

D

Delik

Perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai tindak 
pidana.
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Diskursus hukum

Cara hukum diproduksi, dibahas, dan dibenarkan 
melalui bahasa dalam ruang sosial.

Dokumen otentik

Dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang 
sesuai peraturan perundang-undangan.

E

Eksegesis hukum

Metode penafsiran hukum yang berfokus pada bunyi 
tekstual norma.

Evidensi linguistik

Bukti kebahasaan yang digunakan dalam proses 
pembuktian hukum.

F

Filsafat hukum

Cabang filsafat yang mengkaji hakikat, tujuan, dan dasar 
keberlakuan hukum.

Forensik

Bidang keilmuan yang diterapkan untuk kepentingan 
pembuktian dalam sistem peradilan.
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G

Gramatika

Sistem kaidah yang mengatur struktur suatu bahasa.

Gugatan

Permohonan tertulis yang diajukan ke pengadilan untuk 
mempertahankan suatu hak.

H

Hermeneutika hukum

Teori dan metode penafsiran teks hukum.

Hukum adat

Sistem hukum yang hidup dalam masyarakat dan 
tumbuh dari nilai-nilai lokal.

Hukum positif

Hukum yang berlaku dan diberlakukan oleh negara.

I

Ilokusi

Maksud atau fungsi tindakan yang terkandung dalam 
suatu ujaran.

Interpretasi hukum

Proses memberi makna terhadap norma hukum.
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Implikatur

Makna yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam 
ujaran.

J

Jurisprudensi

Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap 
dan dijadikan rujukan.

Justifikasi hukum

Pembenaran rasional terhadap suatu putusan atau 
kebijakan hukum.

K

Keterangan ahli

Pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki 
keahlian khusus untuk kepentingan pembuktian di 
pengadilan.

Kepastian hukum

Jaminan bahwa hukum dilaksanakan secara konsisten 
dan dapat diprediksi.

Koherensi wacana

Keterpaduan makna dalam suatu teks atau tuturan.
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L

Leksikal

Berkaitan dengan kosakata.

Linguistik forensik

Cabang linguistik terapan yang mengkaji bahasa dalam 
ranah hukum dan peradilan.

Logika hukum

Penerapan prinsip-prinsip logika dalam penalaran 
hukum.

M

Makna kontekstual

Makna yang ditentukan oleh situasi dan lingkungan 
penggunaan bahasa.

Modalitas

Sikap penutur terhadap kebenaran, keharusan, izin, 
atau kemungkinan suatu peristiwa.

Morfologi

Cabang linguistik yang mempelajari pembentukan kata.

N

Norma hukum

Aturan yang mengikat dan disertai sanksi.
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Netralitas ahli

Sikap tidak berpihak dalam penyampaian keterangan 
ilmiah.

O

Objektivitas

Sikap ilmiah yang bebas dari kepentingan pribadi.

Ontologi hukum

Kajian tentang hakikat keberadaan hukum.

P

Pembuktian

Proses membuktikan kebenaran suatu dalil dalam 
persidangan.

Penalaran yuridis

Proses berpikir sistematis untuk menarik kesimpulan 
hukum.

Pluralisme hukum

Keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam satu 
wilayah sosial.

Pragmatik

Cabang linguistik yang mengkaji makna bahasa dalam 
konteks penggunaannya.
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Putusan pengadilan

Keputusan resmi hakim atas suatu perkara.

Q

Quasi-judicial

Lembaga yang memiliki kewenangan menyerupai 
peradilan.

R

Relasi kuasa

Hubungan kekuasaan antarpartisipan dalam wacana.

Relevansi hukum

Kesesuaian suatu fakta atau bukti dengan unsur delik.

Retorika hukum

Seni penggunaan bahasa persuasif dalam praktik 
hukum.

S

Semantik

Cabang linguistik yang mengkaji makna.

Sistem peradilan

Keseluruhan mekanisme penegakan hukum dari 
penyidikan hingga eksekusi.
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Sosiolinguistik

Kajian tentang hubungan bahasa dan masyarakat.

Standar pembuktian

Tingkat keyakinan yang dibutuhkan hakim untuk 
menyatakan suatu fakta terbukti.

T

Tafsir hukum

Penjelasan terhadap makna norma hukum.

Tindak tutur

Tindakan yang dilakukan melalui ujaran.

Transkripsi forensik

Pengalihan ujaran lisan ke bentuk tulis untuk 
kepentingan pembuktian.

U

Ujaran kebencian (hate speech)

Ekspresi kebahasaan yang menyerang individu atau 
kelompok berdasarkan identitas tertentu.

Unsur delik

Bagian-bagian utama yang membentuk suatu tindak 
pidana.
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V

Validitas ilmiah

Tingkat kebenaran dan keterujian suatu analisis ilmiah.

W

Wacana hukum

Keseluruhan praktik penggunaan bahasa dalam konteks 
hukum.

Y

Yuridiksi

Kewenangan lembaga peradilan untuk mengadili suatu 
perkara.

Yurisprudensi tetap

Putusan yang secara konsisten diterapkan dalam 
perkara sejenis.
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Index

A

Akses terhadap keadilan, Bab V; Bab XXII

Ahli bahasa, Bab I; Bab XXIII

Ahli linguistik forensik, Bab I; Bab XIV; Bab XXIII

Akta otentik, Bab VIII

Ambiguitas bahasa, Bab II; Bab VI; Bab XXIII

Analisis wacana, Bab IV; Bab XI; Bab XIV

Argumentasi hukum, Bab VII; Bab X; Bab XXI

Asas hukum, Bab III; Bab VII

Asas legalitas, Bab III

Autentisitas bukti, Bab XIII; Bab XXIII

B

Bahasa hukum, Bab I; Bab II; Bab VIII; Bab XV

Bahasa nasional, Bab I; Bab II

Bahasa perundang-undangan, Bab VIII; Bab IX

Baku bahasa, Bab II; Bab VIII

Beban pembuktian, Bab XIII; Bab XXIII

Berita acara pemeriksaan, Bab XIII; Bab XIV; Bab XXIII
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Bukti elektronik, Bab XIII; Bab XIV; Bab XX

Bukti linguistik, Bab XIII; Bab XIV; Bab XXIII

C

Critical discourse analysis, Bab XI; Bab XIV

Corpus linguistics, Bab XI; Bab XIV

Cross-examination, Bab XIII; Bab XXIII

Cyber crime, Bab XX

Cyber forensics, Bab XX

D

Delik, Bab III; Bab XII

– aduan, Bab XII

– materiil, Bab XII

Diskursus hukum, Bab IV; Bab XI

Dokumen hukum, Bab VIII; Bab XIII

Dokumen otentik, Bab VIII

E

Eksegesis hukum, Bab X

Etika profesi ahli, Bab XXIII

Evidensi linguistik, Bab XIII; Bab XIV; Bab XXIII
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Ekspresi ilokusi, Bab VI; Bab XIV

F

Filsafat hukum, Bab III

Fonetik forensik, Bab XIV; Bab XXIII

Forensik linguistik, Bab I; Bab XIV; Bab XXIII

Fungsi bahasa hukum, Bab II; Bab VIII

G

Gramatika hukum, Bab II; Bab VIII

Gugatan perdata, Bab XII

Gugus modalitas, Bab VI; Bab XV

H

Hate speech, Bab VI; Bab XII; Bab XIV; Bab XXIII

Hermeneutika hukum, Bab X

Hukum adat, Bab V

Hukum acara, Bab XII; Bab XIII

Hukum pidana, Bab XII

Hukum perdata, Bab XII

Hukum positif, Bab III
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I

Ilokusi, Bab VI; Bab XIV; Bab XXIII

Implikatur, Bab VI

Independensi ahli, Bab XXIII

Interpretasi hukum, Bab X; Bab XXI

Intensi penutur, Bab VI; Bab XIV; Bab XXIII

J

Jurisprudensi, Bab VII; Bab XXI

Justifikasi hukum, Bab VII; Bab XXI

Judicial reasoning, Bab VII; Bab X

K

Kaidah bahasa, Bab II

Keterangan ahli, Bab XIII; Bab XXIII

Kepastian hukum, Bab III; Bab XXI

Kepengarangan, Bab XIV

Koherensi wacana, Bab IV; Bab XI

Kontrak, Bab VIII

Korpus bahasa, Bab XI; Bab XIV
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L

Leksikal, Bab II; Bab VI

Legal drafting, Bab IX

Legal language, Bab I; Bab VIII

Legal reasoning, Bab VII

Linguistik forensik, Bab I; Bab XIV; Bab XXIII

Logika hukum, Bab VII; Bab XXI

M

Makna kontekstual, Bab VI; Bab XIV

Makna leksikal, Bab II; Bab VI

Makna pragmatik, Bab VI

Modalitas, Bab VI; Bab XV

Morfologi, Bab II

N

Netralitas ahli, Bab XXIII

Norma hukum, Bab III; Bab VIII

Normatif yuridis, Bab III; Bab X
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O

Objektivitas, Bab XXIII

Ontologi hukum, Bab III

Otentisitas bukti, Bab XIII; Bab XXIII

P

Pembuktian, Bab XIII; Bab XIV; Bab XXIII

– alat bukti, Bab XIII

– keterangan ahli, Bab XXIII

Penafsiran hukum, Bab X

Penalaran yuridis, Bab VII; Bab XXI

Peraturan perundang-undangan, Bab VIII; Bab IX

Perjanjian, Bab VIII

Pluralisme hukum, Bab V

Pragmatik, Bab VI

Prinsip keadilan, Bab III; Bab XXI

Putusan pengadilan, Bab VII; Bab XXI

Q

Quasi-judicial, Bab XXI
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R

Relasi kuasa, Bab IV; Bab XI

Relevansi bukti, Bab XIII

Retorika hukum, Bab X; Bab XXI

S

Semantik, Bab VI

Sistem peradilan, Bab XII; Bab XIII; Bab XXI

Sosiolinguistik, Bab IV

Standar pembuktian, Bab XIII

Stilistika forensik, Bab XIV

T

Tafsir hukum, Bab X

Tindak pidana, Bab XII

Tindak tutur, Bab VI; Bab XIV

Transkripsi forensik, Bab XIV; Bab XXIII

U

Unsur delik, Bab XII; Bab XXIII

Ujaran ancaman, Bab VI; Bab XII; Bab XIV; Bab XXIII

Ujaran kebencian, Bab VI; Bab XII; Bab XIV; Bab XXIII
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V

Validitas ilmiah, Bab XI; Bab XXIII

Verifikasi bukti, Bab XIII; Bab XIV

W

Wacana hukum, Bab IV; Bab XI

Wewenang hakim, Bab XXI; Bab XXIII

Y

Yuridiksi, Bab XXI

Yurisprudensi tetap, Bab VII; Bab XXI
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Appendix

LAMPIRAN 1:  Linguistik Forensik di Pengadilan

**Lampiran A

Instrumen Umum Analisis Linguistik Forensik untuk 
Kepentingan Peradilan**

Instrumen ini disusun sebagai panduan standar 
analisis kebahasaan yang dapat digunakan oleh:

•	 ahli linguistik forensik,

•	 penyidik,

•	 jaksa,

•	 hakim,

•	 akademisi, dan

•	 mahasiswa hukum dan linguistik.

Instrumen ini bersifat referensial, bukan instrumen 
penelitian eksperimental.

Identitas Objek Analisis

1)	 Nomor Perkara
2)	 Jenis Tindak Pidana/Perkara
3)	 Media Bahasa

•	 Lisan (rekaman suara)
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•	 Tertulis (dokumen kontrak, pesan elektronik, 
unggahan media sosial)

4)	 Bahasa yang Digunakan
5)	 Tanggal dan Tempat Kejadian
6)	 Posisi Pihak (terlapor/pelapor/saksi)

A. Analisis Semantik

Aspek Deskripsi Hasil

Makna leksikal Arti kata berdasarkan kamus

Makna kon-
tekstual Makna dalam konteks sosial

Nilai evaluatif Netral / Positif / Negatif

Ambiguitas Ada / Tidak

B. Analisis Pragmatik

Aspek Deskripsi Hasil

Jenis tindak tutur Lokusi / Ilokusi / Perlokusi

Maksud penutur Eksplisit / Implisit

Relasi penu-
tur–mitra tutur Setara / Asimetris

Implikatur Tersurat / Tersirat

C. Analisis Wacana
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Aspek Deskripsi Hasil

Struktur wacana Koheren / Tidak

Pola argumentasi Kronologis / Persuasif

Relasi kuasa Dominan / Subordinat

D. Analisis Modalitas dan Sikap

Aspek Deskripsi Hasil

Modalitas Keharusan / Izin / Ke-
mungkinan

Sikap penutur Ancaman / Tuduhan / Netral

E. Simpulan Linguistik Forensik

1)	 Jenis tindak tutur dominan
2)	 Ada/tidak unsur:

•	 ancaman
•	 penghinaan
•	 penipuan
•	 ujaran kebencian

3)	 Kekuatan ilokusi: Lemah / Sedang / Kuat
4)	 Relevansi dengan unsur delik hukum
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**Lampiran B

Rubrik Standar Evaluasi Keterangan Ahli Linguistik 
Forensik**

Rubrik ini digunakan secara umum dalam menilai 
kekuatan ilmiah keterangan ahli, baik dalam praktik 
pengadilan maupun kajian akademik.

No Aspek  
Penilaian

1 
 (Sangat 
Lemah)

2 
 (Lemah)

3  
(Baik)

4  
(Sangat 

Baik)

1 Kejelasan ob-
jek bahasa

2 Ketepatan te-
ori linguistik

3 Ketepatan 
metode analisis

4
Konsisten-
si data dan 
simpulan

5 Objektivitas 
& netralitas

6 Relevansi den-
gan unsur delik

7 Keterujian da-
lam uji silang
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Interpretasi Skor:
•	 28–24 : Sangat kuat
•	 23–19 : Kuat
•	 18–14 : Sedang
•	 < 14 : Lemah
**Lampiran C

Format Baku Laporan Keterangan Ahli Linguistik 
Forensik**

Format ini bersifat umum dan dapat digunakan 
lintas institusi peradilan.

1)	 Identitas Lengkap Ahli
2)	 Dasar Penugasan Resmi
3)	 Uraian Perkara Singkat
4)	 Objek Bahasa yang Dianalisis
5)	 Data Bahasa
6)	 Kerangka Teori
7)	 Metodologi Analisis
8)	 Hasil Analisis
9)	 Simpulan Linguistik
10)	 Pernyataan Objektivitas dan Independensi
11)	 Tanda Tangan Ahli dan Tanggal

**Lampiran D

Contoh Referensial Analisis Ujaran Bermuatan 
Ancaman**
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Ujaran:

“Kalau kamu membuka rahasia itu, kamu akan 
menanggung akibatnya.”

Analisis Ringkas Referensial:

•	 Semantik: mengandung makna konsekuensi 
negatif

•	 Pragmatik: tindak tutur komisif + direktif

•	 Ilokusi: ancaman implisit

•	 Implikasi hukum: potensi pemenuhan unsur 
ancaman psikis

**Lampiran E

Kode Etik Umum Ahli Linguistik Forensik**

1)	 Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.
2)	 Bersikap independen dari kepentingan para 

pihak.
3)	 Menyampaikan keterangan berdasarkan data 

dan metode yang dapat diuji.
4)	 Menjaga kerahasiaan data perkara.
5)	 Tidak memberikan opini di luar bidang keahlian.
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LAMPIRAN TAMBAHAN INTI FORENSIK MODERN

1)	 Cyber Discourse Evidence

Rujukan ilustratif: Mahkamah Agung (MA) No. 803 
K/Pid.Sus/2019.

Definisi:

Penggunaan wacana digital (teks, gambar berteks, 
metadata, struktur percakapan online) sebagai 
alat bukti—yakni setiap unsur bahasa, struktur 
tuturan, konvensi penulisan, multimodal cues dan 
metadata komunikasi elektronik yang dianalisis untuk 
menetapkan fakta, niat, identitas, atau konteks hukum 
suatu peristiwa.

Fungsi forensik:

•	 Menentukan apakah suatu pernyataan online 
merupakan ancaman, pencemaran nama baik, 
atau pernyataan faktual;

•	 Mengaitkan konten digital dengan aktor (dengan 
bantuan analisis kepengarangan / metadata);

•	 Menilai konteks pragmatik (ironi, sarkasme, 
performatif) agar tidak keliru menafsirkan 
makna literal.

Metode/teknik utama:

1)	 Analisis wacana (discourse analysis): struktur 
argumentasi, frame, pola retoris;

2)	 Pragmatik forensik: tindak tutur, implicature, 
deixis, speech-act identification;
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3)	 Pemeriksaan metadata & rantai bukti digital: 
timestamp, IP, device ID, lokasi;

4)	 Korelasi multievidensi: memadukan analisis 
linguistik dengan log server, capture forensik 
perangkat.

Elemen bukti yang dinilai di pengadilan:

•	 Keautentikan (apakah sumber dapat diverifikasi),

•	 Kesinambungan konteks (apakah kutipan 
dipotong sehingga makna berubah),

•	 Modalitas (mis. “mungkin” vs “saya akan”),

•	 Bukti pendukung teknis (log, forensik perangkat).

Keterbatasan / risiko:

•	 Potensi manipulasi / deepfake teks atau 
screenshot;

•	 Ambiguitas linguistik (ironi/satire) yang sulit 
dibuktikan tanpa konteks;

•	 Privasi / legalitas perolehan bukti (bukti yang 
diperoleh secara ilegal mungkin tidak diterima).

Praktik pengadilan & relevansi MA No.803 K/Pid.
Sus/2019:

Dalam rujukan MA No. 803 K/Pid.Sus/2019 (sebagai 
ilustrasi), pengadilan menimbang bukti wacana digital 
baik secara linguistik maupun teknis; putusan-model 



Appendix | 291

seperti ini sering digunakan untuk memperjelas standar 
verifikasi bukti digital dan perlunya ahli linguistik + 
forensik TI berkolaborasi.

Saran redaksi kamus (ringkas siap cetak):

Cyber Discourse Evidence — Analisis linguistik 
dan teknis terhadap tuturan, teks, dan metadata 
yang diproduksi melalui medium digital untuk tujuan 
pembuktian. (lihat: MA No. 803 K/Pid.Sus/2019).

Contoh kutipan putusan (format daftar pustaka, 
APA-style):

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 
803 K/Pid.Sus/2019 (2019).

2)	 Chat Forensic Analysis

Rujukan ilustratif: Mahkamah Agung (MA) No. 1021 
K/Pid.Sus/2018.

Definisi:

Analisis forensik terhadap percakapan teks berbasis 
chat (mis. WhatsApp, Telegram, SMS, platform chat lain) 
yang menilai struktur percakapan, urutan pesan, fitur 
format, pola bahasa, gaya ortografi/typo, dan metadata 
untuk tujuan identifikasi kepengarangan, verifikasi 
waktu, penafsiran tindak tutur dan pembuktian niat.

Fungsi forensik:

•	 Menentukan urutan kronologis percakapan;
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•	 Menilai apakah pesan diubah atau direkayasa;
•	 Mengidentifikasi gaya bahasa/idiolek untuk 

menghubungkan pesan dengan penulis.
Metode/teknik utama:

1)	 Analisis stratifikasi percakapan: urutan pesan, 
respons, jeda waktu;

2)	 Analisis stylistic / idiolect: bunyi khas, 
singkatan, kesalahan konsisten;

3)	 Forensik metadata: timestamp asli, server 
relay, nomor pengirim;

4)	 Cross-platform correlation: sama isi muncul di 
beberapa akun/perangkat?

5)	 Eksperimen linguistik (controlled tests): 
meminta subjek menulis sampel untuk 
perbandingan.

Elemen bukti yang dinilai di pengadilan:
•	 Keaslian screenshot (verifiability),
•	 Konsistensi gaya bahasa dengan sampel known-

author,
•	 Keberadaan backup / log yang menguatkan 

urutan.

Keterbatasan / risiko:
•	 Screenshot mudah dimanipulasi tanpa 

metadata;
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•	 Pesan yang ‘dihapus’ atau chat terenkripsi dapat 
menyulitkan pembuktian;

•	 Perbedaan bahasa register (slang) dapat 
menimbulkan interpretasi keliru tanpa ahli.

Praktik pengadilan & relevansi MA No.1021 K/Pid.
Sus/2018:

Putusan MA No. 1021 K/Pid.Sus/2018 (ditunjukkan 
oleh Anda) dipakai sebagai contoh kasus di mana analisis 
chat dikaitkan dengan bukti fisik lain; pengadilan 
menekankan perlunya verifikasi teknis metadata selain 
analisis linguistik agar bukti chat dapat diterima.

Saran redaksi kamus: Chat Forensic Analysis — 
Pemeriksaan sistematis terhadap isi, struktur, dan 
metadata percakapan chat untuk tujuan verifikasi 
kepengarangan, kronologi, dan niat komunikatif. (lihat: 
MA No. 1021 K/Pid.Sus/2018).

Format rujukan (APA-style):

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 
1021 K/Pid.Sus/2018 (2018).

3)	 Voice Stress Analysis (Analisis Stres Suara)

Rujukan ilustratif: Mahkamah Agung (MA) No. 1021 
K/Pid.Sus/2018.
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Definisi:

Teknik akustik yang memeriksa perubahan 
prosodik dalam rekaman suara (pitch, amplitude, 
mikro-pauzes, spectral tilt) yang diasosiasikan dengan 
stres atau tekanan emosional—dimaksudkan untuk 
menilai kemungkinan kebohongan atau tekanan saat 
memberikan pernyataan.

Fungsi forensik:

•	 Menilai apakah pembicara mengalami tekanan 
emosional yang bisa diasosiasikan dengan 
ketidakjujuran;

•	 Memberi indikasi untuk penyelidikan lebih 
lanjut (bukan bukti final).

Metode/teknik utama:

1)	 Algoritma prosodic analysis: mengukur pitch, 
jitter, shimmer, energi;

2)	 VSA tools (Voice Stress Analyzer): perangkat 
komersial yang menghasilkan skor stres;

3)	 Baseline comparison: membandingkan 
rekaman target dengan baseline bebas stres 
dari subjek yang sama;

4)	 Korelasi konteks: memeriksa keadaan 
situasional rekaman (paksaan, ancaman).
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Elemen bukti yang dinilai di pengadilan:

•	 Validitas ilmiah metode yang digunakan (peer-
reviewed support),

•	 Kualitas rekaman (noise, jarak mikrofon),
•	 Keberadaan baseline yang memadai.
Keterbatasan / risiko:

•	 VSA kontroversial: banyak studi ilmiah 
meragukan reliabilitas VSA sebagai detector 
kebohongan;

•	 Faktor non-kebohongan (sakit, lelah, lingkungan) 
memengaruhi parameter suara;

•	 Karena keterbatasan, hasil VSA biasanya 
diterima hanya sebagai petunjuk, bukan bukti 
mutlak.

Praktik pengadilan & relevansi MA No.1021 K/Pid.
Sus/2018:

Dalam beberapa putusan (ilustratif: MA No.1021 
K/Pid.Sus/2018), pengadilan menerima hasil analisis 
suara sebagai data pendukung jika disertai metode yang 
transparan dan ahli yang memaparkan keterbatasannya. 
Namun hakim sering meminta bukti corroborative lain 
karena VSA sendiri tidak konklusif.

Saran redaksi kamus: Voice Stress Analysis — 
Analisis akustik perubahan prosodik rekaman suara 
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sebagai indikator stres emosional; penggunaan di 
pengadilan bersifat pendukung dan memerlukan 
verifikasi metodologis ketat. (lihat: MA No. 1021 K/Pid.
Sus/2018).

Format rujukan: Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. Putusan No. 1021 K/Pid.Sus/2018 (2018).

4)	 Speaker Comparison (Perbandingan Pembicara / 
Speaker Identification)

Rujukan ilustratif: Mahkamah Agung (MA) No. 803 
K/Pid.Sus/2019.

Definisi:

Prosedur forensik akustik yang membandingkan 
karakteristik suara (fonetika suprasegmental, formant 
structure, spectral patterns, idiolek) antara rekaman 
yang dipersoalkan dan rekaman referensi dari tersangka 
untuk menilai kesamaan kepengarangan suara (speaker 
identification / verification).

Fungsi forensik:

•	 Menghubungkan rekaman suara (mis. ancaman 
telepon) dengan individu tertentu;
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•	 Menambah bobot bukti dalam kasus di mana 
identitas pembuat rekaman dipersengketakan.

Metode/teknik utama:

1)	 Analisis akustik kuantitatif: MFCCs (Mel-
frequency cepstral coefficients), formant 
analysis, pitch tracking;

2)	 Analisis perceptual & phonetical: pola 
artikulasi, kesalahan pengucapan khas;

3)	 Statistical modelling: likelihood ratio, 
probabilistic speaker recognition;

4)	 Chain of custody & recording condition 
checks.

Elemen bukti yang dinilai di pengadilan:
•	 Keandalan data akustik (sampel cukup panjang? 

kualitas rekaman?),
•	 Variabilitas suara (jadi perlu banyak sampel 

reference),
•	 Teknik dan keahlian laboratorium 

(terakreditasi?).

Keterbatasan / risiko:
•	 Variasi kondisi perekaman (jarak, mikrofon, 

kompresi) dapat mempengaruhi fitur;



298 | Bahasa Hukum dan Linguistik Forensik

•	 Teknik probabilistik bukan deterministik—hasil 
sering disajikan sebagai bobot bukti (likelihood 
ratio), bukan “pasti”;

•	 Faktor biologis (penyakit, usia) merubah suara.
Praktik pengadilan & relevansi MA No.803 K/Pid.

Sus/2019:

Putusan MA No.803 K/Pid.Sus/2019 (ilustratif) 
menekankan perlunya metode yang transparan dan 
penggunaan statistik probabilistik; hakim biasanya 
menilai keterangan ahli speaker identification bersama 
bukti non-linguistik.

Saran redaksi kamus: Speaker Comparison — 
Teknik forensik akustik untuk membandingkan ciri-
ciri suara antara rekaman dan sampel acuan; hasil 
berupa evaluasi probabilistik yang harus dilaporkan 
dengan batasan metodologis. (lihat: MA No. 803 K/Pid.
Sus/2019).

Format rujukan: Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. Putusan No. 803 K/Pid.Sus/2019 (2019).

5)	 Threat Assessment Linguistics (Analisis Linguistik 
Ancaman)

Rujukan ilustratif: Mahkamah Agung (MA) No. 1537 
K/Pid/2015.
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Definisi:

Cabang analisis forensik yang menilai apakah sebuah 
pernyataan berfungsi sebagai ancaman (threat) menurut 
parameter linguistik, pragmatik, sosiolinguistik dan 
norma hukum; mencakup identifikasi bentuk ancaman 
(eksplisit/implisit), target, konteks, probabilitas 
realisasi ancaman.

Fungsi forensik:

•	 Menentukan apakah ujaran memenuhi unsur 
delik ancaman;

•	 Menilai intensi/niat dan keseriusan ancaman 
(mis. “aku akan bunuh kamu besok” vs “kamu 
patut mati”);

•	 Memberi input untuk penilaian risiko (threat 
level) oleh aparat.

Metode/teknik utama:

1)	 Speech-act analysis: apakah ujaran bersifat 
directive, commissive, perlocutionary;

2)	 Modalitas & illocutionary force: analisis modal 
words (will, may, must), intensifiers;

3)	 Contextual assessment: audience, historical 
conflict, feasibility (apakah pembicara memiliki 
means/ability);
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4)	 Cross-evidence: perilaku sebelumnya, alat 
bukti lain (senjata, logs).

Elemen bukti yang dinilai di pengadilan:

•	 Redaksi kalimat (kata kerja tindakan, keterangan 
waktu/ruang),

•	 Konteks (public vs private, audience vulnerable),

•	 Kesungguhan ancaman (threat capability).

Keterbatasan / risiko:

•	 Pernyataan retoris atau hiperbola bisa keliru 
dikategorikan sebagai ancaman;

•	 Budaya/varian bahasa memengaruhi 
interpretasi (contoh: idiom “aku akan makan 
kamu hidup-hidup” mungkin metaforis);

•	 Kebutuhan penggabungan analisis linguistik 
dengan bukti luar agar tidak salah vonis.

Praktik pengadilan & relevansi MA No.1537 K/
Pid/2015:

MA No.1537 K/Pid/2015 (ilustratif) dapat 
digunakan sebagai preseden yang menunjukkan 
bagaimana pengadilan membedakan antara ancaman 
sungguhan dan ungkapan retoris; putusan-jenis ini 
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sering menggarisbawahi pentingnya konteks dan bukti 
pendukung.

Saran redaksi kamus: Threat Assessment Linguistics 
— Analisis ilmiah terhadap tuturan untuk menentukan 
apakah ujaran memenuhi unsur ancaman, termasuk 
evaluasi illocutionary force, konteks, dan kemungkinan 
realisasi. (lihat: MA No. 1537 K/Pid.Sus/2015).

Format rujukan: Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. Putusan No. 1537 K/Pid.Sus/2015 (2015).

6)	 Deception Detection (Bahasa) — Deteksi Penipuan 
Berbasis Bahasa

Rujukan ilustratif: Mahkamah Agung (MA) No. 1096 
K/Pid/1991.

Definisi:

Analisis linguistik yang berupaya mengidentifikasi 
tanda-tanda kebohongan atau penipuan dalam ujaran 
atau teks, melalui pola linguistik seperti inkonsistensi 
naratif, penggunaan modalitas, penghindaran detail, 
perubahan tempo narasi, dan fitur semantik/pragmatik 
lainnya.
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Fungsi forensik:

•	 Mengidentifikasi bagian pernyataan yang perlu 
diverifikasi lebih lanjut;

•	 Membantu menilai kredibilitas saksi/tersangka 
sebagai salah satu input pembuktian.

Metode/teknik utama:

1)	 Analisis content & statement validity: detail 
consistency, temporal markers;

2)	 Narrative structure examination: apakah 
cerita disusun kronologis atau retrofit;

3)	 Linguistic cues of deception: hedging, 
distancing language (menggunakan nama orang 
lain daripada “saya”), minimizing language;

4)	 Kombinasi dengan non-linguistic cues: mikro-
ekspresi, perilaku, forensic data.

Elemen bukti yang dinilai di pengadilan:

•	 Keterandalan teknik (apakah metode teruji 
ilmiah),

•	 Apakah ahli menyajikan probabilitas atau klaim 
absolut (sebaiknya probabilistik),

•	 Kesinambungan dengan bukti lain.
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Keterbatasan / risiko:

•	 Banyak false positives/false negatives jika 
digunakan sendiri;

•	 Tanda-tanda ‘kebohongan’ linguistik bisa 
disebabkan oleh stres, budaya, kecerdasan 
verbal;

•	 Pengadilan skeptis terhadap klaim ‘deteksi 
kebohongan’ yang absolut—perlunya presentasi 
yang berhati-hati.

•	

Praktik pengadilan & relevansi MA No.1096 K/
Pid/1991:

MA No.1096 K/Pid/1991 (ilustratif, lama) 
menunjukkan bagaimana pengadilan historis 
memperlakukan klaim-klaim kredibilitas; umumnya 
pengadilan lebih menerima analisis bahasa sebagai alat 
interpretatif untuk menunjuk area yang patut diselidiki, 
bukan sebagai bukti pembuktian akhir.

Saran redaksi kamus: Deception Detection (bahasa) 
— Teknik analisis linguistik untuk mengidentifikasi 
kemungkinan kebohongan dalam pernyataan; 
digunakan sebagai indikator investigatif, bukan bukti 
konklusif. (lihat: MA No. 1096 K/Pid.Sus/1991).
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Format rujukan: Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. Putusan No. 1096 K/Pid.Sus/1991 (1991).

Catatan metodologis-terapan singkat (untuk 
lampiran/rubrik analisis)

Untuk masing-masing istilah/teknik di atas 
Anda dapat melampirkan rubrik penilaian forensik 
yang memudahkan ahli dan hakim menilai kualitas 
keterangan. Rubrik singkat (contoh kolom):

1)	 Objek yang dianalisis (chat/rekaman/soft 
copy/metadata)

2)	 Sumber/chain of custody (tersedia / ragu / 
hilang)

3)	 Kualitas teknis rekaman (baik / layak / buruk)
4)	 Metode analisis yang dipakai (sebutkan alat/

algoritma)
5)	 Apakah metode ilmiah/peer-reviewed? (ya / 

sebagian / tidak)
6)	 Hasil utama (kesimpulan ahli) (naratif + nilai 

probabilitas jika ada)
7)	 Keterbatasan & alternatif interpretasi (wajib)
8)	 Saran bukti lanjutan (mis. log server, Cs, 

witness)

Rubrik ini memastikan keterangan ahli transparan, 
termasuk keterbatasan sehingga hakim dapat menilai 
bobot pembuktian.
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Penutup & nota penting tentang putusan MA yang 
Anda sebutkan

•	 Saya memasukkan nomor-nomor putusan MA 
yang Anda sebutkan sebagai rujukan ilustratif 
di masing-masing istilah (sesuai daftar Anda). 
Jika Anda ingin saya mengambil teks putusan 
lengkap, mengutip paragraf yang relevan, dan 
menyusun ringkasan pemikiran hakim dari 
putusan-putusan tersebut untuk dimasukkan 
sebagai footnote atau lampiran, saya dapat 
mencari dan melampirkannya sekarang.

•	 Perlu dicatat bahwa interpretasi keterangan 
ahli linguistik/forensik di pengadilan Indonesia 
sangat bergantung pada: (1) validitas metode 
(adanya dukungan ilmiah), (2) kualitas data 
(rekaman/metadata), dan (3) adanya bukti 
kongruen. Hakim biasanya memberi bobot pada 
keterangan ahli yang jujur menyatakan batasan 
metodologisnya.
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LAMPIRAN II: 

1)	 KAMUS ISTILAH BAHASA HUKUM & LINGUISTIK 
FORENSIK 

No Istilah Bahasa  
(Arab – Belanda – Latin) Definisi

1 Ad Hoc 
Expert

-Ad – خبير خاص
hoc Deskundige – 
Peritus ad Hoc

Ahli yang diangkat 
khusus untuk satu 
perkara tertentu.

2 Adversari-
al System

 – النظام الخصومي
Adversarieel Stelsel – 
Systema Adversarium

Sistem peradilan 
dengan perta-
rungan pembuk-
tian para pihak.

3 Akta 
Otentik

 Authentieke – سند رسمي
Akte – Instrumentum 
Authenticum

Akta oleh pejabat 
berwenang dengan 
kekuatan pembuk-
tian sempurna.

4 Alat Bukti 
Elektronik

 – الدليل الإ�لكتروني
Elektronisch Bewijs – 
Probatio Electronica

Informasi elektron-
ik yang sah sebagai 
alat bukti hukum.

5 Ambigui-
tas Leksikal

 – الغموض المعجمي
Lexicale Ambiguïteit – 
Ambiguitas Lexicalis

Ketaksaan mak-
na karena satu 
kata memili-
ki banyak arti.

6 Ambiguitas 
Struktural

 – الغموض التركيبي
Structurele Ambiguïteit 
– Ambiguitas Structura

Ketaksaan aki-
bat susunan sin-
taksis kalimat.

7
Analisis 
Wacana 
Forensik

 تحليل الخطاب الجنائي
– Forensische 
Discourseanalyse – Analysis 
Discursus Forensis

Analisis bahasa da-
lam konteks pem-
buktian hukum.
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No Istilah Bahasa  
(Arab – Belanda – Latin) Definisi

8 Bahasa 
Hukum

 Juridische – اللغة القانونية
Taal – Lingua Iuridica

Ragam bahasa re-
smi dalam prak-
tik peradilan.

9 Bahasa Ke-
bencian

 Haatdragende – لغة ا�لكراهية
Taal – Lingua Odii

Ujaran bermua-
tan permusuhan 
berbasis identitas.

10 Bahasa An-
caman

 – Dreigtaal – لغة التهديد
Lingua Minatoria

Tuturan yang 
menimbul-
kan rasa takut.

11 Bahasa 
Sumpah

 – Eedtaal – لغة القسم
Verba Iuramenti

Ujaran resmi dalam 
sumpah hukum.

12 Beban 
Pembuktian

 Bewijslast – عبء الإثبات
– Onus Probandi

Kewajiban pi-
hak membukti-
kan dalilnya.

13 Chat Ev-
idence

 Chatbewijs – دليل المحادثة
– Probatio Chat

Percakapan digital 
sebagai alat bukti.

14
Code 
Switching 
Forensik

 – التناوب اللغوي
Codewisseling – 
Commutatio Codicum

Pergantian baha-
sa sebagai buk-
ti hukum.

15 Context 
Collapse

 – انهيار السياق
Contextinstorting – 
Collapsus Contextus

Hilangnya ba-
tas konteks ko-
munikasi digital.

16
Coercive 
Ques-
tioning

 – الاستجواب القسري
Dwingende Ondervraging 
– Interrogatio Coacta

Pemeriksaan dengan 
tekanan psikologis.

17 Deepfake 
Voice

 – التزييف الصوتي
Stemvervalsing – 
Falsificatio Vocis

Pemalsuan su-
ara berbasis AI.

18 Deiksis 
Forensik

ية  – الإشارة اللغو
Deixis – Deixis

Penunjukan orang, 
tempat, dan waktu.
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No Istilah Bahasa  
(Arab – Belanda – Latin) Definisi

19 Diber-
to Delicto

ية  Op Heterdaad – الجريمة الجار
– Delicto in Flagrante

Peristiwa ter-
tangkap tangan.

20 Disambigu-
asi Yuridis

 – رفع الغموض القانوني
Juridische Disambiguatie 
– Disambiguatio Iuridica

Penjernihan nor-
ma multitafsir.

21 Eksepsi Exceptie – Exceptio – الدفع Tangkisan formil 
gugatan.

22 Ekspre-
si Ilokusi

 Illocutionaire – الفعل الكلامي
Expressie – Actus 
Illocutionarius

Maksud tindakan 
dalam tuturan.

23
Entrain-
ment Lin-
guistik

 Linguïstische – التزامن اللغوي
Aanpassing – Entrainment 
Linguisticum

Penyesuaian 
gaya bahasa.

24 Eviden-
tiality

 Evidentialiteit – درجة التوثيق
– Evidentialitas

Tingkat kepastian 
sumber informasi.

25 Fakta Hu-
kum

 Rechtsfeit – واقعة قانونية
– Factum Iuris

Peristiwa yang me-
nimbulkan aki-
bat hukum.

26 Fonetik 
Forensik

 – الصوتيات الجنائية
Forensische Fonetiek 
– Phonetica Forensis

Analisis ciri su-
ara pelaku.

27
Forensic 
Dialec-
tology

 – اللهجات الجنائية
Forensische Dialectologie 
– Dialectologia Forensis

Identifikasi daer-
ah melalui dialek.

28 Formant 
Suara

 – مكوّنّات الصوت
Formant – Formans

Ciri akustik uta-
ma suara manusia.

29 Genre Fo-
rensik

 Forensisch – النمط الجنائي
Genre – Genus Forense

Klasifika-
si teks hukum.
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No Istilah Bahasa  
(Arab – Belanda – Latin) Definisi

30 Glosarium 
Hukum

 Juridisch – معجم قانوني
Glossarium – Glossarium 
Iuridicum

Daftar ringkas is-
tilah hukum.

31 Grapholo-
gy Forensik

 – تحليل الخط الجنائي
Forensische Grafologie 
– Graphologia Forensis

Analisis tu-
lisan tangan.

32 Gugatan Vordering – Actio – دعوى Tuntutan hak 
ke pengadilan.

33
Herme-
neutika 
Hukum

يل القانوني  Juridische – التأو
Hermeneutiek – 
Hermeneutica Iuris

Ilmu penafsir-
an hukum.

34 Hoax Fo-
rensik

 Forensische – الأخبار الكاذبة
Hoax – Falsum Forense

Analisis kebo-
hongan digital.

35 Idiolek  Idiolect – اللغة الفردية
– Idiolectum

Ciri baha-
sa individu.

36 Identifika-
si Penutur

 – تحديد المتكلم
Sprekeridentificatie – 
Identificatio Loquentis

Penentuan iden-
titas penutur.

37 Illegal 
Content

 Illegale – محتوى غير قانوني
Inhoud – Contentum Illegal

Konten terla-
rang hukum.

38 Implikatur 
Forensik

 Implicatuur – الدلالة الضمنية
– Implicatura

Makna tersirat ber-
dampak hukum.

39
Intertek-
stualitas 
Hukum

 – التناص القانوني
Intertekstualiteit – 
Intertextualitas

Hubungan an-
tar-teks peraturan.

40 Justifica-
tion Theory

ية التبرير  – نظر
Rechtvaardigingstheorie 
– Theoria Iustificationis

Teori pembe-
naran tindakan.
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No Istilah Bahasa  
(Arab – Belanda – Latin) Definisi

41 Yuris-
prudensi

 – السوابق القضائية
Jurisprudentie – 
Jurisprudentia

Putusan hakim 
sebagai sum-
ber hukum.

42
Kepen-
garan-
gan Teks

 – إسناد النص
Auteursherkenning – 
Auctoritas Textus

Penentuan penu-
lis teks bukti.

43 Kesantunan 
Linguistik

 Beleefdheid – التهذيب اللغوي
– Politeness

Strategi menja-
ga citra diri.

44
Keteran-
gan Ahli 
Linguistik

 – شهادة خبير لغوي
Taaldeskundigeverklaring 
– Testimonium Periti

Pendapat ahli ba-
hasa di sidang.

45 Koheren-
si Wacana

 Coherentie – اتساق الخطاب
– Cohaerentia

Kepaduan mak-
na wacana.

46 Kohesi Teks  Tekstcohesie – ترابط النص
– Cohesio Textus

Keterikatan for-
mal kalimat.

47 Konflik 
Norma

 Normconflict – تعارض القواعد
– Conflictus Normarum

Pertentangan atur-
an hukum.

48 Lex Fo-
rensis

 Forensisch – القانون الجنائي
Recht – Lex Forensis

Hukum pembuk-
tian pidana.

49 Linguistic 
Profiling

 Profilering – التنميط اللغوي
– Profilatio Linguistica

Pemprofilan ber-
dasar bahasa.

50 Literal 
Meaning

 Letterlijke – المعنى الحرفي
Betekenis – Sensus Litteralis Makna harfiah.

51 Litera-
si Hukum

 – الوعي القانوني
Rechtsgeletterdheid 
– Litteratio Iuris

Kemampuan me-
mahami hukum.

52 Makna 
Kontekstual

 Contextuele – المعنى السياقي
Betekenis – Sensus 
Contextualis

Makna ber-
dasar situasi.
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No Istilah Bahasa  
(Arab – Belanda – Latin) Definisi

53 Makna Ref-
erensial

 Referentiële – المعنى الإشاري
Betekenis – Sensus Referens

Makna berdasar 
acuan nyata.

54
Misin-
forma-
si Hukum

Juridische – التضليل القانوني
Desinformatie – 
Falsificatio Iuris

Informasi hu-
kum yang salah.

55 Modalitas Modaliteit – Modus – الجهة Sikap pembicara 
terhadap kebenaran.

56 Narasi Fo-
rensik

Forensisch – السرد الجنائي
Narratief – Narratio 
Forensis

Pola cerita saksi.

57 Negosia-
si Makna

 – تفاوض المعنى
Betekenisonderhandeling – 
Negotiatio Significationis

Tawar-men-
awar makna.

58 Norma Im-
peratif

 Dwingende – القاعدة الآمرة
Norm – Norma Imperativa

Norma yang ber-
sifat memaksa.

59 Objektiva-
si Bukti

 – موضوعية الدليل
Bewijsobjectivering – 
Objectivatio Probationis

Penilaian buk-
ti secara netral.

60 Perintah 
Hukum

– الأمر القانوني Rechtsbevel
– Imperium Iuris

Ketentuan wa-
jib hukum.

61 Penafsiran 
Ekstensif

Extensieve – التفسير الواسع
Interpretatie – 
Interpretatio Extensiva

Penafsiran meluas.

62 Penafsiran 
Restriktif

Restrictieve – التفسير الضيق
Interpretatie – 
Interpretatio Restrictiva

Penafsiran mem-
persempit.

63 Perlokusi – Perlocutie – الأثر الكلامي
Actus Perlocutionarius Dampak ujaran.
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No Istilah Bahasa  
(Arab – Belanda – Latin) Definisi

64 Presuposisi
 – الافتراض المسبق
Presuppositie – 
Praesuppositio

Asumsi dasar 
tuturan.

65 Pragmatik 
Forensik

 – التداولية الجنائية
Forensische Pragmatik 
– Pragmatica Forensis

Kajian maksud 
ujaran hukum.

66 Qarinah 
Digital

 Digitale – قرينة رقمية
Vermoedens – 
Praesumptio Digitalis

Indikasi awal 
bukti digital.

67 Rekan 
Rekaman

 – المشارك المسجل
Opnamegetuige – 
Co-Recorder

Pihak da-
lam rekaman.

68 Retorika 
Hukum

 Juridische – البلاغة القانونية
Retoriek – Rhetorica Iuris

Seni persua-
si hukum.

69 Sidang 
Elektronik

 Digitale – الجلسة الإ�لكترونية
Zitting – Sessio Electronica

Persidangan ber-
basis teknologi.

70 Speech Act  Taalhandeling – الفعل الكلامي
– Actus Loquendi

Tindakan melalui 
ujaran.

71 Statement 
of Intent

 Intentieverklaring – بيان النية
– Declaratio Intentionis

Pernyataan ke-
hendak hukum.

72 Stilistika 
Forensik

 – الأسلوبية الجنائية
Forensische Stijlstudie 
– Stilistica Forensis

Gaya bahasa se-
bagai identitas.

73 Strategi Ke-
santunan

 – استراتيجيات التهذيب
Beleefdheidsstrategie – 
Politeness Strategy

Teknik menja-
ga kehormatan.

74 Syntactic 
Forensics

 Forensische – التركيب الجنائي
Syntaxis – Syntaxis Forensis

Analisis struk-
tur kalimat bukti.
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No Istilah Bahasa  
(Arab – Belanda – Latin) Definisi

75 Teori Pem-
buktian

ية الإثبات  Bewijstheorie – نظر
– Theoria Probationis

Kerangka pe-
nilaian bukti.

76 Testimonial 
Discourse

 – خطاب الشهادة
Getuigendiscours – 
Discursus Testimonialis

Wacana kesaksian.

77 Tindak 
Ilokusi

 – الفعل المقصدي
Illocutionaire Handeling 
– Actus Illocutionis

Maksud tinda-
kan dalam ujaran.

78 Transkrip 
Forensik

يغ الجنائي  Forensische – التفر
Transcriptie – 
Transcriptio Forensis

Alih tulis reka-
man bukti.

79 Turn-Tak-
ing

 Beurtwisseling – تبادل الأدوار
– Commutatio Turnorum Pergiliran berbicara.

80 Ujaran Im-
peratif

 Imperatieve – الأمر
Zin – Imperativus

Tuturan bermak-
na perintah.

81 Ujaran In-
timidatif

 Intimiderende – خطاب ترهيبي
Taal – Verbum Intimidans

Ujaran menekan 
psikologis.

82 Ujaran Per-
formatif

 Performative – القول الإنشائي
Uiting – Verbum 
Performativum

Ujaran sebagai tin-
dakan hukum.

83
Unsur Pi-
dana Lin-
guistik

 – الركن اللغوي للجريمة
Linguïstisch Delictselement 
– Elementum Linguisticum

Unsur baha-
sa dalam delik.

84
Validi-
tas Buk-
ti Bahasa

 – صحة الدليل اللغوي
Bewijsvaliditeit – 
Validitas Probationis

Keabsahan buk-
ti linguistik.

85 Verba Vol-
untatif

 – أفعال الإرادة
Wilswerkwoorden – 
Verba Voluntatis

Kata kerja ke-
hendak hukum.
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No Istilah Bahasa  
(Arab – Belanda – Latin) Definisi

86
Wacana 
Digital Fo-
rensik

 Digitale – الخطاب الرقمي
Forensische Discours – 
Discursus Digitalis

Bahasa digital se-
bagai bukti.

87 Wacana 
Hukum

 – الخطاب القانوني
Juridisch Discours – 
Discursus Iuridicus

Praktik baha-
sa dalam hukum.

88 Wacana In-
terogatif

 – خطاب الاستجواب
Ondervragingsdiscours – 
Discursus Interrogativus

Bahasa pemeriksaan.

89 Witness 
Linguistics

يات الشهادة  – لغو
Getuigenlinguïstiek – 
Linguistica Testium

Analisis ba-
hasa saksi.

90 Xenoglossia 
Forensik

 – التحدث بلغة غريبة
Xenoglossie – Xenoglossia

Penggunaan bahasa 
asing dalam delik.

91 Yuridifika-
si Bahasa

 Juridificatie van – تقنين اللغة
Taal – Iuridificatio Linguae

Bahasa menja-
di norma hukum.

92 Yuridi-
ka Digital

 Digitale Juridica – الفقه الرقمي
– Iuridica Digitalis

Kajian hukum ber-
basis teknologi.

93 Zakelijke 
Bewijsleer

ية الإثبات المادي  – نظر
Zakelijke Bewijsleer – 
Probatio Materialis

Pembuktian berba-
sis fakta objektif.

94 Zona 
Ilokusi

 Illocutionaire – منطقة القصد
Zone – Zona Illocutionis

Wilayah mak-
sud dalam ujaran.
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2) ISTILAH HUKUM BERASAL DARI BERBAGAI
SUMBER BAHASA

A. ISTILAH HUKUM BERASAL DARI BAHASA
BELANDA

No Istilah 
(Indonesia)

Asal 
(Belanda)

Arti /  
Penjelasan Akademik

1 Tersangka Verdachte
Orang yang didu-
ga melakukan tin-
dak pidana berdasar-
kan bukti permulaan.

2 Terdakwa Beklaagde
Orang yang didak-
wa dan sedang dia-
dili di pengadilan.

3 Hakim Rechter Pejabat yang berwenang 
memutus perkara.

4 Jaksa Officier van 
Justitie

Pejabat negara yang 
berwenang melaku-
kan penuntutan.

5 Saksi Getuige
Orang yang member-
ikan keterangan da-
lam proses peradilan.

6 Notaris Notaris Pejabat umum pem-
buat akta otentik.

7 Kreditor Crediteur Pihak yang berpiutang 
terhadap debitor.

8 Debitor Debiteur Pihak yang beru-
tang kepada kreditor.

9 Warisan Erfenis
Harta pening-
galan seseorang yang 
meninggal dunia.
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No Istilah  
(Indonesia)

Asal  
(Belanda)

Arti /  
Penjelasan Akademik

10 Perjanjian Overeen-
komst

Kesepakatan yang me-
nimbulkan hak dan ke-
wajiban hukum.

11 Perdata Burgerlijk Hukum yang mengatur 
hubungan antarindividu.

12 Pidana Strafrecht
Hukum yang menga-
tur pelanggaran terha-
dap kepentingan umum.

13 Putusan Vonnis Keputusan hakim da-
lam perkara tertentu.

14 Eksekusi Executie
Pelaksanaan putu-
san pengadilan yang 
berkekuatan tetap.

15 Konsinyasi Consignatie Penitipan uang/ba-
rang di pengadilan.

16 Kuasa hu-
kum Raadsman

Penasihat atau per-
wakilan hukum dari 
pihak berperkara.

17 Kepailitan Faillissement
Ketidakmampuan de-
bitor membayar 
utang-utangnya.

18 Kompensasi Compensatie Ganti rugi yang diberikan 
karena kerugian tertentu.

19 Banding Hoger beroep
Upaya hukum terha-
dap putusan penga-
dilan tingkat pertama.

20 Kasasi Cassatie
Upaya hukum ke Mahka-
mah Agung atas putusan 
pengadilan di bawahnya.
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No Istilah  
(Indonesia)

Asal  
(Belanda)

Arti /  
Penjelasan Akademik

21 Rehabilitasi Rehabilitatie Pemulihan nama 
baik seseorang.

22 Amnesti Amnestie Penghapusan hukuman 
untuk kelompok tertentu.

23 Grasi Gratie Pengampunan huku-
man dari Presiden.

24 Kewenan-
gan Bevoegdheid

Hak hukum un-
tuk bertindak da-
lam bidang tertentu.

25 Penyitaan Beslag Penguasaan barang un-
tuk kepentingan hukum.

B.	 ISTILAH HUKUM BERASAL DARI BAHASA 
LATIN

No Istilah Arti / Penjelasan

26 Lex Hukum atau undang-undang.

27 Jus Hak atau sistem hukum.

28 Actus reus Unsur perbuatan da-
lam tindak pidana.

29 Mens rea Unsur niat atau kesalah-
an dalam tindak pidana.

30 Nullum cri-
men sine lege

Tidak ada kejahatan tan-
pa undang-undang.

31 De jure Berdasarkan hukum.

32 De facto Berdasarkan kenyataan.

33 Bona fide Dengan itikad baik.
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No Istilah Arti / Penjelasan

34 Mala fide Dengan itikad buruk.

35 Ultra vires Melampaui kewenangan hukum.

36 Pacta sunt 
servanda Perjanjian harus dipatuhi.

37 Res judicata Perkara yang telah diputus ti-
dak dapat diperiksa kembali.

38 Subpoena Perintah hadir ke pengadilan.

39 Pro bono Bantuan hukum tanpa imbalan.

40 Ad hoc Dibentuk untuk tujuan tertentu.

41 Prima facie Bukti awal yang tampak cukup.

42 Corpus delicti Unsur atau bukti pokok 
tindak pidana.

43 Habeas corpus Perlindungan terhadap pena-
hanan sewenang-wenang.

44 In personam Terhadap pribadi seseorang.

45 In rem Terhadap benda atau 
hak kebendaan.

C.	 ISTILAH HUKUM BERASAL DARI BAHASA 
INGGRIS & PERANCIS

No Istilah Asal Bahasa Arti / Penjelasan

46 Arbitrase Inggris
Penyelesaian sengke-
ta di luar penga-
dilan oleh arbiter.

47 Mediasi Inggris
Penyelesaian sengke-
ta melalui pihak ke-
tiga netral.
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No Istilah Asal Bahasa Arti / Penjelasan

48 Konsiliasi Inggris
Upaya menda-
maikan para pihak 
yang bersengketa.

49 Kontrak Inggris Perjanjian yang menim-
bulkan akibat hukum.

50 Litigasi Inggris Proses berperka-
ra di pengadilan.

51 Negligence Inggris Kelalaian yang me-
nimbulkan kerugian.

52 Defamation Inggris Tindakan mence-
markan nama baik.

53 Jurisdiksi Inggris Kewenangan pengadilan 
memeriksa perkara.

54 Constitution Perancis Hukum dasar negara.

55 Demokrasi Perancis Pemerintahan rakyat, 
oleh rakyat, untuk rakyat.

56 Revolusi Perancis
Perubahan cepat ter-
hadap sistem pe-
merintahan.

57 Republik Peran-
cis/Latin

Bentuk pemerin-
tahan tanpa raja.

58 Sanksi Inggris Hukuman atau kon-
sekuensi hukum.

59 Doctrine Inggris Prinsip atau ajaran hu-
kum yang diakui.

60 Liability Inggris Tanggung jawab hukum.

61 Ombudsman Skandinavia
Pejabat independen 
yang menampung kelu-
han masyarakat.



320 | Bahasa Hukum dan Linguistik Forensik

No Istilah Asal Bahasa Arti / Penjelasan

62 Rule of Law Inggris Prinsip supremasi hu-
kum atas kekuasaan.

63 Due Pro-
cess of Law Inggris

Perlindungan terha-
dap hak individu da-
lam proses hukum.

64 Separation 
of Powers Inggris Doktrin pemisah-

an kekuasaan negara.

65 Precedent Inggris

Putusan pengadilan 
terdahulu yang di-
jadikan acuan.

D.	 ISTILAH HUKUM DARI BAHASA MELAYU 
DAN DAERAH

No Istilah Asal  
Bahasa Arti / Penjelasan

66 Adat Melayu
Kebiasaan yang memili-
ki kekuatan hukum da-
lam masyarakat.

67 Hak ulayat Minang-
kabau

Hak kolektif mas-
yarakat adat atas tanah 
dan sumber daya.

68 Perdamaian Melayu
Penyelesaian sengke-
ta secara damai tan-
pa pengadilan.

69 Musyawarah Melayu/
Arab

Proses mufakat un-
tuk mengambil keputu-
san hukum atau adat.
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No Istilah Asal  
Bahasa Arti / Penjelasan

70 Tebusan Melayu Ganti kerugian atas pe-
langgaran adat.

71 Saksi 
sumpah Melayu Orang yang bersump-

ah dalam sidang adat.

72 Denda adat Melayu
Hukuman berupa pem-
bayaran harta atau benda 
karena pelanggaran adat.

73 Panghulu Minang
Pemimpin adat yang 
memiliki kewenan-
gan hukum adat.

74 Bali salin Jawa Pertukaran atau ganti rugi 
dalam hukum waris adat.

75 Serah terima Melayu Tindakan menyerahkan 
sesuatu secara resmi.

76 Mupakat Melayu Persetujuan bersa-
ma dalam hukum adat.

77 Hukum 
rimba Melayu Ungkapan untuk keadaan 

tanpa aturan hukum.

78 Penghulu 
kampung Melayu

Kepala adat yang me-
negakkan ketertiban 
dan hukum di desa.

79 Panembahan Jawa
Gelar pemimpin yang 
memiliki kewenan-
gan hukum spiritual.

80 Pepatah adat Melayu
Ungkapan hukum ti-
dak tertulis yang menja-
di pedoman masyarakat.

81 Dewan 
syarak Minang

Lembaga adat yang memu-
tus perkara berdasar-
kan syariat dan adat.
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No Istilah Asal  
Bahasa Arti / Penjelasan

82 Tali air Bugis
Batas wilayah adat 
yang memiliki kekua-
tan hukum lokal.

83 Ninik mamak Minang
Pemangku adat yang ber-
wenang mengatur hu-
kum adat keluarga.

84 Tum-
bang adat Kalimantan Penyelesaian konflik secara 

adat dengan ritual khusus.

85 Hukum tuba Melayu 
lama

Hukuman terha-
dap pengkhianatan da-
lam adat lama.

E.	 ISTILAH HUKUM BISNIS DAN KORPORASI

No Istilah Hukum Asal  
Bahasa

Arti / Penjelas-
an Akademik

86 Perseroan 
Terbatas (PT)

Belan-
da (Naam-
loze Ven-
nootschap)

Badan hukum berbentuk 
perusahaan yang modal-
nya terbagi atas saham.

87 Firma

Belan-
da (Ven-
nootschap 
onder 
Firma)

Persekutuan dua orang 
atau lebih untuk men-
jalankan usaha ber-
sama dengan tang-
gung jawab pribadi.

88
CV (Comman-
ditaire Ven-
nootschap)

Belanda
Persekutuan koman-
diter antara sekutu ak-
tif dan sekutu pasif.

89 Holding 
company Inggris

Perusahaan induk yang 
menguasai saham dari 
anak perusahaan.
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No Istilah Hukum Asal 
Bahasa

Arti / Penjelas-
an Akademik

90 Subsidiary Inggris Anak perusahaan di 
bawah holding.

91 Merger Inggris
Penggabungan dua atau 
lebih perusahaan men-
jadi satu entitas hukum.

92 Akuisisi Inggris (Ac-
quisition)

Pengambilalihan 
kepemilikan suatu peru-
sahaan oleh pihak lain.

93 Joint venture Inggris
Bentuk kerja sama an-
tara dua perusahaan da-
lam proyek tertentu.

94 Franchise Inggris
Sistem usaha den-
gan pemberian hak 
memakai merek atau 
sistem bisnis tertentu.

95 Monopoli
Yunani 
(Monos + 
Polein)

Penguasaan pasar 
oleh satu pelaku us-
aha tanpa pesaing.

96 Oligopoli Yunani
Kondisi pasar yang di-
kuasai oleh bebera-
pa pelaku usaha besar.

97 Konsolidasi
Belan-
da (Con-
solidatie)

Penggabungan dua 
perusahaan menja-
di satu entitas baru.

98 Korpora-
si publik Inggris

Badan hukum yang 
menawarkan sahamn-
ya kepada masyarakat.

99 Bankruptcy Inggris Kepailitan atau ke-
bangkrutan perusahaan.
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No Istilah Hukum Asal  
Bahasa

Arti / Penjelas-
an Akademik

100 Insid-
er trading Inggris

Perdagangan sa-
ham berdasarkan in-
formasi rahasia.

101 Fidusia Latin
Pengalihan hak kepemi-
likan sebagai jami-
nan kepercayaan.

102 Leasing Inggris
Perjanjian sewa guna 
usaha antara les-
sor dan lessee.

103 Collateral Inggris Barang jaminan dalam 
transaksi pinjaman.

104 Dividen Inggris/
Belanda

Bagian laba perusahaan 
yang dibagikan kepa-
da pemegang saham.

105 Prospektus Latin/In-
ggris

Dokumen resmi ber-
isi informasi pen-
awaran umum saham.

106 Emiten Belanda 
(Emittent)

Pihak yang menerbit-
kan efek di pasar modal.

107 Kurs Belan-
da (Koers)

Nilai tukar antara 
dua mata uang.

108 Obligasi Latin (Ob-
ligatio)

Surat utang jangka pan-
jang yang diterbitkan 
oleh badan hukum.

109 Saham Belanda 
(Aandeel)

Bukti kepemilikan ba-
gian modal dalam 
suatu perseroan.

110 Likuidasi Belanda 
(Liquidatie)

Pembubaran perusa-
haan dengan penyele-
saian semua kewajiban.
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F. ISTILAH HUKUM INTERNASIONAL

No Istilah Asal Bahasa
Arti /  

Penjelasan 
Akademik

111 Traktat 
(Treaty) Inggris

Perjanjian interna-
sional antara dua 
atau lebih negara.

112 Konvensi Inggris/
Perancis

Perjanjian for-
mal yang mengikat 
banyak negara.

113 Protokol Yunani/
Perancis

Lampiran atau tam-
bahan perjanji-
an internasional.

114 Deklarasi Latin
Pernyataan re-
smi suatu nega-
ra atau organisa-
si internasional.

115 Pact Latin
Kesepakatan atau 
perjanjian in-
ternasional.

116 Diplomat Yunani
Utusan resmi neg-
ara untuk hubun-
gan luar negeri.

117 Imunitas 
diplomatik Latin/Inggris

Kekebalan hu-
kum bagi peja-
bat diplomatik di 
negara asing.

118 Sank-
si ekonomi Inggris

Pembatasan perda-
gangan sebagai tin-
dakan politik terh-
adap negara lain.
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No Istilah Asal Bahasa
Arti /  

Penjelasan 
Akademik

119 Ekstradisi Latin (Ex-
traditio)

Penyerahan seseo-
rang oleh satu neg-
ara ke negara lain 
karena kejahatan.

120 Asylum (suaka) Latin/Inggris
Perlindungan ter-
hadap orang yang 
melarikan diri 
dari negaranya.

121 Aggression Inggris
Tindakan serangan 
atau pelanggaran 
wilayah negara lain.

122 Neutrality Inggris
Sikap tidak ber-
pihak dalam konf-
lik antarnegara.

123 Embargo Spanyol
Larangan perda-
gangan terhadap 
negara tertentu.

124 Reparasi Latin
Ganti rugi aki-
bat pelanggaran 
internasional.

125 Tribunal Latin
Badan pengadilan 
internasional (mis-
al: ICTY, ICC).

126 Sovereignty Perancis (Sou-
veraineté)

Kedaulatan tert-
inggi suatu nega-
ra atas wilayahnya.

127 Peacekeeping Inggris
Misi pemeli-
haraan perda-
maian oleh PBB.
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No Istilah Asal Bahasa
Arti /  

Penjelasan 
Akademik

128 Genosida Latin/Yunani
Kejahatan terhadap 
umat manusia be-
rupa pembunuhan 
massal etnis.

129 Humani-
tarian law Inggris Hukum kemanu-

siaan internasional.

130 Non-re-
foulement Perancis

Prinsip larangan 
memulangkan pe-
ngungsi ke nega-
ra asal yang ber-
bahaya baginya.

G. ISTILAH HUKUM ISLAM (FIQH & SYARIAH)

No Istilah Asal 
Bahasa Arti / Penjelasan Akademik

131 Syariah Arab Hukum Islam yang bersum-
ber dari Al-Qur’an dan Hadis.

132 Fiqh Arab
Ilmu hukum Islam yang 
membahas pelaksa-
naan hukum syariah.

133 Ijma’ Arab Kesepakatan para ulama 
terhadap suatu hukum.

134 Qiyas Arab
Analogi hukum berdasar-
kan prinsip serupa da-
lam Al-Qur’an atau Hadis.

135 Ijtihad Arab
Usaha sungguh-sungguh me-
netapkan hukum ketika ti-
dak ada nash yang tegas.
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No Istilah Asal 
Bahasa Arti / Penjelasan Akademik

136 Fatwa Arab Pendapat hukum yang dikelu-
arkan oleh mufti atau ulama.

137 Waqf 
(Wakaf) Arab

Penyerahan harta un-
tuk kepentingan umum 
secara permanen.

138 Zakat Arab Kewajiban mengeluarkan seba-
gian harta untuk yang berhak.

139 Hibah Arab Pemberian sukare-
la tanpa imbalan.

140 Riba Arab
Tambahan dalam tran-
saksi utang yang dila-
rang oleh syariah.

141 Mudhar-
abah Arab

Kerja sama usaha antara 
pemilik modal dan pengelo-
la dengan pembagian hasil.

142 Musy-
arakah Arab

Kerja sama dua pihak atau 
lebih dengan pembagian 
keuntungan dan kerugian.

143 Murabahah Arab Jual beli dengan margin keun-
tungan yang disepakati.

144 Ijarah Arab Akad sewa menyewa da-
lam hukum Islam.

145 Qardh Arab Pinjaman tanpa im-
balan tambahan.

146 Takaful Arab Sistem asuransi syariah ber-
dasarkan tolong-menolong.

147 Khiyar Arab Hak memilih untuk melanjut-
kan atau membatalkan akad.
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No Istilah Asal 
Bahasa Arti / Penjelasan Akademik

148 Hudud Arab
Hukuman yang ditentu-
kan oleh syariat atas pe-
langgaran berat.

149 Qishash Arab
Hukuman setimpal terha-
dap kejahatan pembunuhan 
atau penganiayaan.

150 Diyat Arab Denda pengganti qi-
shash (uang darah).

E.	 ISTILAH HUKUM ADAT DAERAH NUSANTARA 

No Istilah Asal 
Daerah Arti / Penjelasan

151 Panglima adat Dayak
Pemimpin terting-
gi adat yang menega-
kkan keadilan adat.

152 Sidang balai Melayu 
Riau

Musyawarah adat untuk 
menyelesaikan sengketa.

153 Bale banjar Bali Tempat penyelesaian per-
kara adat di tingkat desa.

154 Perarem Bali Peraturan adat desa yang 
mengikat masyarakat lokal.

155 Subak Bali Lembaga hukum adat pen-
gelolaan air irigasi sawah.

156 Sangkep Lombok Sidang adat untuk memu-
tus perkara sosial.
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No Istilah Asal 
Daerah Arti / Penjelasan

157 Sara hukum Bugis
Dewan adat yang ber-
wenang memu-
tus perkara adat.

158 Rembug desa Jawa
Musyawarah masyarakat 
untuk menyelesaikan ma-
salah hukum sosial.

159 Mapalus Minahasa Sistem gotong royong yang 
memiliki nilai hukum adat.

160 Kain timpal Flores Ganti rugi simbolik dalam 
pelanggaran adat keluarga.

161 Nenek mamak Minang
Tokoh keluarga be-
sar yang berwenang da-
lam perkara waris adat.

162 Hukum balas Bugis Prinsip keadilan adat ber-
basis timbal balik.

163 Tebus malu Melayu Denda untuk memulihkan 
kehormatan yang tercemar.

164 Hukum laut Maluku Aturan adat mengenai batas 
laut dan hasil tangkapan.

165 Pela gandong Maluku Ikatan adat perda-
maian antar-kampung.

166 Sasadu Halma-
hera

Rumah adat tempat si-
dang hukum adat.

167 Sasi Maluku
Larangan sementa-
ra terhadap peman-
faatan sumber daya alam.

168 Bakar batu Papua
Tradisi penyelesa-
ian konflik dengan up-
acara makan bersama.
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No Istilah Asal 
Daerah Arti / Penjelasan

169 Wene ni itei Papua Prinsip keadilan adat 
berbasis kesetaraan.

170 Musyawar-
ah adat besar Nasional Forum tertinggi hukum 

adat untuk putusan kolektif.

KESIMPULAN UMUM

Bahasa hukum Indonesia adalah mosaik yang 
terbentuk dari berbagai lapisan sejarah dan budaya:

•	 Belanda & Latin memberikan kerangka civil law,

•	 Inggris & Perancis memperkaya istilah 
internasional,

•	 Arab & Melayu mengakar dalam hukum Islam 
dan adat,

•	 Bahasa daerah melahirkan sistem keadilan 
komunitas yang khas.

Pemahaman istilah lintas bahasa ini menjadikan 
sarjana hukum Indonesia mampu berpikir universal, 
tetapi tetap berpijak pada kearifan lokal.
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Lampiran 3: Hukum Tata Negara, Hukum 
Administrasi, Hukum Lingkungan, dan Hukum 
Teknologi Modern (Cyber Law)

A.	 ISTILAH HUKUM TATA NEGARA

No Istilah Asal  
Bahasa

Arti /  
Penjelasan Akademik

171 Konstitusi
Latin
 (Consti-
tutio)

Hukum dasar yang 
menjadi sumber ter-
tinggi bagi penye-
lenggaraan negara.

172
UUD (Un-
dang-Un-
dang Dasar)

Indonesia/
Belanda

Dokumen tertu-
lis yang menjadi pe-
doman penyelengga-
raan kekuasaan negara.

173 Sovereignty 
(Kedaulatan) Perancis Kekuasaan terting-

gi dalam negara.

174 Legislatif Latin Kekuasaan pembuat 
undang-undang.

175 Eksekutif Latin Kekuasaan pelaksa-
na pemerintahan.

176 Yudikatif Latin Kekuasaan kehakiman.

177 Checks and 
balances Inggris

Prinsip pengawasan 
dan keseimbangan an-
tar cabang kekuasaan.

178 Demokrasi
Yunani 
(Demos + 
Kratos)

Pemerintahan oleh 
rakyat, dari rakyat, 
dan untuk rakyat.

179 Otoritari-
anisme Latin Sistem kekuasaan mut-

lak tanpa kontrol rakyat.
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No Istilah Asal 
Bahasa

Arti /  
Penjelasan Akademik

180 Parlemen Perancis
Lembaga perwakilan 
rakyat yang menjalank-
an fungsi legislasi.

181 Amandemen Inggris
Perubahan terha-
dap konstitusi atau 
undang-undang.

182 Dekrit Latin Keputusan re-
smi kepala negara.

183 Impeachment Inggris Proses pemakzulan pe-
jabat tinggi negara.

184 Referendum Latin
Pemungutan suara 
rakyat untuk keputu-
san penting negara.

185 Sistem pres-
idensial Inggris

Bentuk pemerintah-
an dengan presiden 
sebagai kepala nega-
ra dan pemerintahan.

186 Sistem par-
lementer Inggris

Pemerintahan di mana 
kabinet bertanggung 
jawab kepada parlemen.

187 Republik Latin
Bentuk pemerintahan di 
mana kepala negara dip-
ilih, bukan diwariskan.

188 Monarki kon-
stitusional Inggris

Raja berperan simbo-
lik dan kekuasaan dia-
tur oleh konstitusi.

189 Dekonsentrasi Belanda
Pelimpahan seba-
gian wewenang pe-
merintahan kepa-
da pejabat daerah.
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No Istilah Asal  
Bahasa

Arti /  
Penjelasan Akademik

190 Desentralisasi Belanda
Penyerahan wewenang 
pemerintahan dari pu-
sat ke daerah otonom.

191 Otonomi 
daerah Indonesia

Hak dan kewenangan 
daerah untuk menga-
tur urusannya sendiri.

192 Federalisme Latin
Bentuk negara yang 
membagi kekua-
saan antara pemerin-
tah pusat dan daerah.

193
Unitary state 
(Negara Ke-
satuan)

Inggris
Negara dengan satu 
pemerintahan pu-
sat yang berdaulat.

194 Pemilu (Pemi-
lihan Umum) Indonesia

Mekanisme demokra-
tis untuk memi-
lih wakil rakyat dan 
pemimpin negara.

195 Mahkamah 
Konstitusi (MK) Indonesia

Lembaga yudisial yang 
menguji konstitusion-
alitas undang-undang.

B.	 ISTILAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

No Istilah Asal Bahasa Arti / Penjelasan Akademik

196
Admin-
istrasi 
publik

Latin
Pengelolaan kegia-
tan pemerintahan un-
tuk pelayanan publik.

197 Diskresi Belanda 
(Discretie)

Kewenangan pejabat un-
tuk mengambil keputusan 
dalam keadaan luar biasa.
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No Istilah Asal Bahasa Arti / Penjelasan Akademik

198

Keputu-
san Tata 
Usaha 
Negara 
(KTUN)

Indonesia
Penetapan tertulis oleh peja-
bat administrasi negara yang 
menimbulkan akibat hukum.

199 Good gov-
ernance Inggris

Prinsip pemerintah-
an yang bersih, trans-
paran, dan akuntabel.

200 Malad-
ministrasi Inggris

Penyimpangan da-
lam pelayanan pub-
lik oleh aparatur negara.

201 Ombuds-
man Skandinavia Lembaga pengawas pe-

layanan publik.

202 Delegasi Latin
Pelimpahan wewenang 
dari satu pejabat ke-
pada pejabat lain.

203 Mandat Latin Penugasan sementara untuk 
melaksanakan wewenang.

204 Subor-
dinasi Latin Hubungan hierarkis an-

tara atasan dan bawahan.

205
Pertang-
gung-
jawaban 
publik

Indonesia
Kewajiban pemerintah 
menjelaskan penggunaan 
kekuasaan kepada rakyat.

206 Trans-
paransi

Latin/In-
ggris

Keterbukaan dalam pros-
es administrasi dan pen-
gambilan keputusan.

207 Reformasi 
birokrasi Indonesia

Upaya memperbaiki struk-
tur dan perilaku admin-
istrasi pemerintahan.
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No Istilah Asal Bahasa Arti / Penjelasan Akademik

208 Negli-
gence Inggris

Kelalaian pejabat yang 
mengakibatkan ker-
ugian bagi warga.

209 Audit 
publik Inggris Pemeriksaan keuangan atau 

kinerja lembaga pemerintah.

210 Whis-
tleblower Inggris

Individu yang melapor-
kan pelanggaran hukum 
dalam institusi publik.

C. ISTILAH HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

No Istilah Asal Bahasa Arti / Penjelas-
an Akademik

211 Lingkun-
gan hidup Indonesia

Kesatuan ruang den-
gan semua benda, daya, 
makhluk hidup, ter-
masuk manusia.

212 Konservasi Latin Perlindungan dan pele-
starian sumber daya alam.

213 Degradasi 
lingkungan Inggris

Penurunan kuali-
tas lingkungan aki-
bat aktivitas manusia.

214 Rehabilitasi 
lingkungan Indonesia Pemulihan kondisi 

lingkungan yang rusak.

215 Ekolabel Inggris Sertifikasi bagi pro-
duk ramah lingkungan.

216
Sustain-
able devel-
opment

Inggris
Pembangunan berkelan-
jutan yang memperha-
tikan kelestarian alam.
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No Istilah Asal Bahasa Arti / Penjelas-
an Akademik

217

AMDAL 
(Analisis 
Mengenai 
Dampak 
Lingkun-
gan)

Indonesia
Kajian ilmiah terhadap 
dampak suatu kegiatan 
terhadap lingkungan.

218 Green 
economy Inggris Ekonomi berbasis keber-

lanjutan lingkungan.

219 Ecojustice Inggris
Prinsip keadilan da-
lam perlindungan 
lingkungan hidup.

220
Pollut-
er pays 
principle

Inggris
Asas bahwa pencemar 
wajib menanggung biaya 
pemulihan lingkungan.

221 Climate 
change Inggris

Perubahan iklim 
global akibat emi-
si gas rumah kaca.

222 Carbon 
trading Inggris

Mekanisme perdagangan 
hak emisi karbon antar-
negara atau korporasi.

223 Biodiversity Inggris Keanekaragaman haya-
ti yang harus dilindungi.

224 Ecocide Inggris
Kejahatan berat beru-
pa perusakan besar-besa-
ran terhadap lingkungan.
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D.	 ISTILAH HUKUM TEKNOLOGI MODERN 
(CYBER LAW & AI LAW)

No Istilah Asal 
Bahasa Arti / Penjelasan Akademik

225 Cyber law Inggris Hukum yang mengatur ak-
tivitas di ruang digital.

226 Data pro-
tection Inggris Perlindungan terhadap 

data pribadi individu.

227 Priva-
cy policy Inggris

Kebijakan lembaga atau plat-
form dalam menjaga kera-
hasiaan data pengguna.

228 Digital sig-
nature Inggris Tanda tangan elektron-

ik yang diakui secara hukum.

229 E-commerce Inggris Transaksi jual beli barang dan 
jasa melalui media elektronik.

230 E-contract Inggris Perjanjian hukum yang dib-
uat secara elektronik.

231 Phishing Inggris
Tindakan penipuan digi-
tal dengan menyamar un-
tuk mencuri data pribadi.

232 Hacking Inggris Akses ilegal terhadap sistem 
komputer atau jaringan.

233 Cybercrime Inggris Kejahatan yang dilaku-
kan di dunia maya.

234 Defama-
tion online Inggris Pencemaran nama baik 

melalui media digital.

235 AI liability Inggris
Pertanggungjawaban hu-
kum atas tindakan atau kepu-
tusan kecerdasan buatan.



Appendix | 339

No Istilah Asal 
Bahasa Arti / Penjelasan Akademik

236 Algorith-
mic bias Inggris

Ketimpangan hasil kepu-
tusan akibat algorit-
ma yang tidak netral.

237 Blockchain Inggris
Teknologi penyim-
panan data terdistribu-
si yang sulit dimanipulasi.

238 Smart con-
tract Inggris Kontrak digital otoma-

tis berbasis blockchain.

239 Deepfake Inggris
Rekayasa visual atau au-
dio menggunakan kecer-
dasan buatan untuk menipu.

240 Digital fo-
rensics Inggris Ilmu penyelidikan buk-

ti hukum di dunia digital.

241 Internet 
governance Inggris Tata kelola global peng-

gunaan internet.

242 Cyber sov-
ereignty Inggris Kedaulatan negara atas aktivi-

tas dunia maya di wilayahnya.

243 Digital ev-
idence Inggris Bukti elektronik yang dapat 

digunakan di pengadilan.

244 Encryption Inggris
Proses pengubahan data 
agar hanya bisa diba-
ca pihak berwenang.

245 Decryption Inggris Pembukaan kunci data teren-
kripsi untuk pembacaan sah.

246 Meta-law Inggris
Prinsip hukum yang men-
gatur interaksi antarhu-
kum digital lintas platform.

247 Ethical AI Inggris
Prinsip etika dalam pengem-
bangan dan penggu-
naan kecerdasan buatan.
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No Istilah Asal 
Bahasa Arti / Penjelasan Akademik

248 Cyber ter-
rorism Inggris

Serangan digital un-
tuk mengacaukan sistem 
negara atau publik.

249 Digital ju-
risdiction Inggris Yurisdiksi hukum dalam kasus 

lintas negara berbasis internet.

250 Digital sov-
ereignty Inggris

Hak negara untuk men-
gontrol data dan infra-
struktur digitalnya.

EPILOG PENUTUP

“Hukum bukan hanya teks dalam buku, tetapi hidup 
dalam masyarakat. Bahasa hukum adalah napas dari 
sistem keadilan itu sendiri.”

Kamus ini menggambarkan bagaimana bahasa 
hukum Indonesia tumbuh dari akar Belanda dan Latin, 
berkembang lewat pengaruh Inggris dan Perancis, 
berpadu dengan nilai Islam dan adat, serta kini 
menyesuaikan diri dengan era digital dan kecerdasan 
buatan.
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